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KATA PENGANTAR 

 

 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini dapat terselesaikan. 

 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang 

merupakan salah satu agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal 

diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah 

melalui Gubernur Jawa Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah Kepada DPRD, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat. 

 Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD ini 

disusun sesuai pedoman yang dijabarkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Nomor : 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. 

 Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019 

telah dilaksanakan dengan menghasilkan kemajuan pada berbagai bidang 

pemerintahan dan pembangunan, disamping juga dihadapkan pada berbagai 

kendala dan permasalahan. Hal ini perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat 

dalam bentuk LPPD, yang menggambarkan keseluruhan proses manajemen 

pemerintahan dan pembangunan daerah, meliputi perencanaan, penetapan 

kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian 

pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya. 

Materi pelaporan dalam LPPD mencakup proses penyelenggaraan pemerintahan 

dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan pada urusan wajib, urusan 

pilihan maupun tugas pembantuan, desentralisasi serta dekonsentrasi.  

 Melalui penyusunan LPPD, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dapat dipantau dan diketahui perkembangannya, sekaligus dapat  
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

 

A. Dasar Hukum  

Landasan Hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah : 

1. Landasan Ideologi :   Pancasila 

2. Landasan Konstitusional    :   Undang-Undang Dasar 1945 

3. Landasan Operasional 

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (Lembaran 

Negara Rapublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan  Nasional (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422); 
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7) Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4393); 

10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  

11) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

48); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

13) Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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14) Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun  2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  

Tahun 2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005  tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  Keuangan 

dan Kinerja  Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

18) Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

19) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  Standar Akutansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan  dan 

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6178); 
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23) Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan 

Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547); 

28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019; 

29) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran  Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11 Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01); 

30) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018  Nomor 16); 

31) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2013 tentang  

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang pada PT. 
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Bank Jatim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2018 (Lembaran  Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 17); 

32) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang  Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang  Dalam Bentuk Dana 

Bergulir kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran   Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2008 Seri A Nomor 07); 

33) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 82) 

34) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

35) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 

Nomor 115); 

36) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2019 (Lembaran   Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 19); 

37) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2018-2023 (Lembaran   Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

Nomor 1). 

38) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2019 (Lembaran   Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2019 Nomor 8); 

 

 

 

 



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

BAB I - 6 

 

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG 

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah 

satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan 

potensi sosial - ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfatkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam 

dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lumajang dimasa yang akan datang 

sangat penting untuk dikelola dan dimanfatkan secara optimal, agar 

kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. Sesuai dengan  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 54 tahun 2010, pada bagian 

gambaran umum kondisi daerah ini diuraikan tentang kondisi geografi dan 

demografi serta capaian indikator catatan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan Kabupaten Lumajang. 

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan  pemahaman 

tentang data awal tentang kondisi wilayah dan keberhasilan  pembangunan 

yang selama ini telah dicapai oleh Kabupaten Lumajang. Basis data dan 

kinerja yang telah berhasil dicapai selama ini selanjutnya digunakan sebagai 

pijakan dalam merumuskan program pembangunan yang dirancang dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. 

Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan di wilayah Kabupaten 

Lumajang masih dihadapkan pada sejumlah situasi problematik seperti masih 

adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumberdaya manusia yang 

relatif belum terlampau tinggi, adanya wilayah  yang relatif terisolasi, dan 

ditambah lagi posisi geografis wilayah,  terdapat  wilayah relatif jauh dari 

akses jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika 

yang lain. 

Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami jika upaya 

pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial–ekonomi yang 

dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, 

agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun 

Kabupaten Lumajang dapat dilakukan secara optimal dan lebih terarah  

sesuai  dengan  potensi  yang  ada maka pada bagian  ini dideskripsikan 34 

kondisi  dan  potensi,  sumberdaya  yang  dimiliki  serta  profil  Kabupaten  

Lumajang sekaligus  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  

perencanaan  program pembangunan dalam kurun 5 tahun kedepan 
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C.   KONDISI GEOGRAFIS DAERAH 

I. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah 

Kabupaten Lumajang terletak di Provinsi Jawa Timur, dan terletak di 

antara 112o5’ – 113o22’ Bujur Timur dan 7o52’ – 8o23’ Lintang Selatan. Batas 

wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo 

Sebelah Timur : Kabupaten Jember 

Sebelah Selatan : Samudra Hindia 

Sebelah Barat : Kabupaten Malang 

Luas wilayah 1.790,90 Km2 atau 3,74 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. 

Wilayah Administrasi Kabupaten Lumajang, terbagi dalam 21 wilayah 

Kecamatan, 198 Desa, 7 Kelurahan, 1.749 RW dan 7.023 RT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan kondisi daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik 

khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, 

perikanan, pertambangan, industri maupun perdagangan. 

Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang terluas 

adalah Kecamatan Senduro seluas 170,90 km2 dan Kecamatan Pasrujambe 

seluas 162,47 km2. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil 

adalah Kecamatan Sumbersuko seluas 29,07 km2 dan Kecamatan Lumajang 

seluas 28,47 km2, adapun rincian persentase luas masing-masing Kecamatan, 

yaitu sebagai berikut : 

 

 

Gambar : 1.1 

Peta Pembagian Wilayah 

Kabupaten Lumajang 
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Grafik : 1.1 

Prosentase Luas Wilayah Kecamatan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka (BPS) 2019 

 

Tabel : 1.1. 

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Lumajang 

 

No. Kecamatan Jumlah 

Desa/ 

Kelurahan 

Dusun RW RT 

1 Tempursari 7 24 48 191 

2 Pronojiwo 6 25 64 161 

3 Candipuro 10 61 83 403 

4 Pasirian 11 55 105 506 

5 Tempeh 13 70 101 586 

6 Lumajang 12 18 134 536 

7 Sumbersuko 8 28 55 279 

8 Tekung 8 29 68 212 

9 Kunir 11 48 81 376 

10 Yosowilangun 12 31 71 396 

11 Rowokangkung 7 29 66 188 

12 Jatiroto 6 26 72 272 

13 Randuagung 12 60 127 440 

14 Sukodono 10 44 94 363 

15 Padang 9 42 70 312 

16 Pasrujambe 7 37 95 287 

17 Senduro 12 50 122 384 

18 Gucilait 9 38 62 222 

19 Kedungjajang 12 55 88 314 

20 Klakah 12 54 87 306 

21 Ranuyoso 11 55 56 289 

Jumlah 205 879 1.749 7.023 

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 
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II. Topografi 

Topografi wilayah Kabupaten Lumajang terbagi ke dalam 4 (empat) 

daerah, yaitu : daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran 

alluvial. Kategori pertama sebagian wilayah di Kecamatan Klakah, Senduro 

dan Kecamatan Pasrujambe. Kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, 

sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. 

Kecamatan yang termasuk ke dalam kategori yang ketiga adalah Lumajang, 

Sumbersuko dan Sukodono. Untuk kategori yang terakhir, yaitu Kecamatan 

Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari 

Yosowilangun sampai dengan Tempursari. 

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh 3 

(tiga) gunung berapi, yaitu Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Bromo (3.292 

m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan, daerahnya sangat subur 

karena terdapat endapan sediment dari sungai-sungai yang mengalirinya. 

Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali 

Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali Rejali, Kali Besuk Sat, Kali Mujur dan Kali 

Bondoyudo. 

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan 

di atas 2.000 m di atas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah 

pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl ) 63.109,15 ha (35,24%) 

dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 1.000 m dari permukaan laut 

yaitu 6.889,4 ha atau 3,85 persen dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.  

 

III. Iklim dan Hidrologi 

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa 

menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, 

yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar 

pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan 

Oktober hingga April. Daerah Lumajang mempunyai 3 (tiga) tipe iklim yaitu 

agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering 

rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucilait, Senduro, 

sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah 

dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, 

Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan 

rata-rata bulan kering 3 - 4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklim 
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agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun. Iklim Kabupaten 

Lumajang termasuk dalam iklim  daerah  tropis, dengan temperatur udara 

rata-rata per bulan minimum  24,9° C, maksimum 32,2° C yang secara umum 

suhu udara Kabupaten Lumajang tergolong panas. Pemantauan yang 

dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo 

- Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan 

berkisar antara 1 sampai dengan 19 hari tiap bulannya. Sedangkan rata-rata 

intensitas curah hujan berkisar antara 0 – 273,50 mm3. 

 

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS  

I. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2019 sebanyak 1.128.777 

jiwa berdasar angka regrestrasi tahun 2019. Dari sisi kepadatan penduduk, 

Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 630 

jiwa/km2. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per Kecamatan, 

Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan 

Lumajang (3.063 jiwa/ km2), diikuti dengan Kecamatan Sukodono (1.820 

jiwa/km2) dan Kecamatan Sumbersuko (1.983 jiwa/km2). Sex ratio merupakan 

perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan 

dikalikan 100. Pada Tahun 2019 sex ratio penduduk Kabupaten Lumajang 

sebesar 99.03 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 

penduduk laki-laki.  

 

Tabel : 1.2. 

Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Menurut Jenis Kelamin,  

Kepadatan dan Rasio Seks Tahun 2019 
 

N0 Kecamatan Luas 

(Km2) 

Jenis Kelamin Jumlah Kepa 

datan 

Sex 

Rasio Laki-

laki 

Perem 

puan 

1 Tempursari 105.35 17.747 17.670 35.417 336 100,44 

2 Pronojiwo 141.49 19.287 18.868 38.155 270 102,22 

3 Candipuro 143.09 36.699 36.480 73.179 511 100,60 

4 Pasirian 128.39 46.076 46.564 92.640 722 98,95 

5 Tempeh 73.21 42.944 43.740 86.684 1.184 98,18 

6 Lumajang 28.47 28.443 28.840 87.195 3.063 97,98 

7 Sumbersuko 29.07 31.175 31.412 37.034 1.274 97,80 

8 Tekung 27.88 19.466 19.550 36.413 1.306 98,63 

9 Kunir 53.30 18.081 18.332 57.283 1.075 98,62 

10 Yosowilangun 72.44 43.153 44.042 62.587 864 99,25 

11 Rowokangkung 58.88 21.394 20.969 39.016 663 99,57 

12 Jatiiroto 53.69 25.002 24.719 50.040 932 99,25 

13 Randuagung 93.92 12.795 13.239 70.798 754 98,68 
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14 Sukodono 28.81 18.567 18.961 57.133 1.983 100,89 

15 Padang 53.83 28.693 28.440 37.528 697 97,92 

16 Pasrujambe 162.47 23.124 24.070 42.363 261 102,03 

17 Senduro 170.90 24.926 25.114 49.721 291 101,14 

18 Gucialit 101.79 35.163 35.635 26.034 256 96,65 

19 Kedungjajang 66.13 27.247 27.655 47.194 714 96,07 

20 Klakah 87.42 23.344 24.117 54.902 628 98,52 

21 Ranuyoso 110.36 18.311 18.723 47.461 430 96,79  
Jumlah 1.790,90 561.637 567.140 1,128.777  630  99,03 

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka Untuk Perencanaan 

Pembangunan,BPS 2020 

 
B. Kondisi Sosial 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan 

penduduknya. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

mengukur capaian  pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen 

dasar kualitas  hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui 

pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :  

a.  Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);  

b.  Pengetahuan (knowledge); dan  

c.  Standar hidup layak (decent standard of living).  

 Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja 

akan diukur efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur 

tingkat kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran masyarakat yang diukur 

melalui tingkat daya beli masyarakat. Pengukuran IPM Kabupaten Lumajang 

berdasarkan data BPS tahun 2019 adalah 65,33 dan mengalami kenaikan 0,50 

persen dari IPM tahun 2018 yang menunjukkan angka 64,83. Capaian IPM 

tersebut diperoleh dari Indeks Kesehatan sebesar 0,77; Indeks Pendidikan 

sebesar 0,54; dan Indeks Daya Beli sebesar 0,68. Untuk mengukur kualitas 

pelayanan kesehatan yang telah dinikmati oleh masyarakat menggunakan 

indeks kesehatan. Indeks ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

UNDP (United Nation Development Program) yang diukur berdasarkan 

capaian usia harapan hidup masyarakat. Berdasarkan tolok ukur ini 

diasumsikan bahwa semakin tinggi usia harapan hidup suatu wilayah, semakin 

baik pula pemenuhan pelayanan kesehatannya.  

 Angka  Harapan  Hidup  penduduk  kabupaten Lumajang  pada  tahun  

2016-2018  selalu  menunjukkan peningkatan,  yaitu  dari  69,38  menjadi  69,50  
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dan akhirnya di tahun 2018 menjadi 69,70. Pada tahun 2019 Angka Harapan 

Hidup Kabupaten Lumajang menjadi 69,94 atau naik 0,24.  Demikian halnya 

dengan   Angka   Harapan   Lama   Sekolah   yang menunjukkan  peningkatan  

selama  periode  2016-2019 sejalan dengan peningkatan secara bertahap 

angka rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah pada tahun 2016  

mencapai  11,77  tahun,  di  tahun  2017  sedikit meningkat  menjadi  11,78  

tahun  dan  di  tahun  2018 menjadi 11,79 tahun. Di tahun 2019 menjadi 11,80 

atau naik 0,01.  Seiring peningkatan dana alokasi untuk  pendidikan,  

rata-rata  lama  sekolah  (MYS)  juga meningkat.  Di  tahun  2016  MYS  

mencapai  6,05  tahun dan  kemudian  di  tahun  2017  dan  2018  masing-

masing mencapai 6,20 dan 6,21 tahun. Di tahun 2019 menjadi 6,22 atau naik 

0,01.  

 Berdasarkan  hasil  penghitungan  angka  IPM tahun 2016-2019, 

diperoleh gambaran bahwa angka IPMkabupaten Lumajang selalu lebih 

rendah dari angka IPM provinsi Jawa Timur.  Pada tahun 2019 IPM kabupaten 

Lumajang mencapai 65,33 terpaut signifikan dengan IPM provinsi Jawa Timur 

yang sebesar 71,50.  

 

Grafik : 1.2 

Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2019 

 

 

 Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Lumajang (BPS) 2020 

 

E. KONDISI EKONOMI 

 Indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap digunakan dan dinilai 

dapat merepresentasikan kinerja pembangunan daerah adalah 

2016 2017 2018 2019

Lumajang 63,74 64,23 64,83 65,33

Jatim 67,24 70,27 70,77 71,5

58
60
62
64
66
68
70
72
74

IP
M

PERKEMBANGAN NILAI IPM TAHUN 2016 
- 2019 KABUPATEN LUMAJANG



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

BAB I - 13 

 

pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB 

merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai 

barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai 

unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun.  

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 (tujuh belas) sektor, 

yaitu Pertanian; Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; 

Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Konstruksi; 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda 

Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; Jasa 

Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial 

Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya. 

(a)  PDRB Kabupaten Lumajang dan Perkembangannya 

Nilai PDRB Kabupaten Lumajang atas dasar dasar harga berlaku 2010 

pada tahun 2019 mencapai 32,77 triliun rupiah dan mengalami kenaikan 

secara nominal sebesar 2 triliyun dari tahun 2018 yang mencapai 30,77 

triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya 

produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya  inflasi.   

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami 

kenaikan, dari 21,57 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 22,6 triliun 

rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 

Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan sekitar 0,9 triliyun. Kenaikan 

PDRB ini murni disebabkan oleh turunnya produksi di lapangan usaha 

pertanian, tidak dipengaruhi inflasi.  

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam 

memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur  ekonomi 

suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang 

diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa 

besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi 

dari setiap lapangan usaha.  
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Tabel 1.3 

Perkembangan PDRB Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 

 

 

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lumajang 

pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan, 

dan Perikanan, yaitu mencapai 34,32 persen. Selanjutnya lapangan 

usaha Industri Pengolahan sebesar 20,87 persen, disusul oleh lapangan 

usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor sebesar 13,99 persen. Berikutnya lapangan usaha  konstruksi 

sebesar 7,99 persen dan lapangan usaha Pertambangan dan 

penggalian  sebesar 4,24 persen. 

 

Grafik : 1.3 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Pertumbuhan Ekonomi 5,32 4,62 4,70 5,05 5,02

Laju Inflasi 6,29 6,17 4,25 2,52 2,08
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(b) Pertumbuhan Ekonomi Agregat 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk 

melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju 

pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas 

dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua 

lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama 

kurun waktu setahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah 

menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di dalam 

menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut pada suatu periode. 

Nilai PDRB Kabupaten Lumajang atas dasar dasar harga berlaku 2010 

pada tahun 2018 mencapai 30,77 triliun rupiah. Secara nominal, nilai 

PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,69 triliun rupiah dibandingkan 

dengan tahun 2017 yang mencapai 28,70 triliun rupiah. Naiknya nilai 

PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan 

usaha dan adanya  inflasi.  Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB 

juga mengalami kenaikan, dari 20,54 triliun rupiah pada tahun 2017 

menjadi 21,57 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama 

tahun 2018 Kabupaten Lumajang mengalami pertumbuhan ekonomi 

sekitar  5,02 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh turunnya produksi di lapangan 

usaha pertanian, tidak dipengaruhi inflasi.  

 Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam 

memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur  ekonomi 

suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang 

diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa 

besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi 

dari setiap lapangan usaha.  

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian 

Kabupaten Lumajang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, 

diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 

Konstruksi; dan Pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari 

peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB 
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Kabupaten Lumajang. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha 

Pertanian, kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 35,58 persen 

(angka ini menurun dari 39,64  persen di tahun 2014). Selanjutnya 

lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,26 persen (naik dari 

18,85 persen di tahun 2014), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan 

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,93 

persen (naik dari 12,89 

persen di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,85   

persen (naik dari 7,44 persen di tahun 2014) dan lapangan usaha 

Pertambangan dan penggalian  sebesar 4,34 persen. 

 
  Tabel : 1.4 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang 

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2019 (miliar rupiah) 

 

No Lapangan Usaha 2018** 2019*** 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10.949.658,58 11.220.881,18 

2 Pertambangan dan Penggalian 1.335.654,85 1.386.195,30 

3 Industri Pengolahan 6.234.652,57 6.821.354,14 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 13.920,82 14.945,23 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

15.397,04 16.411,64 

6 Konstruksi 2.417.103,46 2.611.543,92 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

4.285.955,00 4.572.267,44 

8 Transportasi dan Pergudangan 564.894,28 628.950 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 394.519,92 434.875,94 

10 Informasi dan Komunikasi 949.161,79 1.046.580,12 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 534.281,73 560.808,68 

12 Real Estate 505.875,20 567.938,91 

13 Jasa Perusahaan 102.348,90 111.502,32 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

962.250,01 1.067.573,11 

15 Jasa Pendidikan 776.202,55 831.601,65 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 220.221,39 242.608,88 

17 Jasa lainnya 509.827,98 555.128,54 

Produk Domestik Regional Bruto 30.771.966,08 32.691.096,99 

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka Untuk Perencanaan 

Pembangunan,2020 BPS       **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Estimasi 

 

Berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010, kinerja sektor 

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan 
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sektor industri pengolahan selama tahun 2019 masih menunjukkan 

pertumbuhan pesat, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan. Kinerja 

kelompok sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan 

sepeda motor mampu tumbuh, sebagaimana tabel 1.5 

 

Tabel : 1.5 

Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor 

Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dalam Perekonomian Kabupaten Lumajang 

Tahun 2018 – 2019 (miliar rupiah) 

 

No Lapangan Usaha 2018** 2019*** 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7.223.780,20 7.272.895,86 

2 Pertambangan dan Penggalian 915.771,08 926.924,58 

3 Industri Pengolahan 4.490.960,20 4.836.325,58 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 11.416,06 12.062,87 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

12.799,27 13.347,24 

6 Konstruksi 1.533.413,29 1.643.430,79 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

3.213.655,68 3.431.648,68 

8 Transportasi dan Pergudangan 427.344,16 466.435,92 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 289.381,17 314.203,08 

10 Informasi dan Komunikasi 888.145,44 967.483,47 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 363.219,97 378.603,61 

12 Real Estate 372.650,74 407.456,32 

13 Jasa Perusahaan 72.434,50 77.000,78 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

679.049,47 698.061,12 

15 Jasa Pendidikan 553.991,14 590.622,72 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 160.582,28 173.268,28 

17 Jasa lainnya 365.627,65 393.560,10 

Produk Domestik Regional Bruto 21.574.222,20 22.603.330,99 

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Untuk Perencanaan Pembangunan 2020 (BPS)  

**) Angka Sangat  Sementara, ***) Angka Estimasi 
 

 
F. INDIKATOR KINERJA MAKRO 

 

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau 

proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan 

harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup 

berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, 

dan istitusi-institusi nasional. Proses pembangunan terjadi di semua aspek 

kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.  
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Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan 

konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek 

pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. 

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan 

manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, 

bukan hanya alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah 

menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur 

panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation 

Development Programme – UNDP). Dari beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara  IPM dan kemiskinan, 

terutama hubungan yang signifikan antara salah satu variabel  IPM yaitu 

variabel daya beli  dengan  tingkat kemiskinan di suatu wilayah.  

 

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

IPM Kabupaten Lumajang  yang dihitung dengan metode baru selama lima 

tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 63,02 pada tahun 2015 menjadi 

65,33 pada tahun 2019. IPM yang dibentuk dari tiga komponen indeks yaitu 

pendidikan, kesehatan dan daya beli ini mengalami peningkatan cukup 

berarti.  

Tabel 1.6 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang Menurut 

Komponen, 2015-2019 

Komponen Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Harapan 

Hidup 

Tahun 69,27 69,38 69,50 69,70 69,94 

Harapan Lama 

Sekolah 

Tahun 11,61 11,77 11,78 11,79 11,80 

Rata-Rata Lama 

Sekolah 

Tahun 6,04 6,05 6,20 6,21 6,22 

Pengeluaran 

Perkapita 

disesuaikan 

Ribu 

Rupiah 

7.921 8.311 8.503 8.931 9.274 

IPM  63,02 63,74 64,23 64,83 65,33 

Pertumbuhan IPM % 1,11 1,15 0,77 0,93 0,5 

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang, 2019 

 

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.  Namun perlu disadari, 
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perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. 

Pembangunan manusia merupakan  sebuah proses  dan tidak bisa  diukur 

dalam waktu singkat.  Investasi dalam rangka pembangunan  manusia  

hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru 

terasa pada beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan 

ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan 

tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program 

pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan 

terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.  

Dari hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten 

Lumajang  termasuk dalam kabupaten/Kabupaten yang mempunyai IPM 

kategori rendah di tingkat Jawa Timur. Pada tahun 2019 peringkat IPM 

Kabupaten Lumajang  menempati posisi ke 36 dari 38 kabupaten/Kabupaten 

yang ada di Jawa Timur. 

Tabel 1.7 

Angka IPM dan Peringkat IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 

Tahun Angka IPM Kabupaten Lumajang Angka IPM Jatim Peringkat 

2015 63,02 68,95 35 

2016 63,74 69,74 35 

2017 64,23 70,27 36 

2018 64,83 70,77 36 

2019 65,33 71,50 36 

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang, 2019 

 

b) Angka Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pada dasarnya kemiskinan 

berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah  menjadi masalah 

klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari 

berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang 

tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan 

budaya.  Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting 

di setiap wilayah. 
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Di era tahun 1992 pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) 

yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di 

desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa berikutnya sampai dengan 

saat ini, penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Tim Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K  merupakan tim lintas sektor dan 

lintas pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai daerah untuk 

menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan 

Berbagai program diluncurkan untuk mengurangi beban hidup  penduduk 

miskin dan dalam rangka mengurangi  jumlah penduduk miskin yang 

merupakan target utama pemerintah, selain mengurangi angka 

pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program-

program pengentasan kemiskinan antara lain  program beras bersubsidi 

untuk rumah tangga miskin, Bantuan Langsung Tunai,Program Keluarga 

Harapan, jaminan kesehatan, batuan pendidikan, bantuan modal usaha 

dan  sebagainya. Dalam menentukan penduduk miskin, metodologi 

kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar (basic needs approach). Metode ini digunakan oleh sebagian besar 

negara berkembang sesuai dengan rekomendasi FAO dan WHO, Roma 2001. 

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi 

pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK 

adalah jumlah rupiah yang  dibutuhkan untuk membayar kehidupan layak 

minimal pendekatan kebutuhan pokok, makanan (setara 2.100 kkal per hari) 

dan non-makanan esensial (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, 

dll).  

Garis kemiskinan Kabupaten Lumajang  mengalami peningkatan antar waktu 

selama 2013-2018. Pada tahun 2013 garis kemiskinan Kabupaten Lumajang  

sebesar Rp. 228.796,-  dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 281.461  

pada tahun 2018. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang pada 

tahun 2013 sebanyak 124,4 ribu jiwa atau sekitar 12,14 persen. Pada tahun 

2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 120,70 ribu jiwa 

atau 11,75 persen dari total penduduk Kabupaten Lumajang. Melalui 

berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat dan daerah, penduduk miskin di Kabupaten Lumajang  
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terus mengalami penurunan, sampai dengan tahun 2018 jumlah penduduk 

miskin sebanyak 103,69  jiwa atau 9,98 persen. 

Tabel.1.8 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kabupaten 

Lumajang Tahun 2013-2018 

Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (ribu 

jiwa) 

Persentase 

Penduduk Miskin 

(%) 

P1 P2 
Garis Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bulan) 

2013 124,4 12,14 1,17 0,18 228.796 

2014 120,7 11,75 1,68 0,41 234.728 

2015 118,51 11,52 1,65 0,41 245.806 

2016 115,91 11,22 1,62 0,35 258.840 

2017 112,65 10,87 1,60 0,37 267.366 

2018 103,69 9,98 1,38 0,31 281.461 

      

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang, 2018 

 

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi 

kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan 

bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa 

besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman 

pengeluaran antar penduduk miskin (P2). 

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index  merupakan ukuran rata-

rata 2 kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap 

garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata 

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai P  pada tahun 2013 

sebesar 1,17 kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,68 pada tahun 

2014. Pada tahun 2015-2018 nilai P1 mengalami penurunan 1,65; 1,62 ; 1,60 

dan 1,38. Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index merupakan 

tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi 

nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk 

miskin di suatu wilayah. Nilai P2 pada tahun 2013 sebesar 0,18 mengalami 

sedikit peningkatan menjadi 0,41 pada tahun 2014. 

Pada tahun 2016 nilai P2 kembali menurun menjadi 0,35 dan sedangkan 

pada tahun 2017mengalami peningkatan P2 menjadi 0,37 dan kembali turun 

pada tahun 2018 menjadi 0,31. 
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c) Angka Pengangguran 

Hasil  Sakernas tahun  2018 di Kabupaten Lumajang  seperti  terlihat  pada  

tabel 1.9 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun keatas) 

tercatat ada sebanyak 813.392 orang, yang terdiri dari  angkatan  kerja  

sebesar  553.923  orang  (68,10 persen) dan  bukan  angkatan  kerja  sebesar 

259.469 orang  (31,90 persen). Sebagian besar penduduk usia  kerja  tersebut  

kegiatan utamanya adalah bekerja sebanyak 539.800 orang (66,36 persen).   

 

Tabel : 1.9 

Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke atas) Menurut Kegiatan Utama dan Jenis 

Kelamin di Kabupaten Lumajang Tahun 2018 

Kegiatan Utama Laki-

Laki 

% Perempuan % Jumlah % 

Angkatan Kerja 339.665 86,62 214.258 50.86 553.923 68,10 

Bekerja 330.957 84,40 208.843 49.58 539.800 66,36 

Pengangguran Pernah 

Kerja 

1.089 0,28 1.286 0.31 2.375 0,29 

Pengangguran Tidak 

Pernah Bekerja 

7.619 1,94 4.129 0.98 11.748 1,44 

Bukan Angkatan Kerja 52.464 13,38 207.005 49.14 259.469 31,90 

Sekolah 23.539 6,0 20.863 4.95 44.402 5,46 

Rumah Tangga 11.291 2,88 176.491 41.90 187.782 23,09 

Lainnya 17.634 4,5 9.651 2.29 27.285 3,35 

Jumlah Usia Kerja 392.129 100 421.263 100 813.392 100 

Sumber : Sakernas 2018 

Bila  dilihat  dari  jenis  kelamin  penduduk  usia  kerja,  angkatan  kerja  laki-

laki lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan. 

Angkatan kerja laki-laki sebanyak 86,62 persen dari penduduk usia kerja laki 

dan angkatan kerja perempuan hanya 50,86 persen dari penduduk usia 

kerja perempuan. Hal  tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk 

usia  kerja  laki-laki  lebih  berpotensi  untuk bekerja dibanding dengan 

penduduk perempuannya. Sebaliknya untuk  penduduk usia kerja 

perempuan yang termasuk bukan angkatan  kerja lebih besar  

dibandingkan  dengan  laki-laki.  Kegiatan utama seminggu yang lalu untuk 

penduduk usia kerja laki-laki sebagian besar adalah bekerja  sebanyak 84,40 
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persen sementara penduduk usia kerja perempuan  yang bekerja sebanyak 

49,58 persen dan 41,90 persen mengurus rumah tangga. 

 

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  

 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya 

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur 

sebagai persentase jumlah angkatan kerja  terhadap  jumlah penduduk usia 

kerja.  Indikator  ini menunjukkan besaran relatif  dari  pasokan  tenaga  kerja  

(Labour  Supply)  yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa 

dalam suatu perekonomian. Berdasarkan tabel berikut nilai TPAK Kabupaten 

Lumajang selama tiga tahun terakhir  mengalami fluktuasi, 66,75 persen di 

tahun 2015, menurun pada tahun 2017 menjadi 63,78 persen selanjutnya 

meningkat pada tahun 2019 sebesar 65,92 persen.  

 

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja 

(TKK)   

Seseorang dikatakan bekerja apabila berupaya bekerja atau berusaha 

membantu mencari nafkah sekurang-kurangnya satu jam dalam sehari 

secara terus menerus  selama seminggu yang  lalu.  Sementara  dikatakan  

sebagai  pencari  kerja apabila  melakukan  kegiatan mencari  pekerjaan.  

Istilah  lain  dari  pencari  kerja  adalah pengangguran,  yang  bisa  terdiri  

atas pencari kerja baru atau pernah bekerja sebelumnya.   

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang 

mencari pekerjaan, yang  mempersiapkan  usaha,  yang  tidak  mencari  

pekerjaan  karena  merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan 

yang sudah punya pekerjaan  tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu 

bersamaan mereka tidak bekerja  (jobless). Penganggur dengan 

konsep/definisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (open 

unemployment ).     

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok 

pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana 

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran  terhadap  jumlah  

angkatan  kerja.  Indikator TPT secara  tidak  langsung dapat 

menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka 



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

BAB I - 24 

 

ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun 

keamanan dan stabilitas regional.   

Tabel 1.10  

Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Lumajang 

Tahun 2017-2019 

Tahun  2017 2018 2019 

Angkatan Kerja (jiwa)  515.516 553.923 * 

TPAK (%)  63,78 68,10 65,92 

TPT (%)  2,91 2,55 2,81 

TKK (%)  97,09 97,45 * 

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam ANgka Untuk Perenanaan 

Pembangunan, BPS 2020 

*) Belum ada data 

3) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)  

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja 

terhadap angkatan kerja. Antara TPT dan TKK akan selalu berkaitan satu 

sama lain. Jika TPT semakin  besar maka  kesempatan  kerja  akan  

berkurang,  dan  sebaliknya jika TKK  besar  berarti TPT akan berkurang atau 

semakin kecil.  

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah angkatan kerja di 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 mencapai 515.516 orang, kemudian 

meningkat menjadi 553.923 orang pada tahun 2018. Jumlah angkatan kerja 

yang meningkat dalam kurun waktu 2 tahun tersebut searah dengan angka 

TPAK, tahun 2017 sebesar 63,78 persen, dan pada tahun 2018 meningkat 

menjadi 68,10 persen. Angka TPAK yang menurun seiring dengan nilai TPT 

Kabupaten Lumajang yang juga mengalami penurunan. Nilai TPT di 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 2,91 persen, mengalami 

sedikit penurunan dibanding tahun 2018 yang angkanya sebesar 2,55 

persen. Dengan TPT sebesar 2,55 persen pada tahun 2018, artinya TKK pada 

saat itu sebesar 97,45 persen. 
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d) Pertumbuhan Ekonomi 

Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut data BPS dpat dilihat dari grafik berikut : 

 

Grafik 1.4 

Perbandingan Indeks Williamson dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 

Lumajang Tahun 2013-2018 

 

Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

Apabila dilihat dari tabel diatas dapat diartikan bahwa setiap laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang menurun, tingkat 

ketimpangan dan disparitas wilayah mengalami kenaikan. Namun pada 

tanhun 2016 terjadi perbedaan, laju pertumbuhan ekonomi di tahun 

tersebut meningkat, tetapi tingkat ketimpangan juga meningkat. Secara 

keseluruhan dapat disimpulkan di rentang tahun 2013-2018 Kabupaten 

Lumajang nilai indeks Williamson sebesar 0,262781792 (<0,5) yang artinya 

Kabupaten Lumajang tidak terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi 

e) Pendapatan Per Kapita 

Besar Angka Pendapatan per kapita Kabupaten Lumajang dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel.1.11 

Pendapatan Perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Pendapatan 

Perkapita Harga 

Berlaku (juta Rp) 

27.615.947,06 29.521.199,47 31.381.002,88 

    

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka Unuk Perencaaan Pembangunan, 

BPS,2020 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Williamson 0,24437 0,25103 0,25449 0,2614 0,27284 0,29256

Laju Pertumbuhan
Ekonomi

5,18 4,83 4,34 4,24 4,39 4,37
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Besar pendapatan perkapita Kabupaten Lumajang mengalami 

kecenderungan meningkat, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun dari 

Atas Dasar Harga Konstan. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendapatan 

penduduk mengalami peningkatan, walaupun di pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Lumajang mengalami penurunan. 

 

f) Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) 

Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan 

atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan 

kekayaan didistribusikan. Pada tahun 2017 Indeks Gini mencapai angka 

0,31, yang menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan pada tahun 2018 

mencapai 0,30 dengan tingkat ketimpangan rendah 

 

Tabel  1.12 

Indeks Gini Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gini 

Ratio 

Lumajang 0,23 0,23 0,29 0,35 0,31 0,30 

 Jawa 

Timur 

0,36 0,37 0,42 0,40 0,42 0,37 

Sumber : Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Lumajang 

Tahun 2019 
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BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

 

 

A. Visi dan Misi 

Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Visi 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah 

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired 

future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.  

Visi Kabupaten Lumajang adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten 

Lumajang yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana 

Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tahun 2023. Rumusan visi ini 

terdiri dari pernyataan visi,  pokok - pokok visi, penjelasan pernyataan visi, dan 

penjelasan pokok-pokok visi.  Perumusan visi merupakan salah satu tahap penting 

dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai hasil dari analisis 

permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Lumajang.    

Pokok-pokok visi merupakan keinginan Kepala dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih, yang merupakan kondisi yang diinginkan, refleksi kekuatan dan potensi 

khas daerah sekaligus diharapkan dapat menjawab permasalahan utama / 

pokok dan isu-isu strategis daerah.  

Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah 

daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang 

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 

2018 - 2023. Dalam  RPJMD Kabupaten Lumajang telah ditetapkan Visi dan Misi 

sebagai berikut  : 

 1. Visi 

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018-

2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :  

”Terwujudnya  Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan 

Bermartabat”  
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Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan 

semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira Bhakti”, 

yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang 

penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar 

menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang 

menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang 

Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat. Memperhatikan Visi tersebut serta 

perubahan paradigma dan kondisi yang kan dihadapi pada masa yang akan 

datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam 

perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.   .  

 2. Misi 

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak 

dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya 

umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. 

Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat 

lebih menggambarkan penyelasaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. 

Adapun tiga rumusa RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagai 

berikut : 

a. Mewujudkan perekonomian daerah  yang berkelanjutan berbasis  pada 

pertanian, usaha mikro, dan pariwisata  

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis 

bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi 

permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side); 

percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya 

penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan 

pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; 

percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang 

ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif 

pemberdayaan industri kecil dan menengah dan usaha mikro dan 

partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri 

dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, 

pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung 

secara berkelanjutan.  

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan 

kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. 
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Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan 

lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya 

kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan 

penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi 

terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat 

termasuk pemulihan pasca bencana .  

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih     

sejahtera dan mandiri  

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis 

bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan 

mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap 

pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layananan dasar 

lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan 

perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan 

ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan 

dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan 

perlidungan anak).   

c. Reformasi birokrasi  yang  efektif, profesional, akuntabel, dan transparan 

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and 

clean governance) yang berbasis teknologi informasi   

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam  merumuskan kebijakan strategis 

bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, 

benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan 

teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang 

profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, 

upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada  

kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan 

SDM aparatur daerah yang  profesional sesuai dengan kompetensinya 

(the right man on the right place); penguatan kelembagaan dan tata 

laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap 

memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim 

birokrasi yang bebas dari KKN.   

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean  

governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten 

Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) 
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sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai 

bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi 

birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. 

 

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan 

grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. 

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan 

pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan 

masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif 

dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai 

tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi 

kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam 

perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan 

mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai 

dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh 

karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan 

program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam 

mewujudkan visi pembangunan daerah.   

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun 

tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode 

sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi 

pembangunan jangka menengah antara lain:  

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode 

pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);  

2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan  

sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan 

pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;    

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur 

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan 

dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);   
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4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan 

pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang 

dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;   

5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan 

sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta    

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan 

jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif 

untuk mencapai sasaran pembangunan.   

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan 

pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi 

berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan 

dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. 

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:  

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling 

bertolak belakang; 

2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan 

pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment 

masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;   

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam 

proses internal Pemerintah Daerah; dan   

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi 

membentuk cerita atau skenario strategi.  

Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas, Strategi Pembangunan yang 

ditempuh oleh Kabupaten Lumajang diuraikan pada tabel berikut ini:  
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Tabel 2.1 

Strategi Pembangunan yang ditempuh oleh Kabupaten Lumajang 

Tujuan Sasaran Strategi 

MISI 1:   Mewujudkan perekonomian daerah  berkelanjutan yang berbasis  pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata 

1 Meningkatkan 

percepatan 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

inklusif dan 

berkelanjutan 

1 Meningkatnya aktivitas 

ekonomi 

/ nilai PDRB 

1 Meningkatkan produksi perikanan budidaya (Ton) 

2 Meningkatkan produksi perikanan budidaya (Ton) 

3 Meningkatkan jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton) 

4 Meningkatkan produksi perikanan tangkap (Ton) 

5 Meningkatkan Jumlah IB kambing 

6 Meningkatkan Jumlah kelahiran ternak 

7 Meningkatkan nilai produktivitas sayur dan buah semusim (Kw/Ha) 

8 Meningkatkan nilai produktivitas tanaman tahunan (Kw/Ha) 

9 Meningkatkan Persentase pemanfaatan Alsintan 

10 Meningkatkan Persentase peningkatan irigasi 

11 Meningkatkan Persentase kesertaan asuransi (AUTP,AUTS) 

12 Meningkatkan Persentase kenaikan skor kelas kelompok tani 

13 Meningkatkan Persentase peningkatan kompetensi penyuluh pertanian 

14 Meningkatkan Persentase peningkatan informasi pertanian dan 

dipublikasikan 

15 Meningkatkan nilai produktivitas tanaman pangan 

16 Meningkatkan nilai produktivitas tanaman tahunan 

17 Meningkatkan nilai produktivitas tanaman semusim 

18 Meningkatkan jumlah kelahiran ternak 

19 Meningkatkan jumlah pengeluran ternak 

20 Meningkatkan jumlah pemotongan ternak 

21 Meningkatkan jumlah kematian ternak 
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22 Meningkatkan nilai produktivitas tembakau 

23 Meningkatkan persentase pemenuhan sarana prasarana layanan umum 

24 Meningkatkan pertumbuhan jumlah IKM formal 

25 Meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor 

        26 Meningkatkan pertumbuhan nilai perdagangan daerah 

27 Meningkatkan meningkatkan persentase pasar daerah yang dibangun 

dan dipelihara 

28 Meningkatkan persentase Pasar Daerah yang dibangun dan dipelihara 

29 Meningkatkan persentase pertumbuhan pasar tertib ukur 

30 Meningkatkan persentase penurunan IHT yang tidak dilengkapi pita cukai 

dan atau yang menggunakan pita cukai palsu 

31 Meningkatkan pertumbuhan jumlah nilai produksi IKM 

32 Meningkatkan jumlah kerjasama pengadaan bahan baku produk industri 

2 Meningkatnya PAD Sektor 

Pariwisata 

1 Meningkatkan  jumlah event budaya yang diselenggarakan dan 

difasilitasi 

2 Meningkatkan  jumlah destinasi pariwisata yang mengacu pada 3A 

(Attraction, Accesebility, Amenities) 

3 Meningkatkan  jumlah Sub Sektor Ekraf yang berkembang 

4 Meningkatkan  persentase jumlah industri ekraf yang mampu bersaing 

5 Meningkatkan  jumlah potensi kepariwisataan yang dipasarkan 

6 Meningkatkan  jumlah potensi kebudayaan yang dipasarkan 

3 Meningkatnya kemandirian 

fiskal daerah 

1 Meningkatkan  persentase peningkatan pelayanan pajak  daerah 

2 Meningkatkan  persentase peningkatan hasil pemutakhiran obyek pajak 

daerah 

3 Meningkatkan  persentase peningkatan penerimaan pajak daerah 

4 Meningkatkan  persentase peningkatan pengendalian dan pengawasan 

pajak dan retribusi daerah 

4 1 Meningkatkan  persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis 
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Meningkatnya  akses 

infrastruktur daerah 

2 Meningkatkan  persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air 

Minum 

3 Meningkatkan  persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur 

Sanitasi/Air Limbah 

4 Meningkatkan  persentase implementasi pemanfaatan ruang dan 

bangunan yang sesuai ketentuan 

5 Meningkatkan  persentase jalan dalam kondisi baik 

6 Meningkatkan  persentase jembatan dalam kondisi baik 

7 Meningkatkan  persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik 

    
5 Meningkatnya jumlah Usaha 

Mikro 

1 Meningkatkan  persentase UKM yang kompetitif 

2 Meningkatkan 

pelestarian fungsi 

lingkungan hidup 

dan 

pengendalian 

risiko bencana 

1 Meningkatnya kualitas air, 

udara dan tutupan lahan 

1 Meningkatkan  prosentase penanganan sampah 

2 Meningkatkan  prosentase pengurangan sampah 

3 Meningkatkan  prosentase penanganan sampah 

4 Meningkatkan  prosentase pengurangan sampah 

5 Meningkatkan  prosentase Penaatan Pengelolaan LH 

6 Meningkatkan  prosentase Peningkatan kelompok masyarakat di bidang 

pelestarian fungsi lingkungan 

7 Meningkatkan  Prosentase Peningkatan Sumber Daya Alam Yang 

Dipulihkan 

8 Meningkatkan  Prosentase peningkatan Sumber Daya Yang Dilestarikan 

9 Meningkatkan  Persentase RTH publik 

2 Mewujudkan masyarakat yang 

tangguh bencana 

1 Meningkatkan  Persentase capaian kapasitas daerah bidang tanggap 

darurat dan pemulihan pasca bencana 

2 Meningkatkan  Persentase capaian kapasitas daerah bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 

MISI 2:   Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri 

1 Meningkatkan 

kualitas SDM serta 

1 Meningkatnya akses dan 

kualitas pendidikan 

1 Meningkatkan  Persentase Peningkatan kualitas Pelayanan Tata Kelola 

Pendidikan 
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pemerataan dan 

perluasan akses 

kebutuhan dasar 

masyarakat 

2 Meningkatkan  Persentase peningkatan kualitasPelayaan tata kelola 

pendidikan 

3 Meningkatkan  Rasio ketersediaan sekolah 

4 Meningkatkan  Persentase Angka Partisipasi PAUD, pendidikan Non 

Formal 

5 Meningkatkan  Rasio guru dibanding siswa 

6 Meningkatkan  Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana 

2 Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

1 Menurunkan  Angka Kematian Ibu 

2 Menurunkan Angka Kematian Bayi 

3 Meningkatkan Prevalensi balita stunting 

4 Meningkatkan Persentase Desa Siaga Aktif 

5 Meningkatkan Persentase Akses Sanitasi 

        6 Meningkatkan Persentase puskesmas yg melaksankan  kesehatan kerja 

dasar 

7 Meningkatkan Persentase puskesmas yg melaksanakan  kesehatan 

olahraga 

8 Meningkatkan Visite Rate 

9 Meningkatkan Persentase Puskesmas dan Klinik Pratama Terakreditasi 

10 Meningkatkan Persentase RS dan Klinik Utama terakreditasi 

11 Meningkatkan Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 

12 Meningkatkan Persentase Hatra yang memiliki STPT 

13 Meningkatkan Cakupan K4 

14 Meningkatkan Cakupan Linakes di Faskes 

15 Meningkatkan Cakupan KN Lengkap 

16 Meningkatkan Cakupan pelayanan balita sesuai standart 

17 Meningkatkan Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 

18 Meningkatkan Imunisasi Dasar Lengkap 

19 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 
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20 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

21 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 

Melitus 

22 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat 

23 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai 

standar 

24 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko 

infeksi HIV 

25 Meningkatkan Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 

26 Meningkatkan Capaian Rumah Tangga Sehat 

27 Meningkatkan Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 

28 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 

29 Meningkatkan Persentase pengadaan, peningkatan dan perbaikan 

sarana prasarana 

30 Meningkatkan persentase manajemen perencanaan dan informasi 

kesehatan 

31 Meningkatkan Persentase puskesmas dengan manajemen sumbersaya 

kesehatan baik 

        32 Meningkatkan Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif, 

33 Meningkatkan Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

34 Meningkatkan Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 

Melitus 

35 Meningkatkan Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat 

36 Meningkatkan Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 

37 Meningkatkan Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko 

infeksi HIV 

38 Meningkatkan Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani 

kurang dari 24 jam 

39 Meningkatkan Nilai NDR 
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40 Meningkatkan Persentase BOR 

41 Meningkatkan TOI 

42 Meningkatkan Persentase pencapaian SPM 

43 Meningkatkan Nilai NDR 

3 Meningkatnya ketersediaan 

pangan 

1 Meningkatkan Jumlah ketersediaan Energi Angka (Kkal/Kapita/Th) 

2 Meningkatkan Stabilitas Harga Pangan ≤ 10% (skor) 

3 Meningkatkan Jumlah konsumsi energi (Kkal/Kapita/Th) 

4 Meningkatkan Persentase aman pangan 

4 Meningkatnya penanganan 

kawasan kumuh 

1 Meningkatkan Rasio RLH 

2 Meningkatkan Persentase kawasan kumuh yang tertanganu 

5 Meningkatnya kondusivitas 

wilayah 

1 Meningkatkan Jumlah potensi masalah strategis 

2 Meningkatkan Persentase capaian pengembangan nila-nilai kesatuan 

bangsa 

3 Meningkatkan Jumlah lembaga-lembaga daerah dan lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi 

6 Meningkatnya kelancaran lalu 

lintas 

1 Meningkatkan Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai 

2 Meningkatkan Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas 

3 Meningkatkan Persemtase ketersedian prasaran perhubungan 

7 Meningkatnya pemuda serta 

prestasi dan budaya yang 

1 Meningkatkan Persentase peningkatan pembinaan kepemudaan 

2 Meningkatkan Persentase peningkatan pembinaan keolahragaan 

2 

    diberdayakan     

8 Meningkatnya peran serta 

perempuan dalam 

pembangunan 

1 Meningkatkan Persentase IDG 

2 Meningkatkan Persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan dan 

Anak yang ditangani 

3 Meningkatkan Persentase anggota kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS 

yang ikut KB 

9 Terkendalinya laju 

pertumbuhan penduduk 

1 Meningkatkan Persentase cakupan akseptor semua metode 

2 Meningkatkan Persentase peserta KB thd jml PUS (CPR) 
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3 Meningkatkan Persentase wanita kawin pertama usia kurang dari 20 th 

thd total perkawinan (UKP) 

Menurunnya 

angka kemiskinan 

melalui 

peningkatan 

daya saing 

tenaga kerja 

1 Meningkatnya penyerapan 

dan partisipasi angkatan kerja 

1 Meningkatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 

2 Meningkatkan Jumlah tenaga kerja terlatih 

3 Meningkatkan Persentase pencari kerja yang ditempatkan/ difasilitasi 

4 Meningkatkan Persentase pencari kerja terlatih dan bersertifikat 

5 Meningkatkan Jumlah calon tranasmigran dilatih dna ditempatkan 

6 Meningkatkan Persentase jumlah pencari kerja dilatih 

7 Meningkatkan Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan 

8 Meningkatkan Persentase perusahaan menerapkan norma 

ketenagakerjaan 

2 Meningkatnya jumlah koperasi 

aktif 

1 Meningkatkan Persentase koperasi yang memiliki tatanan kelembagaan 

baik 

2 Meningkatkan Persentase Koperasi yang memiliki klasifikasi sehat dan 

cukup sehat 

3 Meningkatnya keberdayaan 

masyarakat perdesaan 

1 Meningkatkan Persentase Desa yang memiliki BUMDesa 

2 Meningkatkan Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif 

3 Meningkatkan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif 

4 Meningkatkan Persentase anggota PKK yang aktif 

5 Meningkatkan Persentase desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai 

aturan 

6 Meningkatkan Persentase desa yang tertib laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

7 Meningkatkan Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan 

desa 

    4 Meningkatnya kualitas dan 

jangkauan pelayanan sosial 

1 Meningkatkan Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan 

jaminan sosial 
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2 Meningkatkan Persentase PMKS dan PSKS yang mendapatkan 

penanganan dan pemberdayaan sosil 

3 Meningkatkan Persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial, anak dan 

lansia 

MISI 3:   Reformasi birokrasi  yang  efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan 

bersih (good and clean governance) 

1 Meningkatkan 

reformasi birokrasi 

dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

1 Meningkatnya Profesionalitas 

ASN 

1 Meningkatkan Persentase program mutasi dan promosi 

2 Meningkatkan Persentase pengembangan kompetensi aparatur 

3 Meningkatkan Persentase pengadaan, pemberhentian dan informasi 

4 Meningkatkan Persentase penilaian kinerja aparatur dan pengahargaan 

2 Meningkatnya kepuasan 

masyarakat 

1 Meningkatkan Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil 

2 Meningkatkan Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 

3 Meningkatkan Persentase pengelolaan dan pengembangan SIAK 

4 Meningkatkan Persentase pemanfaatn data dan inovasi 

5 Meningkatkan Indeks kepuasan layanan bagian persidangan 

6 Meningkatkan Indeks kepuasan layanan bagian humas protokol 

7 Meningkatkan Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan 

8 Meningkatkan Persentase fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial 

9 Meningkatkan Persentase fasilitasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan 

10 Meningkatkan Persentase produk hukum yang disahkan 

11 Meningkatkan pengetahuan produk hukum masyarakat 

12 Meningkatkan Persentase peningkatan pengetahuan produk hukum 

masyarakat 

13 Meningkatkan penyelesaian permsalahan hukum 

14 Meningkatkan Jumlah pemilu yang difasilitasi 

15 Meningkatkan Penegasan batas wilayah dan rupa bumi 

16 Meningkatkan Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan 

17 Meningkatkan Jumlah fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang dilaksanakan 
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18 Meningkatkan Fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan tanah milik 

pemerintah daerah 

19 Meningkatkan Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi 

20 Meningkatksn koordinasi dan fasilitasi bidang kerjasama dan pertanahan 

21 Meningkatkan Jumlah kerjasama dan Pertanahan yang terfasilitasi 

22 Meningkatkan Persentase kenaikan jumlah realisasi investasi 

23 Meningkatkan Persentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam 

negeri 

24 Meningkatkan Tingkat inflasi daerah 

25 Meningkatkan Persentase kenaikan jumlah realisasi investasi 

26 Meningkatkan Persentase peningkatan administrasi pembangunan 

27 Meningkatkan Persentase penyebarluasan informasi pembangunan 

daerah 

28 Meningkatkan Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala 

daerah/wakil kepala daerah 

29 Meningkatkan Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil 

Kepala Daerah 

30 Meningkatkan Persentase Pelayanan Kedinasan 

31 Meningkatkan Persentase Keuangan Daerah yang dikelola 

32 Meningkatkan Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

33 Meningkatkan Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

sesuai aturan 

34 Meningkatkan Persentase kenaikan investor di kab. lumajang 

35 Meningkatkan Persentase percepatan pelayanan penerbitan perijinan 

usaha dan non usaha 

36 Meningkatkan Persentase Pencipta Arsip Daerah 

37 Meningkatkan Persentase lembaga pemerintah yang memiliki 

perpustakaan 

38 Meningkatkan Persentase pengunjung perpustakaan 
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39 Meningkatkan Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang 

ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen 

administrasi/keuangan tepat waktu  
3 Meningkatnya penerapan 

sistem 

1 Meningkatkan persentase diseminasi informasi publik 

      pemerintahan berbasis 

elektronik (SPBE) 

2 Meningkatkan Persentase cakupam dam pengembangan 

pemberdayaan kelompok informasi masyarakat 

3 Meningkatkan Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan 

sandi dalam komunikasi perangkat daerah 

4 Meningkatkan Persentase terbangunnya e-website Perangkat Daerah, 

kelurahan dan desa yang terpadu 

5 Meningkatkan Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi 

6 Meningkatkan Persentase serapan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 

4 Meningkatnya kualitas laporan 

keuangan daerah 

1 Meningkatkan Persentase RKA OPD yang dianalisa dan dievaluasi 

2 Meningkatkan Persentase SPM perangkat daerah yang sesuai ketentuan 

3 Meningkatkan Persentase OPD yang mengikuti pembinaan 

4 Meningkatkan Persentase penyajian laporan BMD OPD secara benar 

5 Meningkatkan Persentase jumlah kegiatan pengelolaan keuangan yang 

terfasilitasi 

5 Meningkatnya efektifitas sistem 

pengendalian internal 

penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan 

bebas dari KKN 

1 Meningkatkan Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti APIP sesuai standar 

2 Meningkatkan Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai 

evaluasi SAKIP minimal B 

3 Meningkatkan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak 

lanjuti 

4 Meningkatkan Dungungan terhadap penyelenggaraan pengawasan 

5 Meningkatkan Persentase OPD yang melaksanakan zona integritas 

menuju WBK dengan dukungan penguatan kebijakan 
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6 Meningkatkan Persentase pengendalian risiko SKPD berdasarkan RTP level 

3 maturitas SPIP  
6 Meningkatnya kualitas 

perencanaan pembangunan 

1 Meningkatkan Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD 

2 Meningkatkan Persentase kesesuaian dokumen pernecanaan 

pembangunan daerah 

3 Meningkatkan Persentase pengembangan data/informasi yang dpaat 

dimanfaatkan 

4 Meningkatkan Persentase dokumen perencanaan pembangunan 

ekonomi yang dimanfaatkan OPD 

5 Meningkatkan Persentase dokumen perencanaan pembangunan sosial 

dan budaya yang dimanfaatkan OPD 

6 Meningkatkan Persentase dokumen perencanaan pembangunan fisik 

dan prasarana yang dimanfaatkan OPD 

7 Meningkatkan Persentase hasil penelitian kajian yang menjadi acuan 

kebijakan 

7 Meningkatnya ketentraman 

dan Ketertiban umum 

1 Meningkatkan Persentase peningkatan kapasitas anggota satuan Linmas 

2 Meningkatkan Persentase peningkatan sumberdaya naggota pemadam 

kebakaran 

3 Meningkatkan Persentase penanganan atas pengaduan/ laporan 

masyarakat tentang pelanggaran Perda Perkada 

8 Meningkatnya nilai SAKIP 1 Meningkatkan Persentase OPD yg terfasilitasi melakukan perubahan 

kelembagaan, 

2 Meningkatkan Persentase OPD yang terfasilitasi penerapan akuntabilitas 

kinerja dalam tahun berkenaan 

3 Meningkatkan Persentase OPD yang terfasilitasi penyusunan dokumen 

ketatalaksanaan 
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 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan 

perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada 

pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai 

tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan 

pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun 

periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk 

penyusunan dokumen RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai 

jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi 

permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan 

program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan 

konsistens dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran 

tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka 

panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan 

perlu adanya pensinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna 

menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar 

tingkatan administrasi pemerintahan.   

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih 

dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman 

yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap 

segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa 

periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu 

strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan  

yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis 

dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat 

diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.  

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk 

mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai 

tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. 

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus 

serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema 

setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka 

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.  
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Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang 

dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 

Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki 

kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun 

berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan 

arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai 

dengan pengaturan pelaksanaannya. Gambar berikut ini menguraikan strategi 

pelaksanaan arah kebijakan dan tema pembangunan Kabupaten Lumajang 

disusun berdasarkan time frame yang menunjukkan prioritas pembangunan 

pada setiap tahunnya. 

Gambar 2.1 

Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tahun 2019: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik Prioritas 

pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk 

meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal 

karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan 

secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. 

Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan 

pembangunan dapat lebih mudah dilakukan. Oleh karenanya, arah kebijakan 

pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan 

good and clean governance melalui pengembangan e-government; dan (ii) 
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percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan 

kapasitas pemerintah. 

 Dalam mewujudkan Janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Periode 

2019-2023, secara nyata dapat dipetakan dengan program-program sebagai 

berikut :  

Tabel 2.2 

Janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Periode 2019-2023 

PROGRAM STRATEGIS KEPALA 

DAERAH TERPILIH 

DEFINISI PROGRAM PRIORITAS 

BERDASARKAN PERMENDAGRI N0.13 TAHUN 

2006 

1 Program semua ibu 

melahirkan gratis di semua 

puskesmas, rumah sakit di 

lumajang dengan standart 

kelas 3 dan tanpa ada biaya 

tambahan obat 

Belanja Tidak Langsung 

2 Fasilitasi pemenuhan listrik di 

wilayah yang belum 

mendapatkan aliran listrik 

dan pemenuhan air bersih di 

wilayah utara dan daerah 

rawan kekuarangan air 

lainnya 

Program lingkungan sehat pemukiman 

Program pengembangan perumahan 

Program peningkatan iklim investasi dan 

realisasi investasi 

3 Memberikan bantuan 

seragam gratis bagi siswa 

baru SD/MI,  SMP/mts, 

SMA/SMK/MA serta SPP 

gratis untuk SMA/SMK/MA 

Belanja Tidak Langsung 

4 Memberikan bantuan 

beasiswa untuk mahasiswa 

baru berprestasi yang tidak 

mampu yang diterima di 

perguruan tinggi negeri 

dengan target 1000 

penerima 

beasiswa 

Belanja Tidak Langsung 

5 Memberikan tambahan 

tunjangan/honor bagi guru 

non NIP, guru madrasah 

diniyah, guru TPQ, dan guru 

mengaji masjid/langgar 

Belanja Tidak Langsung 
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6 Tunjangan uang duka 

kematian sebesar Rp. 

1.000.000,- yang dicairkan 

tepat waktu dan 

memberikan bantuan sarana 

dan prasarana 

rukun kematian 

Belanja Tidak Langsung 

7 Pengadaan WiFi di seluruh 

sarana publik dan di setiap 

desa/kelurahan dan juga 

pemasangan CCTV di 

tempat rawan tindakan 

kriminal dan sarana publik 

dengan target 

pemasangan 1000 CCTV 

Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

8 Pembangunan Stadion 

Semeru standart nasional, 

serta pembangunan standart 

regional di Kecamatan 

Klakah, Pasirian, dan 

Yosowilangun 

Program pembinan kepemudaan 

Program pembinaan keolahragaan 

9 Pemberdayaan karang 

taruna, kelompok organisasi 

pemuda, lansia, anak 

jalanan, dan kaum disabilitas 

atau cacat 

Program Penanganan dan pemberdayaan 

sosial 

Program Pemberdayaan dan peningkatan 

partisipasi 

masyarakat 

Program Pelayanan dan rehabilitasi sosial 

Program Fasilitasi kegiatan kesejahteraan 

sosial 

10 Pengalihfungsian gedung 

Soejono menjadi gedung 

kesenian dan kegiatan 

kreatifitas anak muda 

Program Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Program Pembinaan Kepemudaan 

11 Melakukan inisiasi dan 

koordinasi aktif kepada 

pemerintah pusat untuk 

pembangunan jalan tol 

Probolinggo-Lumajang 

sebagai langkah mengatasi 

problem kemacetan dan 

kemudahan akses ekonomi 

Fasilitasi BAPPEDA 

12 Pembangunan jalan poros 

desa, menyelesaikan 

infrastruktur jembatan/jalan 

kabupaten dengan standart 

hotmix, dan membangun 

jalan penghubung Pasirian- 

Tempursari 

Belanja tidak langsung / BKK 
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13 Pembangunan ruang 

terbuka hijau dan taman 

yang layak untuk anak di 

setiap 

kecamatan 

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

14 Fasilitasi pendirian BUM- Tren 

(Badan Usaha Milik 

Pesantren) sebagai langkah 

penguatan ekonomi 

pesantren 

Program Pengembangan dan Peningkatan 

Pendukung Usaha Koperasi 

15 Rehabilitasi pasar tradisional 

yang lebih tertata dan rapi 

serta nyaman bagi para 

pedagang besar dan 

pembeli sekaligus mendirikan 

koperasi di setiap pasar 

tradisional dengan pinjaman 

tanpa bunga 

Program Peningkatan Sarpras Pasar Daerah 

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 

Koperasi 

Program Pengembangan dan Peningkatan 

Pendukung Usaha Koperasi 

16 Optimalisasi potensi 

pariwisata dan pertanian 

dengan memaksimalkan 

kerjasama dan keterlibatan 

masyarakat dengan jaringan 

pelaku investasi yang 

memiliki daya tarik 

pengembangan usaha 

pariwisata dan usaha 

pertanian 

Program Peningkatan SDM dan Informasi 

Pertanian 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, 

dan 

Mutu Hasil Tanaman Pangan 

Program Peningkatan Produksi dan Nilai 

Tambah 

Holtikultura 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, 

dan 

Mutu Hasil Tanaman Perkebunan 

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana 

Pertanian 

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

Program Optimalisasi Pengelolaan dan 

Pemasaran 

Produksi Perikanan 

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan 

Perairan Umum Daerah dalam Pengawasan 

serta 

Pengendalian Sumber Daya Perikanan 

Program Pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) 

Program Peningkatan Sarpras Pasar Daerah 

Program Penciptaan, Peningkatan, 

Pengembangan 

Usaha Mikro 

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 

Koperasi 

Program Pengembangan dan Peningkatan 

Pendukung Usaha Koperasi 
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Program Peningkatan dan Pengembangan 

Ekspor 

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 

Dalam Negeri 

Program Pengamanan Perdagangan 

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Program Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata, 

Kebudayaan dan Pengembangan 

Kelembagaan Kepariwisataan 

Program Peningkatan Pengembangan 

Ekonomi 

Kreatif 

Program Peningkatan Iklim Investasi dan 

Realisasi 

Investasi 

Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan 

Program Peningkatan Pengembangan 

Ekonomi 

Kreatif 

17 Pelayanan administrasi 

kependudukan (KTP, KSK, 

Akta Kelahiran, Akta 

Kematian) dengan sistem 

online, tuntas di kecamatan 

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

Program Pengelolaan dan Pengembangan 

SIAK 

18 Pembangunan mall/pusat 

pelayanan perizinan satu 

atap yang terintegrasi dari 

seluruh 

proses perizinan 

Program Peningkatan Iklim Investasi dan 

Realisasi 

Investasi 

Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan 

19 Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) bagi Pegawai 

Negeri Sipil dan 

menstandartkan honor 

tenaga kerja kontrak 

pemerintah Kabupaten 

Lumajang sesuai Upah 

Minimum Kabupaten 

(UMK) 

Belanja Tidak Langsung 

20 Pemberian tunjangan kepala 

desa, perangkat desa di luar 

penghasilan tetap, dan 

memberikan tunjangan bagi 

RT/RW 

Belanja Tidak Langsung / BKK 

     

 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan 

keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan 
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indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program 

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah 

kebijakan yang ditetapkan. Seperti halnya perumusan sebelumnya, dalam tahap 

perumusan program pembangunan daerah, proses pendampingan, masukan, 

kritik dan koreksi dari pusat terhadap provinsi, dan pendampingan, masukan, kritik 

dan koreksi oleh pusat dan/atau provinsi terhadap kabupaten/kota sangat 

penting untuk dilakukan. Di samping itu, penentuan besaran pendanaan pada 

setiap program didasarkan pada urgensitas permasalahan yang akan 

diselesaikan setiap tahunnya, tercermin di dalam strategi pelaksanaan arah 

kiebijakan dan tema pembangunan.  

Lebih lanjut, suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan 

program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran 

pembangunan daerah. Program prioritas didasarkan pada alasan bahwa 

program yang disusun memang ditujukan untuk memecahkan persoalan urgen 

yang berkembang di masyarakat. Program prioritas biasanya disarikan dari 

usulan program kepala daerah terpilih. 

Setelah mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Kabupaten Lumajang, 

kemudian disusunlah rencana program prioritas yang disertai dengan pagu 

indikatif. Pada dasarnya, pagu indikatif diperlukan untuk memberikan gambaran 

mengenai kebutuhan pendanaan dalam rangka penyusunan program dan 

kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan 

pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat 

Daerah dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam 

menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan 

pendanaannya.  

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah 

terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan 

wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan. 
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BAB III 

URUSAN KONKRUEN, FUNGSI PENUNJANG, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

 
 

A. URUSAN KONKRUEN 

a) RINGKASAN URUSAN WAJIB 

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana 

No. URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA 

(1) (2) (3) 

A URUSAN WAJIB  

1 Pendidikan Dinas Pendidikan  

2 Kesehatan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Haryoto, RSUD Pasirian 

3 Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,  

Dinas Perdagangan 

4 Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

5 Ketentraman, Ketertiban 

Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik 

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 

6 Sosial Dinas Kesehatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

RSUD dr. Haryoto Dinas Pemuda dan Olahraga 

RSUD Pasirian Dinas Perikanan 

Dinas Sosial Dinas Pertanian 

Dinas Tenaga Kerja Dinas Perdagangan 

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa 

7 Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 

8 Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan 

9 Pangan Dinas Ketahanan Pangan 

10 Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 

11 Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 

12 Administrasi 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

13 Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 

14 Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan 

15 Perhubungan Dinas Perhubungan 

16 Komunikasi dan 

Informatika 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda 

17 Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

18 Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian Setda 

19 Kepemudaan Dan Olah 

Raga 

Dinas Pemuda dan Olahraga 

20 Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika 

21 Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika 

22 Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

23 Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

24 Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 
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2. Program dan Kegiatan 

URUSAN PENDIDIKAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

- Pembinaan Pendidikan Masyarakat 7. PROGRAM PENINGKATAN MUTU 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

5. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 

DASAR SEMBILAN TAHUN 

- Peningkatan Mutu Guru dan 

Tenaga Kependidikan SD 

- Pelayanan Administrasi dan 

Operasional Perkantoran (Bosda) 

- Pengembangan Kelembagaan - Peningkatan Mutu Guru dan 

Tenaga Kependidikan SMP 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

- Pengembangan Kurikulum - Peningkatan Mutu Guru dan 

Tenaga Kependidikan  PAUD 

Dikmas 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

- Pembinaan Kesiswaan dan 

Pengelolaan BOS 

8. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN 

PENDIDIKAN 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Pengadaan Pakaian Seragam 

Sekolah 

- Operasional Manajemen BOS 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

- Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan 

Pendidikan Diniyah dan Guru 

Swasta 

11. PROGRAM WAJIB BELAJAR 

PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 

(BOSDA) 

- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

6. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA 

DAN PRASARANA PAUD DIKMAS DAN 

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 

SEMBILAN TAHUN 

 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran dan Prognosis 

Realisasi Anggaran 

- Pembangunan, Rehabilitasi, 

Pengadaan dan Penyediaan 

Sarana dan Prasarana  PAUD dan 

Sekolah Dasar 

 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

- Pembangunan, Rehabilitasi, 

Pengadaan dan Penyediaan 

Sarana dan Prasarana Dikmas dan 

Sekolah Menengah Pertama 

 

- Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) 

- Pengendalian dan Penganggaran 

Bantuan Sarana dan Prasarana 

 

4. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA 

DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 

  

- Pembinaan Pendidikan Anak Usia 

Dini 

 

  

   

 

 

 

URUSAN KESEHATAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 
- penyelenggaraan penyehatan 

lingkungan 

6. PROGRAM PENGADAAN, 

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA 

DAN PRASARANA 

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN 

JARINGANNYA 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- upaya peningkatan kesehatan 

keluarga 

- pengadaan sarana dan prasarana 

puskesmas 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 
- upaya peningkatan gizi masyarakat 

- rehabilitasi sedang/berat 

puskesmas  

- Pembangunan / pengadaan dan 

rehabilitasi sarana dan prasarana 

aparatur 

- penyelenggaraan penyehatan 

lingkungan 

- rehabilitasi sedang/berat 

puskesmas pembantu 

- Pemeliharaan rutin / berkala 

sarana dan prasarana aparatur 

- upaya peningkatan kesehatan 

kerja dan olahraga 

7. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN 

PELAYANAN KESEHATAN 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat 

- koordinasi pelaksanaan program 

pembangunan kesehatan 

- Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

skpd / lakip 

- Peningkatan pelayanan dan 

penanggulangan masalah 

kesehatan 

- monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

- Penyusunan laporan keuangan 

semesteran dan prognosisi realisasi 

anggaran 

5. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 
- manajemen pengelolaan data 

dan informasi 

- Penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun 

- evaluasi dan pengembangan 

standar pelayanan kesehatan 

- manajemen bok tingkat 

kabupaten (dak) 

- Penyusunan laporan IKM 
 

- penyediaan jasa manajemen 

kesehatan 

- Penyusunan rencana kerja - peningkatan pelayanan melalui 

JKN 
- pembinaan dan implementasi sik 

- Penyusunan rencana kerja dan 

anggaran (rka) skpd 

- peningkatan pelayanan kesehatan 

masyarakat melalui pendekatan 

keluarga (keluarga sehat) 

 

4. PROGRAM UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

- peningkatan pelayanan dan 

pembinaan fasilitas pelayanan 

kesehatan rujukan 

 

- upaya peningkatan kesehatan 

keluarga 

- peningkatan pelayanan kesehatan 

tradisional 
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- upaya peningkatan gizi 

masyarakat 

- pencegahan dan pengendalian 

kesehatan jiwa 
 

8. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER 

DAYA KESEHATAN 

10. PROGRAM PENGADAAN, 

PENINGKATAN, DAN PERBAIKAN SARANA 

DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RSJ / RS 

PARU/ RS MATA 

13. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA 

DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RSJ / RS 

PARU/ RS MATA 

- pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian produk kefarmasian 

dan pangan 

- Kegiatan Penyediaan Sarana, 

Prasarana, dan Peralatan 

Kesehatan untuk Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

- Pemeliharaan rutin/berkala 

alat0alat kesehatan rumah sakit 

- pengadaan dan pengelolaan 

obat dan perbekalan kesehatan 
- Rehabilitasi bangunan rumah sakit 

- Pemeliharaan rutin/berkala mobil 

ambulance/jenasah 

- pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan 

- Pengadaan alat-alat kesehatan 

rumah sakit 
 

- pengembangan sumber daya 

manusia kesehatan 
- Pengadaan maubelair rumah sakit  

- pembinaan dan pengawasan 

mutu sumber daya manusia 

kesehatan 

- Pengadaan perlengkapan rumah 

tangga rumah sakit 
 

 

- Pengadaan pencetakan 

administrasi dan surat menyurat 

rumah sakit 

 

 11. PROGRAM PENINGKATAN MUTU 

PELAYANAN KESEHATAN BLUD 
 

9. PROGRAM PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGAN PENYAKIT 

- Pelayanan dan Pendukung 

Pelayanan BLUD 

 

- peningkatan pelayanan imunisasi 
- Peningkatan Pelayanan di Rumah 

Sakit 

 

- penyelenggaraan surveilans 

penyakit 
12. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN 

 

- pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular 

 

- Akreditasi rumah sakit 

 

- pencegahan dan pengendalian 

penyakit tidak menular 
 

 

- peningkatan pelayanan imunisasi   
 

 

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
1. PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN 

- Peningkatan Pelayanan 

Perencanaan Teknis 

10. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Pengelolaan laboratorium jasa 

konstruksi 

- Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas 

Umum 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA 

RUANG 

 

- Pembangunan / pengadaan dan 

rehabilitasi sarana dan prasarana 

aparatur 

- Perencanaan Tata Ruang  

- Pemeliharaan rutin / berkala 

sarana dan prasarana aparatur 

- Pemanfaatan dan Pengendalian 

Tata Ruang 

 

 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 

KEUANGAN 

- Penataan Bangunan 

 

- Penyusunan laporan keuangan 

semesteran dan prognosisi realisasi 

anggaran 

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 

DAN JEMBATAN  

- Penyusunan laporan IKM - Pemanfaatan Jalan dan 

Jembatan 
 

4. PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 

DASAR PERMUKIMAN 

- Pembangunan, Peningkatan, 

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan  

- Peningkatan Pelayanan Air Minum - Pemeliharaan Jalan, Jembatan, 

dan Bangunan Penunjang 

Jembatan 

 

- Peningkatan Pelayanan Air 

Limbah Domestik 

- Pemeliharaan rutin dan perbaikan 

darurat jalan dan jembatan 
 

- Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(UPT IPALD) 

8. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA AIR 
 

- Peningkatan Infrastruktur Drainase 

Perkotaan 

- Pembangunan dan 

Pengembangan Sumber Daya Air 
 

5. PROGRAM PEMBINAAN JASA 

KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS 

- Operasi dan Pemeliharaan 

Sumber Daya Air 

 

 

- Perencanaan dan Evaluasi 

Program 

- Pemanfaatan Sumber Daya Air 
 

- Peningkatan Pelayanan Jasa 

Konstruksi 

- Pengelolaan Sumber daya air  
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URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran - Fasilitasi penyediaan rumah 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

- Penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 

- Perizinan perumahan 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 

aparatur 

5. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Penanganan kawasan kumuh 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja skpd / lakip  

- Pengembangan permukiman 

- Penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun  

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan 

prognosisi realisasi anggaran 

 

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd  

  

  
 

 

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

5. PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS 

KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM 

- Pembinaan Bela Negara 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Operasi dan Pengendalian 

Keamanan dan Ketertiban 

Lingkungan 

- Pembinaan Wawasan 

Kebangsaan 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

- Pembinaan Anggota dan 

Jambore Satuan Polisi Pamong 

Praja 

10. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 

- Pembangunan / pengadaan dan 

rehabilitasi sarana dan prasarana 

aparatur 

- Peningkatan Kerjasama 

Pemeliharaan Stabilitas 

Keamanan dan Ketertiban Umum 

- Pembinaan dan fasilitasi Lembaga 

- Lembaga Daerah 

- Pemeliharaan rutin / berkala 

sarana dan prasarana aparatur 

6. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN 

DAN PENCEGAHAN BAHAYA 

KEBAKARAN 

- Pembinaan dan fasilitasi Lembaga 

- Lembaga Kemasyarakatan 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Kegiatan Pencegahan dan 

Pengendalian Bahaya 

Kebakaran 

11. PROGRAM PENANGANAN TANGGAP 

DARURAT DAN PEMULIHAN PASCA 

BENCANA 

- Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

skpd / lakip 

7. PROGRAM PENEGAKAN PRODUK 

HUKUM DAERAH 

- Penanganan darurat bencana 

- Penyusunan laporan keuangan 

semesteran dan prognosisi realisasi 

anggaran 

- Penyuluhan Masyarakat dalam 

Pemahaman Produk Hukum 

Daerah 

- Penanggulangan pasca bencana 

- Penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun 

- Pembinaan dan Pengawasan 

Dalam Penegakan Produk Hukum 

Daerah 

12. PROGRAM PENCEGAHAN, 

KESIAPSIAGAAN, DAN LOGISTIK 

PENANGGULANGAN BENCANA 

- Penyusunan rencana kerja dan 

anggaran (rka) skpd 

- Penyelidikan dan Penyidikan 

Dalam Penegakan Produk Hukum 

Daerah 

- Pengadaan dan pengelolaan 

logistik bencana 

- Penyusunan laporan IKM 8. PROGRAM KAJIAN MASALAH 

STRATEGIS 

- Peningkatan pencegahan dan 

penguatan kesiapsiagaan 

bencana 4. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN 

DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 

- Pembinaan Wilayah 

- Pengendalian Keamanan 

Lingkungan 

- Peningkatan Idiologi, Politik, 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

13. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK 

MASYARAKAT 

- Pengamanan Serentak Oleh 

satuan Linmas 

9. PENGEMBANGAN NILAI - NILAI 

KESATUAN BANGSA 

- Fasilitasi persiapan pelaksanaan 

pemilu presiden/legislatif/kepala 

daerah 

   
 

 

 

URUSAN SOSIAL 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 
5. PROGRAM PELAYANAN DAN 

REHABILITASI SOSIAL 
Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak 

dan lansia 
Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial 

- Penyediaan / Peningkatan / 

Pemeliharaan Sarana / Prasarana 

Fasilitas Kesehatan yang 

Bekerjasama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

- Pembangunan / pengadaan dan 

rehabilitasi sarana dan prasarana 

aparatur 

- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas  

- Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengolahan Limbah Industri 

- Pemeliharaan rutin / berkala 

sarana dan prasarana aparatur 

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PERLINDUNGAN DAN JAIMINAN SOSIAL  

- Kegiatan Pembinaan dan 

Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi 

Tenaga Kerja dan Masyarakat 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Fasilitasi dan Koordinasi 

Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam 

- Fasilitasi Promosi Bagi Usaha 

Mandiri Masyarakat 
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- Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

skpd / lakip 

- Fasilitasi dan Koordinasi 

Perlindungan Sosial dan Orang 

Terlantar 

- Kegiatan Bantuan Sarana Produksi, 

Bibit/benih Perkebunan,Ternak 

bagi Masyarakat/Kelompok 

Masyarakat 

- Penyusunan laporan keuangan 

semesteran dan prognosisi 

realisasi anggaran 

- Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan 

Sosial  

- Pelaksanaan penempatan tenaga 

kerja dan perluasan kesempatan 

kerja bagi pencari kerja  

- Penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun 

7. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN 

SOSIAL 

- Pelaksanaan penempatan tenaga 

kerja dan perluasan kesempatan 

kerja bagi pencari kerja melalui 

pemberian informasi lowongan 

kerja 

4. PROGRAM PENANGANAN DAN 

PEMBERDAYAAN SOSIAL  
- penyediaan/pemeliharaan sarana 

pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang terkena 

penyakit akibat dampak konsumsi 

rokok dan penyakit lainnya 

melalui pengadaan alkes, bahan 

habis pakai,dan reagen 

- Penanganan dan 

pemberdayaan fakir  miskin  

- Pemberdayaan kelembagaan 

sosial  

- Pembinaan dan pelatihan 

ketrampilan kerja bagi tenaga 

kerja dan masyarakat 

- Penguatan Ekonomi Masyarakat 

melalui Kegiatan Padat Karya 

yang dapat Mengentaskan 

Kemiskinan Mengurangi 

Pengangguran dan Mendorong 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

- Peningkatan nilai kepahlawanan, 

keperintisan dan kesetiakawanan 

sosial 

 

 

   

 

 

 

URUSAN TENAGA KERJA 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Validasi data dan informasi ketenagakerjaan 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 6. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Fasilitasi penempatan tenaga kerja luar negeri 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 

7. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN 

LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 

aparatur 

- Fasilitasi dan Koordinasi penetapan UMK 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian 

perselisian hubungan industrial 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja skpd / lakip 

- Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang 

ketenagakerjaan 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 8. PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN 

 - Peningkatan produktivitas tenaga kerja 

5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA  

 

- Fasilitasi dan pengembangan kapasitas tenaga kerja  

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan  

  

  
 

 

 

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

- Kegiatan Pengarusutamaan Gender 

- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan 

- Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak 

 
 

 

URUSAN PANGAN  
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran - Fasilitasi dan Koordinasi    Pengembangan Usaha Pangan 

Masyarakat (PUPM/TTI) 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Pemantapan Ketersediaan Pangan 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 

- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 

aparatur 

5. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSEFIKASI DAN KONSUMSI 

PANGAN 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Analisi Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja skpd / lakip 

- Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan 

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi 

realisasi anggaran 

- Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan Lestari 

(KRPL) 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 

- Penyusunan laporan IKM  

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd  
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URUSAN PERTANAHAN 
1. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 

- Pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah 

2. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN  

- Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 

 
 

 

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP  
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 5. PROGRAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Penataan Pengelolaan  Lingkungan Hidup 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 

- Pencegahan Pencemaran Lingkungan 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 

aparatur 

- Pemantauan Kualitas Lingkungan 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

6. PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja skpd / lakip 

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi 

realisasi anggaran 

- Pemulihan Kualitas Lingkungan 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Pelestarian Sumber Daya Alam 

- Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan 7. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 

- Penyusunan laporan IKM - Pengembangan Taman Kota 

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd - Pembangunan Sarana Pembibitan 

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - Pengelolaan Jalur Hijau 

- Operasional Penanangan Sampah  

- Optimalisasi Pengurangan Smapah  

- Sarana dan Prasarana Sampah  
 

 

 

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Penyusunan laporan IKM 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran - Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

4. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

- Peningkatan Pelayanan dalam Penerbitan Dokumen 

Kelahiran 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 

- Peningkatan Pelayanan dalam Penerbitan Dokumen 

Perkawinan & Perceraian 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 

aparatur 

- Peningkatan Pelayanan dalam Penerbitan Dokumen 

Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 

Kematian 3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja skpd / lakip 

5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi 

realisasi anggaran 

- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (KTP, KIA, 

KK, SKTT) 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun  

- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 

(SKPWNI,SKDWNI) 

7. PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI 

- Implementasi Sistem Aminidtasi Kependudukan 

(Pemutakhiran Data) 

- Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama 

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SIAK - Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan 

data dan Dokumen Kependudukan 

- Pengolahan Sistem Informasi Kependudukan 

(membangun, updating dan pemeliharaan) 

- Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Inovasi 

Pelayanan Administrasi Kependudukan 

- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan  

- Peningkatan Sumberdaya Manusia, Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

 

  
 

 

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran - Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi 

Masyarakat 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 

- Fasilitasi dan Pengembanagn Teknologi Tepat Guna dan 

SDA 

- Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 

aparatur 

6. PROGRAM PENIGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan 

Desa 

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja skpd / lakip 
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(1) (2) 

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi 

realisasi anggaran 

- Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 7. PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA 

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

- Komunikasi aktif antara pemerintah daerah dengan desa 

- Fasilitasi peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

pembangunan desa 

 

- Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

- Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK  

- Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat  

  
 

 
 

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd / lakip 

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi realisasi anggaran 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

- Penyusunan laporan IKM 

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd 

4. PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 

- Kegiatan Bina Ketahanan remaja 

- Kegiatan Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia 

- Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera  

5. PROGRAM KELUARGA BERENCANA 

- Distribusian Alat Kontrasepsi 

- Pembinaan Kesertaan Akseptor KB 

- Jaminan Pelayanan KB 

6. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN 

- Advokasi dan Penggerakan 

- Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB 

- Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 

 

 
 

URUSAN PERHUBUNGAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

4. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 

ANGKUTAN 

- Sosialisasi/penyuluhan ketertiban 

lalu lintas dan angkutan 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Penyelenggaraan angkutan 

orang 

- Penyelenggaraan manajemen 

dan rekayasa lalu lintas 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

- Penyelenggaraan angkutan 

barang 

- Lomba wahana tata nugraha dan 

siswa teladan 

- Pembangunan / pengadaan 

dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 

- Penyelenggaraan angkutan 

perkretaapian dan laut 

6. PROGRAM PEMELIHARAAN DAN 

PENGEMBANGAN SARANA DAN 

PRASARANA PERHUBUNGAN 

- Pemeliharaan rutin / berkala 

sarana dan prasarana aparatur 

5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN 

PENGAMANAN LALU LINTAS 

- Pengadaan/pembangunan 

sarana dan prasarana 

perhubungan 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Pengadaan/pengembangan 

sistem informasi perlengkapan 

jalan 

- Pengadaan alat penerangan 

- Rehabilitasi/pemeliharaan alat 

penerangan jalan 

- Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

skpd / lakip 

- Monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan bimbingan dan 

keselamatan lalu lintas 

- Penyediaan jasa komunikasi dan 

listrik alat penerangan jalan 

- Penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun 

- Sosialisasi kebijakan bidang 

perhubungan 

- Penyediaan jasa komunikasi dan 

listrik perlengkapan jalan 

- Penyusunan laporan IKM - Kegiatan peningkatan disiplin 

masyarakat menggunakan 

angkutan 

- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana 

dan prasarana perhubungan 
- Penyusunan rencana kerja dan 

anggaran (rka) skpd 

 - Kegiatan pengendalian disiplin 

operasional angkutan umum di 

jalan raya 

- Operasional balai pengujian 

kendaraan bermotor 

  - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana 

dan prasarana balai pengujian 

kendaraan bermotor 
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URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 

DAN MEDIA MASSA 

7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 

KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL 

KEPALA DAERAH 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 
- Forum Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
- Kegiatan Dialog/Audensi dengan 

Tokoh-tokoh Masyarakat, 

Pimpinan/Anggota Organisasi 

Sosial dan Kemasyarakatan 
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 
- Kerjasama Informasi dengan 

Media Massa 
- Pembangunan / pengadaan dan 

rehabilitasi sarana dan prasarana 

aparatur 

- Pengelolaan dan Penyediaan 

Informasi Publik 
- Kegiatan Pendokumentasian 

Kegiatan Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

- Pemeliharaan rutin / berkala 

sarana dan prasarana aparatur 

5. PROGRAM OPTIMALISASI 

PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 

8. PROGRAM PENYEBARLUASAN 

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Peningkatan Kemitraan 

Komunikasi Publik 

- Kegiatan Penyebarluasan 

Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah - Pengelolaan Media Publik 

- Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

skpd / lakip 

6. PROGRAM OPTIMALISASI 

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI (TIK) 

 

- Penyusunan laporan keuangan 

semesteran dan prognosisi realisasi 

anggaran 

- Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik  

- Penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun 

- Pengelolaan dan 

Pengembangan Informatika 
 

- Penyusunan laporan IKM - Pemberdayaan Informatika

  
 

- Penyusunan rencana kerja dan 

anggaran (rka) skpd 

 
 

   

 
 

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi 

Berprestasi 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran - Pembinaan dan Bimbingan Teknis Koperasi 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 
- Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan 

Koperasi 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 
5. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDUKUNG 

USAHA KOPERASI 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 

aparatur 

- Fasilitasi, Pembinaan Akses Permodalan dan Simpan 

Pinjam Koperasi 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Usaha 

Koperasi 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja skpd / lakip 

- Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Administrasi 

Usaha Koperasi 

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi 

realisasi anggaran 

PROGRAM PENCIPTAAN, PENINGKATAN, PENGEMBANGAN 

USAHA MIKRO 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro 

- Penyusunan laporan IKM - Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 
- Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan 

- Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah (DAK non Fisik) 

 

  
 

 

 

 
 

 

URUSAN PENANAMAN MODAL 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI 

INVESTASI 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 

- Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan 

Penanaman Modal 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 

aparatur 

- Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penanaman Modal 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya 

Alam (ESDA) 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja skpd / lakip 

- Penyusunan Data Ekonomi Daerah 

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi 

realisasi anggaran 

5. PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Optimalisasi Perijinan Usaha 

- Penyusunan laporan IKM - Optimalisasi Perijinan  Non Usaha 

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd - Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem 

Informasi 
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URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4. PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran - Pembinaan/fasilitasi organisasi kepemudaan dan 

kepramukaan 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Pemberdayaan pemuda 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana aparatur 

- Pembinaan aktivitas kepemudaan 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 

aparatur 

5. PROGRAM PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Pembinaan olahraga prestasi 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja skpd / lakip 

- Pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi 

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi 

realisasi anggaran 

- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun  

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd  

  

 

 

URUSAN STATISTIK 
1. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH 

- Layanan Data dan Statistk 

 

 

 

URUSAN PERSANDIAN 
1. PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 

- Penyelenggaraan Persandian Daerah 

 

 

 

URUSAN KEBUDAYAAN 
1. PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN 

- Pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya 

- Pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan adat budaya 

- Pelestarian, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan sejarah dan kepurbakalaan 

 

 

 

URUSAN PERPUSTAKAAN 
1. PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 

- Fasilitasi Pelayanan Perpustakaan Daerah 

- Pembinaan, Pengembangan Minat Baca dan Otomasi Perpustakaan 

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

- Pengelolaan Rumah Pintar 

 

 

 

URUSAN KEARSIPAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur 

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd / lakip 

- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi realisasi anggaran 

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

- Penyusunan laporan IKM 

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd 

4. PENGELOLAAN KEARSIPAN 

- Penilaian Arsip/Dokumen Daerah 

- Restorasi, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 

- Pembinaan, Perkembangan dan Otomasi Kearsipan 

 

 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2019 
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3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib 

Tingkat pencapaian 24 urusan wajib di Kabupaten Lumajang sangat 

didukung oleh organisasi perangkat daerah pengampu pelaksana program 

dan kegiatan urusan wajib selama tahun 2019. Kabupaten Lumajang 

mengalokasikan Pagu anggaran untuk urusan wajib sebesar Rp. 

1.417.226.533.682,06 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

1.323.780.699.841,16 atau terserap sebesar 93,41%, dengan rincian tingkat 

pencapaian berdasarkan anggaran sebagai berikut : 

No. URUSAN WAJIB JUMLAH OPD PENGAMPU CAPAIAN (%) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Pendidikan 1 OPD 96,65 

2 Kesehatan 1 OPD, 2 RSUD, 21 UPT Puskesmas 90,70 

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 OPD 88,55 

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 OPD 93,94 

5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

4 OPD 
96,42 

6 Sosial 10 OPD, 2 RSUD 90,50 

7 Tenaga Kerja 1 OPD 93,86 

8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 OPD 80,67 

9 Pangan 1OPD 93,62 

10 Pertanahan 1 Unit Kerja 83,22 

11 Lingkungan Hidup 1 OPD 93,90 

12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 OPD 89,96 

13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 OPD, 1 Unit Kerja 90,41 

14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 OPD 64,79 

15 Perhubungan 1 OPD 94,66 

16 Komunikasi dan Informatika 1 OPD, 1 Unit Kerja 94,06 

17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 OPD 94,63 

18 Penanaman Modal 1 OPD, 1 Unit Kerja 92,54 

19 Kepemudaan Dan Olah Raga 1 OPD 94,91 

20 Statistik 1 OPD 99,70 

21 Persandian 1 OPD 73,27 

22 Kebudayaan 1 OPD 91,28 

23 Perpustakaan 1 OPD 87,12 

24 Kearsipan 1 OPD 84,88 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019 diolah Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 

Kabupaten Lumajang 

 

Selanjutnya untuk tingkat pencapaian urusan wajib berdasarkan 

realisasi capaian kinerja RKPD Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada 

lampiran I. Kemudian juga disajikan tingkat pencapaian urusan wajib 

berdasarkan capaian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada Lampiran II. 
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4. Pegawai Pengampu Urusan Wajib 

URUSAN PENDIDIKAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 53 Orang 

 Tenaga kontrak 43 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 15 Orang 

 Sarjana (S1) 18 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) 1 Orang 

 SLTA 17 Orang 

 SLTP 2 Orang 

 SD 1 Orang 
(1) (2) (3) (4) 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) 1 Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 11 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 4 Orang 

 Pembina (IV/a) 3 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 8 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 3 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 4 Orang 

 Penata Muda (III/a) 1 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 4 Orang 

 Pengatur (II/c) 4 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 6 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 1 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) 2 Orang 

 Juru (I/c) - Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 20 Orang 

 Fungsional Pengawas 4100 Orang 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN KESEHATAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 717 Orang 

 Tenaga kontrak 716 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 6 Orang 

 Sarjana (S1) 378 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 752 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) 4 Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) 260 Orang 

 SLTA 18 Orang 

 SLTP 15 Orang 

 SD 6 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 4 Orang 

 Pembina (IV/a) 32 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 148 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 68 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 114 Orang 

 Penata Muda (III/a) 136 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 55 Orang 

 Pengatur (II/c) 128 Orang 
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 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 16 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 7 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) 1 Orang 

 Juru (I/c) 6 Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) 1 Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 20 Orang 

 Fungsional  1070 Orang 

Pegawai RSUD RSUD dr. Haryoto 419 Orang 
 RSUD Pasirian 40 Orang 

 

Pejabat fungsional urusan kesehatan terdiri dari : 

No Jenis Jabatan Fungsional Jumlah Tenaga 

1 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 33 

2 Administrator Kesehatan 51 

3 Epidemiologi Kesehatan 0 

4 Pembimbing Kesehatan Kerja 1 

5 Perawat 401 

6 Perawat gigi 12 

7 Bidan 327 

8 Dokter 52 

9 Dokter gigi 31 

10 Apoteker 17 

11 Asisten Apoteker 31 

12 Nutrisionis 48 

13 Pranata Laboratorium 26 

14 Sanitarian 26 

15 Perekam Medis 14 

 TOTAL 1.070 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS), CPNS 133 Orang 

 Tenaga kontrak 156 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 30 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 36 Orang 

 SLTP 36 Orang 

 SD 27 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 2 Orang 

 Pembina (IV/a) - Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 3 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 9 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 4 Orang 
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 Penata Muda (III/a) 19 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 22 Orang 

 Pengatur (II/c) 5 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 17 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 5 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) 40 Orang 

 Juru (I/c) 6 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 16 Orang 

 Fungsional - Orang 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 

 

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS), CPNS 23 Orang 

 Tenaga kontrak 47 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 3 Orang 

 Sarjana (S1) 8 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 11 Orang 

 SLTP 1 Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) - Orang 

 Pembina (IV/a) 1 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 5 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 4 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 1 Orang 

 Penata Muda (III/a) 1 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 1 Orang 

 Pengatur (II/c) 5 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) - Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 1 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) 1 Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 10 Orang 

 Fungsional - Orang 

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 

 

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 48 Orang 

 Tenaga kontrak 180 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 6 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 203 Orang 

 SLTP 12 Orang 

 SD 4 Orang 
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Pangkat dan Golongan Golongan I 5 Orang 

 Golongan II 27 Orang 

 Golongan III 13 Orang 

 Golongan IV 48 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IIb - Orang 
 Struktural Eselon IIIa 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIb 3 Orang 
 Struktural Eselon IVa 7 Orang 
 Fungsional - Orang 

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 25 Orang 

 Tenaga kontrak 15 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 17 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) 1 Orang 

 SLTA 16 Orang 

 SLTP 1 Orang 

 SD 1 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I 1 Orang 

 Golongan II 10 Orang 

 Golongan III 9 Orang 

 Golongan IV 5 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IIb 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIa 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIb 3 Orang 
 Struktural Eselon IVa 7 Orang 
 Fungsional - Orang 

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 15 Orang 

 Tenaga kontrak 50 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 7 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 4 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 2 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I 2 Orang 

 Golongan II 3 Orang 

 Golongan III 6 Orang 

 Golongan IV 4 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IIb 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIa 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIb 2 Orang 
 Struktural Eselon IVa 6 Orang 
 Fungsional - Orang 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 2 Orang 

 Tenaga kontrak 3 Orang 
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Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) - Orang 

 Sarjana (S1) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 1 Orang 

 SLTA 2 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I - Orang 

 Golongan II 1 Orang 

 Golongan III 1 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IVa 1 Orang 
 Fungsional - Orang 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 
 

URUSAN SOSIAL 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 22 Orang 

 Tenaga kontrak 32 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 1 Orang 

 Sarjana (S1) 15 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 5 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I - Orang 

 Golongan II 1 Orang 

 Golongan III 11 Orang 

 Golongan IV 3 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IIa - Orang 

 Struktural Eselon IIb - Orang 
 Struktural Eselon IIIa 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIb 2 Orang 
 Struktural Eselon IVa 7 Orang 

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN TENAGA KERJA 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 24 Orang 

 Tenaga kontrak 8 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 3 Orang 

 Sarjana (S1) 8 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA - Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I 1 Orang 

 Golongan II 9 Orang 

 Golongan III 10 Orang 

 Golongan IV 6 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IIa - Orang 

 Struktural Eselon IIb 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIa 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIb 3 Orang 
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 Struktural Eselon IVa 10 Orang 
 Fungsional - Orang 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 3 Orang 

 Tenaga kontrak 1 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 1 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I - Orang 

 Golongan II - Orang 

 Golongan III 1 Orang 

 Golongan IV 2 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IIa - Orang 

 Struktural Eselon IIb - Orang 
 Struktural Eselon IIIa - Orang 
 Struktural Eselon IIIb - Orang 
 Struktural Eselon IVa 3 Orang 
 Fungsional - Orang 

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PANGAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 19 Orang 

 Tenaga kontrak 22 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 24 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 11 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 2 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I 2 Orang 

 Golongan II 4 Orang 

 Golongan III 8 Orang 

 Golongan IV 5 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IIa - Orang 

 Struktural Eselon IIb 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIa 1 Orang 
 Struktural Eselon IIIb 2 Orang 
 Struktural Eselon IVa 8 Orang 
 Fungsional - Orang 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PERTANAHAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 2 Orang 

 Tenaga kontrak 2 Orang 
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Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) - Orang 

 Sarjana (S1) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 3 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I - Orang 

 Golongan II 1 Orang 

 Golongan III 1 Orang 

 Golongan IV - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IIa - Orang 

 Struktural Eselon IIb - Orang 
 Struktural Eselon IIIa - Orang 
 Struktural Eselon IIIb - Orang 
 Struktural Eselon IVa 1 Orang 
 Fungsional - Orang 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 285 Orang 

 Tenaga kontrak 149 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 5 Orang 

 Sarjana (S1) 16 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 42 Orang 

 SLTP 196 Orang 

 SD 24 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 2 Orang 

 Pembina (IV/a) 8 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 5 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 7 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 2 Orang 

 Penata Muda (III/a) 10 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 8 Orang 

 Pengatur (II/c) 9 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 28 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 83 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) 120 Orang 

 Juru (I/c) 3 Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 20 Orang 

 Fungsional  1070 Orang 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 21 Orang 

 Tenaga kontrak 84 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 3 Orang 
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 Sarjana (S1) 6 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 3 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 9 Orang 

 SLTP 1 Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I 4 Orang 

 Golongan II 1 Orang 

 Golongan III 14 Orang 

 Golongan IV 4 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 21 Orang 

 Fungsional - Orang 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 23 Orang 

 Tenaga kontrak 32 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 3 Orang 

 Sarjana (S1) 27 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 3 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) 1 Orang 

 SLTA 19 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 2 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Orang 

 Pembina (IV/a) 2 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 6 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 3 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 3 Orang 

 Penata Muda (III/a) 2 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) - Orang 

 Pengatur (II/c) 3 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 1 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) - Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) 2 Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 14 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 
 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 2 Orang 

 Tenaga kontrak 3 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) - Orang 

 Sarjana (S1) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 2 Orang 
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 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I - Orang 

 Golongan II 1 Orang 

 Golongan III 1 Orang 

 Golongan IV - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Eselon IIa - Orang 

 Struktural Eselon IIb - Orang 
 Struktural Eselon IIIa - Orang 
 Struktural Eselon IIIb - Orang 
 Struktural Eselon IVa 1 Orang 
 Fungsional - Orang 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 16 Orang 

 Tenaga kontrak 24 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 6 Orang 

 Sarjana (S1) 26 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 7 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I - Orang 

 Golongan II 2 Orang 

 Golongan III 7 Orang 

 Golongan IV 7 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 16 Orang 

 Fungsional - Orang 

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

 

URUSAN PERHUBUNGAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 131 Orang 

 Tenaga kontrak 156 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 17 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 6 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 67 Orang 

 SLTP 46 Orang 

 SD 76 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I 55 Orang 

 Golongan II 56 Orang 

 Golongan III 10 Orang 

 Golongan IV 3 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 16 Orang 

 Fungsional - Orang 
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URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

URUSAN STATISTIK 

URUSAN PERSANDIAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 21 Orang 

 Tenaga kontrak 39 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 4 Orang 

 Sarjana (S1) 7 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 4 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 6 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Orang 

 Pembina (IV/a) 1 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 3 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 8 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 3 Orang 

 Penata Muda (III/a) 1 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 1 Orang 

 Pengatur (II/c) 1 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 1 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 1 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) - Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 15 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 22 Orang 

 Tenaga kontrak 14 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 3 Orang 

 Sarjana (S1) 9 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 7 Orang 

 SLTP 1 Orang 

 SD 2 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 2 Orang 

 Pembina (IV/a) 2 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 7 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 1 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 2 Orang 

 Penata Muda (III/a) 1 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) - Orang 

 Pengatur (II/c) 3 Orang 
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 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 1 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) - Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) 2 Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 16 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Lainnya Tenaga PPKL 3 Orang 
 Tenaga Pendamping 2 Orang 

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PENANAMAN MODAL 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 17 Orang 

 Tenaga kontrak 20 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 1 Orang 

 Sarjana (S1) 19 Orang 

 Sarjana muda/Diploma IV(D4) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 4 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II   (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 11 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 1 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Orang 

 Pembina (IV/a) 2 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 1 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 6 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) - Orang 

 Penata Muda (III/a) 1 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) - Orang 
(1) (2) (3) (4) 

 Pengatur (II/c) 4 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 1 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) - Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) - Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 11 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang 

Tahun 2019 

 

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 23 Orang 

 Tenaga kontrak 30 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 1 Orang 

 Sarjana (S1) 10 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) 1 Orang 
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 SLTA 9 Orang 

 SLTP 1 Orang 

 SD 1 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 2 Orang 

 Pembina (IV/a) 1 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 5 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 4 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 1 Orang 

 Penata Muda (III/a) 2 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 2 Orang 

 Pengatur (II/c) 3 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) - Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 2 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) - Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 12 Orang 

 Fungsional - Orang 

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN KEBUDAYAAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 2 Orang 

 Tenaga kontrak 21 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) - Orang 

 Sarjana (S1) 10 Orang 

 Sarjana muda/Diploma IV(D4) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II   (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 10 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 1 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I - Orang 

 Golongan II - Orang 

 Golongan III 1 Orang 

 Golongan IV - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 2 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PERPUSTAKAAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 8 Orang 

 Tenaga kontrak 17 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 1 Orang 

 Sarjana (S1) 3 Orang 

 Sarjana muda/Diploma IV(D4) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 3 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II   (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 15 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 1 Orang 
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Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) - Orang 

 Pembina (IV/a) - Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 3 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) - Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) - Orang 

 Penata Muda (III/a) 3 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 1 Orang 

 Pengatur (II/c) - Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) - Orang 

 Pengatur Muda (II/a) - Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) - Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 3 Orang 

 Fungsional  3 Orang 

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN KEARSIPAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 9 Orang 

 Tenaga kontrak 7 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 1 Orang 

 Sarjana (S1) 3 Orang 

 Sarjana muda/Diploma IV(D4) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II   (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 9 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 1 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) - Orang 

 Pembina (IV/a) 2 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) - Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) - Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 1 Orang 

 Penata Muda (III/a) 1 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 1 Orang 

 Pengatur (II/c) 3 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) - Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 1 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) - Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 3 Orang 

 Fungsional  4 Orang 

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang Tahun 2019
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5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Jumlah pagu anggaran untuk 24 urusan wajib sebesar  

Rp. 1.417.226.533.682,06 yang direalisasikan untuk total belanja sebesar Rp. 1.323.780.699.841,16 (93,41%), terdiri atas 

belanja pegawai sebesar Rp. 639.788.437.622,50 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 470.975.698.324,70 dan belanja 

modal sebesar Rp. 213.016.563.893,96 Rincian sebagaimana tabel dibawah ini : 

TABEL 3.1  
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH  URUSAN WAJIB KABUPATEN LUMAJANG 

TAHUN ANGGARAN 2019 

Periode  01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 

Kode 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Belanja 

Anggaran Setelah Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) 

Bertambah / 

(Berkurang) 

Belanja Pegawai 
Belanja Barang 

& Jasa 
Belanja Modal Jumlah Belanja Belanja Pegawai 

Belanja Barang 

& Jasa 
Belanja Modal Jumlah Belanja 

Rp % 

1 2 7 8 9 
17 

(7+s.d+16) 
18 19 20 

28 

(18+s.d+27) 
29=28-17 30 

1 URUSAN WAJIB 659.836.716.128,00 499.516.026.861,91 257.873.790.692,15 1.417.226.533.682,06 639.788.437.622,50 470.975.698.324,70 213.016.563.893,96 1.323.780.699.841,16 93.445.833.840,90 93,41 

1.01 PENDIDIKAN 491.889.170.751,00 129.614.443.392,00 46.904.003.250,15 668.407.617.393,15 482.720.565.298,50 124.841.321.155,72 38.454.359.975,26 646.016.246.429,48 22.391.370.963,67 96,65 

1.02 KESEHATAN 91.280.796.873,00 211.088.219.995,91 55.213.731.162,00 357.582.748.030,91 85.055.146.517,00 202.285.610.668,50 36.993.882.885,41 324.334.640.070,91 33.248.107.960,00 90,7 

1.03 
PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 
10.601.074.020,00 45.099.860.200,00 118.674.002.650,00 174.374.936.870,00 9.655.741.213,00 40.793.171.860,48 103.955.773.689,43 154.404.686.762,91 19.970.250.107,09 88,55 

1.04 
PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN 
2.077.947.988,00 3.417.660.000,00 1.714.777.000,00 7.210.384.988,00 1.985.419.758,00 3.304.197.078,00 1.483.946.750,50 6.773.563.586,50 436.821.401,50 93,94 
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1.05 

KETENTRAMAN, KETERTIBAN 

UMUM, DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

9.604.739.010,00 15.781.933.750,00 3.454.849.250,00 28.841.522.010,00 9.050.982.496,00 15.580.316.546,00 3.178.684.715,00 27.809.983.757,00 1.031.538.253,00 96,42 

1.06 SOSIAL 2.399.309.611,00 12.766.155.255,00 9.863.965.300,00 25.029.430.166,00 2.250.154.117,00 11.647.332.044,00 8.755.309.941,36 22.652.796.102,36 2.376.634.063,64 90,5 

1.07 TENAGA KERJA 3.195.416.349,00 844.581.900,00 14.000.000,00 4.053.998.249,00 2.972.680.521,00 818.301.347,00 14.000.000,00 3.804.981.868,00 249.016.381,00 93,86 

1.08 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 
10.380.000,00 324.500.000,00 0 334.880.000,00 10.380.000,00 259.781.500,00 0 270.161.500,00 64.718.500,00 80,67 

1.09 PANGAN 1.996.855.345,00 1.359.643.600,00 28.200.000,00 3.384.698.945,00 1.844.865.992,00 1.296.316.601,00 27.610.000,00 3.168.792.593,00 215.906.352,00 93,62 

1.10 PERTANAHAN 26.900.000,00 17.300.000,00 0 44.200.000,00 20.500.000,00 16.284.000,00 0 36.784.000,00 7.416.000,00 83,22 

1.11 LINGKUNGAN HIDUP 17.372.008.499,00 13.037.688.096,00 3.621.097.000,00 34.030.793.595,00 16.794.789.890,00 12.230.505.669,00 2.929.693.817,00 31.954.989.376,00 2.075.804.219,00 93,9 

1.12 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

2.946.336.790,00 7.311.567.800,00 3.447.825.000,00 13.705.729.590,00 2.771.221.533,00 6.604.457.692,00 2.954.046.700,00 12.329.725.925,00 1.376.003.665,00 89,96 

1.13 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 
2.697.027.635,00 4.836.898.700,00 600.194.000,00 8.134.120.335,00 2.470.912.217,00 4.301.703.167,00 581.342.300,00 7.353.957.684,00 780.162.651,00 90,41 

1.14 
PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA 
2.891.420.966,00 7.910.224.000,00 915.959.000,00 11.717.603.966,00 2.747.092.728,00 3.944.082.729,00 900.817.720,00 7.591.993.177,00 4.125.610.789,00 64,79 

1.15 PERHUBUNGAN 9.680.962.313,00 26.020.568.800,00 7.092.782.900,00 42.794.314.013,00 9.181.656.768,00 24.541.534.358,00 6.783.866.350,00 40.507.057.476,00 2.287.256.537,00 94,66 

1.16 
KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 
2.092.590.715,00 6.104.107.180,00 2.033.308.420,00 10.230.006.315,00 2.056.980.887,00 5.566.230.450,00 1.999.473.235,00 9.622.684.572,00 607.321.743,00 94,06 

1.17 
KOPERASI, USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 
2.375.800.447,00 2.610.412.250,00 126.902.750,00 5.113.115.447,00 2.286.428.053,00 2.447.135.598,00 104.769.450,00 4.838.333.101,00 274.782.346,00 94,63 

1.18 PENANAMAN MODAL 1.655.389.164,00 1.932.772.543,00 201.673.010,00 3.789.834.717,00 1.558.805.089,00 1.758.617.919,00 189.585.000,00 3.507.008.008,00 282.826.709,00 92,54 

1.19 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 
2.118.798.749,00 4.593.342.400,00 2.713.300.000,00 9.425.441.149,00 2.005.062.045,00 4.387.592.203,00 2.552.650.365,00 8.945.304.613,00 480.136.536,00 94,91 

1.20 STATISTIK 0 180.725.000,00 0 180.725.000,00 0 180.175.000,00 0 180.175.000,00 550.000,00 99,7 

1.21 PERSANDIAN 1.125.000,00 69.050.000,00 0 70.175.000,00 1.125.000,00 50.289.002,00 0 51.414.002,00 18.760.998,00 73,27 

1.22 KEBUDAYAAN 1.750.000,00 2.416.495.000,00 0 2.418.245.000,00 1.750.000,00 2.205.718.500,00 0 2.207.468.500,00 210.776.500,00 91,28 

1.23 PERPUSTAKAAN 118.053.000,00 930.799.000,00 133.550.000,00 1.182.402.000,00 93.272.000,00 803.843.000,00 132.957.300,00 1.030.072.300,00 152.329.700,00 87,12 

1.24 KEARSIPAN 2.802.862.903,00 1.247.078.000,00 1.119.670.000,00 5.169.610.903,00 2.252.905.500,00 1.111.180.237,00 1.023.793.700,00 4.387.879.437,00 781.731.466,00 84,88 

    659.836.716.128,00 499.516.026.861,91 257.873.790.692,15 1.417.226.533.682,06 639.788.437.622,50 470.975.698.324,70 213.016.563.893,96 1.323.780.699.841,16 93.445.833.840,90 93,41 

 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 (Data Sementara unaudited BPK)
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6. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan Wajib 

URUSAN PENDIDIKAN 
 

A. Permasalahan 

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas 

Pendidikan masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai 

berikut: 

1.  Pada Program dan Kegiatan  di Dinas Pendidikan, masih terjadi 

lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan di 

beberapa Bidang, dimana masih ada beberapa kegiatan yang 

masih belum terserap optimal;  

2. Pada penyerapan  dana   Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

karena penyerahan anggaran dari Provinsi pada bulan Maret 2019 

kemudian pada Pemerintah Kabupaten perlu penyesuaian seperti 

aplikasi Sistem Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, 

maka sebagian  laporan pertanggungjawaban dari sekolah ke  

Dinas Pendidikan mengalami keterlambatan atau dengan kata lain 

laporan triwulan dari lembaga sekolah menumpuk pada akhir 

Desember 2019; 

3. Selanjutnya untuk Angka   Partisipasi    Murni    (APM)    dan Angka 

Partisikasi Kasar (APK) terjadi   penurunan    disebabkan data peserta 

didik untuk MI dan MTs dari Kemenag masih belum valid sehingga 

penyebut dalam perhitungan APK menjadi kecil / tidak lengkap. 

Diharapkan ketika data peserta didik dari Kemenag sudah tersaji, 

maka persentase APK SD/MI dan SMP/MTs dapat lebih besar dari 

tahun 2018. 

4. Rendahnya Angka Rata Rata Lama Sekolah, dikarenakan masih 

banyak masyarakat Lumajang diatas umur 25 tahun yang masih 

belum menamatkan pendidikan pada jenjang SMP. Terdapat 

banyak faktor yang menyebabkan masyarakat lumajang memiliki 

angka rata rata lama sekolah, mulai dari faktor ekonomi, faktor 

sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

B. Solusi 

1.  Dengan mempersiapkan perencanaan yang lebih matang  dan 

pelaksanaan  yang lebih baik; 
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2. Pembenahan yang berlanjut dan pengevaluasian aplikasi Sistem 

Informasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (SIP BOS) mulai 

anggaran 2019 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Lumajang dengan  cara Sosialisasi dan Bimbingan 

Teknis Penatausahaan BOS. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

monitoring hasil sosialisasi dan Bimtek ke lembaga sekolah 

penerima BOS baik negeri atau swasta,   

3. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data antara Kemendikbud 

dengan Kemenag untuk dapat memberikan data pendidikan 

dengan akurat dan tepat waktu. Sedangkan mengenai partisipasi 

peserta didik, solusinya yaitu dengan memperbaiki berbagai 

fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan 

lainnya sebagai daya tarik siswa untuk  mau menempuh wajib 

belajar pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya juga 

memberikan motivasi kepada siswa beserta orangtuanya akan arti 

pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan kelak demi 

kesejahteraan hidupnya. 

4. Mengajak masyarakat Lumajang khususnya yang berusia diatas 25 

tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah untuk 

melanjutkan kembali pendidikannya melalui program kesetaraan. 

Dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang mempunyai 

inovasi program GEMPITA DESA atau Gerakan Membangun 

Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang diharapkan dapat 

menyerap peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya yang 

tertunda/terhenti sampai pada lingkup desa. Dengan adanya 

inovasi ini kami sangat berharap dapat meningkatkan angka rata 

rata lama sekolah sekaligus dapat meningkatkan IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia) di Kabupaten Lumajang. 
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URUSAN KESEHATAN 

 

A. Permasalahan 

1. Rasio dan kompetensi tenaga kesehatan belum sesuai standar. 

2. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dimana 

terdapat selisih antara harga penawaran dengan pagu anggaran. 

3. Masih terdapat sarana dan prasarana pendukung yang belum 

sesuai standard 

4. Masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup 

bersih dan sehat. 

B. Solusi 

1. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan 

kemampuannya dengan diklat, bimtek, pembinaan, sosialisasi 

baik formal maupun non formal, serta menambah jumlah SDM 

apabila terdapat anggaran. 

2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

kesehatan yang memadai, dan pemeliharaan sesuai standar. 

3. Merasionalisasikan rencana anggaran biaya di dokumen 

perencanaan sehingga tidak terjadi selisih pencapaian yang 

besar. 

4. Mengoptimalkan kegiatan keluarga sehat sebagai salah satu jalan 

melakukan intervensi kesehatan berbasis keluarga kepada seluruh 

masyarakat. 

 

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

 

A. Permasalahan 

1. Terjadinya kerusakan jalan dan jembatan diakibatkan oleh 

penggunaan atau pemakaian jalan dan jembatan yang tidak 

sesuai dengan kemampuannya.  

2. Bahu dan drainase jalan yang tidak terawat dengan baik sehingga 

jalan tergenang oleh air yang menyebabkan pengurangan umur 

rencana.  

3. Penumpukan sedimen dalam bangunan dan saluran irigasi yang 

menyebabkan pengurangan kapasitas dalam bangunan dan 
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saluran irigassi sehingga dapat menyebabkan bangunan dan 

saluran irigasi menjadi rawan banjir dan rawan kekeringan.  

4. Banyaknya kehilangan pintu-pintu air pada jaringan irigasi sehingga 

menyulitkan pengaturan dan pengoperasian ke petak-petak sawah 

serta adanya endapan sedimen di saluran sehingga mudah terjadi 

banjir. 

5. Pengurangan anggaran secara mandiri sebagai akibat perhitungan 

SILPA APBD Kabupaten Lumajang sangat berdampak pada 

capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Lumajang dalam pelayan infrastruktur kepada masyarakat. Karena 

dengan pengurangan anggaran berarti infrastruktur yang 

terbangun akan mengalami pengurangan secara kuantitas. 

B. Solusi 

1. Solusi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak 

dan instansi terkait untuk menertibkan penggunaan jalan sesuai 

dengan kelas jalan yang telah ditentukan. 

2. Solusi yang dilakukan dengan membenahi bahu jalan dan 

membangun saluran drainase yang baik , sosialisasi tentang 

pemeliharaan jalan supaya masyarakat tidak menutup saluran 

drainase dan menimbun bahu jalan sehingga jalan tidak tergenang 

oleh air sehingga umur rencana tetap terjaga. 

3. Solusi yang dilakukan dengan melakukan normalisasi bangunan dan 

saluran irigasi terjadi peningkatan kapasitas bangunan dan saluran 

irigasi dalam penangulangan daerah rawan banjir dan kekeringan. 

4. Solusinya yang harus dilakukan guna pencegahan dan 

penanggulangan kehilangan pintu-pintu air yakni dengan 

membungkus/selimut beton cor pada kerangkanya. 

5. Memberikan prioritas penganggaran, terutama pada pelayan 

infrastruktur kepada masyarakat. 
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URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 

A. Permasalahan 

1. Masih kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung 

operasional dan kelancaran progam dan kegiatan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang 

2. Masih adanya Prasaran Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang 

asetnya belum diserahkan ke pihak Pemerintah Kabupaten. 

3. Minimnya Anggaran mengakibatkan Program dan Kegiatan tidak 

maksimalnya 

4. Kurangnya personil Tenaga Ahli / Teknis pada Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. 

B. Solusi 

1. Solusinya adalah dengan secara bertahap melakukan pengadaan 

fasilitas sarana dan prasarana Dinas sesuai kemampuan anggaran 

2. Solusinya adalah melakukan monitoring terhadap Sarana Utilitas 

Umum (PSU) Perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pihak 

Pemerintah Kabupaten. 

3. Mengoptimalkan PAD yang menjadi kewenangan DPKP 

4. Melaksanakan peningkatan kapasitas kompetensi SDM DPKP  

 

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

 

A. Permasalahan 

1. Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai 

hambatan tidak tersedianya panti rehabilitasi untuk Gelandangan 

pengemis, orang gila dan Pekerja Seks Komersial. 

2. Jumlah SDM Satpol PP tidak sebandingnya dengan permasalahan 

di lapangan dan luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas. 

3. Tidak sebandingnya antara sarana prasarana yang tersedia dengan 

beban pekerjaan. 

4. Untuk Kegiatan Sinergitas Penegakkan Perda pada sub kegiatan 

Penertiban Pasar Tumpah, PKL Cenderung kembali ke tempat yang 

dilarang. 
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5. Peralatan dan logistik untuk ketentraman, ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat pada BPBD yang cukup banyak 

membutuhkan tempat yang layak, namun tempat atau gudang 

yang tersedia masih belum memenuhi standar 

6. Belum tertibnya administrasi dan manajemen logistik, sehingga stok 

opname kurang up to date. 

7. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai untuk 

pelaksanaan tupoksi 

8. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan 

dalam pelaksanaan tupoksi  

9. Pendidikan dan pelatihan subtantif Kesbangpol belum optimal  

10. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola 

perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian 

pada proses demokratisasi.  

11. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) belum maksimal  

12. Peraturan perundang- undangan yang tidak konsisten satu sama 

lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi 

penyelenggaraan pelayanan. 

 

B. Solusi 

Dari masalah–masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk sementara Gepeng Orgil, PSK dan anak Punk yang terjaring di 

data dan diberipembinaan di kantor Satpol PP kemudian langkah 

berikutnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk diberikan 

pembinaan lebih lanjut, diharapkan ada panti yang dapat  

menampung keberadaan mereka serta peningkatan  koordinasi 

dengan instansi terkait; 

2. Harus terus dilaksanakan Pembinaan kepada Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. 

Kegiatan ini sebaiknya dibuat dalam sebuah program yang baku untuk 

setiap tahunnya, dikemas dalam kegiatan Pembekalan Pengetauan 

dan Peningkatan keterampilan, sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat 

diandalkan, terutama pelayanan terhadap masyarakat dan kesiapan 
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dalam pengendalian gangguan. Serta ditempatkannya anggota 

Satpol PP untuk membantu penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban di setiap wilayah kecamatan sekaligus sebagai distribusi 

pengendalian dan pemantauan apabila terjadi gangguan serta 

dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kasi Trantib tiap-tiap 

kecamatan; 

3. Peningkatan pemeliharaan secara rutin terhadap Sarana dan 

Prasarana dan Optiomalisasi fungsi Sarana yang ada;  

4. Diperlukan tindak lanjut penertiban yang berkesinambungan dengan 

dukungan anggaran yang memadai, serta diperlukan relokasi untuk 

PKL dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. 

5. Penganggaran rehabilitasi gudang supaya layak penggunaannya 

untuk menyimpan peralatan dan logistik 

6. Perlu diadakan pelatihan dan pembinaan manajemen gudang dan 

logistik. 

7. Dengan keterbatasan Sumber daya serta penempatan Pegawai 

Bakesbangpol yang tidak sesuai maka Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Lumajang mempunyai langkah strategis Yakni 

dengan pelibatan Unsur-unsur pembantu kinerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik seperti Halnya FKDM, FKUB, FPK serta Ormas dan LSM.  

8. Dengan belum optimalnya pelatihan yang subtantif maka Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan Bimtek terkait system 

Informasi yang termanajemen dengan baik seperti Halnya Bimtek 

Intelijen dengan melibatkan unsur dan jajaran samping.  

9. Dengan perubahan Gaya Hidup Masyarakat saat ini dengan 

pengaruh perkembangan Tekhnologi maka Badan Kesatauan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai rencana  bekerja sama 

dengan Unsur terkait dalam Akses kemajuan teknologi, informatika, 

dan komunikasi sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya 

lokal serta menggiring demokratisasi di Masyarakat sehingga 

memunculkan Jati diri daerah tertanam dijiwa masyarakat, serta terus, 

meningkatkan nilai-nilai keagamaaan. Dalam hal ini, media sangat 

berperan besar dalam proses sosialisasi kepada masyarakat. 

10. Dengan Minimnya anggaran membawa dampak tersendiri dalam 

Organisasi, Hal ini dapat diatasi dengan sering berkoordinasinya Badan 
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Kesatauan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dengan unsur 

terkait dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul  

di Wilayah 

11. Dengan Tidak konsistenya perundang-undangan serta tumpang 

tindihnya peraturan pemerintah maka Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan unsur terkait seperti 

Halnya Bagian Hukum Setda Lumajang dalam mewujudkan 

perumusan-perumusan keputusan Bupati yang akan dibuat. 

 

URUSAN SOSIAL 

 

A. Permasalahan 

1. Di Dinas Sosial belum memiliki jumlah karyawan yang memadai untuk 

menangani sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yang ada di Kabupaten Lumajang.  

2.  Belum berjalannya rumah AMAN atau Rumah Singgah bagi para 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berlokasi d 

SDN Banjarwaru.  

3. Masih banyak Pekerja Sosial Masyarakat dan unsur PSKS yang belum 

memiliki skill dalam case work/pekerjaan sosial sehingga belum optimal 

dalam penanganan PMKS di kecamatan.  

4. Kurang memadainya gedung PKH yang berlokasi di Dinas Sosial.  

5. Tidak adanya mobil resque yang khusus untuk menangani PMKS. 

Sementara ini hanya terdapat mobil resque untuk penanganan 

bencana alam.  

B. Solusi 

1. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan kinerja jumlah karyawan 

yang ada. 

2. Solusinya adalah dengan segera mengoperasikan dan 

mengoptimalkan rumah aman yang baru agar dapat memfasilitasi 

segala kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

3. Solusinya dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan dasar 

ataupun lanjutan bagi pekerja sosial masyarakat ataupun unsur Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang lainnya pada Unit Pelaksana 

Teknis Kesejahteraan Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. 
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4. Solusinya adalah dengan melakukah renovasi gedung PKH agar dapat 

memaksimalkan kinerja pegawai dan dapat mengoptimalkan 

pelayanan terhadap masyrakat. 

5. Solusinya perlu dilakukan pengadaan tambahan mobil resque untuk 

menangani PMKS penyandang disabilitas dan gangguan jiwa agar 

dapat memberikan penanganan dan pelayanan yang lebih optimal 

terhadap PMKS. 

 

URUSAN TENAGA KERJA 

 

A. Permasalahan 

1. Fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga kerja masih belum optimal 

B. Solusi 

1.  merekrut tenaga profesional untuk memberikan pelatihan hardskill dan 

softskill kepada tenaga kerja 

 

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
 

A. Permasalahan 

1. Kurangnya Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB di kecamatan 

yang seharusnya idealnya 1 orang PLKB membina 1-2 desa, tetapi 

realita yang terjadi adalah 1 orang PLKB membina 4-5 desa, yang jelas 

akan mempengaruhi pada tingkat pencapaian target kinerja menjadi 

tidak maksimal. 

2. Masih adanya penolakan masyarakat terhadap KB MKJP. 

3. Animo masyarakat terhadap keberadaan PPT-PPA sudah baik 

masalahnya penyelesaian kasus belum terintegrasi dengan optimal. 

B. Solusi 

1. Mengoptimalkan Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB dengan 

cara meningkatkan kinerja melalui pembinaan. 

2. Mengoptimalkan peran bantu kader KB untuk penyuluhan dan 

pencarian akseptor KB. 

3. Sosialisasi dengan berbagai cara seperti MUPEN, Dialog Interaktif, 

Leaflet, Baliho, Penyuluhan kelompok, penyuluhan perorangan, dan 

media KIE. 
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4. Adanya tenaga kontrak yang diharapkan dapat membantu 

administrasi sehingga Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB tetap 

fokus untuk penyuluhan dan mencari akseptor. 

5. Ke depan koordinasi dan kejelasan peran masing-masing sektor harus 

ditingkatkan sehingga penanganan kasus komprehensif dan tuntas. 

 

URUSAN PANGAN 

 

A. Permasalahan 

1. Masih dirasakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang 

berkualifikasi dibidang pangan. 

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan belum 

didukung dengan adanya tenaga fungsional tingkat lapang sehingga 

pada pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di tingkat 

kecamatan menjadi kurang optimal karena masih bergantung pada 

petugas dari Dinas/ Instansi terkait lainnya. 

3. Masih adanya ego sektor antara dinas/ instansi terkait sehingga 

menjadi penghalang dalam melakukan koordinasi pelaksanan 

program/ kegiatan 

B. Solusi 

1. Memanfaatkan SDM secara optimal melalui Training on Trainer (TOT) 

kepada petugas. 

2. Diharapkan adanya penambahan petugas fungsional Ketahanan 

Pangan untuk ditempatkan di tingkat Kecamatan sehingga dapat 

menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi dan 

sebagai kepanjangan tangan Dinas Ketahanan Pangan dalam  upaya 

untuk terus secara konsisten melakukan pembangunan Ketahanan 

Pangan dan mewujudkan Ketahanan Pangan sampai dengan Tingkat 

Rumah Tangga. 

3. Mengembangkan kerjasama antar instansi demi terciptanya 

harmonisasi dan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan secara 

efektif dan efisien sehingga dapat terjalin sinergisme program dan 

kegiatan yang maksimal. 
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URUSAN PERTANAHAN 

 

A. Permasalahan 

1. Permasalahan dalam pencapaian pembangunan dibidang 

pemerintahan lebih bersifat internal yaitu kurangnya dukungan personil 

yang mau dan mampu menjabarkan kebijakan pimpinan, serta mampu 

menangkap paradigma yang berkembang. 

B. Solusi 

1. Seiring dengan kompleksitas permasalahan yang timbul dengan 

berbagai ragam tanda-tanda/fenomenanya, maka perlu adanya 

pemilihan/penempatan personil baru pada Bagian Administrasi 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang 

mempunyai kompetensi dan komitmen yang tinggi pada diri masing-

masing personil dan benar-benar mau menjabarkan kebijakan pimpinan 

dan mampu menangkap paradigma yang terus menerus berkembang. 

 

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

A. Permasalahan 

1. Sarana dan Prasarana : Masyarakat masih berpendapat kurangnya 

sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lumajang, sebagai contoh masih kurangnya sarana dan prasarana 

kebersihan seperti tong sampah, container dan truk pengangkut 

sampah; 

2. Persyaratan Pelayanan : Masyarakat berpendapat masih beberapa 

persyaratan yang cukup banyak untuk dipenuhi; 

3. Tarif  Biaya : Masih terdapatnya biaya untuk layanan tertentu yang di 

berikan Dinas Lingkungan Hidup, pertama Retribusi Sampah, ini 

dilakukan sebagai pendapatan Dinas Lingkungan Hidup mengingat 

biaya operasional penanganan sampah yang sangat tinggi sehingga 

penarikan retribusi kepada masyarakat sangat diperlukan. Yang kedua 

adalah biaya pemotongan/ penebangan pohon yang sangat tinggi, ini 

dilakukan sebagai upaya pencegahan masyarakat dalam 

penebangan pohon, karena keberadaan pohon sangat menunjang 

bagi keberlangsungan lingkungan hidup di sekitar. 
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4. Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik mengalami 

penurunan karena perubahan standar (SNI) terbaru Tahun 2017 dengan 

nilai limit deteksi untuk parameter SO2 (25 mikro - 1000 mikro) diatas EU 

SO2 (20 mikro), sehingga titik dengan kualitas baik menjadi sedikit; 

5. Penurunan Persentase pengelolaan sampah disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam penguranagan sampah dari 

sumber timbulan sampah dan terbatsanya sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah mengingat timbulan sampah di Kabupaten 

Lumajang semakin meningkat. 

B. Solusi 

1. Dinas Lingkungan Hidup berupaya memenuhi sarana dan prasarana 

dalam menunjang tugas pokok dan fungsi dengan mengusulkan 

pemenuhan sarana dan prasarana baik dana yang berasal dari CSR, 

DBHCHT, APBN Provinsi dan Nasional maupun dari dana APBD daerah 

Kabupaten Lumajang; 

2. Dinas Lingkungan Hidup berusaha memecahkan permasalahan 

mengenai Kebutuhan syarat yang harus dipenuhi; 

3. Dinas Lingkungan Hidup akan kembali melakukan perhitungan yang 

matang tentang tarif yang dberikan. 

4. Meningkatkan komunikasi lintas sektor untuk koordinasi data capaian 

kinerja; 

5. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan kepada 

pelaku usaha dan kegiatan serta sosialisasi pengelolaan lingkungan 

hidup kepada masyarakat; 

6. Melakukan penyesuaian target Renstra yang berpedoman pada 

peraturan atau standar terbaru yang dipakai dalam penetapan 

perhitungan indikator; 

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat pada pengelolaan lingkungan 

salah satunya melalui pengelolaan sampah (3R). 

 

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

A. Permasalahan 

1. Kondisi tenaga  untuk pelayanan Akta Pencatatan Sipil khususnya pada 

tenaga operator, verivikasi berkas dan pencatat dokumen ke register 

kurang mencukupi. 
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2. Kurangnya tenaga administrasi dan fungsional penataan dokumen 

kearsipan kependudukan 

3. Untuk menunjang pelaksanaan Online SIAK perlu adanya pengadaan 

sarana penunjang komputer  

B. Solusi 

1. Penambahan tenaga yang dibutuhkan 

2. Pengadaan sarana dan perangkat pendukung SIAK Online 

3. Pelatihan bagi petugas Registral dan operator kependudukan 

 

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 

A. Permasalahan 

1. PNPM-MPd Pasca Program belum ada Regulasi dari Kemendes maupun 

dari Provinsi Jawa Timur tentang Bentuk Kelembagaan PNPM-MPd 

2. Kelanjutan dari Hasil Inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) Masyarakat 

belum ada wadah untuk dimanfaatkan dan dikembangkan lagi 

3. Belum semua Pemerintah Desa memahami tentang pentingnya peran 

BUMDesa dalam mengembangkan dan meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat melalui Potensi Desa 

4. SDM (Sumber Daya Manusia) yang menangani Pembinaan dan 

pengawasan perkembangan pengelolaan BUMDesa di tingkat 

Kabupaten kurang memadai 

5. Belum adanya pembinaan, penguatan dan monitoring 

berkesinambungan 

6. Evaluasi terhadap pencapaian sasaran belum terstruktur dengan baik 

B. Solusi 

1. Di beri Kebebasan Bentuk kelembagaan sesuai dengan hasil MAD 

(Musyawarah Antar Desa) di masing-masing Kecamatan dengan tetap 

mengacu pada AD/ART PNPM 

2. Membina dan mengusulkan untuk pembinaan lebih lanjut di Provinsi / 

Balitbank 

3. Sosialisasi terus dilakukan di semua Pemerintahan Desa dan Masyarakat 

4. Membentuk Pengurus dan melibatkan Pengurus BUMDesa yang sudah 

berjalan selain Tim Koordinasi Pembina dan Pengembangan Kabupaten 
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5. Model pembinaan lebih bersifat Community Base dan dilakukan 

monitoring keberlanjutan dan memberikan follow up terhadap hasil 

evaluasi serta dilakukan permintaan data terkait dengan kelembagaan 

masyarakat dan partisipasi masyarakat agar mempunyai data dasar 

sebagai acuan plant of action tahun berjalan. 

6. Penguatan kelembagaan menggunakan model Learning By Doing dan 

Kolaborasi dan sinergitas antar bidang dan program dikemas dalam 

sebuah gerakan inovatif untuk melakukan intervensi dalam perwujudan 

desa yang Mandiri, Tertib Administrasi dan Berdaya (MANTAB). 

 

URUSAN PERHUBUNGAN 

 

A. Permasalahan 

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional; 

2. Sarana dan prasarana lalu lintas (APILL, rambu dan marka jalan ) masih 

belum memenuhi jumlah ideal yang dibutuhkan; 

3. Keterbatasan wewenang aparatur Dinas Perhubungan dalam upaya 

Law enforcement di lapangan  

4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas 

sehingga sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan.  

B. Solusi 

1. Meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman 

personil untuk mengikuti diklat teknis baik yang diselenggarakan oleh 

Badan Diklat Perhubungan maupun lembaga teknis terkait setiap 

tahunnya. 

2. Mengupayakan pengadaannya secara bertahap setiap tahun baik 

melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN, dengan 

singkronisasi data kebutuhan di Jalan Kabupaten, Provinsi maupun 

Pusat. 

3. Senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

mewujudkan kesepakatan bersama dalam bentuk operasi gabungan 

dengan mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas 

diKabupaten Lumajang. 
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4. Memberikan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar 

tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan secara rutin setiap tahun 

melalui sekolah-sekolah maupun diKecamatan Kabupaten Lumajang. 

 

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

URUSAN STATISTIK 

URUSAN PERSANDIAN 

 

A. Permasalahan 

1. Masih rendahnya minat baca Masyarakat 

2. Terbatasnya Peralatan untuk Pengumpulan informasi yang 

diperuntukkan bagi Media 

3. Tertundanya Pencairan Anggaran dan kecilnya Uang Persediaan (UP) 

sangat berpengaruh terhadap pencapaian Target.  

4. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika. 

B. Solusi 

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat kurang mampu 

diikuti oleh sebagian SDM. Upaya yang dlakukan adalah kerjasama 

dengan stakeholder dan instansi dengan mengadakan Bintek. 

2. Diperlukan adanya metode yang menarik dan berbeda dalam 

penyampaian Informasi Pembangunan baik melalui Penyuluhan 

maupun melalui Radio. 

3. Perlu penambahan dan perbaikan peralatan untuk pengumpulan 

Informasi. 

4. Perlu Penambahan besaran Uang Persediaan (UP) dan Pencairan 

Anggaran jangan sampai tertunda. 
 

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 

A. Permasalahan 

1. Pengelolaan KSP/USP koperasi belum terpisah/belum otonom 

2. Seringnya pergantian pengelola koperasi 

3. Banyak pengelola koperasi yang kurang memahami akuntansi koperasi 

4. Data base Usaha Mikro belum update dan kurang valid 

5. Pengelola Usaha Mikro banyak yang belum paham IT 

6. Adanya pergeseran timeschadule kegiatan 

7. Jumlah SDM pengelola OPD yang masih terbatas 
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B. Solusi 

1. Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan bagi Koperasi 

2. Dilakukan Bimbingan Teknis Perkoperasian 

3. Dilakukan Bimtek Akuntansi 

4. Dilakukan Monitoring untuk mengupdate data UM 

5. Dilakukan Pelatihan bagi UM 

 

URUSAN PENANAMAN MODAL 

 

A. Permasalahan 

1. Infrastruktur kurang mendukung. 

2. Belum adanya kepastian menyangkut kebijakan dan regulasi pro 

investasi.  

3. Kualitas SDM tenaga kerja lokal yang masih kurang. 

4. Masih kurangnya daya tarik dan dukungan iklim usaha terkait investasi. 

5. Belum optimalnya kerjasama pembangunan investasi. 

6. Keterbatasan sarana dan prasarana investasi termasuk data base yang 

akurat. 

B. Solusi 

1. Peningkatan dan pembenahan infrastruktur. 

2. Penyusunan dan pengesahan kebijakan dan regulasi yang pro investasi. 

3. Meningkatkan SDM tenaga keja lokal sehingga berdaya saing. 

4. Menerapkan standar pelayanan administrasi / perizinan prima, cepat, 

murah dan tepat waktu, kondusif dan berorientasi pasar serta merubah 

sikap dan cara/perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan 

kepada pelaku bisnis untuk lebih ramah dan lebih professional. 

5. Menerapkan pelayanan secara elektronik. 

6. Melaksanakan koordinasi lintas urusan yang erat kaitannya dengan 

daya tarik investasi. 

7. Penyediaan data dan informasi investasi ekonomi yang lengkap dan 

mudah diakses. 

8. Menyiapkan pembaharuan SOTK / struktur organisasi dan tata kerja 

SKPD. 
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URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

 

A. Permasalahan 

1. Rata-rata anggota OKP anggotanya diatas 30 Tahun 

2. Pelatih kewirausahaan belum mencakup seluruh kecamatan di 

Kabupaten Lumajang 

3. Keterbatasan anggaran sehingga program/kegiatan belum bisa 

menyentuh semua pemuda di Kabupaten Lumajang serta pembinaan 

atlit dan pengoptimalan sarana dan prasarana 

4. Kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan event olahraga 

5. Sarana dan prasarana yang dimiliki Cabor belum tercukupi 

6. Penghargaan terhadap atlit berpreestasi masih belum maksimal 

B. Solusi 

1. Mendata Organisasi kepemudaan yang ada dan mensosialisasikan cara 

mendirikan organisasi dan manajemen OKP sesuai dengan Undang-

undang kepemudaan 

2. Selalu bersinergi dengan KONI dan OPD terkait dalam pembinaan atlit 

berprestasi 

3. Meningkatkan kopetensi pelatih olahraga 

4. Monitoring dan evaluasi kesemua Cabor 

5. Memaksimalkan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan 

prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi olahraga 

6. Pemberian penghargaan atlit disesuaikan dengan tingkatan prestasi 

dan mengacu pada aturan yang berlaku 

 

URUSAN KEBUDAYAAN 

 

A. Permasalahan 

1. Pelestarian dan pembinaan serta pengembangan dan pemanfatan 

seni budaya masih belum optimal 

2. Adanya keterbatasan anggaran pada kegiatan yang dimiliki Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan 

3. Adanya kekosongan jabatan pada eselon IV, dan rangkap jabatan 

struktural sehingga pelaksanaan tupoksi kurang optimal 

4. Sarana prasarana kantor yang kurang mencukupi pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 
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B. Solusi 

1. Menggali potensi seni budaya di masyarakat guna menumbuhkan seni 

budaya baru dan melakukan pelestarian seni budaya yang sudah ada 

dan didokumentasikan secara lengkap agar proses pelaksanaan 

pembinaan tepat sasaran dan optimal 

2. Perlunya keberpihakan anggaran dalam meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

3. Penambahan pegawai negeri sipil yang sesuai dengan kualifikasi 

jabatan yang dibutuhkan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

4. Meningkatkan kopetensi pelatih olahraga 

5. Perlunya penambahan atau pengadaan sarana dan prasarana kantor 

guna menunjang kualitas kinerja pegawai. 

 

URUSAN PERPUSTAKAAN 

URUSAN KEARSIPAN 

 

A. Permasalahan 

1. Masih banyak arsip yang disetorkan dari OPD lain yang tidak mempunyai 

DPA saat pengirimannya sehingga bidang kearsipan melakukan entry 

data secara manual dan komputer terlebih dahulu sehingga tercipta 

daftar arsipnya dan masih tercampur dengan dokumen yang bukan 

termasuk arsip dan harus dilakukan pemilahan arsip terlebih dahulu 

sebelum mendatanya 

2. Masih ditemukan arsip-arsip yang rusak, dan masih banyak arsip-arsip 

dinamis yang belum dialih mediakan  

3. Kurangnya sosialisasi tentang E-Book terhadap masyarakat sehingga 

pemustaka E-Book masih terbilang sedikit. 

4. Jumlah bahan bacaan yang masih terbatas pada E-Book  

B. Solusi 

1. Sosialisasi secara berkala mekanai mekanisme pengumpulan arsip oleh 

OPD 

2. Melaksanakan preservasi arsip berupa restorasi arsip konvensional 

dengan proses tertentu ke desa-desa untuk dilakukan restorasi pada 

dokumen yang memerlukan penyelamatan agar bisa kembali kebentuk 

semula, dan diharapkan dapat melaksanakan preervasi arsip berupa 
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alih media arsip dinamis khusus arsip vital di desa-desa yang belum 

dikunjungi. 

3. Kegiatan pelayanan pada perpustakaan daerah, perpustakaan 

kecamatan, mobil dan motor keliling agar memberikan brosure kepada 

pemustaka tentang pengaplikasian E-Book.  

4. Menambah jumlah bacaan E-Book. 

 

b) RINGKASAN URUSAN PILIHAN 

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana 

No. URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA 

(1) (2) (3) 

A URUSAN PILIHAN  

1 Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan  

2 Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

3 Pertanian Dinas Pertanian  

4 Perdagangan Dinas Perdagangan 

  Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan 

Perekonomian Setda 

5 Perindustrian Dinas Komunikasi dan Informatika 

Dinas Pertanian  

  Dinas Perdagangan  

  Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan 

Perekonomian Setda 

6 Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja  

   

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

2. Program dan Kegiatan 

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

- Pembinaan dan pengembangan 

produksi dan usaha perikanan 

budidaya 

6. PROGRAM PENGEMBANGAN 

PERIKANAN TANGKAP DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR 

DAN PERAIRAN UMUM DAERAH DALAM 

PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN 

SUMBERDAYA PERIKANAN 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Pengembangan sarana dan 

prasarana budidaya perikanan 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

- Fasilitasi kesehatan ikan dan 

lingkungan budidaya perikanan 

- Fasilitasi konservasi penanaman 

vegetasi pantai dan restocking 

perairan umum 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Monitoring evaluasi kesehatan ikan 

dan lingkungan budidaya 

perikanan 

 

- Pembinaan dan pengembangan 

pangkalan pendaratan ikan 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

5. PROGRAM OPTIMALISASI 

PENGELOLAAN DAN PEMASARAN 

PRODUKSI PERIKANAN 

- Pengembangan sarana alat 

tangkap 

- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

- Pengembangan sarana dan 

prasarana pengolahan hasil 

perikanan 

 

- Pengembangan teknologi 

perikanan tangkap 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

- Pengembangan sarana dan 

prasarana pemasaran hasil 

perikanan 

- Pengembangan armada 

perikanan 

- Penyusunan IKM - Promosi produk hasil perikanan  
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4. PROGRAM PENGEMBANGAN 

BUDIDAYA PERIKANAN 

- Peningkatan jaminan mutu dan 

keamanan pangan 

 

- Pengembangan sarana dan 

prasarana balai benih ikan 

 

- Fasilitasi kelompok pengolah dan 

pemasaran hasil perikanan 

 

 

URUSAN PARIWISATA 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

- Kegiatan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran (rka) SKPD 

7. PROGRAM PENGEMBANGAN 

PEMASARAN PARIWISATA, KEBUDAYAAN 

DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

KEPARIWISATAAN 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Pengembangan sarana dan 

prasarana budidaya perikanan 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

4. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI 

PARIWISATA 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

- Fasilitasi pengelolaan destinasi 

pariwisata 

- Pengembangan promosi dan 

jaringan kerjasama pariwisata 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Fasilitasi pengembangan destinasi 

pariwisata  

- Pengelolaan dan pengembangan 

data pariwisata 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

- Fasilitasi pengembangan jasa 

usaha pariwisata 

- Pengembangan kelembagaan 

dan SDM kepariwisataan 

- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

5. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN EKONOMI 

 

- Penyusunan laporan keuangan 

semester dan prognosis realisasi 

anggaran 

- Pengembangan sarana dan 

prasarana ekonomi kreatif 

 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

- Fasilitasi pengembangan ekonomi 

kreatif  

 

- Penyusunan IKM - Pengembangan SDM dan 

kelembagaan ekonomi kreatif 

 

- Penyusunan rencana kerja   

 

URUSAN PERTANIAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

4. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 

DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA  

 

7. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, 

PRODUKTIVITAS, DAN MUTU HASIL 

TANAMAN PANGAN  

 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Kegiatan Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Tanaman 

Hortikultura 

- Kegiatan Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

- Kegiatan Perlindungan dan 

Perbenihan Hortikultura 

 

- Kegiatan Perlindungan dan 

Perbenihan Tanaman Pangan,   

 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

- Kegiatan Peningkatan Produksi 

Hortikultura 

- Kegiatan Peningkatan Produksi 

Tanaman Pangan 

 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA 

DAN SARANA PERTANIAN 

8. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, 

PRODUKTIVITAS, DAN MUTU HASIL 

TANAMAN  PERKEBUNAN 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

- Kegiatan Optimalisasi Lahan dan 

Pembangunan / Rehabilitasi 

Irigasi  

- Kegiatan Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Tanaman 

Perkebunan 

- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

- Kegiatan Optimalisasi Pupuk, 

Pestisida, Alat dan Mesin 

Pertanian 

- Kegiatan Peningkatan Produksi 

Tanaman Perkebunan 

- Penyusunan laporan keuangan 

semester dan prognosis realisasi 

anggaran 

- Kegiatan Pembiayaan dan 

Investasi 

- Kegiatan  Perlindungan dan 

Perbenihan Tanaman Perkebunan 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

6. PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN 

INFORMASI PERTANIAN  

 

9. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 

DAN NILAI TAMBAH PETERNAKAN DAN 

KESEHATAN HEWAN  

- Penyusunan IKM - Kegiatan Peningkatan Metode 

dan Informasi Pertanian 

- Kegiatan Peningkatan Mutu 

Produksi Ternak dan Promosi 

Produksi Ternak 

- Kegiatan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran (rka) SKPD  

- Kegiatan Peningkatan 

Kelembagaan Petani 

- Kegiatan Pembinaan 

Pengawasan Bahan Asal Hewan 

 - Kegiatan Peningkatan SDM 

Pertanian 

 

- Kegiatan Pencegahan, 

Pengendalian dan 

Pemberantasan Penyakit Hewan 

   

 

URUSAN PERDAGANGAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

4. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN EKSPOR 

 

- Intensifikasi dan Monitoring Benda 

Berharga 
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- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Sosialisasi Kebijakan 

Penyederhanaan Prosedur dan 

Dokumen Ekspor dan Impor 

- Kegiatan Peningkatan 

Kelembagaan Petani 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

5. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI 

PERDAGANGAN DALAM NEGERI 

- Kegiatan Peningkatan SDM 

Pertanian 

 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

- Pasar ramadhan  7. PROGRAM PENGAMANAN 

PERDAGANGAN  

 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Promo hasil produksi dalam negeri - Peningkatan Pelayanan dan 

Pengembangan Kemetrologian 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

- Koordinasi, monitoring, dan 

evaluasi harga sembako 

- Pengawasan Kemetrologian 

Daerah  

- Pembinaan dan Penyuluhan 

Kemetrologian Daerah  

8. PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG 

KENA CUKAI ILEGAL 

- Pengumpulan Informasi Hasil 

Tembakau yang dilekati Pita Cukai 

palsu dan/atau tidak dilekati Pita 

Cukai di Peredaran atau Tempat 

Penjualan Eceran 

- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

- Koordinasi dan Fasilitasi 

Pengendalian Inflasi Daerah 

- Penyusunan laporan keuangan 

semester dan prognosis realisasi 

anggaran 

- Fasilitasi dan Koordinasi 

Pendistribusian Migas 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA PASAR DAERAH  

 

- Penyusunan laporan evaluasi hasil 

pembangunan 

- Pengelolaan dan Peningkatan 

Kebersihan dan Ketertiban Pasar 

-  

- Kegiatan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran (rka) SKPD  

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Pasar Rakyat 

 

 

URUSAN PERINDUSTRIAN 
1. PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI 

BIDANG CUKAI 

- Kegiatan Dukungan Sarana dan 

Prasarana Usaha Tani Tembakau 

6. PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI  

 

- Penyampaian Informasi 

Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Cukai 

kepada Masyarakat dan/atau 

Pemangku Kepentingan 

 

- Kegiatan Penerapan 

Pembudidayaan Sesuai Dengan 

Good Agriculture Practices 

Tembakau 

- Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan 

Usaha Kecil Menengah dan 

Usaha 

- Pemantauan dan Evaluasi atas 

Pelaksanaan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan di Bidang 

Cukai 

3. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI 

KECIL DAN MENENGAH  

- Besar dalam Pengadaan Bahan 

Baku dan Produksi Industri Hasil 

Tembakau 

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 

BAHAN BAKU 

- Fasilitasi Pembinaan dan 

Pengembangan IKM Batik, IKM 

Kimia, Tekstil dan Aneka Industri 

 

- Kegiatan Penumbuhan dan 

Penguatan Kelembagaan 

-   

- Kegiatan Penanganan Panen dan 

Pasca Panen 

-   

 

URUSAN TRANSMIGRASI 
1. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 

- Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 

- Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM 

 

 

 

3. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan 

Tingkat pencapaian 6 urusan pilihan di Kabupaten Lumajang sangat 

didukung oleh organisasi perangkat daerah pengampu pelaksana program 

dan kegiatan urusan pilihan selama tahun 2019. Kabupaten Lumajang 

mengalokasikan Pagu anggaran untuk urusan pilihan sebesar Rp. 

79.876.446.073,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.302.548.854,49 

atau terserap sebesar 90,52%, dengan rincian tingkat pencapaian 

berdasarkan anggaran sebagai berikut : 
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No. URUSAN PILIHAN JUMLAH OPD PENGAMPU CAPAIAN (%) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Kelautan dan Perikanan 1 OPD 96,24 

2 Pariwisata 1 OPD 82,44 

3 Pertanian 1 OPD 92,84 

4 Perdagangan 1 OPD, 1 Unit kerja 91,30 

5 Perindustrian 3 OPD, 1 Unit kerja 90,84 

6 Transmigrasi 1 OPD 92,52 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019 diolah Bagian Administrasi Pemerintahan 

Setda Kabupaten Lumajang 

Selanjutnya untuk tingkat pencapaian urusan pilihan berdasarkan 

realisasi capaian kinerja RKPD Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada 

lampiran I. Kemudian juga disajikan tingkat pencapaian urusan pilihan 

berdasarkan capaian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada Lampiran II. 

 

4. Pegawai Pengampu Urusan Pilihan 

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 31 Orang 

 Tenaga kontrak 34 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 4 Orang 

 Sarjana (S1) 18 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 7 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 1 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Orang 

 Pembina (IV/a) 2 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 4 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 6 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) - Orang 

 Penata Muda (III/a) 10 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 1 Orang 

 Pengatur (II/c) 4 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 1 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) - Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) 1 Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 14 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

URUSAN PARIWISATA 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 33 Orang 
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 Tenaga kontrak 115 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) - Orang 

 Sarjana (S1) 45 Orang 

 Sarjana muda/Diploma IV (D4) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III  (D3) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 68 Orang 

 SLTP 13 Orang 

 SD 18 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Orang 

 Pembina (IV/a) 3 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 1 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 10 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 1 Orang 

 Penata Muda (III/a) - Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) - Orang 

 Pengatur (II/c) 3 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 3 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) - Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) 6 Orang 

 Juru (I/c) 4 Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 18 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PERTANIAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 131 Orang 

 Tenaga kontrak 170 Orang 

THL THL TBPP 61 Orang 

 THL  POPT-PHP 8 Orang 

 THL TKP-PLP 6 Orang 

 THL Peternakan 2 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan IV 25 Orang 

 Golongan III 69 Orang 

 Golongan II   30 Orang 

 Golongan I     7 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 27 Orang 

 Fungsional  68 Orang 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN PERDAGANGAN 

URUSAN PERINDUSTRIAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 92 Orang 

 Tenaga kontrak 166 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 3 Orang 

 Sarjana (S1) 18 Orang 

 Sarjana muda/Diploma IV (D4) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III  (D3) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) 1 Orang 

 SLTA 40 Orang 



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

BAB III - 98 

 

 SLTP 20 Orang 

 SD 8 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 3 Orang 

 Pembina (IV/a) 3 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 3 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 7 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 4 Orang 

 Penata Muda (III/a) 8 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 17 Orang 

 Pengatur (II/c) 16 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 5 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 5 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) 8 Orang 

(1) (2) (3) (4) 

 Juru (I/c) 14 Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 6 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

URUSAN TRANSMIGRASI 
Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 4 Orang 

 Tenaga kontrak 3 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) - Orang 

 Sarjana (S1) 3 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 3 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) - Orang 

 Pembina (IV/a) 1 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 1 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 1 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) - Orang 

 Penata Muda (III/a) 1 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) - Orang 

 Pengatur (II/c) - Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 1 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) - Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) - Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) - Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2019 
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5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Jumlah pagu anggaran untuk 6 urusan pilihan sebesar  

Rp. 79.876.446.073 yang direalisasikan untuk total belanja sebesar Rp. 72.302.548.854 (90,52%), terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 

25.814.612.319 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 33.419.657.221 dan belanja modal sebesar Rp. 13.068.279.315 Rincian sebagaimana 

tabel dibawah ini : 

TABEL 3.2 
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH  URUSAN PILIHAN KABUPATEN LUMAJANG 

TAHUN ANGGARAN 2019 
 

Periode  01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 

Kode 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Belanja 

Anggaran Setelah Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) Bertambah / 

(Berkurang) 

Belanja Pegawai 
Belanja Barang 

& Jasa 
Belanja Modal Jumlah Belanja Belanja Pegawai 

Belanja Barang 

& Jasa 
Belanja Modal Jumlah Belanja 

Rp % 

1 2 7 8 9 
17 

(7+s.d+16) 
18 19 20 

28 

(18+s.d+27) 
29=28-17 30 

2 URUSAN PILIHAN 28.268.130.181 35.292.857.295 16.315.458.597 79.876.446.073 25.814.612.319 33.419.657.221 13.068.279.315 72.302.548.854 7.573.897.219 90,52 

2.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.339.908.730 3.935.062.000 183.930.000 6.458.900.730 2.244.080.261 3.791.910.940 180.241.000 6.216.232.201 242.668.529 96,24 

2.02 PARIWISATA 3.981.532.469 7.299.244.800 5.179.521.000 16.460.298.269 3.288.932.363 6.873.349.640 3.407.576.181 13.569.858.184 2.890.440.085 82,44 

2.03 PERTANIAN 14.072.008.116 15.515.143.295 4.403.563.797 33.990.715.208 13.198.698.475 14.634.943.857 3.724.639.277 31.558.281.609 2.432.433.599 92,84 

2.04 PERDAGANGAN 7.854.987.866 5.318.393.600 6.548.443.800 19.721.825.266 7.066.339.220 5.184.134.556 5.755.822.857 18.006.296.633 1.715.528.634 91,30 

2.07 PERINDUSTRIAN 18.405.500 3.026.301.100 0 3.044.706.600 15.274.500 2.750.680.928 0 2.765.955.428 278.751.172 90,84 

2.08 TRANSMIGRASI 1.287.500 198.712.500 0 200.000.000 1.287.500 184.637.300 0 185.924.800 14.075.200 92,96 

2   28.268.130.181 35.292.857.295 16.315.458.597 79.876.446.073 25.814.612.319 33.419.657.221 13.068.279.315 72.302.548.854 7.573.897.219 90,52 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ( Data Sementara unaudited BPK ) 
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6. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan Pilihan 

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 

A. Permasalahan 

Permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dalam usaha perikanan di 

Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut: 

1.  Belum optimalnya pemanfaatan lahan bagi budidaya ikan  

2. Belum optimalnya pengaksesan modal usaha melalui perbankan 

bagi pembudidaya ikan 

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya 

4. Masih belum tersentralnya kawasan pengembangan budidaya 

ikan 

5. Masih banyak tingkatan teknologi budidaya ikan semi intensif. 

6. Ketersediaan induk ikan yang masih belum memenuhi standar 

kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas 

7. Belum tersedianya produk pakan ikan murah dan berkualitas bagi 

pembudidaya ikan 

8. Sebagian nelayan masih menggunakan perahu jukung dan perahu 

mesin temple 

9. Sarana dan prasaranan penangkapan masih kurang memadai 

10. Pangkalan pendaratan ikan belum tersedia secara representatif 

11. Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan 

penangkapan ikan 

12. Pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun 

lahan pesisir masih belum optimal 

13. Sebagian usaha pengolahan ikan 80% masih didominasi olahan 

tradisional dan 20% olahan modern 

14. Kurangnya pengembangan produk hasil perikanan yang memiliki 

nilai jual non ekonomis 

15. Belum optimalnya sentra pemasaran produk hasil perikanan di 

dalam dan diluar daerah 
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16. Rendahnya intensitas promosi dan partisipasi stakholder produk 

perikanan 

17. Kualitas sumber daya manusia pengolahan masih perlu 

ditingkatkan 

18. Rendahnya konsumsi ikan perkapita 

B. Solusi 

1.  Melakukan pengembangan pemanfaatan lahan tidak produktif 

bagi usaha budidaya ikan 

2. Penyampaian informasi akses permodalan secara terus menerus 

3. Mengadakan penyusluhan secara berkala tentang manajemen 

pemakaian modal 

4. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana budidaya ikan 

5. Mengembangkan sentra budidaya ikan dan komoditas unggulan 

sesuai dengan kondisi daerah 

6. Peningkatan teknologi budidaya dengan pemberian informasi 

secara berkelanjutan 

7. Pengadaan induk ikan yang berkualitas 

8. Pembangunan pabrik pakan ikan skala kecil 

9. Peningkatan jumlah perahu bermotor 

10. Peningkatan modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan 

lingkungan 

11. Pengembangan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan 

perikanan tangkap 

12. Peningkatan teknologi penangkapan ikan dan restocking perairan 

umum 

13. Penanaman pohon di lahan kritis di sekitar perairan umum dan 

kawasan pesisir 

14. Peningkatan teknologi pengolahan hasil perikanan 

15. Pengembangan sentra pemasaran produk budidaya ikan 

16. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

pengolahan dan pemasaran 

17. Pengembangan dan peningkatan kualitas, jenis dan kuantitas 

produk olahan perikanan 
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18. Peningkatan kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan 

secara insentif serta pengembangan wilayah pemasaran produk 

hingga luar daerah 

 

URUSAN PARIWISATA 

 

A. Permasalahan 

1. Fasilitasi pengelolaan destinasi pariwisata masih belum optimal 

B. Solusi 

1. Menggerakkkan pokdarwis secara aktif guna melatih masyarakat 

untuk sadar dan mengelola destinasi pariwisata secara mandiri, 

mulai dari administrasi dan manajemen resiko serta pemasaran 

untuk menumbukan perekonomian masyarakat setempat  

 

URUSAN PERTANIAN 

 

A. Permasalahan 

1. Fakta iklim yang tidak menentu 

2. Tingkat serangan hama dan penyakit masih banyak ditemukan di 

beberapa daerah 

3. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 

4. Adanya pemotongan ternak betina 

5. Banyaknya sapi betina yang mengalami gangguan reproduksi 

B. Solusi 

1. Peningkatan Infrastruktur sarana pertanian terutama pada jaringan 

irigasi 

2. Peningkatan fungsi POPT dan penyuluh pertanian, Peningkatan 

pengembangan bibit unggul, Peningkatan penggunaan pupuk 

organik 

3. Peningkatan penerapan LP2B 

4. Peningkatan Asuransi Usahatani Padi dan Asuransi Usaha Ternak 

Sapi/Kerbau 

5. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) pada Sapi,Kerbau dan Kambing, 

Peningkatan penggunaan dan penyebaran bibit unggul ternak 
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URUSAN PERDAGANGAN 

URUSAN PERINDUSTRIAN 

 

A. Permasalahan 

1. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil, menengah dan usaha 

besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil 

tembakau masih belum optimal 

2. Rehabilitasi dan pemeliharaan pasar rakyat masih mengalami 

beberapa kendala seperti kurangnya kerjasama pedagang yang 

menggunakan pasar dalam menjaga ketertiban dan kebersihan 

pasar 

B. Solusi 

1. Melakukan pemberdayaan petani dari segi kolektivitas dan 

mempermudah akses sumberdaya, akses pelayanan, akses 

pemasaran 

2. Melakukan turba secara berkelanjutan untuk sosialisasi tata tertib 

pasar dan memberikan sanksi secara tegas terhadap pedagang 

pengguna pasar yang melakukan pelanggaran ketertiban dan 

kebersihan pasar 

 

URUSAN TRANSMIGRASI 

 

A. Permasalahan 

1. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi 

untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia 

B. Solusi 

1. Calon peserta transmigran yang masih minim karena kurangnya minat 

masyarakat untuk berpindah keluar pulau 

 

B. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana 

No. URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA 

(1) (2) (3) 

A PENUNJANG URUSAN  

1 Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

2 Keuangan Dinas Pendidikan 
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  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

  Dinas Perhubungan 

  Badan Pengelola Keuangan Daerah 

  Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

  Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda 

3 Kepegawaian serta 

Pendidikan dan Pelatihan 

Badan Kepegawaian Daerah 

Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda 

4 Penelitian dan 

Pengembangan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

5 Tugas Umum 

Pemerintahan  

(Pengawasan dan 

Penunjang lainnya) 

Dinas Pendidikan 

 Sekretariat Daerah, 10 Bagian/ Unit Kerja 

 Sekretariat Dewan 

 Inspektorat 

 Kecamatan se-Kabupaten Lumajang 

 Kelurahan se- Kecamatan Lumajang 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

2. Program dan Kegiatan 

PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

- Penyelenggaraan perencanaan 

dan pengendalian pembangunan 

daerah 

7. PROGRAM FASILITASI DAN 

KOORDINASI FISIK DAN PRASARANA 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaopran 

pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah 

- Perencanaan pengembangan 

wilayah dan permukiman 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

5. PROGRAM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN EKONOMI 

- Perencanaan prasarana wilayah 

dan perhubungan 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

- Perencanaan pertanian dan 

ketahanan pangan 

- Perencanaan sumber daya alam, 

lingkungan hidup dan pengairan 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Perencanaan perindustrian, 

perdagangan dan dunia usaha 

8. PROGRAM KERJASAMA 

PEMBANGUNAN 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

- Perencanaan koperasi, usaha mikro 

dan pariwisata 

- Koordinasi kerja sama 

pembangunan antar daerah 

- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

6. PROGRAM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA 

9. PROGRAM PENGEMBANGAN 

WILAYAH PERBATASAN 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

- Perencanaan sumber daya 

manusia 

- Pembakuan nama rupabumi 

- Penyusunan rencana kerja - Perencanaan kesejahteraan 

masyarakat 

- Penegasan dan pemasangan 

batas kecamatan 

- Penyusunan rencana kerja dan 

anggaran (RKA) SKPD 

 

- Perencanaan pemerintahan dan 

aparatur 

 

4. PROGRAM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

  

 

 

PENUNJANG URUSAN KEUANGAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

5. PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PELAKSANAAN 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

9. PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Proses penyusunan dan penerbitan 

DPA/DPPA-SKPD 

- Intensifikasi dan ekstensifikasi 

sumber-sumber pendapatan 

Daerah 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

- Proses verifikasi dan penerbitan 

Dokumen SP2D 

- Proses verifikasi dan penerbitan 

dokumen SPM 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

- Proses penataausahaan 

penerimaan dan pengeluaran BUD 

10. PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI 

DAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Penatausahaan, rekonsiliasi, dan 

pelaporan penerimaan daerah 

- Pelayanan pajak daerah 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

- Penyusunan pedoman 

pelaksanaan APBD 

- Proses penetapan pajak daerah 
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- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

- Implementasi dan pembinaan 

penatausahaan keuangan daerah 

- Dokumentasi pajak daerah 

- Penyusunan laporan keuangan 

semesteran dan prognosis realisasi 

anggaran 

6. PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PELAKSANAAN 

SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

11. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGELOLAAN DATA OBYEK PAJAK 

DAERAH 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

- Proses pengolahan data akuntansi - Pemutakhiran data wajib pajak 

dan objek pajak PBB-P2 

- Penyusunan laporan evaluasi hasil 

pembangunan 

- Pembinaan implementasi sistem 

akuntansi pemerintah daerah 

- Pemutakhiran data wajib pajak 

dan objek pajak lainnya (Non PBB-

P2) 

- Penyusunan laporan IKM - Penyusunan Rancangan PERDA 

tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan 

Rancangan Perkada tentang 

penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 

- Pengelolahan data dan informasi 

wajib pajak daerah 

- Penyusunan Rencana Kerja - Konsolidasi dan evaluasi laporan 

keuangan SKPD dan penyusunan 

laporan keuangan pemerintah 

daerah 

12. PROGRAM PENINGKATAN 

PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

- Penyusunan rencana kerja dan 

anggaran (RKA) SKPD 

- Penyempurnaan, pengembangan 

dan penyusunan Perkada tentang 

sistem informasi keuangan daerah 

7. PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 

BARANG DAERAH 

- Perencanaan, standarisasi dan 

regulasi barang milik daerah 

- Proses pengajuan keberatan dan 

banding pajak daerah 

- Pembinaan dan sosialisasi pajak 

daerah 

4. PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PENYUSUNAN 

PERENCANAAN ANGGARAN 

PEMERINTAH DAERAH 

- Intensifikasi penagihan pajak 

daerah 

- Penyusunan standar biaya dan 

analisa standar belanja  

- Peningkatan penatausahaan dan 

pengamanan barang milik daerah 

- Pemindahtanganan, 

pemanfaatan dan penghapusan 

barang milik daerah 

13. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 

FASILITASI PEMUNGUTAN PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

- Fasilitasi kegiatan Tim Anggaran 

Pemerinrah Daerah ( TAPD) 

- Pengembangan dan 

penyempurnaan regulasi pajak 

daerah dan retribusi daerah 

- Penyusunan APBD dan Perubahan 

ABBD 

- Inventarisasi Aset/Barang Daerah -  

 

- Rekonsiliasi dan konsolidasi 

laporan pajak dan retribusi daerah 

- Koordinasi, rekonsiliasi dan analisa 

anggaran belanja daerah 

8. PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

- Koordinasi, rekonsiliasi dan analisa 

anggaran pendapatan dan 

pembiayaan daerah 

- Fasilitasi pengelolaan keuangan 

daerah 

- Monitoring dan evaluasi pajak dan 

retribusi daerah 

   

 

 

PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

4. PROGRAM MUTASI DAN PROMOSI 

- Kepangkatan ASN  

7. PROGRAM PENILAIAN KINERJA 

APARATUR DAN PENGHARGAAN 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Mutasi ASN - Disiplin dan penghargaan 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

- Pengembangan karir dan promosi - Penilaian kinerja dan evaluasi 

aparatur non kependidikan 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

5. PROGRAM PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI APARATUR 

- Penilaian kinerja dan evaluasi 

kinerja aparatur tenaga 

kependidikan 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Diklat penjenjangan dan sertifikasi 9. PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN APARATUR 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

- Diklat teknis fungsional - Pelayanan administrasi 

kepegawaian 

- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

- Pengembangan kompetensi  

- Penyusunan laporan keuangan 

semesteran dan prognosis realisasi 

anggaran 

6. PROGRAM PENGADAAN, 

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI 

 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

- Data dan informasi  

- Penyusunan laporan IKM - Fasilitasi profesi ASN  

- Penyusunan Rencana Kerja - Pengadaan dan pemberhentian  

- Penyusunan rencana kerja dan 

anggaran (RKA) SKPD 
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PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 

- Fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

 

 

 

PENUNJANG URUSAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (PENGAWASAN DAN PENUNJANG 

LAINNYA) 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

- Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

- Reses, hearing/dialog dan 

koordinasi dengan pejabat 

pemerintah daerah dan tokoh 

masyarakat/agama 

 

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Penyusunan rencana kerja 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

- Penyusunan rencana kerja dan 

anggaran (RKA) SKPD 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH 

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN KECAMATAN 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Fasilitasi penyusunan perundang-

undangan 

- Fasilitasi dan koordinasi bidang 

pemerintahan 

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

- Fasilitasi rapat dan risalah 

persidangan 

 

- Fasilitasi dan koordinasi 

ketentraman dan ketertiban 

masyarakat 

- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

5. PROGRAM PENINGKATAN SERAP 

ASPIRASI, PENYEBARAN INFORMASI 

DAN PUBLIKASI DPRD 

- Fasilitasi dan koordinasi 

pemberdayaan masyarakat 

- Penyusunan laporan keuangan 

semester dan prognosis realisasi 

anggaran 

- Sosialisasi dan publikasi aktivitas 

DPRD dan peraturan perundang-

undangan 

- Fasilitasi dan koordinasi bidang 

perekonomian dan pembangunan 

- Peningkatan pelayanan 

administrasi pada masyarakat 

- Sosialisasi tata cara pedoman dan 

petunjuk teknis 

- Tindak lanjut hasil temuan 

pengawasan 

- Pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan 

16 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 11. PROGRAM PENINGKATAN 

PROFESIONALISME TENAGA 

PEMERIKSA DAN APARATUR 

PENGAWASAN 
- Pembangunan sarana dan 

prasarana kelurahan 

- Kelembagaan 

7. PROGRAM FASILITASI KEGIATAN 

KEAGAMAAN 

- Standarisasi Kinerja - Pelatihan pengembangan 

tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan - Tata Laksana 

- Fasilitasi kegiatan istighosah, doa 

bersama, dan pembinaan tokoh 

agama 

17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 

KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL 

KEPALA DAERAH 

11. PROGRAM PENATAAN DAN 

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM 

DAN PROSEDUR PENGAWASAN 

- Fasilitasi kegiatan nlomba 

keagamaan 

- Koordinasi dengan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah 

lainnya 

- Penyusunan dan pemeliharaan 

sistem informasi pengawasan 

internal 

- Fasilitasi kegiatan 

pemberangkatan dan 

pemulangan jamaah haji 

- Kunjungan kerja pejabat 

Negara/Departemen/Lembaga 

pemerintah non departemen/luar 

negeri 

- Penyusunan kebijakan sistem dan 

prosedur pengawasan 

- Fasilitasi kegiatan peringatan hari 

besar keagamaan 

- Penyediaan kebutuhan Rumah 

tangga kepala daerah/wakil 

kepala daerah 

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH 

9. PROGRAM FASILITASI KEGIATAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

18 PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN - Pembinaan implementasi sistem 

dan peraturan perundangan bagi 

auditee 

- Fasilitasi kegiatan khitan dan nikah 

massal masyarakat kurang 

mampu 

- Penyediaan kebutuhan tamu-tamu 

dinas 

- Penyelenggaraan dan pelaporan 

SPIP 

- Fasilitasi kegiatan pemberian 

bantuan dan silahturahmi 

masyarakat kurang mampu 

- Rapat koordinasi pejabat 

pemerintah daerah 

11. PROGRAM PERCEPATAN 

PEMBERANTASAN KORUPSI 

10. PROGRAM FASILITASI KEGIATAN 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

19 PROGRAM PPENINGKATAN 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG 

DAN JASA 

- Koordinasi, monitoring, dan 

evaluasi pelaksanaan percepatan 

pemberantasan korupsi 

- Peningkatan kegiatan pendidikan 

dan kebudayaan bidang 

keagamaan 

- Fasilitasi dan koordinasi 

pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa 

- Operasional penyelenggaraan 

tugas TP4D 

- Peningkatan pengelolaan pondok 

pesantren dan TPA 

- Pembinaan dan sosialisasi 

pengadaan barang/ jasa 

- Penanganan tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan 

ganti rugi (TP/TGR) 

11. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 

PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM 

- Penyusunan inventarisasi 

pengadaan barang/ jasa 

- Penyelenggaraan sapu bersih 

pungutan liar (saber pungli) dan 

unit pengendalian gratifikasi (UPG) 

- Fasilitasi evaluasi/klarifikasi 

peraturan desa 

- Penyusunan pedoman teknis 

pengadaan barang/ jasa 

 

- Legislasi rancangan peraturan 

perundang-undangan 

11. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM 

PENGAWASAN INTERNAL DAN 
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12. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN KEPALA DAERAH 

- Penyuluhan hukum peraturan 

perundang-undangan 

- Evaluasi berkala temuan hasil 

pengawasan 

 

- Publikasi peraturan perundang-

undangan 

- Evaluasi mandiri pelaksanaan 

reformasi birokrasi 

 

13. PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PERLINDUNGAN HUKUM 

- Inventarisasi temuan pengawasan  

- Bantuan hukum bagi aparatur - Koordinasi pengawasan yang lebih 

komprehensif 

 

- Pembinaan penyelenggaraan 

bantuan hukum 

- Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah (AKIP) 

 

14 PROGRAM PENINGKATAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

UMUM 

- Pelaksanaan pengawsan internal 

dan tindaklanjut pengawasan 

secara berkala 

 

- Evaluasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan otonomi 

daerah 

- Pelaksanaan pengawasan internal 

dengan tujuan tertentu 

 

- Pembinaan pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) 

- Penanganan kasus dan pengaduan 

di Lingkungan pemerintah daerah 

dan pemerintahan bawahannya 

 

- Penyusunan LPPD dan ILPPD - Penyelenggaraan sistem 

pengendalian Mutu pengawasan 

 

- Bimbingan teknis keprotokolan - Penyusunan dan updating peta 

pengawasan (Audit universe) 

 

15 PROGRAM PENINGKATAN 

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

- Review anggaran pendapatan dan 

belanja daerah 

 

- Fasilitasi dan koordinasi 

administrasi pembangunan 

- Review dokumen SAKIP/Kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah 

 

- Monitoring dan Evaluasi 

administrasi pembangunan 

- Review laporan keuangan 

pemerintah daerah 

 

 

3. Pegawai Pengampu Penunjang Urusan 

PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 28 Orang 

 Tenaga kontrak 24 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 6 Orang 

 Sarjana (S1) 29 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 3 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 9 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 1 Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Eselon II 1 Orang 

 Eselon III 5 Orang 

 Eselon IV 10 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

 

PENUNJANG URUSAN KEUANGAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 33 Orang 

 Tenaga kontrak 30 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 25 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 6 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) 1 Orang 
(1) (2) (3) (4) 

 SLTA 24 Orang 

 SLTP 3 Orang 

 SD - Orang 
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Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Orang 

 Pembina (IV/a) 1 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 19 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 6 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 1 Orang 

 Penata Muda (III/a) 4 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 6 Orang 

 Pengatur (II/c) 4 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) - Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 1 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) - Orang 

 Juru (I/c) - Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 18 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

 

PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 46 Orang 

 Tenaga kontrak 37 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 3 Orang 

 Sarjana (S1) 29 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 6 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 51 Orang 

 SLTP 2 Orang 

 SD 2 Orang 

Pangkat dan Golongan Pembina Utama (IV/d) - Orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - Orang 

 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Orang 

 Pembina (IV/a) 2 Orang 

 Penata Tingkat I (III/d) 3 Orang 

 Penata Tingkat I (III/c) 11 Orang 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) 3 Orang 

 Penata Muda (III/a) 7 Orang 

 Pengatur Tingkat I (II/d) 3 Orang 

 Pengatur (II/c) 6 Orang 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 5 Orang 

 Pengatur Muda (II/a) 2 Orang 

 Juru Tingkat I (I/d) 1 Orang 

 Juru (I/c) 5 Orang 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - Orang 

 Juru Muda (I/a) - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural (Eselon II, III dan IV) 6 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 
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PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 2 Orang 

 Tenaga kontrak - Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) - Orang 

 Sarjana (S1) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA - Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pejabat Struktural dan Fungsional Eselon II - Orang 

 Eselon III - Orang 

 Eselon IV 1 Orang 

 Fungsional  - Orang 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

 

PENUNJANG URUSAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (PENGAWASAN DAN 

PENUNJANG LAINNYA) 

Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan 26 Orang 

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesra 11 Orang 

 Bagian Hukum 8 Orang 

 Bagian Administrasi Pemerintahan 6 Orang 

 Bagian Administrasi Esda dan Perekonomian 9 Orang 

 Bagian Administrasi Pembangunan 4 Orang 

 Bagian Organisasi 7 Orang 

 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 11 Orang 

 Bagian Umum 37 Orang 

 Bagian Keuangan Kepegawaian 5 Orang 

 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan 

Jasa 

8 Orang 

Inspektorat Jumlah PNS 36 Orang 

 Jumlah Pejabat Fungsional 14 Orang 

Kecamatan Kecamatan Lumajang 13 Orang 

 Kecamatan Sukodono 16 Orang 

 Kecamatan Padang 16 Orang 

 Kecamatan Gucialit 19 Orang 

 Kecamatan Senduro 19 Orang 

 Kecamatan Pasrujambe 14 Orang 

 Kecamatan Sumbersuko 13 Orang 

 Kecamatan Tempeh 17 Orang 

 Kecamatan Pasirian 16 Orang 

 Kecamatan Candipuro 15 Orang 

 Kecamatan Pronojiwo 15 Orang 

 Kecamatan Tempursari 14 Orang 

 Kecamatan Kunir 14 Orang 

 Kecamatan Yosowilangun 14 Orang 

 Kecamatan Tekung 12 Orang 
 Kecamatan Rowokangkung 12 Orang 
 Kecamatan Jatiroto 13 Orang 
 Kecamatan Randuagung 13 Orang 
 Kecamatan Klakah 15 Orang 
 Kecamatan Ranuyoso 15 Orang 
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 Kecamatan Kedungjajang 18 Orang 

Kelurahan Kelurahan Citrodiwangsan 8 Orang 

 Kelurahan Ditotrunan 5 Orang 

 Kelurahan Jogotrunan 4 Orang 
 Kelurahan Jogoyudan 7 Orang 
 Kelurahan Tompokersan 5 Orang 
 Kelurahan Rogotrunan 9 Orang 
 Kelurahan Kepuharjo 7 Orang 

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

 

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Jumlah pagu anggaran untuk 5 penunjang urusan sebesar  

Rp. 883.508.720.165 yang direalisasikan untuk total belanja sebesar 

Rp. 833.142.627.706 (94,30 %), terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 

114.824.248.165 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 108.098.513.727 dan belanja 

modal sebesar Rp. 21.240.996.142 , Belanja Hibah Rp. 146.468.234.605, Belanja 

Bantuan 1 Rp. 54.585.459.459, Belanja Bagi Hasil Rp. 7.098.522.081, Belanja Bantuan 2 

Rp. 379.218.582.228 serta Belanja Tidak Terduga Rp. 1.608.071.300 Rincian 

sebagaimana tabel berikut ini : 
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TABEL 3.3 

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH  PENUNJANG URUSAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019  
Periode  01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 

Ko

de 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah 

Belanja 

Anggaran Setelah Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) Bertambah / 

(Berkurang) 

Belanja 

Pegawai 

Belanja 

Barang & 

Jasa 

Belanja 

Modal 

Belanja 

Hibah 

Belanja 

Bantuan 

Belanja 

Bagi 

Hasil 

Belanja 

Bantuan 

Belanj

a Tidak 

Terdug

a 

Jumlah 

Belanja 

Belanja 

Pegawai 

Belanja 

Barang & 

Jasa 

Belanja 

Modal 

Belanja 

Hibah 

Belanja 

Bantuan 

Belanj

a Bagi 

Hasil 

Belanja 

Bantuan 

Belanj

a Tidak 

Terdug

a 

Jumlah 

Belanja Rp % 

1 2 7 8 9 12 13 14 15 16 

17 

(7+s.d+1

6) 

18 19 20 23 24 25 26 27 

28 

(18+s.d+

27) 

29=28-

17 
30 

3 PENUNJANG 

URUSAN 

124.609.7

78.977 

124.676.9

90.908 

22.973.55

4.198 

154.697.9

00.000 

62.557.28

2.933 

11.030.66

5.753 

380.462.5

47.396 

2.500.0

00.000 

883.508.7

20.165 

114.824.2

48.165 

108.098.5

13.727 

21.240.99

6.142 

146.468.2

34.605 

54.585.45

9.459 

7.098.5

22.081 

379.218.5

82.228 

1.608.0

71.300 

833.142.6

27.706 

50.366.

092.45

9 

94,

30 

3.0

1 

PERENCANA

AN 

3.253.927

.043 

5.490.798

.600 

3.658.177

.400 

0 0 0 0 0 12.402.90

3.043 

3.084.135

.959 

4.664.062

.744 

3.290.275

.599 

0 0 0 0 0 11.038.47

4.302 

1.364.4

28.741 

89,

00 

3.0

2 

KEUANGAN 36.050.57

5.230 

21.361.42

1.800 

7.916.967

.050 

154.697.9

00.000 

62.557.28

2.933 

11.030.66

5.753 

380.462.5

47.396 

2.500.0

00.000 

676.577.3

60.162 

30.795.01

5.458 

18.368.02

8.044 

7.564.863

.506 

146.468.2

34.605 

54.585.45

9.459 

7.098.5

22.081 

379.218.5

82.228 

1.608.0

71.300 

645.706.7

76.681 

30.870.

583.48

1 

95,

44 

3.0

3 

KEPEGAWAI

AN SERTA 

PENDIDIKAN 

DAN 

PELATIHAN 

4.981.686

.103 

11.713.01

9.840 

1.657.313

.000 

0 0 0 0 0 18.352.01

8.943 

4.629.979

.013 

7.950.300

.357 

1.617.786

.700 

0 0 0 0 0 14.198.06

6.070 

4.153.9

52.873 

77,

37 

3.0

4 

PENELITIAN 

DAN 

PENGEMBAN

GAN 

11.160.00

0 

245.340.0

00 

0 0 0 0 0 0 256.500.0

00 

0 117.500.0

00 

0 0 0 0 0 0 117.500.0

00 

139.00

0.000 

45,

81 

3.0

5 

PEMERINTAH

AN UMUM 

80.312.43

0.601 

85.866.41

0.668 

9.741.096

.748 

0 0 0 0 0 175.919.9

38.017 

76.315.11

7.735 

76.998.62

2.582 

8.768.070

.337 

0 0 0 0 0 162.081.8

10.654 

13.838.

127.36

3 

92,

13 

           883.508.720.165        833.142.627.706 94,30 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 (Data Sementara unaudited BPK)
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5. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Penunjang Urusan 

URUSAN PERENCANAAN 
 

A. Permasalahan 

1. Adanya perubahan program dan kegiatan untuk memenuhi penilaian SAKIP 

pada setiap organisasi, sehingga banyak penyesuaian dari hasil sistem 

perencanaan RKPD. 

2. Masih belum optimalnya aplikasi eMusrenbang dalam memaksimalkan 

perencanaan usulan pembangunan. 

 

B. Solusi 

1. Untuk mengatasi permasalahan guna memperlancar penyusunan program 

dan kegiatan tersebut diperlukan adanya pemahaman sistem perencanaan 

yang baik,  mulai dari  prosedur / mekanisme  sampai ketingkat sinergi oleh 

seluruh satuan kerja, baik dengan SKPD, Kecamatan maupun dengan 

Kelurahan melalui peningkatan koordinasi,  integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

program dan kegiatan untuk mewujudkan capaian VISI  dan MISI Kabupaten 

Lumajang. 

2. Menyempurnakan sistem eMusrenbang dengan eplanning, dimana akan 

memfasilitasi kegiatan resenya Dewan sebagai upaya memaksimalkan 

perencanaan yang baik dan benar. 

3. Perlu adanya suatu penegasan bahwa perencanaan ini berangkat dari 

kebutuhan elemen yang paling bawah (Bottom Up Planing) yakni melalui 

proses Musrenbangdes, Musrenbangcam, Musrenbangkab dengan acuan 

RPJMD dan Renstra SKPD yang sudah diperdakan. 

 

URUSAN KEUANGAN 
 

A. Permasalahan dan Solusi 

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah masih memiliki permasalahan sehingga 

merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: 
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Strategi Arah Kebijakan 

1. SIP-APBD belum terintegrasi dengan 

Sistem Perencanaan. 

2. SIP-APBD belum di dukung dengan 

Sistem Infomasi Standar Biaya / Standar 

Harga yang terintergrasi. 

3. SIP APBD belum di dukung dengan 

RKBMD yang terintegrasi 

 

1. Integrasi SIP-APBD dengan E-

Planning. 

2. Menyusun Aplikasi Standar Biaya 

/ Standar Harga yang terintegrasi 

dengan SIP-APBD 

3. Menyusun Sistem Informasi 

RKBMD yang terintegrasi dengan 

SIP-APBD 

1. Pemahaman Pengguna  dalam 

mengoperasikan SIPKD  masih kurang 

memadai. 

2. Kapasitas server terbatas dan jaringan 

internet kurang optimal. 

3. Belum tersedia Sistem Informasi 

Persediaan yang terintegrasi. 

4. Sistem Informasi Pendapatan Daerah 

belum terintegrasi dengan sistem 

pelaporan 

5. Pemanfaatan IT dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan Belum Optimal 

1. Peningkatan kapasitas SDM 

Aparatur Pengguna SPKD 

2. Peningkatan kapasitas server dan 

jaringan internet. 

3. Menginregrasikan Sistem 

Persediaan, Sistem Pendapatan 

daerah dan Simbada dengan 

SIPKD 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan 

IT dalam penatausahaan dan 

penyusunan laporan keuangan 

1. Pencatatan Aset tetap (tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan irigasi dan jaringan) 

masih belum tertib 

2. Pengelolaan BMD masih manual 

1. Mengoptimalkan peran Tim 

Inventarisasi dan Penilaian Aset 

Tetap untuk melakukan 

koordinasi, inventarisasi dan 

validasi data aset tetap. 

2. Terlaksananya Penelusuran bukti 

kepemilikan aset tetap. 

3. Pelaksanaan pensertifikatan 

tanah secara bertahap 

4. Inventarisasi dan validasi aset 

tetap. 

5. Pengelolaan BMD berbasis IT/ e-

SIMBADA 

1. Keterlambatan Proses Pengadaan 

Barang / Jasa Sumber Dana Transfer 

2. Keterlambatan Penyampaian Laporan  

Kepada Pemerintah Pusat 

1. Peningkatan komunikasi dan 

koordinasi dengan KPPN 

2. Peningkatan komunikasi dan 

koordinasi dengan SKPD 

Pengguna Dana Transfer 
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URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 

A. Permasalahan 

1. Peraturan Perundang-undangan yang dari BKN dan Depdagri Pusat sering 

tumpang tindih antar kementerian sehingga menimbulkan multi tafsir 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menarik ataupun menyimpan 

uang pemerintah yang disebabkan oleh regulasi baru yang tidak di 

sosialisasikan pihan Bank 

3. Banyak SKPD-SKPD di kabupaten Lumajang yang belum paham dalam 

pengadministrasian baik berupa pelaporan keuangan maupun proses 

pengelolaan keuangan yang di sebabkan petugas atau personil yang baru 

sehingga banyak terjadi kesalahan pengadministrasian 

4. Program aplikasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan pemerintah 

daerah sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan 

keuangan lebih lama dan akurasi data belum optimal di karenakan sistem 

online yang kurang canggi atau besar 

  

B. Solusi 

1.  Koordinasi dengan Pemerintah pusat terhadap pengambilan peraturan 

yang akan di pakai 

2. Melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank yang terkait denga 

adanya regulasi baru. 

3. Melakukan sosialisasi dan Bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan 

daerah 

4. Pengadaan program aplikasi sitem online yang lebih canggi dan besar untuk 

system akuntansi pelaporan keuangan daerah sehingga mengurangi 

kemacetan data yang tetampung. 

 

URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
 

A. Permasalahan 

1. Adanya perubahan program dan kegiatan untuk memenuhi penilaian SAKIP 

pada setiap organisasi, sehingga banyak penyesuaian dari hasil sistem 

perencanaan RKPD. 

2. Masih belum optimalnya aplikasi eMusrenbang dalam memaksimalkan 

perencanaan usulan pembangunan. 
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B. Solusi 

Solusinya adalah :  

1. Untuk mengatasi permasalahan guna memperlancar penyusunan program 

dan kegiatan tersebut diperlukan adanya pemahaman sistem perencanaan 

yang baik,  mulai dari  prosedur / mekanisme  sampai ketingkat sinergi oleh 

seluruh satuan kerja, baik dengan SKPD, Kecamatan maupun dengan 

Kelurahan melalui peningkatan koordinasi,  integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

program dan kegiatan untuk mewujudkan capaian VISI  dan MISI Kabupaten 

Lumajang. 

2. Menyempurnakan sistem eMusrenbang dengan eplanning, dimana akan 

memfasilitasi kegiatan resenya Dewan sebagai upaya memaksimalkan 

perencanaan yang baik dan benar. 

Perlu adanya suatu penegasan bahwa perencanaan ini berangkat dari 

kebutuhan elemen yang paling bawah (Bottom Up Planing) yakni melalui 

proses Musrenbangdes, Musrenbangcam, Musrenbangkab dengan acuan 

RPJMD dan Re Renstra SKPD yang sudah diperdakan. 

 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
 

A. Permasalahan 

1. Sulitnya Koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota 

DPRD secara keseluruhan baik melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 

maupun melalui Komisi disebabkan karena Kesibukan dari Pimpinan dan 

Anggota DPRD baik dalam tugas kedinasan sebagai Wakil Rakyat maupun 

dalam kapasitas sebagai Anggota Partai Politik sehingga Fasilitasi dan 

Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD 

tidak dapat berjalan dengan baik. 

2. Target Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan menjadi 

Peraturan Daerah tidak tercapai secara maksimal disebabkan karena 

penyesuaian kebutuhan prioritas atas Rancangan Peraturan Daerah 

(RAPERDA) yang diajukan dan kesesuaian serta urgensitas Rancangan 

Peraturan Daerah (RAPERDA) yang diusulkan agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara efektif. 

B. Solusi 

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 
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1. Melakukan komunikasi dan meningkatkan intensitas koordinasi dengan 

Pimpinan dan Anggota DPRD baik melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 

maupun melalui Fraksi dalam rangka Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas 

Layanan Pengaduan bagi Masyarakat ke DPRD melalui Sekretariat DPRD 

Kabupaten Lumajang. 

2. Mendorong peningkatan fasilitasi melalui peningkatan komunikasi dan 

koordinasi secara intensif dengan Pihak Ketiga dalam hal ini 

Akademisi/Konsultan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi 

yang dapat mendukung terbentuknya Naskah Akademik (NA) yang 

dirancang dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah 

(RAPERDA) yang akan dibahas oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang 

selanjutnya dikonsultasikan dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur. 

3. Bahwa dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang 

terdapat beberapa indikator sasaran yang salah satunya adalah Indikator 

Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan menjadi 

Peraturan Daerah (PERDA). Indikator Sasaran ini juga menjadi bagian dari 

Indikator Kinerja Kunci yang melengkapi LKPJ Bupati 

 

C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana 

No. URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA 

(1) (2) (3) 

A PEMERINTAHAN UMUM  

1 Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

   

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang  

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018, tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, 

merupakan unsur pendukung tugas Bupati Lumajang untuk membantu Bupati 

dalam melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan 

pedoman kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta memimpin dan 
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melaksanakan tugas dan fungsi serta mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan 

Aparat pelaksana dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

 

2. Program dan Kegiatan 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

4. PROGRAM KAJIAN MASALAH STRATEGIS 6. PROGRAM HUBUNGAN ANTAR 

LEMBAGA 

- Pembinaan dan fasilitasi Lembaga 

- Lembaga Daerah 

Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - 

Lembaga Kemasyarakatan  

- Pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

- Pembinaan Wilayah 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 

- Peningkatan Idiologi, Politik, 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

- Pembangunan/ Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

5. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI - 

NILAI KESATUAN BANGSA 

 

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pembinaan Bela Negara  

3. PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan  

- Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

  

- Penyusunan laporan indeks 

Kepuasan Masyarakat 

  

 

3. Pegawai Pengampu Urusan Pemerintahan Umum 

PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 25 Orang 

 Tenaga kontrak 15 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 17 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) 1 Orang 

 SLTA 16 Orang 

 SLTP 1 Orang 

 SD 1 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan IV 5 Orang 

 Golongan III 9 Orang 

 Golongan II 10 Orang 

 Golongan I 1 Orang 

 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja 

Capaian kinerja dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai penyelenggara 

urusan Pemerintahan Umum dapat disimpulkan dalam Tabel Capain Kinerja dan 

Anggaran sebagai berikut :
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TABEL 3.4 
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH  DAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019  

Periode  01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 

STRATEGIS 

KEBIJAKAN 

URAIAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN 

PROGRAM / 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

KINERJA ANGGARAN 

KET. 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

TARGET 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Meningkatnya 

kondusifitas 

wilayah 

Persentase 

masalah 

strategis 

yang 

ditangani 

(terkait 

Ipoleksosbud 

dan Tibmas) 

Meningkatnya 

keamanan 

dan 

kenyamanan 

wilayah di 

bidang 

Ipoleksosbud 

Jumlah 

kajian terkait 

keamanan 

dan 

kenyamanan 

wilayah di 

bidang 

Ipoleksosbud 

Peningkatan 

kewaspadaan 

dini masyarakat 

terhadap 

masalah, 

idiologi, politik, 

ekonomi, sosial, 

budaya, 

keamanan dan 

ketertiban. 

Kajian Masalah 

Strategis 

Meningkatnya 

kajian masalah 

strategis 

Jumlah potensi 

masalah strategis 

1.323 

Potensi 

Masalah 

260 Potensi 

Masalah 

19,65% 934.660.000,- 924.562.500,- 98,92 %  

Pembinaan 

Wilayah 

Meningkatnya 

kewaspadaan 

permasalahan 

bina wilayah 

Jumlah SKD yang 

teredukasi 

tentang 

pengamanan 

konflik 

IPOLEKSOSBUD 

50 SKD 50 SKD 100% 322.125.000,- 322.122.500,- 100 %  

Jumlah desa 

rawan konflik 

yang terpantau 

140 Desa 31 Desa 22,14% 

Peningkatan 

Idiologi, Politik, 

Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya 

Meningkatnya 

kewaspadaan 

permasalahan 

Idiologi, Politik, 

Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya 

Jumlah fasilitasi 

deteksi dan 

cegah dini terkait 

permasalahan 

IPOLEKSOSBUD 

12 Fasilitasi 12 Fasilitasi 100% 612.535.000,- 602.440.000,- 98,35 %  

Jumlah fasilitasi 

pengamanan 

tertutup 

170 Fasilitasi 883 Fasilitasi 519,41% 

Jumlah fasilitasi 

pemantauan 

orang asing 

2 Fasilitasi 2 Fasilitasi 100% 

Peningkatan 

pengembangan 

nilai - nilai 

kesatuan 

bangsa 

PENGEMBANGAN 

NILAI - NILAI 

KESATUAN 

BANGSA 

Meningkatnya 

pengembangan 

nilai - nilai 

kesatuan 

bangsa 

Persentase 

capaian 

pengembangan 

nila-nilai kesatuan 

bangsa 

33,33% 33,34% 100,03% 376.981.000,- 363.042.000 96,30 %  

Pembinaan Bela 

Negara  

Meningkatnya 

pembinaan bela 

negara 

Jumlah fasilitasi 

peningkatan nilai 

- nilai Bela 

Negara 

9 Fasilitasi 9 Fasilitasi 100% 276.861.000,- 263.455.000,- 95,16 % 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah fasilitasi 

peningkatan jiwa 

gotong royong 

1 Fasilitasi 1 Fasilitasi 100% 
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NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 

STRATEGIS 

KEBIJAKAN 

URAIAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN 

PROGRAM / 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

KINERJA ANGGARAN 

KET. 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

TARGET 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Pembinaan 

Wawasan 

Kebangsaan 

Meningkatanya 

pembinaan 

wawasan 

kebangsaan 

Jumlah 

kecamatan 

terpantau dalam 

kerukunan umat 

beragama 

5 

Kecamatan 

5 

Kecamatan 

100% 100.120.000,- 99.587.000 99,47 %  

Jumlah 

kecamatan 

terpantau dalam 

kerukunan suku, 

budaya, dan ras 

2 

Kecamatan 

2 

Kecamatan 

100% 

Jumlah siswa 

yang teredukasi 

wawasan 

kebangsaan 

4.200 Siswa 4.200 Siswa 100% 

Peningkatan 

hubungan antar 

lembaga 

HUBUNGAN 

ANTAR LEMBAGA 

Meningkatnya 

hubungan antar 

lembaga 

Persentase 

capaian 

lembaga-

lembaga daerah 

dan lembaga-

lembaga 

masyarakat yang 

dibina dan 

difasilitasi 

8,2 % 9,55% 116,46% 252.070.000,- 250.720.000 99,46 %  

Pembinaan dan 

fasilitasi 

Lembaga - 

Lembaga 

Daerah 

Meningkatnya 

Pembinaan dan 

fasilitasi 

Lembaga - 

Lembaga 

Daerah 

Jumlah fasilitasi 

lembaga - 

lembaga daerah 

9 Lembaga 

Daerah 

12 

Lembaga 

Daerah 

133,33% 84.370.000,- 83.020.000,- 98,40 %  

Jumlah upaya 

pemecahan 

masalah 

IPOLEKSOSBUD 

yang terpantau 

500 

Terpantau 

590 

Terpantau 

118% 

Pembinaan dan 

fasilitasi 

Lembaga - 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Meningkatnya 

Pembinaan dan 

fasilitasi 

Lembaga - 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Jumlah Ormas 

yang terfasilitasi 

dana hibah 

7 Organisasi 10 

Organisasi 

142,86% 167.700.000,- 167.700.000,- 100 %  

Jumlah Ormas / 

LSM yang 

terfasilitasi 

kelembagaannya 

176 

Organisasi 

185 

Organisasi 

105,11% 
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NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 

STRATEGIS 

KEBIJAKAN 

URAIAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN 

PROGRAM / 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

KINERJA ANGGARAN 

KET. 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

TARGET 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pemenuhan 

tata kelola 

bidang 

kesatuan 

bangsa dan 

politik 

PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

Meningkatnya  

pemenuhan 

terhadap 

kebutuhan 

administrasi 

perkantoran 

Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan 

pelayanan 

administrasi dan 

operasional 

perkantoran 

100% 100% 100% 747.589.000,- 712.335.100,- 95,28 %  

Pelayanan 

administrasi dan 

operasional 

perkantoran 

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi dan 

operasional 

perkantoran 

Jumlah jenis 

pelayanan 

administrasi dan 

operasional 

perkantoran 

tersedia 

26 Jenis 26 Jenis 100% 747.589.000,- 712.335.100,- 95,28 %  

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR 

Meningkatnya 

pemenuhan 

terhadap 

kebutuhan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

Persentase 

pemenuhan 

terhadap 

kebutuhan 

sarana dan 

prasaran 

aparatur 

100 % 100% 100% 391.035.000,- 388.585.450 99,37 %  

Pembangunan / 

Pengadaan dan 

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Meningkatnya 

pemenuhan 

kebutuhan 

gedung, 

peralatan dan 

perlengkapan 

yang layak 

fungsi 

 

 

 

Jumlah 

kebutuhan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

5 Jenis 4 Jenis 80% 175.500.000,- 173.731.000,- 98,99 %  

Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

 

 

Meningkatnya 

tingkat 

pemenuhan 

Pemeliharaan 

Rutin / Berkala 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Jumlah sarana 

dan prasarana 

aparatur yang 

dipelihara 

8 Jenis 8 Jenis 100% 215.535.000 214.854.450,- 99,68 %  
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NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 

STRATEGIS 

KEBIJAKAN 

URAIAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN 

PROGRAM / 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

KINERJA ANGGARAN 

KET. 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

TARGET 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PELAPORAN 

CAPAIAN 

KINERJA DAN 

KEUANGAN 

Meningkatnya 

capaian 

pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan 

yang akuntabel 

Jumlah 

pelaporan  

kinerja dan 

keuangan yang 

akuntabel 

5 (38 

Eksamplar) 

5 (38 

Eksamplar) 

100% 4.665.000,- 4.657.950,- 99,85 %  

Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD/LAKIP 

Meningkatnya 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD/LAKIP 

Jumlah laporan 

capaian kinerja 

dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD / LAKIP 

yang akuntabel 

3 (32 

Eksamplar) 

3 (32 

Eksamplar) 

100% 1.665.00,- 1.657.950,- 99,58 %  

Penyusunan 

Laporan Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Meningkatnya 

Penyusunan 

Laporan Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Jumlah laporan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat yang 

akuntabel 

2 (6 

Eksamplar) 

2 (6 

Eksamplar) 

100% 3.000.000,- 3.000.000,- 100 %  

 
Sumber : RENSTRA Tahun 2018 – 2023 BAKESBANGPOL Kab. Lumajang dan LKJ Tahun 2019 BAKESBANGPOL
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Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
 

A. Permasalahan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap 

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dapat 

dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut : 

1. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai untuk pelaksanaan 

tupoksi 

2. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam 

pelaksanaan tupoksi  

3. Pendidikan dan pelatihan subtantif Kesbangpol belum optimal  

4. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku 

masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses 

demokratisasi.  

5. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) belum maksimal  

6. Peraturan perundang- undangan yang tidak konsisten satu sama lain 

menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi 

penyelenggaraan pelayanan 

B. Solusi 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang 

akan ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang 

pada tahun 2019, adalah sebagai  berikut : 

1. Dengan keterbatasan Sumber daya serta penempatan Pegawai 

Bakesbangpol yang tidak sesuai maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lumajang mempunyai langkah strategis Yakni dengan 

pelibatan Unsur-unsur pembantu kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik seperti Halnya FKDM, FKUB, FPK serta Ormas dan LSM.  

2. Dengan belum optimalnya pelatihan yang subtantif maka Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan Bimtek terkait system Informasi 
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yang termanajemen dengan baik seperti Halnya Bimtek Intelijen dengan 

melibatkan unsur dan jajaran samping.  

3. Dengan perubahan Gaya Hidup Masyarakat saat ini dengan pengaruh 

perkembangan Tekhnologi maka Badan Kesatauan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lumajang mempunyai rencana  bekerja sama dengan Unsur 

terkait dalam Akses kemajuan teknologi, informatika, dan komunikasi 

sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal serta 

menggiring demokratisasi di Masyarakat sehingga memunculkan Jati diri 

daerah tertanam dijiwa masyarakat, serta terus, meningkatkan nilai-nilai 

keagamaaan. Dalam hal ini, media sangat berperan besar dalam proses 

sosialisasi kepada masyarakat. 

4. Dengan Minimnya anggaran membawa dampak tersendiri dalam 

Organisasi, Hal ini dapat diatasi dengan sering berkoordinasinya Badan 

Kesatauan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dengan unsur terkait 

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul  di Wilayah 

5. Dengan Tidak konsistenya perundang-undangan serta tumpang tindihnya 

peraturan pemerintah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan unsur terkait seperti Halnya 

Bagian Hukum Setda Lumajang dalam mewujudkan perumusan-

perumusan keputusan Bupati yang akan dibuat. 



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

 

Bab IV - 124 

BAB IV 

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 

 
 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan untuk melaksanakan 

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana akan dievaluasi RKPD 

tahun berjalan, serta realisasinya secara triwulanan. Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian 

hasil pelaksanaan RKPD yang digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana 

program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja 

program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kota dan realisasi penyerapan 

dana program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD 

Kota.  

Di dalam formulir E.60 nantinya akan dapat dilihat mutu pelaksanaan pembangunan 

akan semakin meningkat dalam rangka menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang 

baik berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance. Pengendalian dan evaluasi juga 

merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin 

konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah. 

Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang saat ini masih menjadi 

kendala dalam upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat, antara lain yaitu : 

1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang masih di bawah rata-rata 

kabupaten/ kota se-Jawa Timur; 

2. Pengembangan Potensi wisata yang belum optimal; 

3. Ketersediaan infrastruktur dasar belum memadai; 

4. Pelayanan publik belum efektif ; 

5. Implementasi e-government belum terintegrasi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 Kabupaten Lumajang 

adalah dokumen perencanaan daerah satu tahunan, yang merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 

tahun 2015-2019. 

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD diarahkan dalam 

rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang 

tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 pada tahun kelima.  Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah 

serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah 
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sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2019 

mendasarkan dan memperhatikan:  

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tercantum pada RKP Nasional 

tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.  

2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019  tahun kelima.  

3. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Lumajang 

yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2019.  

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan 

dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam 

menjabarkan program dan kegiatan tahun 2019. Selanjutnya, penentuan prioritas dan 

sasaran pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2019 juga diarahkan untuk 

mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. 

Secara umum prioritas pembangunan Nasional – Provinsi Jawa Timur – 

Kabupaten Lumajang telah sinkron dan selaras. Sedangkan dinamisasi program dan 

kegiatan disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi faktual yang dihadapi serta  

target yang akan dicapai.  

 

Tabel 4.1 

Singkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten 

Lumajang 
 

 

NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN LUMAJANG 

1. Pembangunan 

Manuasia melalui 

pengurangan 

kemiskinan dan 

peningkatan pelayanan 

dasar 

1. Peningkatan kualitas SDM 

melalui peningkatan kualitas 

pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan dan 

penanggulangan kemiskinan 

1. Peningkatan akses 

masyarakat terhadap 

pendidikan dan 

kesehatan yang 

berkualitas 

2. Pengurangan 

kesenjangan antar 

wilayah melalui 

penguatan konektivitas 

dan kemaritiman 

2. Pemerataan pembangunan 

antar wilayah melalui 

pengembangan infrastruktur 

ekonomi untuk 

menumbuhkan pusat-pusat 

pertumbuhan 

2. Peningkatan penyediaan 

pelayanan infrastruktur 

dasar 

3. Peningkatan nilai 

tambah ekonomi 

melalui pertanian, 

industri dan jasa 

produktif 

3. Peningkatan agro industri 

melalui nilai tambah 

pengembangan agro 

maritim serta akselerasi 

kepariwisataan 

3. Pengembangan 

perekonomian daerah 

berbasis pertanian 

4. Pemantapan 

ketahanan energi, 

pangan dan sumber air 

4. Peningkatan ketahanan 

pangan dan energi serta tata 

kelola sumber daya air dan 

pelestarian sumber daya 
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alam lingkungan hidup yang 

berkelanjutan 

5. Mobilitas keamanan 

nasional dan kesuksesan 

pemilu 

5. Peningkatan ketentraman 

dan ketertiban serta 

kesuksesan pelaksanaan 

pemilu 

 

4. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah 

dan pelayanan publik 

 

Sumber : Dokumen RKPD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019  
 

Evaluasi capaian indikator kinerja ditunjukkan dengan capaian indikator 

pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2019 yang terbagi atas urusan wajib pelayanan 

dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, penunjang urusan pemerintahan, 

dan urusan kewilayahan. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan 

dalam Evaluasi Hasil RKPD yang tergambarkan dalam tabel E.60 (terlampir) terdiri dari 

beberapa kategori status, yaitu: 

 

Tabel 4.2 

status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD 

 

Berdasarkan pengklasifikasian diatas, pencapaian pelaksanaan program RPKD 

Kabupaten Lumajang tahun 2019 per OPD dapat ditampilkan dalam tabel berikut :  

 

Tabel 4.3 

pencapaian pelaksanaan program RPKD Kabupaten Lumajang 

tahun 2019 per OPD 

OPD ANGGARAN REALISASI % KATEGORI 

SEKRETARIAT DEWAN 60.412.167.385       54.746.948.815                 90,62 ST 

INSPEKTORAT 7.724.256.012                        6.940.738.574                   89,86 T 

DINAS PENDIDIKAN 668.510.837.393                    646.118.752.429              96,65 ST 

DINAS KESEHATAN 110.856.714.763                    99.644.029.775                89,89 T 

DINAS SOSIAL 7.427.331.499                        6.882.166.420                   92,66 ST 

DINAS KOMINFO 11.033.931.715                      10.346.446.624                 93,77 ST 

DISPENDUKCAPIL 13.705.729.590                      12.329.725.925                 89,96 T 

DINAS KETAHANAN 

PANGAN 

3.384.698.945                        3.168.792.593                   93,62 ST 
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DINAS PERTANIAN 36.290.715.208                      33.717.247.659                 92,91 ST 

SATPOL PP 16.663.173.721                      16.184.708.087                 97,13 ST 

DINAS PERPUSTAKAAN 

ARSIP 

6.352.012.903                        5.417.951.737                   85,30 T 

DISDALDUK KB dan PP 12.052.483.966                      7.862.154.677                   65,23 S 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 34.330.793.595                      32.250.777.085                 93,94 ST 

DINAS PARBUD 18.878.543.269                      15.777.326.684                 83,57 T 

DINAS PERDAGANGAN 20.535.925.266                      18.734.278.291                 91,23 ST 

DINAS PEMUDA 

OLAHRAGA 

9.575.441.149                        9.093.304.613                   94,96 ST 

DINAS TENAGA KERJA 5.418.998.249                        5.130.810.568                   94,68 ST 

DINAS PERHUBUNGAN 45.133.514.013                      42.641.463.276                 94,48 ST 

DINAS KOPERASI dan UM 5.313.115.447                        5.026.283.101                   94,60 ST 

DINAS PERIKANAN 6.558.900.730                        6.311.778.901                   96,23 ST 

DINAS PU dan TR 174.319.636.870                    154.349.332.335              88,54 T 

DPMD 8.164.795.335                        7.392.145.184                   90,54 T 

DPKP 7.210.384.988                        6.773.563.587                   93,94 ST 

DPMPTSP 3.693.584.717                        3.430.585.228  92,88 ST 

BKD 18.169.879.603                      14.019.528.270                 77,16 T 

BAPPEDA 12.262.853.043                      10.767.312.302                 87,80 T 

BPKD 651.516.227.458                    625.376.372.010              95,99 ST 

BPRD 22.468.952.704                      17.944.884.871                 79,87 T 

Bakesbangpol 5.353.160.018                        5.109.084.928                   95,44 ST 

BPBD 6.741.353.271                        6.442.120.742                   95,56 ST 

RSUD HARYOTO 147.061.975.692                    141.669.073.948              96,33 ST 

RSUD PASIRIAN 37.428.496.173                      34.261.290.144                 91,54 ST 

BAG. ADM. SDA & 

EKONOMI 

672.600.000                            501.249.730                      74,52 S 

BAG. ADM. 

PEMBANGUNAN 

522.564.000                            416.290.012                      79,66 T 

BAG. ULPBJ 599.105.000                            501.022.801                      83,63 T 

BAG. ADM. KESRA 4.786.300.000                        4.570.370.583                   95,49 ST 

BAG. ADM. PEMERINTAHAN 1.161.000.000                        1.112.896.155                   95,86 ST 

BAG. HUMAS DAN 

PROTOKOL 

3.035.217.336                        2.837.214.312                   93,48 ST 

BAG. ORGANISASI 1.215.000.000                        902.835.414                      74,31 S 

BAG. HUKUM 1.543.000.000                        1.165.676.548                   75,55 S 

BAG. UMUM 20.739.452.080                      17.592.078.835                 84,82 T 

BAG. KEUANGAN KEPEG 10.729.448.986                      10.309.952.766                 96,09 ST 

KEC. LUMAJANG 6.329.630.719                        5.925.863.198                   93,62 ST 

KEC. PADANG 2.486.098.863                        2.352.053.299                   94,61 ST 

KEC. SENDURO 3.100.489.151                        2.838.977.651                   91,57 ST 

KEC. PASRUJAMBE 2.724.312.497                        2.580.840.292                   94,73 ST 

KEC. JATIROTO 1.852.309.666                        1.828.267.990                   98,70 ST 

KEC. RANUYOSO 2.414.225.907                        2.342.601.003                   97,03 ST 

KEC. RANDUAGUNG 2.560.800.372                        2.425.215.573                   94,71 ST 
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KEC. KLAKAH 2.500.831.128                        2.350.248.910                   93,98 ST 

KEC. TEKUNG 2.316.887.551                        2.216.015.559                   95,65 ST 

KEC. TEMPEH 2.951.703.572                        2.810.510.565                   95,22 ST 

KEC. CANDIPURO 2.589.967.145                        2.557.752.554                   98,76 ST 

KEC. TEMPURSARI 2.451.067.304                        2.243.533.741                   91,53 ST 

KEC. SUKODONO 2.439.216.909                        2.404.987.181                   98,60 ST 

KEC. GUCIALIT 2.958.135.750                        2.900.470.593                   98,05 ST 

KEC. ROWOKANGKUNG 2.237.830.965                        2.198.061.592                   98,22 ST 

KEC. KEDUNGJAJANG 2.652.048.124                        2.619.188.282                   98,76 ST 

KEC. YOSOWILANGUN 2.653.891.003                        2.534.209.095                   95,49 ST 

KEC. KUNIR 2.308.533.437                        2.264.275.559                   98,08 ST 

KEC. PASIRIAN 2.798.600.020                        2.721.047.481                   97,23 ST 

KEC. PRONOJIWO 2.281.985.312                        2.193.062.901                   96,10 ST 

KEC. SUMBERSUKO 2.078.560.457                        2.043.562.411                   98,32 ST 

KEL. JOGOTRUNAN 1.000.984.000                        979.560.005                      97,86 ST 

KEL. JOGOYUDAN 816.965.000                            797.840.977                      97,66 ST 

KEL. TOMPOKERSAN 1.197.067.600                         1.192.910.659 99,65 ST 

KEL. ROGOTRUNAN 967.822.000                            950.386.225                      98,20 ST 

KEL. KEPUHARJO 817.654.500                            811.886.250                      99,29 ST 

KEL. CITRODIWANGSAN 1.132.078.000                        1.109.961.686                   98,05 ST 

KEL. DITOTRUNAN 885.046.000                            848.995.200                      95,93 ST 

Keterangan :     ST : Sangat Tinggi, T: Tinggi, S : Sedang,  R : Rendah, SR : Sangat Rendah. 

 

Untuk target dan realisasi capaian kinerja RKPD disajikan pada lampiran I dan secara 

sederhana dapat ditampilkan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.4 

Klasifikasi per OPD 

ST T S R SR 

Sekretaruat Dewan, Dinas Pendidikan, 

Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas 

Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, 

Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perdagangan, 

Dispora, Disnaker, Dishub, Dinas Koperasi 

dan UM, Dinas Perikanan, DPKP, 

DPMPTSP, BPKD, Bakesbangpol, BPBD, 

RSUD Pasirian, RSUD Haryoto, Bag. Adm 

Kesra, Bag. Adm. Pemerintahan, Bag. 

Humas dan Protokol, Bag. Keuangan 

Inspektorat, Dinas 

Kesehatan, 

Dispendukcapil, 

Dinas Arsip dan 

Perpustakaan, Dinas 

Parbud, Dinas PUTR, 

DPMDesa, BKD, 

Bappeda, BPRD, Bag. 

Adm. Pembangunan, 

Bag. ULPBJ, Bag. 

Umum 

Disdald

uk KB 

dan PP, 

Bag. 

Adm. 

ESDA, 

Bag. 

Organis

asi, Bag. 

Hukum 

- - 
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Kepegawaian, Semua Kecamatan dan 

Kelurahan. 

 

MASALAH /KENDALA 

Beberapa kendala ataupun masalah yang dihadapi dalam penyerapan sampai 

semester 2, yaitu : 

1. Belum optimalnya koordinasi provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan, 

pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang didukung dengan 

pendanaan yang memadai; 

2. Belum adanya kesamaan persepsi aparat pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota dalam memahami tahapan dan tatacara pengendalian dan 

evaluasi; 

3. Tidak tersedianya data dan informasi tentang hasil pengendalian dan evaluasi 

rencana pembangunan tahunan daerah untuk perumusan kebijakan tahun 

anggaran berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. 

4. Masih rendahnya kualitas dokumen rencana pembangunan daerah karena belum 

didasarkan pada hasil evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilakukan 

secara simultan dalam proses perencanaan. 

Sedangkan kendala intern Pemerintah Daerah yang dihadapi sampai semester 2 adalah : 

1. Adanya beberapa anggaran yang berubah,  sehingga dibutuhkan revisi dan 

ditampung di Perubahan APBD, disamping itu adanya Renstra OPD yang masih 

berubah sampai tribulan ketiga dari RPJMD yang baru menyebabkan banyak 

kegiatan baru muncul, ataupun penghapusan kegiatan, menyebabkan banyak 

kekosongan dalm form E-60. 

2. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi. 

3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa OPD, 

sehingga kinerjanya masih rendah. 

4. Belum konsistennya OPD dalam pengiriman laporan evaluasi OPD sesuai 

kesepakatan. 

5. Kurangnya kemampuan aparat OPD dalam pengisian formulir evaluasi OPD (Tabel 

E.60), sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form evaluasi RKPD, dan 

keterlambatan dalam penyusunan laporan akhirnya karena proses CALK dan laporan 

keuangan lainnya
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BAB V 

TUGAS PEMBANTUAN 

 

Tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur 

penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi 

kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota 

kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan 

yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 

mempertanggungjawabkanya kepada yang memberi penugasan.  

 Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan 

tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan 

asas dekonsentrasi. Pertimbangan penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

dimaksudkan untuk : 

1. Pelaksanaan urusan lebih efisien dan efektif dilaksanakan oleh daerah; 

2. Terciptanya komunikasi dan hubungan kerja yang serasi antar susunan 

pemerintahan; 

3. Mendorong percepatan kebijakan/Program Nasional. 

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas 

dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintah, 

dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan/atau desa. 

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah 

dan/atau desa meliputi sebagian tugas–tugas pemerintah yang apabila 

dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas 

pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom 

kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas–tugas provinsi, 

antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, 

serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga 

sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh 

kabupaten dan kota.  

Urusan Pemerintahan yang dapat ditugaskan  dari pemerintah kepada pemerintah 

provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian 

anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Urusan 

pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah 

kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBD Provinsi. Urusan 



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

 

Bab V - 131 

pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa didanai dari APBD kabupaten/Kota  

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan 

yang bersifat fisik. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana 

tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Barang Milik Negara dapat 

dihibahkan kepada daerah. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan 

pemanfaatan barang dalam Pasal 57 ayat (2) PP. 7/2008, merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. 

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan juga mencakup 

aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari 

perkembangan realisasi penyerapan  dana, pencapaian target keluaran, kendala 

yang dihadapi dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan 

realisasi  anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. 

Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran/Barang Tugas Pembantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan dana 

tugas pembantuan. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan 

pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi 

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. 

Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang 

terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektifitas. 

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang 

keuangan, pemeriksaan investigasi, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian 

intern pemerintah.
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A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 

URUSAN SOSIAL 

 

NO DASAR HUKUM 

INSTANSI 

PEMBERI TUGAS 

PEMBANTUAN 

PROGRAM KEGIATAN 
JUMLAH (Rp) SKPD 

PELAKSANA 
PERMASALAHAN SOLUSI 

ANGGARAN REALISASI 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peraturan Pemerintah No. 

43 Tahun 1998 tentang 

Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Cacat. 

2. Undang Undang No. 9 

Tahun 2011 tentang 

Sistem Resi Gudang. 

3. Peraturan Menteri Sosial 

No. 25 Tahun 2016 

tentang Bantuan 

Pengembangan Sarana 

Usaha melalui Elektronik 

Warung Gotong Royong 

KUBE Program Keluarga 

Harapan. 

4. Keputusan Menteri Sosial 

No. 9 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Rehabilitasi 

Anak yang Berhadapan 

Dengan Hukum oleh 

Lembaga 

Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. 

5. Undang Undang Republik 

Indonesia No. 13 Tahun 

1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut 

Usia. 

 

 

1. Kementerian 

Sosial 

Republik 

Indonesia 

 

2. Dinas Sosial 

Propinsi Jawa 

Timur 

1. Bantuan 

Sosial 

Pangan 

Non Tunai 

 

2. Pelayanan 

Sosial Lanjut 

Usia 

 

3. Keserasian 

Sosial 

 

4. Rehabilitasi 

Sosial Anak 

1. Bantuan Pangan 

Non Tunai 

 

2. Bantuan Untuk 

Lanjut Usia 

  

3. Pembangunan 

sarana sosial 

untuk 

menunjang 

keserasian sosial 

 

4. Bantuan 

Tabungan Sosial 

Anak dan 

Bantuan 

Operasional 

Dukungan 

Tabungan Sosial 

Anak 

9.885.810.000 

 

 

48.000.000 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

 

524.000.000 

9.560.320.000 

 

 

48.000.000 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

 

524.000.000 

Dinas Sosial • Di Dinas Sosial belum 

memiliki jumlah 

karyawan yang 

memadai untuk 

menangani sejumlah 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yang ada di 

Kabupaten Lumajang.  

• Belum berjalannya 

rumah AMAN atau 

Rumah Singgah bagi 

para Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang 

berlokasi d SDN 

Banjarwaru.  

• Masih banyak Pekerja 

Sosial Masyarakat dan 

unsur PSKS yang belum 

memiliki skill dalam 

case work/pekerjaan 

sosial sehingga belum 

optimal dalam 

penanganan PMKS di 

kecamatan.  

• Kurang memadainya 

gedung PKH yang 

berlokasi di Dinas 

Sosial. 

  

• Solusinya adalah 

dengan 

mengoptimalkan 

kinerja jumlah 

karyawan yang 

ada. 

• Solusinya adalah 

dengan segera 

mengoperasikan 

dan 

mengoptimalkan 

rumah aman 

yang baru agar 

dapat 

memfasilitasi 

segala kebutuhan 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

• Solusinya dengan 

mengikutkan 

pendidikan dan 

pelatihan dasar 

ataupun lanjutan 

bagi pekerja 

sosial masyarakat 

ataupun unsur 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) yang 
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NO DASAR HUKUM 

INSTANSI 

PEMBERI TUGAS 

PEMBANTUAN 

PROGRAM KEGIATAN 
JUMLAH (Rp) SKPD 

PELAKSANA 
PERMASALAHAN SOLUSI 

ANGGARAN REALISASI 

6. Surat Keputuasan 

Gubernur Jatim Nomor : 

188/512/KPTS/013/2016 

7. Naskah Perjanjian 

Kerjasama Pelaksana 

Program Keluarga 

Harapan di Jawa Timur 

Tahun 2016 tentang 

Penggunaan Dana 

Operasional Unit 

Pelaksana Program 

Keluarga Harapan 

(UPPKH) Tingkat 

Kabupaten/Kota antara 

Dinas Sosial Propinsi Jawa 

Timur dengan Kantor 

Sosial Kabupaten 

Lumajang Nomor : 

460/23/102.007/2016 

tanggal 30 Me 2016. 

8. Surat Keputusan Kepala 

Dinas Sosial Provinsi Jatim 

Nomor : 463/  /KPTS/107-

2.5/2017/ tanggal 28 

September 2017. 

 

• Tidak adanya mobil 

resque yang khusus 

untuk menangani 

PMKS. Sementara ini 

hanya terdapat mobil 

resque untuk 

penanganan 

bencana alam. PMKS. 

lainnya pada Unit 

Pelaksana Teknis 

Kesejahteraan 

Sosial yang dimiliki 

Dinas Sosial 

Propinsi Jawa 

Timur. 

• Solusinya adalah 

dengan 

melakukah 

renovasi gedung 

PKH agar dapat 

memaksimalkan 

kinerja pegawai 

dan dapat 

mengoptimalkan 

pelayanan 

terhadap 

masyrakat. 

• Solusinya perlu 

dilakukan 

pengadaan 

tambahan mobil 

resque untuk 

menangani PMKS 

penyandang 

disabilitas dan 

gangguan jiwa 

agar dapat 

memberikan 

penanganan dan 

pelayanan yang 

lebih optimal 

terhadap 
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URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 

 

NO DASAR HUKUM 

INSTANSI 

PEMBERI TUGAS 

PEMBANTUAN 

PROGRAM KEGIATAN 
JUMLAH (Rp) SKPD 

PELAKSANA 
PERMASALAHAN SOLUSI 

ANGGARAN REALISASI 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah 

2. Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah 

3. Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2007 

tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerja Sama 

Daerah 

4. Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

5. Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, Keluarga 

 

Badan 

Kependudukan 

dan Keluarga 

Berencana 

Nasional Provinsi 

Jawa Timur 

 

 

1. Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya 

BKKBN 

 

2. Program 

Kependuduk

an, KB, dan 

Pembanguna

n Keluarga 

 

3. Kesertaan ber 

KB melalui 

Peningkatan 

Akses dan 

Kualitas 

Pelayanan 

KBKR yang 

sesuai 

dengan 

Standar 

Pelayanan 

 

4. Pembinaan 

Pembanguna

n keluarga di 

seluruh 

 

1. Pengelolaan 

Program 

Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya Provinsi 

2. Pengelolaan 

Program 

Kependudukan, 

Keluarga 

Berencana, dan 

Pembangunan 

Keluarga Provinsi 

3. Penetapan profil 

(parameter dan 

proyeksi) 

penduduk Tk. 

Kabupaten/Kota 

4. Peningkatan 

kemitraan dalam 

perencanaan 

pengendalian 

penduduk 

5. Peningkatan 

kualitas 

penggerakan 

pelayanan KBKR di 

di Daerah 

Tertinggal, 

 

1.160.000 

 

 

 

 

 

 

240.509.000 

 

 

 

 

 

 

4.350.000 

 

 

 

 

8.250.000 

 

 

 

 

2.000.000 

 

 

 

 

 

 

3.005.000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

4.350.000 

 

 

 

 

8.250.000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB 

dan PP 

 

• Kurangnya Penyuluh 

KB dan Penyuluh 

Lapangan KB di 

kecamatan yang 

seharusnya idealnya 1 

orang PLKB membina 

1-2 desa, tetapi realita 

yang terjadi adalah 1 

orang PLKB membina 

4-5 desa, yang jelas 

akan mempengaruhi 

pada tingkat 

pencapaian target 

kinerja menjadi tidak 

maksimal 

 

• Masih adanya 

penolakan 

masyarakat terhadap 

KB MKJP 

 

 

 

• Mengoptimalkan 

Penyuluh KB dan 

Penyuluh 

Lapangan KB 

dengan cara 

meningkatkan 

kinerja melalui 

pembinaan  

 

• Mengoptimalkan 

peran bantu 

kader KB untuk 

penyuluhan dan 

pencarian 

akseptor KB 
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NO DASAR HUKUM 

INSTANSI 

PEMBERI TUGAS 

PEMBANTUAN 

PROGRAM KEGIATAN 
JUMLAH (Rp) SKPD 

PELAKSANA 
PERMASALAHAN SOLUSI 

ANGGARAN REALISASI 

Berencana dan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

 

tingkatan 

wilayah [Base 

Line] 

 

5. Penggerakan 

Stakeholder, 

Mitra Kerja, 

serta 

Perubahan 

Sikap dan 

Perilaku 

Masyarakat, 

berdasarkan 

Data dan 

Informasi 

yang Berbasis 

IT dalam 

Program 

KKBPK 

 

6. Keluarga 

yang memiliki 

Baduta 

Terpapar 

1000 HPK 

 

7. Penguatan 

Peran PIK 

Remaja dan 

BKR dalam 

edukasi 

Kespro dan 

Gizi bagi 

Remaja putri 

sebagai 

calon ibu 

 

Perbatasan dan 

Kepulauan terluar 

(DTPK), wilayah 

miskin perkotaan 

dan sasaran 

khusus 

6. Penggerakan dan 

Pemantapan 

Kesertaan Ber-KB 

MKJP 

7. Pengembangan 

dan pembinaan 

kelompok BKL  

8. Pembinaan 

kelompok UPPKS 

dan pembinaan 

PEK 

9. Penayangan 

Informasi KKBPK 

melalui 

berbagai media 

cetak dan 

elektronik, 

media luar 

ruang dan seni 

dan 

budaya/tradisio

nal 

10. Pelaksanaan 

Advokasi dan KIE 

program KKBPK 

melalui MUPEN 

11. Peningkatan 

Pengelolaan 

data dan 

informasi 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1.900.000 

 

 

 

300.000 

 

 

3.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.500.000 

 

 

 

190.309.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

400.000 

 

 

 

300.000 

 

 

3000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.900.000 

 

 

 

116.691.000 
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NO DASAR HUKUM 

INSTANSI 

PEMBERI TUGAS 

PEMBANTUAN 

PROGRAM KEGIATAN 
JUMLAH (Rp) SKPD 

PELAKSANA 
PERMASALAHAN SOLUSI 

ANGGARAN REALISASI 

program KKBPK 

di Provinsi  

 

12. Peningkatan 

Promosi 

Pengasuhan 

1000 HPK bagi 

ibu hamil dan 

keluarga baduta 

13. Pembinaan 

PIKR/M di Provinsi 

dan Kab/Kota 

14. Pembinaan 

Kelompok BKR 

 

 

 

 

 

800.000 

 

 

 

 

 

11.800.000 

 

 

12.600.000 

 

 

 

 

800.000 

 

 

 

 

 

5.900.000 

 

 

6.300.000 

 

 

 

URUSAN PERTANIAN 

 

NO DASAR HUKUM 

INSTANSI 

PEMBERI TUGAS 

PEMBANTUAN 

PROGRAM KEGIATAN 
JUMLAH (Rp) SKPD 

PELAKSANA 
PERMASALAHAN SOLUSI 

ANGGARAN REALISASI 

1. DIPA-018.04.4.059068/2019 Direktur 

Jenderal 

Hortikutura 

Program 

Peningkatan 

Produksi dan 

Nilai Tambah 

Hortikultura 

• Peningkatan Produksi Sayuran 

dan Tanaman Obat 

• Peningkatan Usaha Dukungan 

Manajemen dan Teknis Lainnya 

pada Ditjen Hortikultura 

• Peningkatan Produksi Buah dan 

Hortikultura 

• Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Hortikultura 

 

3.655.000.000 

 

105.000.000 

 

 

1.582.000.000 

 

370.000.000 

1.019.893.390 

 

91.296.000 

 

 

1.552.510.500 

 

364.883.150 

 

 

Dinas 

Pertanian 

Ketersediaan Benih 

Bawang Putih sesuai 

Varietas tidak 

mencukupi 

Meningkatkan 

Koordinasi dg 

Direktur 

Jendral 

Hortikultura 
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URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

 

 

NO DASAR HUKUM 

INSTANSI 

PEMBERI TUGAS 

PEMBANTUAN 

PROGRAM KEGIATAN 
JUMLAH (Rp) SKPD 

PELAKSANA 
PERMASALAHAN SOLUSI 

ANGGARAN REALISASI 

1. • Undang-Undang No. 17 

Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara; 

• Undang-Undang No. 1 

Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara;  

• Undang-Undang No. 14 

Tahun 2015 Tentang 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 

Tahun 2016; 

• SP DIPA -

010.08.4.051655/2016 

Direktur Jenderal 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

Kementerian 

Dalam Negeri 

Republik 

Indonesia 

• APBN • Pengembangan 

SistemAdministrasi 

Kependudukan 

(SAK) Terpadu 

2.079.141.000 1.714.304.320 Dinas 

Kependuduka

n dan 

Pencatatan 

Sipil  

• Adanya Pejabat Eselon 

IV yang kosong pada 

Bidang Pencatatan 

Sipil, Bidang 

Pendaftaran Penduduk 

dan Bidang Informasi 

Kependudukan serta 

Bidang dokumen 

Kependudukan 

sehingga  mengurangi 

kecepatan dalam 

pelayanan Administrasi 

Kependudukan. 

• Kondisi tenaga  untuk 

pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk, KTP , KK, dan 

Akta Pencatatan Sipil 

khususnya pada 

tenaga operator, 

verivikasi berkas dan 

pencatat dokumen ke 

register akta kurang 

mencukupi. 

• Kurangnya tenaga 

administrasi dan 

fungsional penataan 

dokumen kearsipan 

kependudukan 

 

• Penambahan 

tenaga yang 

dibutuhkan dan 

juga pelatihan bagi 

tenaga  pelayanan 

penduduk, petugas 

registral dan 

operator 

kependudukan 
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URUSAN PENDIDIKAN 

 

NO DASAR HUKUM KABUPATEN/KOTA NAMASEKOLAH NPSN JENIS BANTUAN NOMINAL PERMASALAHAN SKPD PELAKSANA SOLUSI 

5 

• Undang-undang  No.  

32  Tahun  2004  

Tentang  

Pemerintahan  

Daerah Pasal 14, 

menyebutkan bahwa 

: (1) Urusan wajib 

yang menjadi 

kewenangan 

pemerintahan 

daerah untuk 

kabupaten/kota 

merupakan urusan 

yang berskala 

kabupaten/kota 

meliputi : ....f. 

penyelenggaraan 

pendidikan; 

 

• Undang-undang No. 

33 Tahun 2004, Pasal 

108 tentang 

Perimbangan 

Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah 

Daerah 

menyebutkan  

bahwa  “Dana  

Dekonsentrasi  dan  

Dana  Tugas 

KAB. LUMAJANG SD NEGERI NGUTER 03 20520574 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 • Pelaksanaan 

pembantuan Block 

Grant tidak terdapat 

permasalahan yang 

berarti pada Dinas 

Pendidikan 

Kabupaten 

Lumajang, 

dikarenakan dana 

Block Grant dari 

Kementrian langsung 

ditransfer ke rekening 

lembaga penerima 

hibah, sehingga 

dapat langsung 

dimanfaatkan oleh 

lembaga 

DINAS 

PENDIDIKAN 

Cara pelaporan dana 

Block Grant 

 

a. Bentuk  Pendanaan  

Anggaran   

Pendidikan   

mekanisme  

pengelolaan  

langsung  oleh  

Kemendikbud  

(Block  Grant). 

 

b. Bantuan Barang 

Pengirim barang 

adalah penyedia, 

lembaga 

menandatangani 

tanda terima dari 

penyedia, 

Penyedia 

melaporkan ke 

Kementrian bahwa 

barang telah 

diterima pihak 

lembaga. 

Kementrian 

menyerahkan 

Berita Acara ke 

Dinas Pendidikan 

dan ditanda 

tangani 

SD NEGERI KALIPEPE 03 20521258 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 

SD NEGERI SUMBERSARI 01 20520955 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 

SD NEGERI KALIBOTO LOR 16 20521256 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 

SD NEGERI KALIBOTO LOR 11 20521272 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 

SD NEGERI ROJOPOLO1` 06 20520908 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 

SD NEGERI ROJOPOLO 05 20520593 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 

SD NEGERI ROJOPOLO 03 20520608 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 

SD NEGERI GEDANGMAS 02 20521214 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 

SD NEGERI SRUNI 02 20520874 PERALATAN  LAB. TIK 43.869.000 

SD NEGERI KALIBOTO LOR 02 20521294 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 

SD NEGERI SAWARAN KULON 

02 

20520907 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 

SD NEGERI RANULOGONG 01 20520600 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 
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NO DASAR HUKUM KABUPATEN/KOTA NAMASEKOLAH NPSN JENIS BANTUAN NOMINAL PERMASALAHAN SKPD PELAKSANA SOLUSI 

Pembantuan yang 

merupakan bagian 

dari anggaran 

kementerian 

negara/lembaga 

yang digunakan 

untuk melaksanakan 

urusan yang menurut 

peraturan 

perundang-

undangan menjadi 

urusan Daerah, 

secara bertahap 

dialihkan menjadi 

Dana Alokasi Khusus”. 

 

• Undang-Undang  

Nomor  20  Tahun  

2003  Tentang  Sistem  

Pendidikan Nasional, 

Pasal 49, ayat (3) 

yang menyebutkan: 

“(3) Dana pendidikan 

dari Pemerintah dan 

pemerintah daerah 

untuk satuan 

pendidikan diberikan 

dalam bentuk hibah 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang- 

undangan yang 

berlaku. (4) Dana 

pendidikan dari 

SD NEGERI PASIRIAN 06 20520551 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 Kementrian. 

Kemudian Dinas 

Pendidikan 

membuat Berita 

Acara ke lembaga 

penerima bantuan 

sebagai 

pencatatan Aset. 

c. Bantuan 

Rehab/Fisik Dana 

Blockgrant 

Kementrian 

langsung ditransfer 

ke rekening 

lembaga dan  

dikelola oleh 

lembaga penerima 

Dana Blockgrant, 

Sekolah 

menyerahkan 

berita acara serah 

terima hasil 

pekerjaan yang 

ditanda tangani 

oleh Kepala 

Sekolah penerima 

blockgrand dan di 

tanda tangani 

Kementrian. 

SD NEGERI GONDORUSO 01 20521210 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 

SD NEGERI TUKUM 01 20520776 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 

SD NEGERI PASIRIAN 04 20520539 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 

SD NEGERI GRATI 01 20521223 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 

SD NEGERI DAWUHAN 

WETAN 03 

20521368 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 

SD NEGERI KEDAWUNG 02 20520652 PERALATAN  LAB. TIK 41.345.000 

SD NEGERI 

ROWOKANGKUNG 03 

20520891 PEMBANGUNAN 

PAGAR 

30.000.000 

SD NEGERI 

ROWOKANGKUNG 04 

20520889 PEMBANGUNAN 

PAGAR 

30.000.000 

TK KRISTEN ALETHEIA 20558373 SARANA 

PEMBELAJARAN/APE 

PAUD 

20.000.000 

SD ISLAM AL ASNA BARAT 20521337 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SD 

168.000.000 

SD ISLAM AL MALIKI 20541206 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SD 

109.000.000 

SD ISLAM AL ITTIHAD 20521344 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SD 

122.000.000 

SD YBK TEMPURSARI 20521346 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SD 
163.000.000 
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NO DASAR HUKUM KABUPATEN/KOTA NAMASEKOLAH NPSN JENIS BANTUAN NOMINAL PERMASALAHAN SKPD PELAKSANA SOLUSI 

Pemerintah kepada 

pemerintah   daerah   

diberikan   dalam   

bentuk   hibah   

sesuai   dengan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku”. 

SD ISLAM AL FIRDAUS 20521343 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SD 

179.000.000 

SMP ISLAM KUNIR 20521479 PERALATAN  LAB. TIK 240.006.998 

SMPN 1 JATIROTO 20521403 PERALATAN  LAB. TIK 240.006.998 

SMPN 1 KUNIR 20521416 PERALATAN  LAB. TIK 240.006.998 

SMPN 2 LUMAJANG 20521437 PERALATAN  LAB. TIK 240.006.998 

SMPN 2 PASIRIAN 20521438 PERALATAN  LAB. TIK 240.006.998 

SMPN 2 RANDUAGUNG 

LUMAJANG 

20521439 PERALATAN  LAB. TIK 240.006.998 

SMPN 2 ROWOKANGKUNG 20521440 PERALATAN  LAB. TIK 240.006.998 

SMPN 3 LUMAJANG 20521428 PERALATAN  LAB. TIK 240.006.998 

SMPN 4 LUMAJANG 20521432 PERALATAN  LAB. TIK 240.006.998 

SMP DARUL FALAH 

LUMAJANG 

20554695 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SMP 

62.000.000 

SMP ISLAM AL HAMIDI 

KLAKAH 

20571481 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SMP 

203.000.000 

SMP ISLAM JATIROTO 20521467 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SMP 

67.000.000 

SMP ISLAM YOSOWILANGUN 20521484 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SMP 

247.000.000 

SMP NURUL ISLAM 20539850 REHABILITASI RUANG 

BELAJAR SMP 

114.000.000 
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B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 

 Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa 

disebuTKan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa 

mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/propinsi yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, 

Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan 

lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. 

Dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada desa sebagai 

tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa, Pemerintah 

Kabupaten Lumajang telah mengkaji beberapa urusan pemerintahan yang dapat 

diserahkan kepada desa dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Seiring ditetapkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota, maka penyerahan urusan pemerintahan kepada desa 

perlu dikaji kembali. 

Meskipun sebagian urusan kepada desa belum diserahkan, namun demikian 

dalam berbagai penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diserahkan 

kewenangannya kepada desa. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan tugas 

pembantuan pada masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat dari terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan 

Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat adalah meningkatnya kualitas dan 

kuantitas hasil produksi masyarakat dan juga BUMDesa di Kabupaten 

Lumajang. 

2. Masyarakat (anggota BUMDesa) mampu bersaing secara kompetitif dengan 

perusahaan lainnya yang kompeten dalam bidangnya  

3. Meningkatnya keuntungan dari hasil produksi masyarakat (anggota 

BUMDesa) karena mampu berproduksi secara efektif dan efisien dari segi 

kuantitas  

4. Terfasilitasinya 20 BUMDesa yakni : 

1) Labruk Lor  : Sukowati Eko Pribadi 

2) Denok   : Eka Susilowati 

3) Boreng  : Moh. Khusen, SE 
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4) Kutorenon  : Iqbal Rullah Arief Iriawan 

5) Wonorejo  : Erika Hudaibiah 

6) Gucialit  : Fifit Yuldan Adianto 

7) Gesang  : Miswan Mega Kartika, Gusti Rama Dinata 

8) Tempeh Lor  : Ita Puspita 

9) Pasirian  : Arifah Tussolihah 

10) Gondoruso  : Dwi Novita Sari 

11) Sidorejo  : Mujiono Joko Pratomo 

12) Karanganyar  : Sefrin Ismail Sholehan 

13) Darungan  : Husnul Khotimah 

14) Kraton   : Siti Khuza’iyah 

15) Duren   : Darmaji 

16) Mlawang  : Elizabeth Ivonne Rumapar 

17) Pasrujambe  : Datik Sulistyarini 

18) Sentul   : Ika Hilda Farista 

19) Sarikemuning  : Agung Wahyuono 

20) Sidomulyo  : Islamiah Nahdatul Kholipah 

5. Meningkatnya kapasitas SDM 40 masyarakat (anggota BUMDesa
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URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

 

 

NO DASAR HUKUM 

INSTANSI PEMBERI 

TUGAS 

PEMBANTUAN 

PROGRAM KEGIATAN 

JUMLAH (Rp) 
SKPD 

PELAKSANA 
PERMASALAHAN SOLUSI 

ANGGARAN REALISASI 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3613) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 

Cukai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 

Tambahahn Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755) 

 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2017 

Tentang Penggunaan, Pemantauan, 

Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau 

Menteri Keuangan 

Republik Indonesia 

(DBHCHT) 

 

 

 

 

 

Pembinaan 

Lingkungan 

Sosial 

 

Pembinaan 

dan 

Pelatihan 

Ketrampilan 

Kerja Bagi 

Tenaga Kerja 

dan 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

97.070.500 Dinas 

Pemberdaya

an 

Masyarakat 

dan Desa 

Masyarakat di wilayah 

Kabupaten Lumajang sebagian 

besar memiliki usaha di bidang 

pertanian dan perdagangan 

yang berupa hasil pertanian 

(contoh : beras) dan produk-

produk makanan olahan (misal 

: kripik, krupuk dan lain lain) 

untuk dijual dan dikemas sendiri 

secara sederhana sebagai 

sumber penghasilannya. 

Namun Kendala yang dihadapi 

adalah kurang maksimalnya 

hasil atau keuntungan yang 

diperoleh oleh masyarakat 

dikarenakan belum memiliki 

mesin pemroses padi menjadi 

beras serta kualitas kemasan 

produk-produk makanan 

olahan tersebut kurang 

berdaya saing sehingga kurang 

mampu meningkatkan 

perekonomian dan 

kesejahteraannya 

• Pelatihan 

Pengemasan 

Produk 

Melalui 

BUMDesa 

Kabupaten 

Lumajang 

 

• Penyerahan 

Barang Hibah 

Kepada 

Masyarakat 

(Anggota 

BUMDes) 
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BAB VI 

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 

Kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam bentuk kesepakatan bersama 

selama Tahun 2019 dan juga sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengatur  lebih teknis  kesepakatan bersama 

yang sudah dilakukan dapat dirinci dengan daftar sebagai berikut : 

 
Tabel 6.1 DAFTAR KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR DAERAH 

YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

TAHUN 2019 
 

NO 

URUT 

NOMOR DAN TANGGAL 

(KABUPATEN / PIHAK I) 

NOMOR DAN TANGGAL             

(PIHAK II) 
P E R I H A L PIHAK I PIHAK II 

JANGKA 

WAKTU 
TINDAK LANJUT 

PEGAWAI YANG 

MENANGANI 

1 2 3 4 5 6   7 8 

1 

120,23/40/KSB/033,4/2019 130/01-KSB/427,11/2019 

KSB PENINGKATAN 

PROGRAM PUSKESMAS 

TAHUN 2019 

GUBERNUR 

JATIM 
BUPATI LMJ 12 bulan 

PKS PENINGKATAN 

PROGRAM 

PUSKESMAS TAHUN 

2019 

No. 130/02-

PKS/427,11/2019 

tanggal 2 Januari 

2019 

1. HARIS 

HERMANSYAH,  

Penata / III c (SMA) 

2. TURIBAT, S.Pd / II d 

(S1) 

3. PUTRI NUR 

ANGGREINI, S.Kom 

(PTT) 

02 Januari 2019 02 Januari 2019    

2 

15/KEMPAR/2019 130/19-KSB/427,11/2019 
PENGEMBANGAN 

OBSERVATORIUM 

PARIWISATA 

BERKRLANJUTAN DI 

BROMO TENGGER 

SEMERU 

KEMENPAR RI 

Kab. Malang, 

Pasuruan,Probolinggo 

Lumajang dan UNAIR 

5 tahun 

  

28 February 2019 28 February 2019   

 
Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019 
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B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 

Kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam bentuk kesepakatan bersama 

selama Tahun 2019 dan juga sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengatur  lebih teknis  kesepakatan bersama 

yang sudah dilakukan dapat dirinci dengan daftar sebagai berikut : 

 
Tabel 6.2 DAFTAR KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN PIHAK KETIGA 

YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

TAHUN 2019 

 
NO 

URUT 

NOMOR DAN TANGGAL 

(KABUPATEN / PIHAK I) 

NOMOR DAN TANGGAL             

(PIHAK II) 

P E R I H A L PIHAK I PIHAK II JANGKA 

WAKTU 

PEGAWAI YANG 

MENANGANI 

1 3 3 4 5 6  7  8 

                

1 130/03-KSB/427,11/2019 005 /UN10/KS/2019 NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA 

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

SERTA PENINGKATAN KUALITAS 

SUMBERDAYA MANUSIA 

Pemkab 

Lumajang 

UNIBRAW 

MALANG 

12 bulan 1. HARIS 

HERMANSYAH,  

Penata / III c 

(SMA) 

2. TURIBAT, S.Pd / 

II d (S1) 

3. PUTRI NUR 

ANGGREINI, 

S.Kom (PTT) 

18 January 2019 18 January 2019     

2 130/04-KSB/427.11/2019 74/MoU/ITS/2019 KSB PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 

BUPATI LMJ ITS SURABAYA 5 tahun 

07 January 2019 07 January 2019 
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NO 

URUT 

NOMOR DAN TANGGAL 

(KABUPATEN / PIHAK I) 

NOMOR DAN TANGGAL             

(PIHAK II) 

P E R I H A L PIHAK I PIHAK II JANGKA 

WAKTU 

1 3 3 4 5 6  7 

3 130/05-KSB/427,11/2019 001 / MPI / II / 2019 KSB SEWA TANAH DAN GEDUNG UNTUK 

DIKELOLA MENJADI GEDUNG BIOSKOP 

DI KABUPATEN LUMAJANG 

BUPATI LMJ BIOSKOP CINEMAS 2 tahun 

27 March 2019 27 March 2019     

4 130/07-KSB/427,11/2019 Pt-   

/Un.07/01/R/HM.01/05/2019 

NOTA KESEPAKATAN PENINGKATAN 

KUALITAS SUMBER DAYA MELALUI 

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

BUPATI LMJ IUN SUNAN AMPEL 

SURABAYA 

5 tahun 

14 May 2019 14 May 2019 

5   131/11-KSB/427.11/2019 Nota Kesephaman Pengembangan 

Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten 

Lumajang 

Badan Ekonomi 

Kreatif 

Pemda Tingkat II 

Kabupaten 

Lumajang 

3 tahun 

24 May 2019 24 May 2019 

6 130/21-KSB/427.11/2019 38/SEMERU FC/VIII/2019 KSB Pengembangan di Bidang 

Olahraga Sepak Bola 

Bupati Lumajang Semeru FC 3 tahun 

    

7 130/22-KSB/427.11/2019 24151/PL2/HK/2019 Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat serta 

Peningkatan Kualitas Sumbr Daya 

Manusia 

Bupati Lumajang POLINEMA 3 tahun 

Kamis, 10 Okt 2019 Kamis, 10 Okt 2019 
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NO 

URUT 

NOMOR DAN TANGGAL 

(KABUPATEN / PIHAK I) 

NOMOR DAN TANGGAL             

(PIHAK II) 

P E R I H A L PIHAK I PIHAK II JANGKA 

WAKTU 

1 3 3 4 5 6  7 

8 130/26-KSB/427,11/2019 20/MoU-RAME/RJ/XII/2019 Tentang Promosi / Publikasi / 

Advertorial Melalui Media Masa 

Bupati Lumajang PT. JEMBER 

INTERMEDIA PERS 

12 bulan 

Sabtu, 21 Desember 

2019 

Sabtu, 21 Desember 2019 
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C. KERJASAMA DAERAH DENGAN INSTANSI VERTIKAL 

Tabel 6.3 DAFTAR KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL 

YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

TAHUN 2019 

 

NO 

URUT 

NOMOR DAN TANGGAL 

(KABUPATEN / PIHAK I) 

NOMOR DAN TANGGAL             

(PIHAK II) 
P E R I H A L PIHAK I PIHAK II 

JANGKA 

WAKTU 
TINDAK LANJUT 

PEGAWAI 

YANG 

MENANGANI 

1 3 3 4 5 6     7 

1 130/06-KSB/427,11/2019 B / 1,4 / III /2019 KSB SURVEY/PENELITIAN DAN 

IDENTIFIKASI NAMA RUPABUMI DAN 

PENEGASAN, PEMASANGAN BATAS 

KECAMATAN/DESA DI KABUPATEN 

LUMAJANG 

BUPATI LMJ 

  

TOPDAM V 

BRAWIJAYA 

  

5 tahun Perjanjian 

Swakelola 

  

1. HARIS 

HERMANSYAH,  

Penata / III c 

(SMA) 

2. TURIBAT, 

S.Pd / II d (S1) 

3. PUTRI NUR 

ANGGREINI, 

S.Kom (PTT) 

06 March 2019 06 March 2019 

2 112 / 

KSB/PBO/DIVREJATIM/2019 

130/12-KSB/427.11/2019  

KSB PENGEMBANGAN POTENSI 

KEPARIWISATAAN 

DI KABUPATEN LUMAJANG 

Perum 

Perhutani KPH 

Probolinggo 

Pemkab 

Lumajang 

2 tahun   

  

31 May 2019 31 May 2019 

3 130/13-KSB/427.11/2019 XA-KONTR/BB/P-S/19.072 KSB PEMANFAATAN LAHAN UNTUK 

FASILITAS UMUM DAN FASILITAS 

SOSIAL DI KECAMATAN 

ROWOKANGKUNG, JATIROTO DAN 

RANDUAGUNG KABUPATEN 

LUMAJANG 

PEMKAB 

LUMAJANG 

PTPN XI 1 tahun   

  

17 September 2019 17 September 2019 

4 130/14-KSB/427.11/2019 0002.MOU/HKM.00.01/UP3-

JBR/2019 

 

PENERTIBAN PJU ILEGAL, 

METERISASI PJU, PEMUNGUTAN 

DAN PENYETORAN PAJAK 

PENERANGAN JALAN SERTA 

PEMBAYARAN REKENING LISTRIK 

PJU PEMERINTAH  

KABUPATEN LUMAJANG 

PEMKAB 

LUMAJANG 

PLN 5 tahun PKS Pemungutan 

Pajak Penerangan 

jalan di Wilayah 

Kabupaten 

Lumajang 

No. 

188/99/427.74/2019 

tanggal 25 Juli 

2019 

Kamis, 25 Juli 2019 Kamis, 25 Juli 2019 
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D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 

Bahwa dalam tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lumajang perlu 

ditetapkan  batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lumajang dengan 

Kabupaten sekitarnya. Kabupaten Lumajang telah menegaskan batas 

daerahnya dengan telah selesainya survey penegasan batas daerah 

kabupaten dengan terbitnya  Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk 3 (tiga) 

segmen batas daerah kabupaten, yaitu : 

1. Segmen 1 batas daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten 

Probolinggo dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2012 

tentang Batas Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo 

Provinsi Jawa Timur; 

2. Segmen 2 batas daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2012 tentang Batas 

Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa 

Timur; 

3. Segmen 3 batas daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang Batas 

Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa 

Timur. 

Dengan telah selesainya penegasan batas daerah Kabupaten Lumajang 

sebagaimana diterbitkannya Paraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, 

maka Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu untuk merawat dan memantau 

atas batas yang telah dipasang agar tidak rusak, bergeser atau hilang. 

1. Sengketa Batas Wilayah 

• Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan 

      Pada tahun 2019 tidak terdapat sengketa batas wilayah desa/kelurahan. 

• Sengketa Batas Wilayah antar Kabupaten 

    Pada Tahun 2019 tidak terdapat sengketa batas wilayah kabupaten 

2. Sampai dengan Akhir tahun 2019, Kabupaten Lumajang sudah menegaskan 

batas di tingkat Kecamatan di 13 (tiga belas) Kecamatan dari 21 

Kercamatan, rencananya di Tahun 2020 akan menegaskan 8 Kecamatan 

yang belum sehingga di Tahun 2020 batas 21 kecamatan di Kabupaten 

Lumajang tuntas 
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3. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah 

adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang. 

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 

No Urusan Program / Kegiatan Pejabat 

Pengelola 

Pangkat/Gol Pendidikan 

1. Urusan 

Perencana

an 

1. Program Pengembangan 

Wilayah Perbatasan 

a) Pembakuan Nama 

Rupabumi 

b) Penegasan dan 

Pemasangan Batas 

Kecamatan 

1. Enny Roseita 

Hadi, S.IP 

 (Plt. Kasubag. 

Otonomi 

Daerah) 

 

 

Penata Muda 

Tingkat I / III b 

 

 

   2. Aci Dhamar 

Kartika (Staf) 

Pengatur 

Tingkat I / II d 

SMA 

   3. Rendi Hidayat, 

SE (Staf) 

PTT S1 Ekonomi 

      

 

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang 

sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang 

tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di 

bidang Penanggulangan Bencana,  

1.  Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 

Kabupaten Lumajang teridentifikasi memiliki potensi bencana sebanyak 

10 jenis, yaitu : 

1. Gempa bumi ;  

2. Tsunami ;  

3. Letusan gunung berapi ;  

4. Cuaca ekstrim ;  

5. Kekeringan ;  

6. Banjir ;  

7. Banjir bandang ;  

8. Longsor ;  

9. Gelombang ekstrim dan abrasi ;  

10. Kebakaran hutan dan lahan.  
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Pada tahun 2019, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Lumajang 

sebanyak 109 kejadian bencana. Jenis kejadian bencana tersebut tampak 

dalam tabel 3.17. Jenis Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Lumajang.  

Tabel 6.4. 

Jenis Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Lumajang 

No Jenis Kejadian Bencana Jumlah Kejadian di 

Tahun 

Keterangan 

(Naik / 

Turun) 2018 2019 

1. Gempa bumi - - Tetap 

2. Tsunami - - Tetap 

3. Letusan gunung berapi 1 - Turun 

4. Cuaca ekstrim 56 31 Turun 

5. Kekeringan 40 42 Naik 

6. Banjir 39 14 Turun 

7. Banjir bandang - - Tetep 

8. Longsor 66 9 Turun 

9. Gelombang ekstrim dan abrasi 13 8 Turun 

10. Kebakaran hutan dan lahan 5 5 Tetap 

JUMLAH 220 109 Turun 

Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang 

Untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut dilakukan dalam 3 ( tahap 

) yaitu :  

➢ Pra bencana  

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana 

meliputi:  

a.  Perencanaan penanggulangan bencana;  

b.  Pengurangan risiko bencana;  

c.  Pencegahan;  

d.  Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;  

e.  Persyaratan analisis risiko bencana;  

f.   Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;  

g. Pendidikan serta pelatihan; dan   

h.  Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. 

➢ Pada saat trerjadi Bencana  

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana 

meliputi:  

a.  Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan 

sumber daya;  
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b.  Penentuan status keadaan darurat bencana; 

c.  Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;  

d.  Pemenuhan kebutuhan dasar;  

e.  Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan   

f.  Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 

➢ Pasca Bencana 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana 

meliputi :  

a.  Rehabilitasi; dan   

b.  Rekonstruksi.   

Cara Penanggulangan: 

a. Mengirim tim reaksi cepat ke daerah rawan bencana  

b. Membentuk PuSDalops dan mengaktifkan Posko Aju serta Pos Pantau 

pada titik rawan bencana  

c. Pengendalian pelaksanaan PB 

d. Menyiapkan sarana dan prasarana PB 

e. Melaporkan kejadian bencana kepada BPBD Prov dan BNPB. 

Pembinaan kepada masyarakat baik dalam antisipasi maupun dalam 

menghadapi bencana yang mungkin terjadi: 

a. Melakukan kegiatan sosialisasi sekolah di daerah rawan bencana 

b. Mengadakan kegiatan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan 

bencana 

c.  Melaksanakan kegiatan Geladi Lapang di daerah rawan bencana 

d. Mengadakan kegiatan Jambore  OSTB  

2.  Status Bencana 

Status bencana siaga/waspada/awas 

3.  Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana 

1.  Pemetaan Wilayah daerah rawan bencana 

2.  Sosialisasi pada daerah rawan bencana 

3.  Pembuatan rencorn dan gladi lapangan 

4.  Pembentukan Desa tangguh bencana 

5.  Pengadaan EWS 

6.  Pembuatan dan pemasangan rambu 
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4.  Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana 

Nama SKPD yang terlibat dalam penanganan bencana BPBD, KODIM, 

POLRES, DISHUB, DLH, DINSOS, DINKES, PMI. BNPB sebagai Leading sektor 

apabila bencana bersifat masif. 

5.  Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana 

1. TRC PB ( Tim Reaksi Cepat) Penanggulangn Bencana  

2. FPRB ( Forum Pengurangan Risiko Bencana ) 

3. OSTB ( Organisasi Siswa Tangguh Bencana ) 

4. Desa Tangguh Bencana 

 

6. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi 

Tabel 6.5. 

Kejadian Bencana di Kabupaten Lumajang per Wilayah Kecamatan 

No Kecamatan Jumlah Kejadian 

Bencana di 

Tahun 

Keterangan 

(Naik / Turun) 

2018 2019 

1. Tempursari 11 9 Turun 

2. Pronojiwo 15 4 Turun 

3. Candipuro 18 7 Turun 

4. Pasirian 12 9 Turun 

5. Tempeh 14 4 Turun 

6. Sumbersuko 3 7 Naik 

7. Lumajang 36 14 Turun 

8. Tekung 8 1 Turun 

9. Rowokangkung 12 5 Turun 

10. Kunir 7 5 Turun 

11. Yosowilangun 14 11 Turun 

12. Jatiroto 17 6 Turun 

13. Randuagung 9 7 Turun 

14. Sukodono 12 10 Turun 

15. Pasrujambe 3 1 Turun 

16. Senduro 27 12 Turun 

17. Padang 1 4 Naik 

18. Gucialit 4 2 Turun 

19. Kedungjajang 9 9 Tetap 

20. Klakah 10 3 Turun 

21. Ranuyoso 13 3 Turun 

JUMLAH 255 133  

Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang 
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Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat 

yang tangguh bencana di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan ;  

2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu ;  

3. Pengembangan sistem informasi, pelaksanaan Diklat dan logistik 

4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana ;  

5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana ;  

6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana ;  

7. pengembangan sistem pemulihan bencana.  

 

F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

1. Program/Kegiatan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 

          Inovasi merupakan suatu kegiatan pengembangan dan ataupun 

perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melukan pengembangan penerapan 

praktis nilai dan kontek ilmu pengetahuan yang baru. Ada 2 kegiatan inovasi yang 

telah dilakukan oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang yaitu: 

a. Satpol PP Goes To School  

      Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mulai tahun 2019 

menggencarkan program /kegiatan “Goes To School” sebagai upaya untuk 

mengantisipasi kenakalan di kalangan remaja. Kegiatan Satpol PP Goes To School 

tahun 2019 berfokus pada siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah 

Tingkat Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta. Pada Tahun 2019 sudah 90 

sekolahan yang telah dikunjungi guna diberikan penyuluhan oleh Tim Penyuluh 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. Untuk tahun 2020 direncanakan  

akan berkunjung di sekolah Madrasah Aliyah dan SMA baik negeri maupun swasta. 

 

b. Pengendalian Kerawanan Begal Motor dan Pencurian Hewan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang selama ini bertugas 

menegakkan Perda dan Perkada, sebagian anggotanya dilebur menjadi satu 

dengan Tim Cobra Polres Lumajang. Tim yang selama ini mendapatkan apresiasi 

masyarakat Lumajang diharapkan semakin kuat dengan tambahan personil dari 

Satuan Polisi pamong praja Kabupaten Lumajang. 



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

 

Bab VI - 155 

 

 

Untuk menguatkan peran, Satpol PP akan dilatih untuk memiliki kemampuan setara 

Tim Cobra di Kabupaten Lumajang. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi 

kriminilitas khususnya begal dan pencurian hewan.   

 

2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

a. Program Wajib 

1. BIDANG: SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

SESUAI 

RENSTRA 

TH. 2019 

REALISASI 

TH 2019 

CAPAIAN 

TH 2019 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 

Pelindungan 

Masyarakat 

Persentase Pelanggaran 

Masyarakat Yang Ditindaklanjuti 

Oleh Linmas 

60 15 0,25  

Persentase Penanganan 

Kebakaran Sesuai tingkat Watu 

Tanggap (Response Time Rate) 

Daerah Wilayah Managemen 

Kebakaran (WMK) 

Penjelasan: 

1. Tingkat Waktu tanggap 

    (Kota 15 Menit) 

2. Tingkat Waktu Tanggap 

    (Non Kota 75 Menit) 

25 94,59 3,78  

 

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM 

PROGRAM KEGIATAN ALOKASI 

ANGGARAN 

Rp. 

REALISASI ANGGARAN 

 

SUMBER 

DANA 

Rp %  

1.PROGRAM 

PENINGKATAN 

KEAMANAN DAN 

KENYAMANAN 

LINGKUNGAN 

1.Pengendalian Keamanan 

Lingkungan 

160.855.000 160.832.500 99,99 APBD 

2.Pengamanan Serentak   

Oleh Satuan Linmas 

683.550.000 678.300.000 99,23 APBD 

1.Pencegahan dan 

Pengendalian Bahaya 

Kebakaran 

420.105.500 420.014.500 99,99 APBD 

 

 

2. BIDANG: KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 
NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TARGET 

SESUAI 

RENSTRA 

TH. 2019 

REALISASI 

TH 2019 

CAPAIAN 

TH 2019 

 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Menurunya 

Pelanggaran 

Masyarakat 

Penurunan Pelanggaran 

Masyarakat Atas Perda 

dan/atau Perkada 

117,26 17,20 0,15  



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

 

Bab VI - 156 

 

 

Terhadap 

Perdadan/atau 

Perkada 

 

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM 
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI 

ANGGARAN  

Rp. 

REALISASI 

 

SUMBER 

DANA 

Rp. % 

PROGRAM PENINGKATAN 

STABILITAS KEAMANAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

1. Operasi dan 

Pengendalian 

Keamanan dan 

Ketertiban Lingkungan 

3.243.860.000 3.240.460.000 99,90 APBD 

2. Pembinaan Anggota 

dan Jambore Satuan 

Polisi Pamong Praja 

136.335.000 135.935.000 99,71 APBD 

3.Peningkatan Kerjasama 

Pemeliharaan Stabilitas 

Keamanan dan 

Ketertiban Umum 

4.308.110.000 4.268.975.000 99,09 APBD 

 

3. BIDANG: PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

SESUAI 

RENSTRA 

TH. 2019 

REALISASI 

TH 2019 

CAPAIAN 

TH 2018 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Menurunya 

Pelanggaran 

Masyarakat 

Terhadap 

Perdadan/atau 

Perkada 

Penurunan Pelanggaran 

Masyarakat Atas Perda 

dan/atau Perkada 

117,26 17,20 0,15  

 

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM 

PROGRAM KEGIATAN ALOKASI 

ANGGARAN 

Rp. 

REALISASI 

 

SUMBER 

DANA 

Rp. %  

PROGRAM PENEGAKAN 

PRODUK HUKUM 

DAERAH 

 

1. Penyuluhan Masyarakat 

dalam Pemahaman 

Produk Hukum Daerah 

173.881.000 166.956.000 96,01 APBD 

2. Pembinaan dan 

Pengawasan Dalam 

Penegakan Produk 

Hukum Daerah 

86.523.000 83.898.000 96,97 APBD 

3. Penyelidikan dan 

Penyidikan Dalam 

Penegakan Produk 

Hukum Daerah 

31.670.000 19.444.500 61,40 APBD 
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b. Program Penunjang 

1. BIDANG: SEKRETARIAT 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

SESUAI 

RENSTRA 

TH. 2019 

REALISASI

TH 2019 

CAPAIAN 

TH 2019 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 

Efektifitas dan 

Efisiensi Pengelolaan 

Administrasi Umum, 

Kepegawaian dan 

Keuangan 

 

Persentase Tingkat 

Pemenuhan Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

100 100 1  

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

58 58 1  

Persentase Pelaporan 

Kinerja dan Keuangan 

100 100 1  

 

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM 

 

PROGRAM KEGIATAN ALOKASI 

ANGGARAN 

Rp. 

REALISASI 

 

SUMBER 

DANA 

Rp. %  

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Pelayanan Administrasi dan 

Operasional Perkantoran 

                   

821,946,500  

 

 

757,594,816 

 

92,17 APBD 

Program 

Peningkatan 

sarana 

Prasarana 

Aparatur 

Pemangunan/Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

2.144.284.000 

 

              

2,106,586,105  

 

98,24 

 

 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

234.896.000 

 

                 

230,657,190  

 

98,20  

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem 

Pelaporan 

Capaian Kinerja 

Dan Keuangan 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD/LAKIP 

2.477.000 

 

2,435,000 

 

98,30  

Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran dan Prognosis Realisasi 

Anggaran 

2.477.000 

 

2,463,000 

 

99,43  

Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

2,477,000 

 

2,477,000 

 

100  

Penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (Renja, RKA) SKPD 

15.953.000 

 

15,839,000 

 

99,29  

 

3. Permasalahan dan Solusi 

 Permasalahan 

 Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 di dapat permasalahan dalam 

pelaksanaannya yaitu : 

a. Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai hambatan tidak 

tersedianya panti rehabilitasi untuk Gelandangan pengemis, orang gila dan 

Pekerja Seks Komersial 
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b. Tidak sebandingnya SDM Satpol PP dengan permasalahan di lapangan dan 

luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas; 

c. Tidak sebandingnya antara sarana prasarana yang tersedia dengan beban 

pekerjaan 

d. Untuk Kegiatan Sinergitas Penegakkan Perda pada sub kegiatan Penertiban 

Pasar Tumpah, PKL Cenderung kembali ke tempat yang dilarang. 

 

Solusi/Upaya Pemecahan Masalah 

Dari masalah–masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk sementara Gepeng Orgil, PSK dan anak Punk yang terjaring di data dan 

diberipembinaan di kantor Satpol PP kemudian langkah berikutnya berkoordinasi 

dengan Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan lebih lanjut, diharapkan ada 

panti yang dapat  menampung keberadaan mereka serta peningkatan  

koordinasi dengan instansi terkait; 

2. Harus terus dilaksanakan Pembinaan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini sebaiknya 

dibuat dalam sebuah program yang baku untuk setiap tahunnya, dikemas 

dalam kegiatan Pembekalan Pengetauan dan Peningkatan keterampilan, 

sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat diandalkan, terutama pelayanan 

terhadap masyarakat dan kesiapan dalam pengendalian gangguan. 

3. Ditempatkannya anggota Satpol PP untuk membantu penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban di setiap wilayah kecamatan sekaligus sebagai 

distribusi pengendalian dan pemantauan apabila terjadi gangguan serta 

dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kasi Trantib tiap-tiap 

kecamatan; 

4. Peningkatan pemeliharaan secara rutin terhadap Sarana dan Prasarana dan 

Optiomalisasi fungsi Sarana yang ada;  

5. Diperlukan tindak lanjut penertiban yang berkesinambungan dengan dukungan 

anggaran yang memadai;  

6. Diperlukan relokasi untuk PKL dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.  
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BAB VII 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

A. URUSAN PENDIDIKAN 

1. Jenis Pelayanan Dasar 

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten 

Lumajang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai 

tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. 

Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yaitu : 

a. Pendidikan dasar; 

b. Pendidikan kesetaraan; 

c. Pendidikan  anak usia dini. 

2. Target Pencapaian SPM 

No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM 
Target  Pembiayaan 

% Tahun Rp. 

I. Pendidikan 

Dasar 

  

Jumlah Warga Negara Usia 

7 – 15 Tahun yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar 

(SD/Mi,SMP/MTs) 

100 2019 4.685.547.650,00 

2. Pendidikan 

kesetaraan 

  

  

  

Jumlah Warga Negara Usia 

7 – 18 Tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan 

dasar dan atau menengah 

yang berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan 

100 2019 286.110.000,00 

3 Pendidikan 

Anak Usia 

Dini 

Jumlah Warga Negara Usia 

5 - 6 Tahun yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan PAUD 

100 2019 1.077.615.000,00 
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3.  Realisasi Pencapaian SPM 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 

Target 

Kab. 

Capaian 

SPM 

2019 

% % 

I. Pendidikan Dasar 

  

Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 

Tahun yang berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs) 
100 91,23 

2. Pendidikan kesetaraan 

  

  

  

Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 

Tahun yang belum menyelesaikan 

pendidikan dasar dan atau 

menengah yang berpartisipasi 

dalam pendidikan kesetaraan 

100 0,39 

3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 

Tahun yang berpartisipasi dalam 

pendidikan PAUD 

100 136,42 

 

Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2018 tidak dimunculkan sebagai 

pembanding capaian SPM Tahun 2019, karena indikator SPM mengalami perubahan, 

yakni Tahun 2018 terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang dijabarkan dalam 27 

Indikator SPM, sedangkan untuk Tahun 2019 SPM yang diampu oleh Kabupaten adalah 3 

(tiga) pelayanan dasar dengan 3 indikator capaian SPM. Hal tersebut sesuai Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. 

 

4. Alokasi Anggaran 2019 

Kode 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Belanja 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Bertambah / 

(Berkurang) 

Rp % 

1 2 3 4 5 6 

1.01 PENDIDIKAN 668.407.617.393,15 646.016.246.429,48 22.391.370.963,67 96,65 

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 502.363.234.551,00 492.947.130.042,50 9.416.104.508,50 98,13 
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5. Dukungan Personil 

a. Status Kepegawaian    

 - Pegawai negeri sipil (PNS) : 52 orang 

 - Tenaga kontrak : 43 Orang 

b. Latar belakang pendidikan PNS    

 - Magister (S2) : 15 orang 

 - Sarjana (S1) : 18 orang 

 - Sarjana muda/Diploma III (D3) : 1 orang 

 - Sarjana muda/Diploma II  (D2) : - orang 

 - Sarjana muda/Diploma I   (D1) : 1 orang 

 - SLTA : 17 orang 

 - SLTP : 2 orang 

 - SD : 1 orang 

c. Pangkat dan golongan    

 - Pembina Utama (IV/d)  1  

 - Pembina Utama Muda (IV/c) : 11 orang 

 - Pembina Tingkat I (IV/b) : 4 orang 

 - Pembina (IV/a) : 3 orang 

 - Penata Tingkat I (III/d) : 8 orang 

 - Penata Tingkat I (III/c) : 3 orang 

 - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 4 orang 

 - Penata Muda (III/a) : 1 orang 

 - Pengatur Tingkat I (II/d) : 4 orang 

 - Pengatur (II/c) : 4 orang 

 - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 6 orang 

 - Pengatur Muda (II/a) : 1 orang 

 - Juru Tingkat I (I/d) : 2 orang 

 - Juru (I/c) : - orang 

 - Juru Muda Tingkat I (I/b) : - orang 

 - Juru Muda (I/a) : - orang 

d. Pejabat struktural dan fungsional    

 - Struktural (Eselon II, III dan IV) : 20 orang 

 - Fungsional Pengawas : 4100 orang 
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6. Permasalahan dan Solusi 

A. Permasalahan 

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan 

masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut: 

1.  Pada Program dan Kegiatan  di Dinas Pendidikan, masih terjadi 

lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan di beberapa 

Bidang, dimana masih ada beberapa kegiatan yang masih belum 

terserap optimal;  

5. Pada penyerapan  dana   Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena 

penyerahan anggaran dari Provinsi pada bulan Maret 2019 kemudian 

pada Pemerintah Kabupaten perlu penyesuaian seperti aplikasi Sistem 

Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka sebagian  laporan 

pertanggungjawaban dari sekolah ke Dinas Pendidikan mengalami 

keterlambatan atau dengan kata lain laporan triwulan dari lembaga 

sekolah menumpuk pada akhir Desember 2019; 

6. Selanjutnya untuk Angka   Partisipasi    Murni    (APM)    dan Angka 

Partisikasi Kasar (APK) terjadi   penurunan    disebabkan data peserta 

didik untuk MI dan MTs dari Kemenag masih belum valid sehingga 

penyebut dalam perhitungan APK menjadi kecil / tidak lengkap. 

Diharapkan ketika data peserta didik dari Kemenag sudah tersaji, maka 

persentase APK SD/MI dan SMP/MTs dapat lebih besar dari tahun 2018. 

7. Rendahnya Angka Rata Rata Lama Sekolah, dikarenakan masih banyak 

masyarakat Lumajang diatas umur 25 tahun yang masih belum 

menamatkan pendidikan pada jenjang SMP. Terdapat banyak faktor 

yang menyebabkan masyarakat lumajang memiliki angka rata rata 

lama sekolah, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor 

kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

B. Solusi 

1.  Dengan mempersiapkan perencanaan yang lebih matang dan 

pelaksanaan  yang lebih baik; 

2. Pembenahan yang berlanjut dan pengevaluasian aplikasi Sistem 

Informasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (SIP BOS) mulai 

anggaran 2019 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 

Lumajang dengan  cara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 
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Penatausahaan BOS. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan monitoring 

hasil sosialisasi dan Bimtek ke lembaga sekolah penerima BOS baik 

negeri atau swasta,   

3. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data antara Kemendikbud 

dengan Kemenag untuk dapat memberikan data pendidikan dengan 

akurat dan tepat waktu. Sedangkan mengenai partisipasi peserta didik, 

solusinya yaitu dengan memperbaiki berbagai fasilitas sarana dan 

prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan lainnya sebagai daya tarik 

siswa untuk  mau menempuh wajib belajar pendidikan dasar dan 

menengah. Selanjutnya juga memberikan motivasi kepada siswa 

beserta orangtuanya akan arti pentingnya menempuh pendidikan 

untuk masa depan kelak demi kesejahteraan hidupnya. 

4. Mengajak masyarakat Lumajang khususnya yang berusia diatas 25 

tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan 

dasar dan atau pendidikan menengah untuk melanjutkan kembali 

pendidikannya melalui program kesetaraan. Dengan ini Dinas 

Pendidikan Kabupaten Lumajang mempunyai inovasi program GEMPITA 

DESA atau Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa 

yang diharapkan dapat menyerap peserta didik untuk melanjutkan 

pendidikannya yang tertunda/terhenti sampai pada lingkup desa. 

Dengan adanya inovasi ini kami sangat berharap dapat meningkatkan 

angka rata rata lama sekolah sekaligus dapat meningkatkan IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia) di Kabupaten Lumajang. 

 

B. URUSAN KESEHATAN 

1. Jenis Pelayanan Dasar 

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana 

Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, Dalam Peraturan Bupati Lumajang 

Nomor 74 Tahun 2016 pasal 2 (dua) disebutkan bahwa Dinas Kesehatan adalah 

unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Pelayanan 

Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) yaitu : 

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil 

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 
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c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

d. Pelayanan kesehatan balita 

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 

i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 

k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB 

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 

2. Target Pencapaian SPM 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 
Target  

% Tahun 

I. Pelayanan kesehatan 

ibu hamil 

Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan 

layanan kesehatan 100 2019 

2. Pelayanan kesehatan 

ibu bersalin 

Jumlah Ibu Bersalin yang 

mendapatkan layanan kesehatan 
100 2019 

3 Pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir 

Jumlah Bayi baru lahir yang 

mendapatkan layanan kesehatan 100 2019 

4 Pelayanan kesehatan 

balita 

Jumlah Balita yang mendapatkan 

layanan kesehatan 100 2019 

5 Pelayanan kesehatan 

pada usia pendidikan 

dasar 

Jumlah Warga Negara usia 

pendidikan dasar yang mendapatkan 

layanan kesehatan 

100 2019 

6 Pelayanan kesehatan 

pada usia produktif 

Jumlah Warga Negara usia Produktif 

yang mendapatkan layanan 

kesehatan 

100 2019 

7 Pelayanan kesehatan 

pada usia lanjut 

Jumlah Warga Negara usia lanjut 

yang mendapatkan layanan 

kesehatan 

100 2019 

8 Pelayanan kesehatan 

penderita hipertensi 

Jumlah Warga Negara penderita 

hipertensi yang mendapatkan 

layanan kesehatan 

100 2019 

9 Pelayanan kesehatan 

penderita Diabetes 

Melitus 

Jumlah Warga Negara penderita 

diabetes militus yang mendapatkan 

layanan kesehatan 

100 2019 

10 Pelayanan kesehatan 

orang dengan gangguan 

jiwa berat 

Jumlah Warga Negara dengan 

gangguan jiwa berat yang terlayani 

kesehatan 

100 2019 

11 Pelayanan kesehatan 

orang dengan TB 

Jumlah Warga Negara terduga 

tuberculosis yang mendapatkan 

layanan  kesehatan 

100 

2019 
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12 Pelayanan kesehatan 

orang dengan risiko 

terinfeksi HIV 

Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi 

virus yang melemahkan daya tahan 

tubuh manusia (HIV) yang 

mendapatkan layanan kesehatan 

100 2019 

 

  

3.  Realisasi Pencapaian SPM 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator SPM 

Capaian 

SPM 

2018 

Capaian 

SPM 

2019 

% % 

I. Pelayanan 

kesehatan ibu 

hamil 

Jumlah Ibu Hamil yang 

mendapatkan layanan 

kesehatan 

94.42 95,87 

2. Pelayanan 

kesehatan ibu 

bersalin 

Jumlah Ibu Bersalin yang 

mendapatkan layanan 

kesehatan 
102.00 103,31 

3 Pelayanan 

kesehatan bayi baru 

lahir 

Jumlah Bayi baru lahir yang 

mendapatkan layanan 

kesehatan 

101.38 101,51 

4 Pelayanan 

kesehatan balita 

Jumlah Balita yang 

mendapatkan layanan 

kesehatan 

92.17 89,27 

5 Pelayanan 

kesehatan pada 

usia pendidikan 

dasar 

Jumlah Warga Negara usia 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan layanan 

kesehatan 

99.69 95,32 

6 Pelayanan 

kesehatan pada 

usia produktif 

Jumlah Warga Negara usia 

Produktif yang mendapatkan 

layanan kesehatan 

51.47 79,44 

7 Pelayanan 

kesehatan pada 

usia lanjut 

Jumlah Warga Negara usia lanjut 

yang mendapatkan layanan 

kesehatan 

68.81 79,91 

8 Pelayanan 

kesehatan penderita 

hipertensi 

Jumlah Warga Negara penderita 

hipertensi yang mendapatkan 

layanan kesehatan 

35.58 50,48 

9 Pelayanan 

kesehatan penderita 

Diabetes Melitus 

Jumlah Warga Negara penderita 

diabetes militus yang 

mendapatkan layanan 

kesehatan 

26.41 101,81 

10 Pelayanan 

kesehatan orang 

dengan gangguan 

jiwa berat 

Jumlah Warga Negara dengan 

gangguan jiwa berat yang 

terlayani kesehatan 
65.38 101,36 

11 Pelayanan 

kesehatan orang 

dengan TB 

Jumlah Warga Negara terduga 

tuberculosis yang mendapatkan 

layanan  kesehatan 

100 92,28 

12 Pelayanan 

kesehatan orang 

dengan risiko 

terinfeksi HIV 

Jumlah Warga Negara resiko 

terinfeksi virus yang melemahkan 

daya tahan tubuh manusia (HIV) 

yang mendapatkan layanan 

kesehatan 

13.70 41.16 
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4. Alokasi Anggaran 2019 

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 

Belanja 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Bertambah / (Berkurang) 

Rp % 

1 2 3 4 5 6 

1.02 KESEHATAN 357.582.748.030,91 324.334.640.070,91 33.248.107.960,00 90,70 

1.02.01 DINAS KESEHATAN 109.856.714.763,00 99.198.044.390,91 10.658.670.372,09 90,30 

1.02.01.01 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

TEMPURSARI 

2.835.796.449,00 2.040.669.041,00 795.127.408,00 71,96 

1.02.01.02 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

PRONOJIWO 

2.418.185.129,00 2.057.380.196,00 360.804.933,00 85,08 

1.02.01.03 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

CANDIPURO 

2.982.212.601,00 2.133.685.041,00 848.527.560,00 71,55 

1.02.01.04 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

PENANGGAL 

1.752.377.114,00 1.425.864.035,00 326.513.079,00 81,37 

1.02.01.05 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

PASIRIAN 

3.999.980.517,00 3.217.862.697,00 782.117.820,00 80,45 

1.02.01.06 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

BADES 

2.046.341.900,00 1.652.732.305,00 393.609.595,00 80,77 

1.02.01.07 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

TEMPEH 

4.684.510.238,00 3.835.039.266,00 849.470.972,00 81,87 

1.02.01.08 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

GESANG 

2.021.138.162,00 1.499.404.703,00 521.733.459,00 74,19 

1.02.01.09 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

ROGOTRUNAN 

4.152.885.938,00 3.214.612.404,00 938.273.534,00 77,41 

1.02.01.10 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

LABRUK KIDUL 

2.489.709.109,00 2.055.891.046,00 433.818.063,00 82,58 

1.02.01.11 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

TEKUNG 

1.870.495.581,00 1.668.892.716,00 201.602.865,00 89,22 

1.02.01.12 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

KUNIR 

4.320.913.834,00 3.482.942.880,00 837.970.954,00 80,61 

1.02.01.13 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

YOSOWILANGUN 

3.857.060.269,00 2.774.757.812,00 1.082.302.457,00 71,94 

1.02.01.14 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

SUMBERSARI 

3.337.903.015,00 2.773.281.911,00 564.621.104,00 83,08 

1.02.01.15 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

JATIROTO 

4.115.927.122,00 3.307.446.315,00 808.480.807,00 80,36 

1.02.01.16 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

RANDUAGUNG 

2.861.102.048,00 2.275.752.610,00 585.349.438,00 79,54 

1.02.01.17 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

SUKODONO 

3.641.484.592,00 2.802.937.579,00 838.547.013,00 76,97 

1.02.01.18 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

PADANG 

2.488.283.854,00 2.185.756.097,00 302.527.757,00 87,84 

1.02.01.19 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

PASRUJAMBE 

1.798.499.946,00 1.672.191.036,00 126.308.910,00 92,98 

1.02.01.20 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

SENDURO 

2.679.046.608,00 2.221.353.210,00 457.693.398,00 82,92 

1.02.01.21 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

GUCIALIT 

2.135.426.488,00 1.832.002.749,00 303.423.739,00 85,79 

1.02.01.22 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

KEDUNGJAJANG 

3.725.928.844,00 2.932.645.028,00 793.283.816,00 78,71 

1.02.01.23 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

KLAKAH 

4.300.994.773,00 3.871.281.640,00 429.713.133,00 90,01 

1.02.01.24 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

RANUYOSO 

4.144.877.657,00 3.166.397.527,00 978.480.130,00 76,39 

1.02.01.25 DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS 

TUNJUNG 

2.124.284.882,00 1.545.104.433,00 579.180.449,00 72,74 

1.02.02 RSUD dr. HARYOTO 141.191.975.691,91 136.148.731.481,00 5.043.244.210,91 96,43 

1.02.03 RSUD PASIRIAN 29.748.690.906,00 27.341.979.922,00 2.406.710.984,00 91,91 
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5. Dukungan Personil 

a. Status kepegawaian    

 - Pegawai negeri sipil (PNS) : 717 orang 

 - Tenaga kontrak : 716 orang 

b. Latar belakang pendidikan (PNS dan Tenaga Kontrak) 

 - Magister (S2) : 6 orang 

 - Sarjana (S1) : 378 orang 

 - Sarjana muda/Diploma III (D3) : 752 orang 

 - Diploma 1 (D1) : 4 orang 

 - SLTA : 260 orang 

 - SLTP : 18 orang 

 - SD : 15 orang 

c. Pangkat dan golongan (PNS)    

 - Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang 

 - Pembina Tingkat I (IV/b) : 4 orang 

 - Pembina (IV/a) : 32 orang 

 - Penata Tingkat I (III/d) : 148 orang 

 - Penata (III/c) : 68 orang 

 - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 114 orang 

 - Penata Muda (III/a) : 136 orang 

 - Pengatur Tingkat I (II/d) : 55 orang 

 - Pengatur (II/c) : 128 orang 

 - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 16 orang 

 - Pengatur Muda (II/a) : 7 orang 

 - Juru Tingkat I (I/d) : 1 orang 

 - Juru (I/c) : 6 orang 

 - Juru Muda Tingkat I (I/b) : 1 orang 

 - Juru Muda (I/a) : - orang 

d. Pejabat struktural dan fungsional     

 - Struktural (Eselon II, III dan IV) : 20 orang 

  • Eselon II : 1 orang 

  • Eselon III : 4 orang 

  • Eselon IV : 15 orang 

 - Struktural yang Telah Diklat : 18 orang 

  • Eselon II : 0 orang 

  • Eselon III : 3 orang 

  • Eselon IV : 15 orang 
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 - Fungsional : 1.070 Orang 

e. Struktur Organisasi :   

 - Jumlah TU/Sekretariat : 1 Sekretariat 

 - Jumlah Sub. Bagian : 3 Subbag 

 - Jumlah Bidang : 3 Bidang 

 - Jumlah Sub Bid./Seksi : 12 Seksi 

 

No Jenis Jabatan Fungsional Jumlah Tenaga 

1 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 33 

2 Administrator Kesehatan 51 

3 Epidemiologi Kesehatan 0 

4 Pembimbing Kesehatan Kerja 1 

5 Perawat 401 

6 Perawat gigi 12 

7 Bidan 327 

8 Dokter 52 

9 Dokter gigi 31 

10 Apoteker 17 

11 Asisten Apoteker 31 

12 Nutrisionis 48 

13 Pranata Laboratorium 26 

14 Sanitarian 26 

15 Perekam Medis 14 

 TOTAL 1.070 

 

6. Permasalahan dan Solusi 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

Pelayanan kesehatan ibu hamil tidak mencapai target renja maupun target 

SPM. 

Permasalahan : 

• masih ada ibu hamil yg tidak memeriksakan kehamilannya mulai usia 

kehamilan <12 minggu, karena masih ada mitos yg masih dipercaya bila 

memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan pada usia krhamilan terlalu 

kecil <12 minggu nanti kehamilannya hilang  

Solusi : 

a. Memaksimalkan kegiatan kelas ibu hamil 

b. melaksanakan kegiatan kelas prakonsepsi agar pemahaman akan 

kehamilan benar dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. 
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c. kerjasama dgn Disdalduk KB PP dan kemenag dalam memaksimalkan 

kegiatan Suscatin dan Binwin. Agar pasangan pengantin tahu bagaimana 

mempersiapkan kehamilan yg sehat termasuk didalamnya periksa 

kehamilan ke tenaga kesehatan sedini mungkin (<12 minggu) 

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sudah mencapai target renja dan SPM. 

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sudah mencapai target renja dan SPM. 

4. Pelayanan Kesehatan Balita 

Pelayanan kesehatan balita tidak mencapai target renja maupun target SPM 

Permasalahan : 

a. Karena masih banyak balita yg masih belum lengkap mendapatkan 

pelayanan kesehatan antara lain imunisasi rutin masih belum lengkap 

diterima oleh semua balita khususnya imunisasi boster usia 18-24 bln. 

b. Masih belum semua balita dilakukan pemantauan perkembangan 

(SDIDTK) lengkap sesuai usianya. 

c. Masih belum semua balita sakit diperiksa dengan manajemen balita sakit 

(MTBS) 

Solusi : 

a. Maksimalkan kegiatan posyandu dalam pelaksanaan pemantauan 

perkembangan (SDIDTK ) pada balita sehat sesuai usianya. Dengan salah 

satu cara balita yg waktunya SDIDTK dihadirkan ke posyandu pada jam 

siang buka posyandu. Jadi ibu dan balita tidak menunggu lama. 

b. melakukan MOU pelaksanaan SDIDTK dengan PAUD, TK, dan  RA agar guru 

PAUD, TK, dan RA juga bisa melakukan pemantauan perkembangan pada 

balita usia PAUD dan TK. 

c. meningkatkan skil petugas bidan, perawat dalam melaksanakan SDIDTK 

dengan mengadakan refres kegiatan SDIDTK. 

d. Memaksimalkan pemeriksaan MTBS pada semua balita sakit yang datang 

ke faskes. 

e. meningkatkan skil bidan, perawat dan dokter puskesmas dalam melakukan 

pemeriksaan MTBS 

5. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar 

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak mencapai target renja 

maupun target SPM 
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Permasalahan : 

• Target pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar tidak bisa 

tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan 

diantaranya karena adanya jumlah sekolah yang melebihi kapasitas 

petugas sehingga tidak semua sekolah bisa dilakukan skrining, serta belum 

optimalnya tim UKS di puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan 

penjaringan di sekolah 

Solusi : 

a. Perencanaan kegiatan penjaringan secara cermat 

b. Melibatkan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan penjaringan di 

sekolah 

c. Pembentukan tim pelaksana UKS (lebih dari 1 tim) sehingga bisa berbagi ke 

beberapa sekolah 

 

6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 

Pelayanan kesehatan usia produktif tidak mencapai target renja maupun 

target SPM 100 %. 

Permasalahan : 

a. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM; 

- Puskesmas pandu PTM 

- Portal web 

b. Kurangnya pemantapan peran  fasilitas pelayanan kesehatan 

c. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan 

skrening usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah. 

d. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu 

masih kurang 

e. Dukungan dan peran lintas sector masih kurang 

f. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM 

g. Belum semua instansi/lembaga/organisasi/perkumpulan /komunitas dan 

lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM 

h. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih 

i. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi 

j. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun 

bagi tenaga kesehatan 
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k. Belum ada media konseling PTM posbindu 

l. belum ada pelatihan survailans factor risiko PTM berbasis web 

Solusi : 

a. Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat 

b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

c. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan 

✓ Jumlah petugas yang berperan di puskesmas hanya pengelola program 

PTM, Kualitas/pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan. 

Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan 

tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain. 

 

✓ Di Dinas Kesehatan diperlukan sekitar 6 programer untuk PTM, Posbindu, 

kesehatan gilut, kesehatan indra, disabilitas dan gapti, agar bisa 

melaksanakan upaya pengendalian PTM dengan optimal. Sementara 

ini masih ada 2 (dua) tenaga pengelola program di tingkat kabupaten 

✓ Peningkatan kapasitas kader; 

- Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan 

atau pembinaan secara intensif 

- Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal 

pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya 

pengendalian PTM 

d. Penguatan anggaran 

e. Peningkatan peran lintas program lintas sektor 

7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 

Pelayanan kesehatan usia lanjut tidak mencapai target renja maupun target 

SPM 

Permasalahan : 

a. Sarana Prasarana terkait pelayanan kesehatan ( Pemeriksaan Kolestrol) 

yang masih kurang 

b. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat ( Lansia ) di wilayah yang masih 

kurang peduli terhadap kesehatannya 

Solusi : 

a. Edukasi dan promosi kepada masyarakat tentang pentingnya 

pemeriksaan  
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b. Optimalisasi dan konsistensi RR (Report and Recording) pelayanan lansia 

oleh jejaring puskesmas 

c. Advokasi ke pemerintah dalam optimalisasi Posyandu Lansia 

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi tiidak mencapai target renja 

maupun target SPM 100 %. 

Permasalahan : 

a. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM; 

- Puskesmas pandu PTM 

- Portal web 

- Penanganan klinis Hipertensi 

b. Kurangnya pemantapan peran  fasilitas pelayanan kesehatan 

c. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan 

skrening usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah. 

d. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu 

masih kurang 

e. Dukungan dan peran lintas sector masih kurang 

f. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM 

g. Belum semua instansi/lembaga/organisasi/perkumpulan /komunitas dan 

lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM 

h. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih 

i. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi 

j. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun 

bagi tenaga kesehatan 

k. Belum ada media konseling PTM posbindu 

l. belum ada pelatihan survailans factor risiko PTM berbasis web 

Solusi : 

a. Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat 

b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

c. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan 

✓ Jumlah petugas yang berperan di puskesmas hanya pengelola program 

PTM, Kualitas/pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan. 

Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan 

tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain. 
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✓ Di Dinas Kesehatan diperlukan sekitar 6 programer untuk PTM, Posbindu, 

kesehatan gilut, kesehatan indra, disabilitas dan gapti, agar bisa 

melaksanakan upaya pengendalian PTM dengan optimal. Sementara 

ini masih ada 2 (dua) tenaga pengelola program di tingkat kabupaten 

✓ Peningkatan kapasitas kader; 

- Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan 

atau pembinaan secara intensif 

- Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal 

pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya 

pengendalian PTM 

d. Penguatan anggaran 

e. Peningkatan peran lintas program lintas sektor 

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus 

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sudah mencapai target 

renja dan SPM. 

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sudah mencapai 

target renja dan SPM.  

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 

Pelayanan kesehatan orang dengan TB tidak mencapai target renja maupun 

target SPM 100 %. 

Permasalahan 

a. Kurangnya pencarian aktif oleh pustu dan poskesdes ke masyarakat 

b. Kurangnya pemeriksaan kontak pasien TBC oleh tenaga kesehatan 

Solusi 

a. Supervisi fasilitatif pada layanan yang terkendala 

b. Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek 

kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko 

c. Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes 

d. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk penjangkauan populasi kunci 

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tidak mencapai 

target renja maupun target SPM 100 %. 

Permasalahan 
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a. Belum semua faskes melaporkan capaian kegiatan testing hiv melalui 

aplikasi SIHA, penyebab keterbatasan SDM dan sarpras elektronik 

b. Kemampuan Petugas dalam menggali faktor resiko hiv pasien yang 

terbatas 

c. Penjangkauan pada populasi kunci hiv yang terbatas karena keterbatasan 

koordinasi lintas sektor 

Solusi 

a. Supervisi fasilitatif pada layanan yang terkendala 

b. Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek 

kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko 

c. Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes 

d. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk penjangkauan populasi kunci. 

 

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM 

1. Jenis Pelayanan Dasar 

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: 

a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 

b) Penyediaan pengolahan air limbah domestik 

 

2. Target Pencapaian SPM 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 
Target  

% Tahun 

I. Penyediaan kebutuhan 

pokok air minum sehari-

hari 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh kebutuhan pokok air 

minum sehari-hari 

100 2019 

2. Penyediaan pelayanan 

pengolahan air limba 

domestik 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan pengolahan air 

limbah domestik 
100 2019 
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3.  Realisasi Pencapaian SPM 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator SPM 

Capaian 

SPM 

2018 

Capaian 

SPM 

2019 

% % 

I. Penyediaan 

kebutuhan pokok 

air minum sehari-

hari 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh kebutuhan pokok 

air minum sehari-hari 
74.59 74,94 

2. Penyediaan 

pelayanan 

pengolahan air 

limba domestik 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan 

pengolahan air limbah domestik 
 65,68 

 

 

4. Alokasi Anggaran 2019 

Kode 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Belanja 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Bertambah / 

(Berkurang) 

Rp % 

1 2 3 4 5 6 

1.03 PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG 

174.374.936.870,00 154.404.686.762,91 19.970.250.107,09 88,55 

1.03.01 DINAS PEKERJAAN 

UMUM DAN TATA 

RUANG 

174.212.636.870,00 154.242.652.334,91 19.969.984.535,09 88,54 

2.04.01 DINAS 

PERDAGANGAN 

162.300.000,00 162.034.428,00 265.572,00 99,84 

 

 

5. Dukungan Personil 

1. Status kepegawaian    

 - Pegawai negeri sipil (PNS) : 140 orang 

 - Tenaga kontrak : 156 orang 

2. Latar belakang pendidikan    

 - Magister (S2) : 2 orang 

 - Sarjana (S1) : 30 orang 

 - Sarjana muda/Diploma III (D3) : 2 orang 

 - SLTA : 36 orang 

 - SLTP : 36 orang 
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 - SD 

 

: 27 orang 

3. Pangkat dan golongan    

 - Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang 

 - Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang 

 - Pembina (IV/a) : - orang 

 - Penata Tingkat I (III/d) : 3 orang 

 - Penata (III/c) : 9 orang 

 - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 4 orang 

 - Penata Muda (III/a) : 19 orang 

 - Pengatur Tingkat I (II/d) : 22 orang 

 - Pengatur (II/c) : 5 orang 

 - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 17 orang 

 - Pengatur Muda (II/a) : 5 orang 

 - Juru Tingkat I (I/d) : 40 orang 

 - Juru (I/c) : 6 orang 

 - Juru Muda Tingkat I (I/b) : - orang 

 - Juru Muda (I/a) 

 

: - orang 

4. Pejabat struktural dan fungsional    

 - Struktural (Eselon II, III dan IV) : 16 orang 

 - Fungsional 

 

: - orang 

 

6. Permasalahan dan Solusi 

A. Permasalahan 

1. Terjadinya kerusakan jalan dan jembatan diakibatkan oleh penggunaan 

atau pemakaian jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan 

kemampuannya.  

2. Bahu dan drainase jalan yang tidak terawat dengan baik sehingga jalan 

tergenang oleh air yang menyebabkan pengurangan umur rencana.  

3. Penumpukan sedimen dalam bangunan dan saluran irigasi yang 

menyebabkan pengurangan kapasitas dalam bangunan dan saluran 

irigassi sehingga dapat menyebabkan bangunan dan saluran irigasi 

menjadi rawan banjir dan rawan kekeringan.  
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4. Banyaknya kehilangan pintu-pintu air pada jaringan irigasi sehingga 

menyulitkan pengaturan dan pengoperasian ke petak-petak sawah serta 

adanya endapan sedimen di saluran sehingga mudah terjadi banjir. 

5. Pengurangan anggaran secara mandiri sebagai akibat perhitungan 

SILPA APBD Kabupaten Lumajang sangat berdampak pada capaian 

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang 

dalam pelayan infrastruktur kepada masyarakat. Karena dengan 

pengurangan anggaran berarti infrastruktur yang terbangun akan 

mengalami pengurangan secara kuantitas. 

B. Solusi 

1. Solusi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dan 

instansi terkait untuk menertibkan penggunaan jalan sesuai dengan kelas 

jalan yang telah ditentukan. 

2. Solusi yang dilakukan dengan membenahi bahu jalan dan membangun 

saluran drainase yang baik , sosialisasi tentang pemeliharaan jalan 

supaya masyarakat tidak menutup saluran drainase dan menimbun bahu 

jalan sehingga jalan tidak tergenang oleh air sehingga umur rencana 

tetap terjaga. 

3. Solusi yang dilakukan dengan melakukan normalisasi bangunan dan 

saluran irigasi terjadi peningkatan kapasitas bangunan dan saluran irigasi 

dalam penangulangan daerah rawan banjir dan kekeringan. 

4. Solusinya yang harus dilakukan guna pencegahan dan penanggulangan 

kehilangan pintu-pintu air yakni dengan membungkus/selimut beton cor 

pada kerangkanya. 

5. Memberikan prioritas penganggaran, terutama pada pelayan 

infrastruktur kepada masyarakat. 

 

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 

1. Jenis Pelayanan Dasar 

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan 

rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang 

perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran 

sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan 
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terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari : 

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 

di kabupaten 

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program pemerintah daerah 

 

2. Target Pencapaian SPM 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 
Target  

% Tahun 

I. Penyediaan dan 

rehabilitasi rumah yang 

layak huni bagi korban 

bencana di kabupaten 

Jumlah warga negara korban 

bencana yang memperoleh rumah 

layak huni 
100 2019 

2. Fasilitasi penyediaan 

rumah yang layak huni 

bagi masyarakat yang 

terkena relokasi 

program pemerintah 

daerah 

Jumlah warga negara yang terkena 

relokasi akibat program pemerintah 

daerah yang memperoleh fasilitasi 

penyediaan rumah yang layak huni 
100 2019 

 

 

3.  Realisasi Pencapaian SPM 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 

Capaian 

SPM 

2018 

Capaian 

SPM 

2019 

% % 

I. Penyediaan dan 

rehabilitasi rumah yang 

layak huni bagi korban 

bencana di kabupaten 

Jumlah warga negara korban 

bencana yang memperoleh 

rumah layak huni 
- - 

2. Fasilitasi penyediaan 

rumah yang layak huni 

bagi masyarakat yang 

terkena relokasi 

program pemerintah 

daerah 

Jumlah warga negara yang 

terkena relokasi akibat program 

pemerintah daerah yang 

memperoleh fasilitasi penyediaan 

rumah yang layak huni 

- - 

 

 

Indikator SPM diatas merupakan indikator baru yang ditetapkan melalui 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 
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Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, sehingga Kabupaten 

Lumajang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum 

mempunyai data untuk SPM tersebut, dikarenakan masih mengampu Indikator 

SPM yang lama yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai 

berikut : 

Standar Pelayanan Minimal 

Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 

Nomor 22/PERMEN/M/2008 

 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 

Capaian 

SPM 

2018 

Capaian 

SPM 

2019 

% % 

I. Rumah Layak Huni dan 

Terjangkau 

1. Cakupan ketersediaan rumah 

layak huni 91,55 81,97 

2. Cakupan Layanan Rumah 

Layak Huni Yang Terjangkau 96,31 92,43 

2. Lingkungan yang Sehat 

dan Aman yang 

didukung dengan 

Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU) 

3. Cakupan lingkungan yg sehat 

dan aman yg didukung 

Prasarana, sarana dan Utilitas 

Umum (PSU) 

2,4 53,28 

 

 

4. Alokasi Anggaran 2019 

Kode 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Belanja 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Bertambah / 

(Berkurang) 

Rp % 

1 2 3 4 5 6 

1.04 PERUMAHAN 

RAKYAT DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

7.210.384.988,00 6.773.563.586,50 436.821.401,50 93,94 

1.04.01 DINAS 

PERUMAHAN DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

7.210.384.988,00 6.773.563.586,50 436.821.401,50 93,94 
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5. Dukungan Personil 

1. Status kepegawaian    

 - Pegawai negeri sipil (PNS) : 23 orang 

 - Tenaga kontrak : 47 Orang 

2. Latar belakang pendidikan    

 - Magister (S2) : 3 orang 

 - Sarjana (S1) : 8 orang 

 - Sarjana muda/Diploma III (D3) : - orang 

 - SLTA : 11 orang 

 - SLTP : 1 orang 

 - SD 

 

: - orang 

3. Pangkat dan golongan    

 - Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang 

 - Pembina Tingkat I (IV/b) : - orang 

 - Pembina (IV/a) : 1 orang 

 - Penata Tingkat I (III/d) : 5 orang 

 - Penata (III/c) : 4 orang 

 - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 1 orang 

 - Penata Muda (III/a) : 1 orang 

 - Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang 

 - Pengatur (II/c) : 5 orang 

 - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : - orang 

 - Pengatur Muda (II/a) : 1 orang 

 - Juru Tingkat I (I/d) : - orang 

 - Juru (I/c) : 1 orang 

 - Juru Muda Tingkat I (I/b) : - orang 

 - Juru Muda (I/a) 

 

: - orang 

4. Pejabat struktural dan fungsional    

 - Struktural (Eselon II, III dan IV) : 10 orang 

 - Fungsional 

 

: - orang 

 

6. Permasalahan dan Solusi 

A. Permasalahan 

1. Masih kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung 

operasional dan kelancaran progam dan kegiatan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang 

2. Masih adanya Prasaran Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang 

asetnya belum diserahkan ke pihak Pemerintah Kabupaten. 

3. Minimnya Anggran mengakibatkan Program dan Kegiatan tidak 

maksimalnya 
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4. Kurangnya personil Tenaga Ahli / Teknis pada Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. 

B. Solusi 

1. Solusinya adalah dengan secara bertahap melakukan pengadaan fasilitas 

sarana dan prasarana Dinas sesuai kemampuan anggaran 

2. Solusinya adalah melakukan monitoring terhadap Sarana Utilitas Umum 

(PSU) Perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pihak Pemerintah 

Kabupaten. 

3. Mengoptimalkan PAD yang menjadi kewenangan DPKP 

4. Melaksanakan peningkatan kapasitas kompetensi SDM DPKP  

 

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

1. Jenis Pelayanan Dasar 

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

d) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana 

e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran 

2. Target Pencapaian SPM 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 
Target  

% Tahun 

I. Pelayanan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan akibat dari 

penegakan hukum Perda dan 

Perkada 

100 2019 

2. Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan informasi 

rawan bencana 
100 2019 

3. Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan pencegahan 

dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

100 2019 
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4. Pelayanan 

Penyelamatan dan 

evakuasi Korban 

Bencana 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban bencana 
100 2019 

5. Pelayanan 

Penyelamatan dan 

evakuasi Korban 

Kebakaran 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban kebakaran 
100 2019 

 

 

3.  Realisasi Pencapaian SPM 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator SPM 

Capaian 

SPM 

2019 

%/orang 

I. Pelayanan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan akibat dari penegakan hukum 

Perda dan Perkada 

100 % 

2. Pelayanan 

Informasi Rawan 

Bencana 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan bencana 21.781 

3. Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 
1.580 

4. Pelayanan 

Penyelamatan dan 

evakuasi Korban 

Bencana 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan evakuasi 

korban bencana 
9 

5. Pelayanan 

Penyelamatan dan 

evakuasi Korban 

Kebakaran 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran 
94,59 % 

 

 

4. Alokasi Anggaran 2019 

Kode 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Belanja 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Bertambah / 

(Berkurang) 

Rp % 

1 2 3 4 5 6 

1.05 

KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN UMUM, 

DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

28.841.522.010,00 27.809.983.757,00 1.031.538.253,00 96,42 

1.05.01 
SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA 
16.663.173.721,00 16.184.708.087,00 478.465.634,00 97,13 



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

 

Bab VII - 183 

 

 

1.05.02 

BADAN KESATUAN 

BANGSA DAN 

POLITIK 

5.353.160.018,00 5.109.084.928,00 244.075.090,00 95,44 

1.05.03 

BADAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH 

6.741.353.271,00 6.442.120.742,00 299.232.529,00 95,56 

3.05.03

.03 

SEKRETARIAT 

DAERAH - BAGIAN 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

83.835.000,00 74.070.000,00 9.765.000,00 88,35 

 

5. Dukungan Personil 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 48 Orang 

 Tenaga kontrak 180 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 6 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 203 Orang 

 SLTP 12 Orang 

 SD 4 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I 5 Orang 

 Golongan II 27 Orang 

 Golongan III 13 Orang 

 Golongan IV 48 Orang 

Pejabat Struktural dan 

Fungsional 

Struktural Eselon IIb - Orang 

Struktural Eselon IIIa 1 Orang 

Struktural Eselon IIIb 3 Orang 

Struktural Eselon IVa 7 Orang 

Fungsional - Orang 

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 25 Orang 

 Tenaga kontrak 15 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 17 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) 1 Orang 

 SLTA 16 Orang 

 SLTP 1 Orang 

 SD 1 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I 1 Orang 

 Golongan II 10 Orang 

 Golongan III 9 Orang 

 Golongan IV 5 Orang 
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Pejabat Struktural dan 

Fungsional 

Struktural Eselon IIb 1 Orang 

Struktural Eselon IIIa 1 Orang 

Struktural Eselon IIIb 3 Orang 

Struktural Eselon IVa 7 Orang 

Fungsional - Orang 

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 15 Orang 

 Tenaga kontrak 50 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 2 Orang 

 Sarjana (S1) 7 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 4 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD 2 Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I 2 Orang 

 Golongan II 3 Orang 

 Golongan III 6 Orang 

 Golongan IV 4 Orang 

Pejabat Struktural dan 

Fungsional 

Struktural Eselon IIb 1 Orang 

Struktural Eselon IIIa 1 Orang 

Struktural Eselon IIIb 2 Orang 

Struktural Eselon IVa 6 Orang 

Fungsional - Orang 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2019 

 

 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 2 Orang 

 Tenaga kontrak 3 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) - Orang 

 Sarjana (S1) 2 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 1 Orang 

 SLTA 2 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I - Orang 

 Golongan II 1 Orang 

 Golongan III 1 Orang 

Pejabat Struktural dan 

Fungsional 

Struktural Eselon IVa 1 Orang 

Fungsional - Orang 

    

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019 
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6. Permasalahan dan Solusi 

A. Permasalahan 

1. Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai hambatan 

tidak tersedianya panti rehabilitasi untuk Gelandangan pengemis, orang 

gila dan Pekerja Seks Komersial. 

2. Jumlah SDM Satpol PP tidak sebandingnya dengan permasalahan di 

lapangan dan luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas. 

3. Tidak sebandingnya antara sarana prasarana yang tersedia dengan beban 

pekerjaan. 

4. Untuk Kegiatan Sinergitas Penegakkan Perda pada sub kegiatan Penertiban 

Pasar Tumpah, PKL Cenderung kembali ke tempat yang dilarang. 

5. Peralatan dan logistik untuk ketentraman, ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat pada BPBD yang cukup banyak membutuhkan 

tempat yang layak, namun tempat atau gudang yang tersedia masih belum 

memenuhi standar 

6. Belum tertibnya administrasi dan manajemen logistik, sehingga stok opname 

kurang up to date. 

7. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai untuk pelaksanaan 

tupoksi 

8. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam 

pelaksanaan tupoksi  

9. Pendidikan dan pelatihan subtantif Kesbangpol belum optimal  

10. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku 

masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses 

demokratisasi.  

11. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) belum maksimal  

12. Peraturan perundang- undangan yang tidak konsisten satu sama lain 

menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan 

pelayanan. 

B. Solusi 

Dari masalah–masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk sementara Gepeng Orgil, PSK dan anak Punk yang terjaring di data 

dan diberipembinaan di kantor Satpol PP kemudian langkah berikutnya 
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berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan lebih lanjut, 

diharapkan ada panti yang dapat  menampung keberadaan mereka serta 

peningkatan  koordinasi dengan instansi terkait; 

2. Harus terus dilaksanakan Pembinaan kepada Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini 

sebaiknya dibuat dalam sebuah program yang baku untuk setiap tahunnya, 

dikemas dalam kegiatan Pembekalan Pengetauan dan Peningkatan 

keterampilan, sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat diandalkan, terutama 

pelayanan terhadap masyarakat dan kesiapan dalam pengendalian 

gangguan. Serta ditempatkannya anggota Satpol PP untuk membantu 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di setiap wilayah 

kecamatan sekaligus sebagai distribusi pengendalian dan pemantauan 

apabila terjadi gangguan serta dengan cara meningkatkan koordinasi 

dengan Kasi Trantib tiap-tiap kecamatan; 

3. Peningkatan pemeliharaan secara rutin terhadap Sarana dan Prasarana 

dan Optiomalisasi fungsi Sarana yang ada;  

4. Diperlukan tindak lanjut penertiban yang berkesinambungan dengan 

dukungan anggaran yang memadai, serta diperlukan relokasi untuk PKL 

dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. 

5. Penganggaran rehabilitasi gudang supaya layak penggunaannya untuk 

menyimpan peralatan dan logistik 

6. Perlu diadakan pelatihan dan pembinaan manajemen gudang dan logistik. 

7. Dengan keterbatasan Sumber daya serta penempatan Pegawai 

Bakesbangpol yang tidak sesuai maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lumajang mempunyai langkah strategis Yakni dengan 

pelibatan Unsur-unsur pembantu kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

seperti Halnya FKDM, FKUB, FPK serta Ormas dan LSM.  

8. Dengan belum optimalnya pelatihan yang subtantif maka Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik mengajukan Bimtek terkait system Informasi yang 

termanajemen dengan baik seperti Halnya Bimtek Intelijen dengan 

melibatkan unsur dan jajaran samping.  

9. Dengan perubahan Gaya Hidup Masyarakat saat ini dengan pengaruh 

perkembangan Tekhnologi maka Badan Kesatauan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lumajang mempunyai rencana  bekerja sama dengan Unsur 

terkait dalam Akses kemajuan teknologi, informatika, dan komunikasi 
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sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal serta 

menggiring demokratisasi di Masyarakat sehingga memunculkan Jati diri 

daerah tertanam dijiwa masyarakat, serta terus, meningkatkan nilai-nilai 

keagamaaan. Dalam hal ini, media sangat berperan besar dalam proses 

sosialisasi kepada masyarakat. 

10. Dengan Minimnya anggaran membawa dampak tersendiri dalam 

Organisasi, Hal ini dapat diatasi dengan sering berkoordinasinya Badan 

Kesatauan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dengan unsur terkait 

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul  di Wilayah 

11. Dengan Tidak konsistenya perundang-undangan serta tumpang tindihnya 

peraturan pemerintah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lumajang bekerja sama dengan unsur terkait seperti Halnya Bagian Hukum 

Setda Lumajang dalam mewujudkan perumusan-perumusan keputusan 

Bupati yang akan dibuat. 

 

F. URUSAN SOSIAL 

1. Jenis Pelayanan Dasar 

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Urusan Sosial adalah sebagai berikut: 

a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 

b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 

c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 

d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di 

luar panti 

e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana 

bagi korban bencana kabupaten 

2. Target Pencapaian SPM 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 
Target  

% Tahun 

I. Rehabilitasi sosial dasar 

penyandang disabilitas 

terlantar di luar panti 

Jumlah warga negara penyandang 

disabilitas yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti 

100 2019 
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2. Rehabilitasi sosial dasar 

anak terlantar di luar 

panti 

Jumlah anak terlantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial diluar 

panti 
100 2019 

3. Rehabilitasi sosial dasar 

lanjut usia terlantar di 

luar panti 

Jumlah warga negara lanjut usia 

terlantar yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti 
100 2019 

4. Rehabilitasi sosial dasar 

tuna sosial khusus 

gelandangan dan 

pengemis di luar panti 

Jumlah warga negara / 

gelandangan dan pengemis yang 

memperoleh rehabilitasi sosial dasar 

tuna sosial diluar panti 

100 2019 

5. Perlindungan dan 

jaminan sosial pada saat 

tanggap dan paksa 

bencana bagi korban 

bencana kabupaten 

Jumlah warga negara korban 

bencana kabupaten yang 

memperoleh perlindungan dan 

jaminan sosial 

100 2019 

  

3.  Realisasi Pencapaian SPM 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 

Capaian 

SPM 

2019 

% 

I. Rehabilitasi sosial dasar 

penyandang disabilitas 

terlantar di luar panti 

Jumlah warga negara penyandang 

disabilitas yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti 

1,94 

2. Rehabilitasi sosial dasar 

anak terlantar di luar 

panti 

Jumlah anak terlantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial diluar 

panti 

15,3 

3. Rehabilitasi sosial dasar 

lanjut usia terlantar di luar 

panti 

Jumlah warga negara lanjut usia 

terlantar yang memperoleh rehabilitasi 

sosial diluar panti 

100 

4. Rehabilitasi sosial dasar 

tuna sosial khusus 

gelandangan dan 

pengemis di luar panti 

Jumlah warga negara / gelandangan 

dan pengemis yang memperoleh 

rehabilitasi sosial dasar tuna sosial 

diluar panti 

7,74 

5. Perlindungan dan 

jaminan sosial pada saat 

tanggap dan paksa 

bencana bagi korban 

bencana kabupaten 

Jumlah warga negara korban 

bencana kabupaten yang 

memperoleh perlindungan dan 

jaminan sosial 

100 

 

4. Alokasi Anggaran 2019 

Kode 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Belanja 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Bertambah / 

(Berkurang) 

Rp % 

1 2 3 4 5 6 

1.06 SOSIAL 25.029.430.166,00 22.652.796.102,36 2.376.634.063,64 90,50 

1.02.01 DINAS KESEHATAN 1.000.000.000,00 445.985.384,00 554.014.616,00 44,60 

1.02.02 RSUD dr. HARYOTO 5.870.000.000,00 5.520.342.467,00 349.657.533,00 94,04 
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1.02.03 RSUD PASIRIAN 7.679.805.267,00 6.919.310.222,00 760.495.045,00 90,10 

1.06.01 DINAS SOSIAL 7.427.331.499,00 6.882.166.420,36 545.165.078,64 92,66 

1.07.01 
DINAS TENAGA 

KERJA 
1.165.000.000,00 1.139.903.900,00 25.096.100,00 97,85 

1.11.01 

DINAS 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

300.000.000,00 295.787.709,00 4.212.291,00 98,60 

1.13.01 

DINAS 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 

DESA 

100.000.000,00 97.070.500,00 2.929.500,00 97,07 

1.17.01 
DINAS KOPERASI 

DAN USAHA MIKRO 
200.000.000,00 187.950.000,00 12.050.000,00 93,97 

1.19.01 
DINAS PEMUDA 

DAN OLAHRAGA 
150.000.000,00 148.000.000,00 2.000.000,00 98,67 

2.01.01 DINAS PERIKANAN 100.000.000,00 95.546.700,00 4.453.300,00 95,55 

2.03.01 DINAS PERTANIAN 450.000.000,00 436.891.300,00 13.108.700,00 97,09 

2.04.01 
DINAS 

PERDAGANGAN 
587.293.400,00 483.841.500,00 103.451.900,00 82,38 

 

5. Dukungan Personil 

Status Kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) 22 Orang 

 Tenaga kontrak 32 Orang 

Kualifikasi Pendidikan Magister (S2) 1 Orang 

 Sarjana (S1) 15 Orang 

 Sarjana muda/Diploma III (D3) 1 Orang 

 Sarjana muda/Diploma II  (D2) - Orang 

 Sarjana muda/Diploma I   (D1) - Orang 

 SLTA 5 Orang 

 SLTP - Orang 

 SD - Orang 

Pangkat dan Golongan Golongan I - Orang 

 Golongan II 1 Orang 

 Golongan III 11 Orang 

 Golongan IV 3 Orang 

Pejabat Struktural dan 

Fungsional 

Struktural Eselon IIa - Orang 

 Struktural Eselon IIb - Orang 

 Struktural Eselon IIIa 1 Orang 

 Struktural Eselon IIIb 2 Orang 

 Struktural Eselon IVa 7 Orang 

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2019 
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6. Permasalahan dan Solusi 

A. Permasalahan 

1. Di Dinas Sosial belum memiliki jumlah karyawan yang memadai untuk 

menangani sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

yang ada di Kabupaten Lumajang.  

2.  Belum berjalannya rumah AMAN atau Rumah Singgah bagi para 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berlokasi d SDN 

Banjarwaru.  

3. Masih banyak Pekerja Sosial Masyarakat dan unsur PSKS yang belum memiliki 

skill dalam case work/pekerjaan sosial sehingga belum optimal dalam 

penanganan PMKS di kecamatan.  

4. Kurang memadainya gedung PKH yang berlokasi di Dinas Sosial.  

5. Tidak adanya mobil resque yang khusus untuk menangani PMKS. Sementara 

ini hanya terdapat mobil resque untuk penanganan bencana alam.  

B. Solusi 

1. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan kinerja jumlah karyawan yang 

ada. 

2. Solusinya adalah dengan segera mengoperasikan dan mengoptimalkan 

rumah aman yang baru agar dapat memfasilitasi segala kebutuhan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

3. Solusinya dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan dasar ataupun 

lanjutan bagi pekerja sosial masyarakat ataupun unsur Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang lainnya pada Unit Pelaksana Teknis 

Kesejahteraan Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. 

4. Solusinya adalah dengan melakukah renovasi gedung PKH agar dapat 

memaksimalkan kinerja pegawai dan dapat mengoptimalkan pelayanan 

terhadap masyrakat. 

5. Solusinya perlu dilakukan pengadaan tambahan mobil resque untuk 

menangani PMKS penyandang disabilitas dan gangguan jiwa agar dapat 

memberikan penanganan dan pelayanan yang lebih optimal terhadap 

PMKS. 
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BAB VIII 

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 ini 

menyajikan informasi atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan 

dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga 

mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis. 

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis 

Pemerintah Kabupaten Lumajang, besaran anggaran yang dialokasikan untuk 

belanja daerah sebesar Rp. 2.380.611.699.919,93 (dua trilyun tiga ratus delapan puluh 

milyar enam ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan 

ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh tiga sen) dengan realisasi anggaran 

(belum audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)) sebesar Rp. 2.152.057.302.793,41 

(dua trilyun seratus lima puluh dua milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tujuh 

ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh satu sen). Untuk jelasnya lihat grafik 

dibawah ini. 

  
Keberhasilan capaian kinerja tahun 2019 tidak terlepas dari komitmen dan 

keterlibatan Kepala Daerah yang didukung aparatur sipil negara yang menjadi 

bawahan Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misinya. 

Selanjutnya akan disajikan lebih detail Uraian tingkat ketercapaian dan 

ketidaktercapaian indikator kinerja sasaran strategis  meliputi sebagai berikut : 
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a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 

b) Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Target Perjanjian Kinerja 

c) Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Tahun Sebelumnya 

d) Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Target Dalam Pembangunan Jangka 

Menengah 

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Hasil Kinerja 

f) Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja 

Secara garis besar terlihat capaian kinerja 30 (tiga puluh) sasaran strategis 

Pemerintah Kabupaten Lumajang  selama  tahun  2019  menunjukkan keberhasilan 

dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. 

dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian 

yang telah ditetapkan, maka secara umum Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat 

dinyatakan  berhasil,  karena dari  31  indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana 

yang telah dituangkan pada PK (Perjanjian Kinerja) tahun 2019 : 

1) 16   indikator   kinerja   telah   mencapai   dan/atau melampaui  target  kinerja  

yang  diperjanjikan (51,61%) ; 

2) 9  indikator  kinerja  belum  mencapai  target  kinerja yang diperjanjikan (29,03%) 

; 

3) 6 indikator kinerja belum dapat diukur karena belum ada data yang dirilis oleh 

instansi yang berwenang sampai dengan laporan ini dibuat (19,36%). 

Terhadap berbagai target capaian yang tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten 

Lumajang akan melakukan langkah konstruktif dan konkret melalui analisis dan evaluasi 

kinerja agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. 

 Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran 

strategi Pemerintah Kabupaten Lumajang, digunakan skala nilai peringkat kinerja 

sebagaimana tampak pada tabel 8.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.Tabel 8.1.Skala 

Nilai Peringkat Kinerja 

 

No Persentase Capaian Kinerja Kriteria Penilaian Capaian Kinerja 

1. > 100% Sangat Berhasil 

2. = 100% Berhasil 

3. < 100% Tidak Berhasil 

 

Adapun  tingkat  capaian  kinerja  Pemerintah  Kabupaten Lumajang pada tahun 

2019 berdasarkan hasil pengukuran kinerja tampak dalam uraian sebagai berikut : 
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01. MENINGKATNYA AKTIVITAS EKONOMI / NILAI PDRB 

Sasaran   strategis   ini   merupakan   salah   satu   upaya mencapai misi 

pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023,  yaitu  "Mewujudkan  

perekonomian  daerah  berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro 

dan pariwisata" dan untuk juga mencapai tujuan : "Meningkatkan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". 

 

Tabel 8.2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 01 
 

No Sasaran Indikator Target 
Realisasi Ket. 

Strategis Kinerja RPJMD 

  tahun 
2018 2019 

 

  2019 

 Meningkatny
a 

Nilai Rp. Rp
. 

Rp. Mengalami 

 aktivitas PDRB 22.615,61 21.574,22 22.603,33 peningkatan 

 ekonomi / 

nilai 

 milyar milyar milyar  

 PDRB      

       

 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2019 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas 

ekonomi / nilai PDRB di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Di Bidang Perikanan 

a. Pengembangan teknologi sistem budidaya perikanan, fasilitasi dan monitoring 

kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ; 

b. Pengembangan sarana dan prasarana serta teknologi penangkapan ikan ; 

c. Pengembangan konservasi dan restocking di perairan umum ; 

d. Pengembangan rehabilitasi dan penanaman vegetasi pantai di kawasan 

pesisir; 

e. Pembinaan penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan fasilitasi 

poklahsar dalam sertifikat SKP, PIRT, Halal dan NIB. 

2. Di Bidang Perdagangan dan Perindustrian 

a. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha akan prosedur eksport dan import;  

b. meningkatkan promosi dan kerjasama pemasaran dengan pihak ketiga dan 

harmonisasi hubungan kerja dengan instansi terkait ;  

c. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya 

fungsi dan peranan UTTP ;  
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d. meningkatkan fungsi dan peran pasar daerah dalam menggerakkan 

perekonomian daerah ;  

e. peningkatan produktifitas usaha dan mutu produk IKM (Industri Kecil dan 

Menengah) ;  

f. Pendampingan kepada IKM dalam legalitas / perizinan.  

3. Di Bidang Pertanian 

a. Pengelolaan Data Statistik Pertanian ditingkatkan ; 

b. Peningkatan Penerapan LP2B ;  

c. Peningkatan Infrastruktur sarana pertanian (Jaringan irigasi) ; 

d. Peningkatan fungsi POPT dan penyuluh pertanian ; 

e. Peningkatan pengembangan bibit unggul ; 

f. Peningkatan penggunaan pupuk organik ; 

g. Peningkatan Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Ternak Sapi ; 

h. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) pada Sapi, Kerbau dan Kambing; 

i. Peningkatan penggunaan dan penyebaran bibit unggul ternak. 

 

02. MENINGKATNYA PAD SEKTOR PARIWISATA 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Mewujudkan 

perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan 

pariwisata" dan untuk juga mencapai tujuan : "Meningkatkan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". 

Pada tahun 2019, jumlah penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor 

pariwisata sebesar Rp. 9.549.173.020,00 (sembilan milyar lima ratus empat puluh 

sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah). Capaian tersebut melebihi 

target di tahun 2019 sebesar 117,53%, dimana capaian dimaksud dibentuk dari 4 

(empat) hal sebagaimana tabel 8.3. Unsur Pembentuk PAD sektor Pariwisata. 

  

Tabel 8.3. Unsur Pembentuk PAD sektor Pariwisata 
 

No Uraian Pagu Yang 

Ditetapkan 

Realisasi 

Penerimaan 

Persentase 

Realisasi 

1. Pajak Hotel 1.000.000.000 894.067.355 89,41% 

2. Pajak Restoran 5.750.000.000 4.927.314.749 85,69% 

3. Pajak Hiburan 85.000.000 129.463.166 152,31% 

4. Retribusi     tempat 2.880.000.000 3.598.327.750 124,94% 



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 

 

Bab VIII - 195 

 

 

 
rekreasi & olahraga 

Total 9.715.000.000 9.549.173.020 98,29% 

 
Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 
 
 
Adapun untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel 8.4. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 02. 

 

Tabel 8.4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 02 
 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target RPJMD 

Tahun 2019 

Realisasi 

2018 2019 

 Meningkatnya 

PAD sektor 

Pariwisata  

Jumlah PAD 

sektor 

Pariwisata 

Rp. 

8.125.000.000 

Rp. 

8.285.014.724 

Rp. 

9.549.173.020 

 
Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2019 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD sektor 

pariwisata di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Mengadakan workshop pengembangan pemasaran pariwisata bagi pelaku 

pariwisata ;  

2. promosi obyek wisata melalui akun media sosial yang dimiliki, misalnya instagram, 

twitter dan facebook.  

3. mengenalkan seni budaya daerah, baik tradisional maupun modern dalam 

gelaran festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Jatim Specta 

Night) maupun Pemerintah Pusat.  

 

03. MENINGKATNYA KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023,  yaitu  "Mewujudkan  

perekonomian  daerah  berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan 

pariwisata" dan untuk juga mencapai tujuan : "Meningkatkan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". 

Capaian  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  di  tahun  2019 adalah sebesar 

Rp. 295.624.875.272,72, dimana capaian PAD dari sisi penerimaan pajak dan retribusi 

daerah adalah Rp.132.920.533.821,68 atau sebesar 44,96% dari total penerimaan PAD 
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yang bukan penerimaan dari pusat. Dari jumlah penerimaan pajak dan retribusi 

daerah tersebut setidaknya dapat dipetakan proporsinya sebagai berikut : 

a) Penerimaan   pajak   daerah   sebesar   56%   atau   sebesar   Rp. 74.448.047.515,00; 

sedangkan 

b) Penerimaan   retribusi   daerah   sebesar   44%   atau sebesar Rp. 58.472.486.307,18. 

Atas realisasi kinerja tersebut, maka jika diperbandingkan dengan target 

kinerja yang dipatok sebesar 41,75%, tentunya capaian kinerja telah melampaui 

target, dimana capaian kinerjanya adalah 107,69%. Untuk pengukuran capaian 

kinerja sasaran strategis 3 tampak dalam tabel 8.5 Pengukuran Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 03. 

 

Tabel 8.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 03 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 
tahun 

2019 

Realisasi 

2018 2019 

1. Meningkatnya 

kemandirian 

fiskal daerah 

Rasio 

penerimaan 

pajak    dan 

retribusi 

terhadap 

PAD 

41,75% 38,75% 44,96% 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2019 

 

Berdasarkan data persentase penyerapan anggaran dan persentase capaian kinerja, 

maka dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 

18,79% 

Berdasarkan tabel 8.5 diketahui bahwa rasio penerimaan pajak dan retribusi 

daerah terhadap PAD tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 

sebelumnya. Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan adanya upaya sebagai berikut 

: 

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah yang bisa digali melalui pemetaan atas 

wajib pajak (WP) baru dan pemasangan tapping box 

2. Edukasi dan konsolidasi pemungutan pajak daerah bagi WP yang masih belum 

mau membayar pajak ;  

3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah melalui aplikasi e_-SPTPD ;  

4. Intensifikasi penagihan pajak daerah.  
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04. MENINGKATNYA AKSES INFRASTRUKTUR DAERAH 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023,  yaitu  "Mewujudkan  

perekonomian  daerah  berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro 

dan pariwisata" dan untuk juga mencapai tujuan : "Meningkatkan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". 

Pada  tahun  2019,  realisasi  atas  indeks  layanan infrastruktur Pemerintah 

Kabupaten Lumajang adalah 7,6, dimana hal telah melampaui target kinerja sebesar 

5,5, sehingga capaian kinerja atas indikator tersebut adalah 138,18%. Perhitungan 

atas indeks  layanan  infrastruktur  dimaksud  dihasilkan  dari  ... Pengukuran capaian 

kinerja tampak pada tabel 8.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 04. 

Tabel 8.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 04 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target RPJMD 

Tahun 2019 

Realisasi 

2018 2019 

 Meningkatnya 

Akses infrastruktur 

daerah 

Indeks Layanan 

Infrastruktur 

5,5 5,335 7,6 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 

 

Meskipun capaian kinerja telah mencapai 138,18%, namun untuk   semakin   

meningkatkan   kualitas   layanan   infrastruktur tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum  dan  Tata  Ruang  membuat  inovasi  

NGAPLING  (Ngaspal Keliling)  yang  tujuannya  untuk  memberikan pelayanan yang 

baik kepada  masyarakat  Lumajang  dalam  mengatasi  jalan  berlubang secara 

cepat dan singkat. Inovasi tersebut telah di-launching  oleh Bupati dan Wakil Bupati 

pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 bertempat di PT. Alliance One Indonesia, 

Kecamatan Tempeh. 

Hal ini karena kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang di tahun 

2019 yang kondisinya rusak berat bertambah jika dibandingkan tahun 2018, yaitu naik 

38,25% dari 113,83 km menjadi 157,37 km. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Kondisi Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Lumajang. 
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Tabel 8.7 

Kondisi Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Lumajang 

No Indikator Tahun 

2018 (Km) 2019 (Km) 

1. Panjang Jalan 1.109 1.109 

2. Jalan Dalam Kondisi Baik 797,81 790,80 

3. Jalan Dalam Kondisi Sedang 108,80 107,84 

4. Jalan Dalam Kondisi Rusak 88,57 52,99 

5. Jalan Dalam Kondisi Rusak Berat 113,83 157,37 

 

Berdasarkan tabel 8.7. diatas diketahui bahwa perbaikan-perbaikan 

terhadap kondisi jalan adalah kondisi jalan yang kondisinya sedang maupun kondisi 

rusak (tidak berat) sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten 

Lumajang. 

Jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah, maka indeks 

layanan infrastruktur sebesar 7,6 tersebut, jika diperbandingkan dengan capaian dari 

daerah lain di Jawa Timur. Berdasarkan data persentase penyerapan anggaran dan 

persentase capaian kinerja, maka dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan 

sumber daya keuangan sebesar 49,74%. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses 

infrastruktur di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang sudah ada ;  

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, 

dan akses air bersih);  

3. pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, 

dan akses air bersih) 

 

05. MENINGKATNYA JUMLAH USAHA MIKRO 

20. MENINGKATNYA JUMLAH KOPERASI AKTIF 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu  "Mewujudkan  

perekonomian  daerah  berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro 

dan pariwisata" dan untuk juga mencapai tujuan : "Meningkatkan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". 

PERTUMBUHAN USAHA MIKRO 

Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten 

Lumajang lebih tinggi sebesar 0,28% dibandingkan tahun lalu.  Jika  di  tahun  2018  
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persentase  pertumbuhan  usaha  mikro adalah 0,59%, maka di tahun 2019 persentase 

pertumbuhan usaha mikro adalah 0,89%. 

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, maka peningkatan persentase 

pertumbuhan usaha mikro tampak dalam tabel 8.8 Perkembangan usaha mikro per 

wilayah kecamatan. 

Tabel 8.8 Perkembangan Usaha Mikro per Wilayah Kecamatan 

No Kecamatan Perbandingan Jumlah Usaha 

Mikro pada Tahun 

Keterangan 

(Naik / Turun) 

2018 2019 

1. Tempursari 1.626 1.635 Naik 0,55% 

2. Pronojiwo 1.107 1.112 Naik 0,45% 

3. Candipuro 1.319 1.319 Tetap 

4. Pasirian 1.389 1.389 Tetap 

5. Tempeh 1.935 1.935 Tetap 

6. Sumbersuko 1.132 1.153 Naik 1,85% 

7. Lumajang 2.936 2.986 Naik 1,70% 

8. Tekung 524 573 Naik 9,35% 

9. Rowokangkung 649 655 Naik 0,92% 

10. Kunir 1.281 1.281 Tetap 

11. Yosowilangun 2.195 2.195 Tetap 

12. Jatiroto 1.613 1.613 Tetap 

13. Randuagung 489 484 Turun 1,03%  

14. Sukodono 1.365 1.365 Tetap 

15. Pasrujambe 1.240 1.240 Tetap 

16. Senduro 2.635 2.635 Tetap 

17. Padang 220 226 Naik 2,72% 

18. Gucialit 367 372 Naik 1,08% 

19. Kedungjajang 334 357 Naik 6,88% 

20. Klakah 805 805 Tetap 

21. Ranuyoso 251 274 Naik 9,16% 

JUMLAH 25.394 25.614 Naik 0,89% 

 

Berdasarkan tabel 8.8. diatas tampak bahwa persentase peningkatan 

tertinggi jumlah usaha mikro di tahun 2019 adalah di Kecamatan Tekung, sedangkan 

terendah adalah di Kecamatan Pronojiwo. Bahkan di Kecamatan Tekung mengalami 

penurunan sebesar 1,03%.  

KOPERASI AKTIF 

Di Kabupaten Lumajang terdapat 656 koperasi, dimana dari jumlah tersebut 

dapat dikategorikan menjadi 2 hal, yaitu : 

1. koperasi aktif sejumlah 468 ; 

2. koperasi tidak aktif sejumlah 188.  

Adapun sebuah koperasi dinyatakan sebagai koperasi aktif adalah apabila 

koperasi tersebut dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan  usaha  untuk melayani  anggota 
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dan masyarakat (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015).  

Dari 468 koperasi aktif dan 168 koperasi tidak aktif tersebut, maka jika dilihat 

berdasarkan jenis usaha koperasinya tampak dalam tabel 3.9. Perbandingan Jumlah 

Usaha Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Berdasarkan Jenis Usaha Koperasinya.  

Tabel 8.9. 

Perbandingan Jumlah Usaha Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif  

Berdasarkan Jenis Usaha Koperasinya 

 

No Jenis Usaha 

Koperasi 

Jumlah Usaha Koperasi 

Aktif 

Jumlah Usaha Koperasi Tidak 

Aktif 

2018 2019 Ket. 2018 2019 Ket.  

1. Produksi 1 1 Tetap - - - 

2. Konsumsi 366 367 Naik 181 181 Tetap 

3. Simpan Pinjam 100 100 Tetap 7 7 Tetap 

4. Serba Usaha - - - - - - 

JUMLAH 467 468 Naik 188 188 Tetap 

 

Adapun sebaran keberadaan koperasi berdasarkan per wilayah 

Kecamatan tampak dalam tabel 8.10. Perkembangan Jumlah Koperasi per Wilayah 

Kecamatan.  

Tabel 8.10. 

Perkembangan Jumlah Koperasi per Wilayah Kecamatan 

 

No. Kecamatan Perbandingan Jumlah 

Koperasi 

Keterangan 

(Naik / Turun) 

2018 2019 

1. Tempursari 20 20 Tetap 

2. Pronojiwo 15 15 Tetap 

3. Candipuro 30 30 Tetap 

4. Pasirian 40 40 Tetap 

5. Tempeh 31 31 Tetap 

6. Sumbersuko 16 16 Tetap 

7. Lumajang 149 149 Tetap 

8. Tekung 23 23 Tetap 

9. Rowokangkung 24 24 Tetap 

10. Kunir 24 24 Tetap 

11. Yosowilangun 41 41 Tetap 

12. Jatiroto 20 20 Tetap 

13. Randuagung 24 24 Tetap 

14. Sukodono 48 49 Naik 

15. Pasrujambe 18 18 Tetap 

16. Senduro 25 25 Tetap 

17. Padang 12 12 Tetap 

18. Gucialit 16 16 Tetap 

19. Kedungjajang 23 23 Tetap 
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20. Klakah 37 37 Tetap 

21. Ranuyoso 19 19 Tetap 

JUMLAH 655 656 Naik 

 

Berdasarkan tabel 8.10. diatas tampak bahwa kenaikan terhadap jumlah 

koperasi di tahun 2019 adalah di Kecamatan Sukodono, dimana terdapat 1 koperasi 

baru yang terbentuk. Adapun untuk 20 Kecamatan lain tidak ada penambahan 

maupun pengurangan jumlah koperasi.  

Meskipun demikian ada kenaikan jumlah koperasi, justru hal tersebut 

membuat persentase koperasi yang aktif mengalami penurunan karena jumlah 

koperasi aktif cenderung konstan, sedangkan pembaginya justru bertambah. Adapun 

penurunan persentase koperasi aktif adalah sebesar 0,06% dari tahun sebelumnya, 

dimana di tahun 2018, persentase koperasi aktif 71,25%,  

sedangkan di tahun 2019 persentasenya menjadi 71,19%. Hal ini dikarenakan 

: 

1. Merupakan koperasi yang terbentuk karena merupakan program Gubernur Jawa 

Timur ;  

2. Ketidaksiapan pengurus koperasi dalam pengelolaan koperasi.  

Adapun capaian kinerja sebagai berikut : 

Tabel 8.11. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 05 dan 20 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target 

RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 Ket.  

2018 2019 

1. Meningkatnya 

jumlah usaha 

mikro 

Persentase 

pertumbuhan usaha 

mikro 

0,59% 0,59% 0,87%  

 

 

2. Meningkatnya 

jumlah koperasi 

aktif 

Persentase koperasi 

aktif 

71,41% 71,25% 71,19% 

 

Rata-rata capaian kinerja atas 2 indikator kinerja sasaran strategis tampak 

dalam tabel 8.12. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 05 dan 20. 

Tabel 8.12. 

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 05 & 20 

No Indikator Kinerja Sasaran Strategis Capaian Kinerja 

1. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro 147,46% 

2. Persentase Koperasi Aktif 99,69% 

Rata-Rata Capaian Kinerja 123,57% 
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Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah usaha 

mikro dan koperasi aktif di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pembinaan perkoperasian kepada anggota / koperasi sekaligus 

pembinaan terhadap usaha mikro di tiap-tiap Kecamatan ; dan 

2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi.   

 

06. MENINGKATNYA KUALITAS AIR 

07. MENINGKATNYA KUALITAS UDARA 

08. MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN 

 

3 sasaran strategis ini merupakan upaya dalam mencapai misi pertama 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Mewujudkan perekonomian 

daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata" dan 

untuk juga mencapai tujuan : "Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

pengendalian bencana".  

 

KUALITAS AIR 

Pada tahun 2019, capaian terhadap uji kualitas air sungai dengan 

konsentrasi TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform mencapai 50,00 

Adapun capaian kinerja terhadap indikator kinerja tersebut masih belum memenuhi 

target sebesar 54,2, sehingga capaiannya hanya 92,25%, dimana hal tersebut tampak 

dalam tabel 8.13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 06. 

 

Tabel 8.13. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 06 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

1. Meningkatnya 

kualitas air 

Indeks kualitas air 54,20 54,17 50,00  

 

Berdasarkan tabel 8.13. diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi 

penurunan kualitas air di Kabupaten Lumajang jika dibandingkan dengan hasil 

pengukuran di tahun sebelumnya. Penurunan kualitas air ini dikarenakan beban 

pencemaran air semakin meningkat di tahun 2019, dimana status mutu air (kualitas air 

sungai) pada tahun 2019 mempunyai status cemar sedang pada 2 titik, yaitu Kali 

Bondoyudo 1 (pada periode 14 Maret 2019) dan Kali Bondoyudo 2 (pada periode 9 
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Agustus 2019). Sedangkan di tahun 2018 tidak ada kondisi status cemar sedang dan 

berat untuk status mutu air. Adapun titik pantau uji kualitas air didapatkan dari 8 titik 

dengan menggunakan metode SNI, padahal yang dapat dipantau sebenarnya lebih 

dari 8 titik. Pengecekan atas titik pantau tersebut dilakukan setiap bulan dalam kurun 

waktu 1 tahun. 8 Titik pantau tersebut : 

1. Kali Asem 1 (Dam Mojosari) 

2. Kali Asem 2 (Dam Gambiran) 

3. Kali Curah Menjangan 1 (Dam Kedungsangku) 

4. Kali Curah Menjangan 2 (Jembatan Biting) 

5. Kali Bondoyudo 1 (Perum Biting) 

6. Kali Bondoyudo (Dam Umbul) 

7. Kali Jatiroto 1 (Jembatan Desa Sidorejo Rowokangkung 

8. Kali Jatiroto 2 (Jukung Penyeberangan Desa Rowokangkung) 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air di 

Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Pembuatan IPAL Komunal ;  

2. Pemantauan sumber pencemat 

3. Patroli air ;  

4. Rehabilitasi dan restorasi lingkungan ;  

5. Pembinaan dan sosialisasi (Prokasih) 

 

KUALITAS UDARA 

Pada tahun 2019, capaian terhadap uji kualitas udara dengan parameter 

indeks PM10 (Partikulat), CO (Karbon Monoksida), SO2 (sulfur dioksida), NO2 (nitrogen 

dioksida) dan Ozon (O3) mencapai 86,14.  Adapun capaian kinerja terhadap indikator 

kinerja tersebut telah memenuhi target, bahkan telah melebihi target sebesar 84,15, 

sehingga capaiannya hanya 102,72%, dimana hal tersebut tampak dalam tabel 8.14. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 07. 

Tabel 8.14. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 07 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

kualitas udara 

Indeks kualitas 

udara 

84,15 84,14 86,44  
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Berdasarkan tabel 8.14. diatas dapat diketahui bahwa telah kualitas udara 

di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil 

pengukuran di tahun sebelumnya. Bahkan telah melampaui target kinerja tahunan. 

Peningkatan kualitas udara ini dikarenakan adanya penurunan timgkat pencemaran 

udara, dimana sumber pencemar SO2 menurun dari tahun sebelumnya.  

Titik pantau uji kualitas udara yang seharusnya dapat dipantau di Kabupaten 

Lumajang mencapai lebih dari 21 titik (21 Kecamatan), namun demikian realisasi atas 

indeks kualitas udara didapatkan dari hasil uji kualitas udara di 4 titik dengan 

menggunakan metode Passive Sampler.  

Adapun pengecekan uji kualitas udara selama 1 tahun sebanyak 3 kali, meliputi : 

1. 1 kali manual active 

2. 2 kali passive sampler 

Dengan indeks kualitas udara sebesar 86,44 maka dapat dikatakan bahwa 

kualitas udara di Kabupaten Lumajang layak, sehingga Kabupaten Lumajang : 

1. masih berada diatas rata-rata Jawa Timur ; 

2. masih berada diatas rata-rata nasional.  

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara 

di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Revitalisasi langit biru ;  

2. Pengujian sumber emisi bergerak dan tidak bergerak. 

 

KUALITAS TUTUPAN LAHAN 

Pada tahun 2019, indeks kualitas tutupan lahan mencapai 88,38. Indeks 

tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, bahkan capaian kinerja 

terhadap indikator kinerja telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 

88,28. Adapun capaian kinerja atas indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan 

sebesar 100,11% yang tampak dalam tabel 8.15. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 

Strategis 08. 

Tabel 8.15. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 08 

No Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

1 Meningkatnya 

kualitas tutupan 

lahan 

Indeks kualitas 

tutupan lahan 

88,28 88,21 88,38  
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Berdasarkan tabel 8.15. diatas dapat diketahui bahwa telah kualitas tutupan 

lahan di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 

hasil pengukuran di tahun sebelumnya, bahkan telah melampaui target kinerja 

tahunan. Peningkatan kualitas tutupan lahan ini dikarenakan : 

1. Kegiatan penanaman pohon penhgijauan di sekitar 5 sumber mata air, yaitu 

sumber mata air : 

a. Bronto, di Desa Jatirejo Kecamatan Kunir ;  

b. Kates, di Desa Padang Kecamatan Padang ;  

c. Liwasa di Desa Selokanyar Kecamatan Pasirian ;  

d. Glebek di Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung ; dan  

e. Ciri di Desa Pandansari Kecamatan Senduro.  

2. Kegiatan penanaman pohon penghijauan di lahan kritis, yaitu Desa Selokawar-

Awar Kecamatan Pasirian dan Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh.  

3. Pembangunan sumur resapan pada area tangkapan air (catchment area) 

sebanyak 35 sumur.  

Dengan demikian total kualitas tutupan lahan mencapai 14 Ha.  

Adapun pengecekan uji kualitas tutupan lahan adalah 1 kali dalam 

setahun, dimana luasan lahan kritis di Kabupaten Lumajang adalah sebesar 1.264,86 

Ha, terdiri dari 839,59 Ha lahan kritis dan 425,27 Ha lahan sangat kritis.  

Dengan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 88,38 maka dapat dikatakan 

bahwa kualitas tutupan lahan di Kabupaten Lumajang layak. Sehingga Kabupaten 

Lumajang : 

1. masih berada diatas rata-rata Jawa Timur ; 

2. masih berada diatas rata-rata nasional.  

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tutupan 

lahan di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan revegetasi di lahan-lahan kritis ;  

2. meningkatkan rehabilitasi lahan sekitar sumber mata air.  

 

09. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TANGGUH BENCANA 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Mewujudkan 

perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan 
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pariwisata" dan untuk juga mencapai tujuan : "Meningkatkan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan pengendalian bencana". 

Hal ini karena Kabupaten Lumajang merupakan daerah dengan tingkat 

bencana yang sangat tinggi, yakni urutan ke - 10 dari 38 Kabupaten / Kota di Provinsi 

Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Lumajang teridentifikasi memiliki potensi 

bencana sebanyak 10 jenis, yaitu : 

11. Gempa bumi ;  

12. Tsunami ;  

13. Letusan gunung berapi ;  

14. Cuaca ekstrim ;  

15. Kekeringan ;  

16. Banjir ;  

17. Banjir bandang ;  

18. Longsor ;  

19. Gelombang ekstrim dan abrasi ;  

20. Kebakaran hutan dan lahan.  

Pada tahun 2019, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Lumajang 

sebanyak 109 kejadian bencana. Jenis kejadian bencana tersebut tampak dalam 

tabel 3.17. Jenis Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Lumajang.  

 

Tabel 8.16. 

Jenis Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Lumajang 

No Jenis Kejadian Bencana Jumlah Kejadian di 

Tahun 

Keterangan 

(Naik / Turun) 

2018 2019 

1. Gempa bumi - - Tetap 

2. Tsunami - - Tetap 

3. Letusan gunung berapi 1 - Turun 

4. Cuaca ekstrim 56 31 Turun 

5. Kekeringan 40 42 Naik 

6. Banjir 39 14 Turun 

7. Banjir bandang - - Tetep 

8. Longsor 66 9 Turun 

9. Gelombang ekstrim dan abrasi 13 8 Turun 

10. Kebakaran hutan dan lahan 5 5 Tetap 

JUMLAH 220 109 Turun 

Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang 

Berdasarkan tabel 8.16. diatas tampak bahwa kejadian bencana terbanyak 

yang terjadi di Kabupaten Lumajang selama tahun 2019 adalah bencana kekeringan. 

Meskipun demikian, jumlah kejadian bencana di tahun 2019 mengalami penurunan 
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sebesar 50,45% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun wilayah yang paling 

sering terjadi bencana adalah di wilayah utara Kabupaten Lumajang. Adapun jika 

kejadian bencana dipetakan per wilayah Kecamatan, maka tampak pada tabel 8.17. 

Kejadian Bencana di Kabupaten Lumajang per Wilayah Kecamatan.  

Tabel 8.17. 

Kejadian Bencana di Kabupaten Lumajang per Wilayah Kecamatan 

No Kecamatan Jumlah Kejadian 

Bencana di Tahun 

Keterangan 

(Naik / Turun) 

2018 2019 

1. Tempursari 11 9 Turun 

2. Pronojiwo 15 4 Turun 

3. Candipuro 18 7 Turun 

4. Pasirian 12 9 Turun 

5. Tempeh 14 4 Turun 

6. Sumbersuko 3 7 Naik 

7. Lumajang 36 14 Turun 

8. Tekung 8 1 Turun 

9. Rowokangkung 12 5 Turun 

10. Kunir 7 5 Turun 

11. Yosowilangun 14 11 Turun 

12. Jatiroto 17 6 Turun 

13. Randuagung 9 7 Turun 

14. Sukodono 12 10 Turun 

15. Pasrujambe 3 1 Turun 

16. Senduro 27 12 Turun 

17. Padang 1 4 Naik 

18. Gucialit 4 2 Turun 

19. Kedungjajang 9 9 Tetap 

20. Klakah 10 3 Turun 

21. Ranuyoso 13 3 Turun 

JUMLAH 255 133  

Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang 

Catatan :  

Kejadian bencana kebakaran rumah telah masuk database  BPBD, sehingga jumlah 

kejadian bencana antara tabel 8.17. dengan tabel 3.18. tidak sama.  

Berdasarkan tabel 8.17. diatas, tampak bahwa jumlah kejadian bencana di 

Kabupaten Lumajang merata terjadi di 21 wilayah Kecamatan. Meskipun demikian, 

kejadian bencana tahun 2019 cenderung menurun.  

Hanya Kecamatan Sumbersuko dan Kecamatan Padang yang mengalami kenaikan 

kejadian bencana di tahun 2019.  Salah satu upaya untuk penanganan bencana di 

Kabupaten Lumajang dibentuklah TRC-PBD (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan 

Bencana Daerah).  

Untuk perbandingan antar daerah perihal indeks resiko bencana tampak 

pada tabel 8.18. Perbandingan Indeks Resiko Bencana.  
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Tabel 8.18. 

Perbandingan Indeks Resiko Bencana (IRB) 

No Uraian Yang Dijadikan 

Perbandingan 

Hasil Perbandingan Keterangan 

1. Urutan Indeks Resiko Bencana 

Kabupaten Lumajang di Jawa 

Timur tahun 2019 

IRB Kabupaten Lumajang 

menempati urutan ke-10 

di Provinsi Jawa Timur 

- 

2. Rata-Rata Indeks Resiko Bencana 

di Jawa Timur tahun 2019 

138 IRB Lumajang 

Dibawah Rata-

Rata Jawa Timur 

3. Rata-Rata Indeks Resiko Bencana 

Tingkat Nasional tahun 2019 

146,3 IRB Lumajang 

Dibawah Rata-

Rata Nasional 

 

Adapun capaian kinerja dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh 

bencana diukur dengan indeks resiko bencana telah melebihi target tahunan pada 

RPJMD, dimana indeks resiko bencana Kabupaten Lumajang tahun 2019 mencapai 

174,9 sehingga capaian kinerjanya adalah 108,16%, yang tampak dalam tabel 8.19. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 09.   
 

Tabel 8.19. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 09 

No Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

1. Mewujudkan 

masyarakat yang 

tangguh bencana 

Indeks resiko 

bencana 

161,7 161,7 174,9  

 

 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang 

tangguh bencana di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan ;  

2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu ;  

3. Pengembangan sistem informasi, pelaksanaan Diklat dan logistik 

4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana ;  

5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana ;  

6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana ;  

7. pengembangan sistem pemulihan bencana.  
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10. MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya pertama dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan 

akses kebutuhan dasar masyarakat". 

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS terkait HLS maupun RLS diketahui 

jika HLS Kabupaten Lumajang di tahun 2019 adalah 11,80 tahun. Sedangkan RLS 

Kabupaten Lumajang tahun 2019 adalah 6,22 tahun. 

Indeks pendidikan Kabupaten Lumajang di tahun 2019 tidak berubah jika 

dibandingkan capaian kinerja di tahun 2018, yaitu 0,54 sehingga capaian kinerjanya 

adalah 98,18%. Untuk jelasnya lihat tabel 8.20. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 

Strategis 10.  

Tabel 8.20. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10 

No Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

1. Meningkatnya akses 

dan kualitas pendidikan 

Indeks 

pendidikan 

0,55 0,54 0,54  

 

 

 

Sebagai perbandingan antar daerah perihal indeks pendidikan tampak 

dalam tabel 8.21. Perbandingan Indeks Pendidikan.  

Tabel 8.21. 

Perbandingan Indeks Pendidikan 

No Uraian Yang Dijadikan Perbandingan Hasil 

Perbandingan 

Keterangan 

1. Urutan Indeks Pendidikan Kabupaten 

Lumajang di Jawa Timur tahun 2019 

35 Dari 38 Kab 

/ Kota 

2. Rata-Rata Indeks Pendidikan di Jawa 

Timur tahun 2019 

0,63 Dibawah 

rata-rata 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan 

kualitas pendidikan di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Melaksanakan inovasi Gempita Desa (Gerakan Membangun Pendidikan 

Kesetaraan Berbasis Desa), yaitu mendirikan pendidikan kesetaraan di setiap Desa 

di Kabupaten Lumajang ;  
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2. Meningkatkan motivasi warga Kabupaten Lumajang yang tidak lulus pendidikan 

SD / Sekolah Menengah untuk kembali menempuh pendidikan kesetaraan.  

 

11. MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan 

akses kebutuhan dasar masyarakat". 

Indeks kesehatan diperoleh dari hasil perhitungan Angka Harapan Hidup 

(AHH), dimana AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat 

kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan 

program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan 

lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.  

Berdasarkan data BPS diketahui bahwa AHH Kabupaten Lumajang tahun 

2019 adalah 69,94. AHH tersebut meningkat 0,24 jika dibandingkan AHH tahun 2018 

yang hanya mencapai angka 60,70. Peningkatan tersebut sebesar 0,34%. Indeks 

kesehatan Kabupaten Lumajang di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,01 

(1,32%) menjadi 0,77 jika dibandingkan capaian kinerja di tahun 2018, yaitu 0,76, 

sehingga capaian kinerja mencapai 102,94%. Untuk jelasnya lihat tabel 8.22. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10.  

 

Tabel 8.22. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11 

No Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

1. Meningkatnya 

derajat kesehatan 

masyarakat 

Indeks 

kesehatan 

0,748 0,76 0,77  
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Sebagai perbandingan antar daerah perihal indeks pendidikan tampak 

dalam tabel 8.23. Perbandingan Indeks Kesehatan.  

Tabel 8.23. 

Perbandingan Indeks Kesehatan 

No Uraian Yang Dijadikan Perbandingan Hasil 

Perbandingan 

Keterangan 

1. Urutan Indeks Kesehatan Kabupaten 

Lumajang di Jawa Timur tahun 2019 

31 Dari 38 Kab / 

Kota 

2. Rata-Rata Indeks Kesehatan di Jawa Timur 

tahun 2019 

0,79 Dibawah 

rata-rata 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Pengusulan tenaga kerja baru melalui jalur CPNS ataupun P3K ; 

2. Merasionalisasikan rencana anggaran biaya di dokumen perencanaan 

sehingga tidak terjadi selisih nominal yang besar serta meningkatkan kualitas 

data dan informasi sebagai bahan perencanaan program kesehatan ; 

3. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat 

kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan sesuai standar ; 

4. Melakukan kerjasama pihak ketiga dengan lintas sektor terkait di bidang 

kesehatan. Seperti pada tahun 2019 dinas kesehatan telah melakukan 

kerjasama dengan RS Bhayangkara, RSU Djatiroto, RSU Wijaya Kusuma, dan RS 

Islam Kab. Lumajang untuk melakukan pelayanan rujukan upaya kesehatan. 

Dinas Kesehatan juga melakukan kerjasama dengan RSUD dr. Soetomo 

Surabaya untuk Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital 

(SHK). Kedepannya Dinas Kesehatan akan berupaya untuk memperluas dan 

mengoptimalkan kerjasama pihak ketiga terutama dengan OPD pendukung 

bidang kesehatan di lingkup Pemkab Lumajang ; 

5. Mengoptimalkan kegiatan keluarga sehat sebagai salah satu jalan melakukan 

intervensi kesehatan berbasis keluarga kepada seluruh masyarakat ; 

6. Mengusulkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di bidang Kesehatan. 

 

12. MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 
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dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan 

akses kebutuhan dasar masyarakat". 

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah 

susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok 

pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan 

instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk 

menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan 

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan 

masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran 

dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. 

Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan 

konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi 

(Nutritional Adequacy), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi 

(Nutritional Balance) yang didukung oleh cita rasa (Palatability), daya cerna 

(Digestability), daya terima masyarakat (Acceptability), kuantitas dan kemampuan 

daya beli (Affortability). 

Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia masih terdapat ketimpangan 

hal ini dikarenakan : 

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras. 

2. Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah. 

3. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih 

rendah. 

4. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan 

Harapan. (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal. 

5. Diperlukan upaya untuk menganekaragamkan konsumsi pangan masyarakat 

menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif. 

6. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan 

kecukupan gizi (nutrition sensitive production system) 

Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi 

pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal, yakni skor 100. 

Pada tahun 2019, Skor PPH Kabupaten Lumajang adalah 93,16, dimana skor PPH 

tersebut masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 93,5, sehingga capaian kinerja 

atas indikator kinerja skor PPH adalah 99,64%. Perhitungan atas skor PPH didapatkan 
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berdasarkan survei konsumsi pangan di wilayah agroekolgi (pertanian dan perkotaan 

/ industri) tahun 2019 dari 9 unsur kelompok pangan yaitu : 

1. Padi-padian ;  

2. Umbi-umbian ;  

3. Pangan hewani ;  

4. Minyak dan Lemak ;  

5. Buah / biji berminyak ;  

6. kacang-kacangan ;  

7. Gula ;  

8. Sayur dan Buah ;  

9. Lain-Lain.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8.24. Skor Pola Pangan Harapan Aktual 

Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2019 Kabupaten Lumajang 

Tabel 8.24. 

Skor Pola Pangan Harapan Aktual Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2019 

Kabupaten Lumajang 

No Kelompok 

Pangan 

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Kalori % %AKE Bobot Skor 

Aktual 

Skor 

AE 

Skor 

Maks 

Skor 

PPH 

1. Padi-

padian 

996,3 48,4 48,4 0,5 24,2 24,2 25,0 24,2 

2. Umbi-

umbian 

103,5 5,2 5,2 0,5 2,6 2,6 2,5 2,5 

3. Pangan 

hewani 

204,3 10,2 10,2 2,0 20,5 20,4 24,0 20,4 

4. Minyak 

dan Lemak 

221,2 11,1 11,1 0,5 5,5 5,5 5,0 5,0 

5. Buah / biji 

berminyak 

68,3 3,4 3,4 0,5 1,7 1,7 1,0 1,0 

6. kacang-

kacangan 

191,9 9,6 9,6 2,0 19,2 19,2 10,0 10,0 

7. Gula 107,8 5,4 5,4 0,5 2,7 2,7 2,5 2,5 

8. Sayur dan 

Buah 

110,3 5,5 5,5 5,0 27,6 27,6 30,0 27,6 

9. Lain-Lain 22,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JUMLAH 1996,4 100,0 99,8 11,5 104,1 103,9 100,0 93,16 

 

Berdasarkan tabel 8.24. dapat diketahui bahwa pola konsumsi pangan 

masyarakat Lumajang untuk pemenuhan kalorinya masih didominasi padi-padian 

(48,4%). Padahal hampir setiap   tahun   luas   lahan   baku sawah selalu mengalami 

penurunan. Oleh karena itu, antisipasi terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat 

Lumajang harus semakin dieksplorasi dan dikembangkan. Salah satu upayanya adalah 

melalui Si-Gempal (Aksi Gerakan Kembali ke Pangan Lokal).  
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Adapun pengukuran kinerjanya tampak dalam tabel 8.25. Pengukuran 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12.  

Tabel 8.25. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12 

No Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

1. Meningkatnya 

ketahanan 

pangan 

Skor pola 

pangan 

harapan 

93,5 91 93,16  

 

 

 

Sebagai perbandingan antar daerah perihal skor PPH tampak dalam tabel 

8.26. Perbandingan skor PPH.  

Tabel 8.26. 

Perbandingan skor PPH 

No Uraian Yang Dijadikan Perbandingan Hasil 

Perbandingan 

Keterangan 

1. Rata-Rata Skor PPH Tingkat Nasional tahun 

2019 

92,50 Skor PPH Kab. 

Lumajang 

Diatas Rata-

Rata Nasional 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan 

pangan di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan melalu lomba cipta menu dengan 

menggunakan bahan baku lokal ;  

2. Melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan daerah;  

3. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan 

bagi kader Posyandu ;  

4. Melakukan pelatihan teknologin pangan olahan berbahan baku lokal bagi kader 

Posyandu ;  

5. Melakukan gerakan cadangan pangan di pedesaan melalui pemnafaatan 

pekarangan guna mendukung ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga ;  

6. melakukan pemantauan harga pangan guna menjaga akses pangan 

masyarakat;  

7. melakukan koordinasi bersama instansi terkaut dalam hal kewaspadaan pangan 

dan gizi.   
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13. MENINGKATNYA PENANGANAN KAWASAN KUMUH 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan 

akses kebutuhan dasar masyarakat". 

Berdasarkan SK Bupati Lumajang Nomor : 188.45/157/427.12/2018 tanggal 5 

April 2018 dan SK Bupati Lumajang nomor : 188.45/244/427.12/2018 tanggal 5 Juli 2018 

diketahui bahwa luasan lokasi yang perlu ditingkatkan adalah 1.358,6 Ha yang tersebar 

di 60 Desa dan 7 Kelurahan di 20 Kecamatan.  

Adapun untuk luasan kumuh yang tertangani di tahun 2019 sebesar 6,7 Ha, 

sehingga total luasan kumuh yang telah tertangani hingga tahun 2019 adalah 35,2 Ha 

atau sebesar 2,59%. Capaian tersebut tidak memenuhi target RPJMD tahun 2019 

sebesar 2,92%, sehingga  

persentase capaian atas indikator kinerja Persentase luas kawasan kumuh yang 

tertangani adalah 88,69%. Untuk jelasnya lihat tabel 8.27. Pengukuran Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 13. 

Tabel 8.27. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

1. Meningkatnya 

penanganan 

kawasan kumuh 

Persentase luas 

kawasan kumuh 

yang tertangani 

2,92% - 2,59%  

 

 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penanganan 

kawasan kumuh di Kabupaten Lumajang adalah melalui sosialisasi, perencanaan dan 

pembangunan infrastruktur yang mendukung lingkungan sehat, yaitu RTLH (Rumah 

Tidak Layak Huni), Jalan dan Drainase Lingkungan Permukiman, Pengelolaan Air 

Limbah Domestik dan Air Minum Berbasis Masyarakat.  
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14. MENINGKATNYA KONDUSIVITAS WILAYAH 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan 

akses kebutuhan dasar masyarakat". 

Berdasarkan data tahun 2019, terdapat 132 konflik sosial yang terjadi di 

Kabupaten Lumajang, dan seluruhnya berhasil ditangani sehingga tidak berdampak 

luas sekaligus capaian kinerja atas indikator kinerja Persentase masalah strategis yang 

ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas) adalah 100%.  

Konflik sosial yang terjadi selama tahun 2019, antara lain demo warga 

menuntut jalan tambang, konflik sosial antara PT. Ranu Lading dengan kelompok 

masyarakat PSGL, mediasi terkait dengan keberadaan kandang Babi di Desa 

Dawuhan Lor Kec. Sukodono, mediasi antara PT. PSI dengan masyarakat terkait 

dampak air limbah PT. PSI, dan lain-lain.  

Untuk pengukuran capaian kinerjanya tampak dalam tabel 8.28. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14. 

 

Tabel 8.28. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

1. Meningkatnya 

kondusivitas 

wilayah 

Persentase masalah 

strategis yang 

ditangani (terkait 

Ipoleksosbud dan 

Tibmas) 

100% - 100%  

 

 

 

Berdasarkan tabel 8.28. diatas tampak bahwa di tahun 2018 tidak ada data terkait 

masalah strategis yang ditangani, karena di tahun tersebut belum dilakukan 

pengelolaan data kinerja mengingat indikator kinerja Persentase masalah strategis 

yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas) mulai diimplementasikan di tahun 

2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 

tahun 2019 tentang RPJMD 2018 - 2023. 
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Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kondusivitas 

wilayah di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan patroli tiga pilar demi menjaga kondusifitas wilayah ;  

2. pemantauan, pembinaan dan penyuluhan wilayah dalam rangka peningkatan 

kegiatan Siskamling ; 

3. Koordinasi dengan OPD terkait maupun lintas sektor terkait kondusifitas wilayah.  

 

15. MENINGKATNYA KELANCARAN LALU LINTAS 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan 

akses kebutuhan dasar masyarakat". 

Pada tahun 2019, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang 

mencapai nilai 43,84, dimana hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Angka kecelakaan lalu lintas tertinggi dalam rentang waktu 2016 - 

2019 adalah di tahun 2018 yang mencapai angka 48,66, sedangkan yang terendah 

adalah di tahun 2016 yang mencapai angka 39,35. Masih adanya kecelakaan lalu 

lintas di Kabupaten Lumajang dikarenakan : 

1. Geografis Kabupaten Lumajang kebanyakan daerah pegunungan yang mana 

kondisi jalan banyak tikungan tajam ;  

2. Sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Lumajang kurang memahami 

ketertiban dalam berlalu lintas di jalan ;  

3. Kelalaian manusia dalam mengendarai kendaraan bermotor.  

Jumlah kecelakaan lalu lintas berikut korban jiwa dan kerugian material 

yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 2016 - 2019 di Kabupaten 

Lumajang tampak dalam tabel 8.29. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Jiwa dan 

Kerugian Material di Kabupaten Lumajang tahun 2016 - 2019.  

Tabel 8.29. 

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Jiwa dan Kerugian Material di Kabupaten 

Lumajang tahun 2016 - 2019 

No Tahun Jumlah 

Kecelakaan 

Lalu Lintas 

Korban Jiwa Kerugian Materiil 

Meninggal 

Dunia 

Luka 

Berat 

Luka 

Ringan 

1. 2016 400 190 5 382 Rp. 527.475.000 
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2. 2017 443 174 2 474 Rp. 743.150.000 

3. 2018 506 170 1 582 Rp. 502.400.000 

4. 2019 412 94 1 457 Rp. 504.550.000 

JUMLAH 1.761 628 9 1.895 Rp. 2.277.575.000 

Sumber : Data Dishub Kab. Lumajang 

 

Untuk pengukuran atas capaian kinerjanya tampak dalam tabel 8.30. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15. 

Tabel 8.30. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 

tahun 

2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

kelancaran 

lalu lintas 

Angka 

kecelakaan 

lalu lintas 

71,8 - 43,84  

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kelancaran 

lalu lintas di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan prasarana perhubungan secara berkelanjutan ;  

2. Meningkatkan kualitas angkutan umum dan fasilitas terminal ;  

3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, penertiban dan 

pengendalian lalu lintas. 

 

16. MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEMUDA SERTA PRESTASI DAN BUDAYA 

OLAHRAGA 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan 

akses kebutuhan dasar masyarakat". 

Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi bidang kepemudaan dan 

bidang olahraga. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pemuda dan 

Olahraga memberikan pembinaan kepada semua pemuda        yang        bertujuan  
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meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Selama tahun 

2019, terdapat 143 pemuda yang dibina. Dari jumlah tersebut, 76 pemuda memiliki 

prestasi.  

Disamping itu, pada tahun 2019 di bidang keolahragaan, prestasi yang diraih 

oleh atlet-atlet Kabupaten Lumajang memperoleh 204 medali, yaitu medali emas 

sejumlah 75 atlet ; medali perak sejumlah  61   atlet,  dan   medali  

perunggu sejumlah 68 atlet. Medali-medali tersebut disumbang oleh 21 cabang 

olahraga, yakni sepak takraw, balap sepeda, taekwondo, selam, catur, gulat, sepatu 

roda, panahan, bridge, silat, atletik, renang, bola voli, FPTI, senam, bulutangkis, NPCI, 

thriatlon, bilyard, pentaque dan tinju.  

Rincian prestasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan tampak dalam 

tabel 8.31. Prestasi Di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.  

Tabel 8.31. 

Prestasi Di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 

No Bidang Jumlah Prestasi tingkat Total 

Kabupaten Provinsi Nasional Inter-

nasional 

1. Kepemudaan 73 3 - - 76 

2. Keolahragaan - 178 23 3 204 

 

Sedangkan pengukuran atas capaian kinerjanya tampak dalam tabel 8.32. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16. 

 

Tabel 8.32. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16 

No Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 

tahun 

2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

pemberdayaan 

pemuda serta 

prestasi dan 

budaya 

olahraga 

Persentase 

atlet dan 

pemuda 

yang 

berprestasi 

41,8 - 80,9  

 

 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan 

pemuda serta prestasi dan budaya olahraga di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut 

: 
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1. Bersinergi dengan KONI dan OPD terkait dalam pembinaan atlet berprestasi ;  

2. Peningkatan kompetensi pelatih olahraga ;  

3. pemberian reward / penghargaan kepada atlet berprestasi sesuai dengan 

tingkatan prestasi sebagaimana ketentuan yang berlaku ;  

4. pembentukan forum kepemudaan ;  

5. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dengan lebih memperhatikan 

keterwakilan pemuda dari wilayah / Kecamatan ; 

 

17. MENINGKATNYA PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN 

18. TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan 

akses kebutuhan dasar masyarakat". 

Untuk mengukur 2 sasaran strategis tersebut, maka indikator kinerja yang 

dipergunakan adalah : indeks pembangunan gender dan angka laju pertumbuhan 

penduduk. Adapun capaian atas indeks pembangunan gender dan laju 

pertumbuhan penduduk masih belum dapat disampaikan dalam laporan kinerja ini 

sebagaimana tampak dalam tabel 3.34. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

17 & 18 karena belum ada rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi yang 

memiliki kewenangan dalam menghitung dan merilisnya. Oleh karena itu, untuk :  

1. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja ;  

2. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya ;  

3. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah ;  

4. analisis efisiensi penggunaan sumber saya ; dan  

5. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.  

Juga belum dapat dilakukan.  
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Tabel 8.33. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17 & 18. 

N

o 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

1 Meningkatnya 

peran serta 

perempuan dalam 

pembangunan 

Indeks 

pembangun

an gender 

88,05 87,88 Belum 

ada 

rilis 

resmi 

dari 

BPS 

 

 

2 Terkendalinya laju 

pertumbuhan 

penduduk 

Angka laju 

pertumbuhan 

penduduk 

0,35 0,35 

 

Selanjutnya sebagai perbandingan antar daerah perihal indeks 

pembangunan gender dan laju pertumbuhan penduduk tampak dalam tabel 8.34. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Antar Daerah & Nasional Atas Indeks Pembangunan  

Gender dan tabel 8.35. Perbandingan Realisasi Kinerja Antar Daerah & Nasional Atas 

Laju Pertumbuhan Penduduk.  

Tabel 8.34. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Antar Daerah & Nasional 

Atas Indeks Pembangunan Gender 

No Uraian Yang Dijadikan Perbandingan Hasil 

Perbandingan 

Keterangan 

1. Urutan Indeks Pembangunan Gender 

Kabupaten Lumajang di Jawa Timur 

tahun 2018 

8 - 

2. Rata-Rata Indeks Pembangunan 

Gender di Jawa Timur tahun 2018 

90,77 Dibawah 

rata-rata 

3. Rata-Rata Indeks Pembangunan 

Gender Tingkat Nasional tahun 2018 

90,96 Dibawah 

Rata-Rata 
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Tabel 8.35. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Antar Daerah & Nasional 

Atas Laju Pertumbuhan Penduduk 

No Uraian Yang Dijadikan Perbandingan Hasil 

Perbandingan 

Keterangan 

1. Urutan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Kabupaten Lumajang di Jawa Timur 

tahun 2018 

10  

2. Rata-Rata Laju Pertumbuhan 

Penduduk di Jawa Timur tahun 2018 

0,56 Diatas rata-

rata 

3. Rata-Rata Laju Pertumbuhan 

Penduduk Tingkat Nasional tahun 2018 

1,49 Diatas Rata-

Rata 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta 

perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan sosialisasi dan Bimbingan Teknis penganggaran berbasis gender 

melalui program pengarusutamaan gender ;  

2. Pelatihan bagi kaum perempuan di desa berkembang.  

 

19. MENINGKATNYA PENYERAPAN DAN PARTISIPASI ANGKATAN KERJA 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya 

saing tenaga kerja". 

Untuk mengukur sasaran strategis tersebut, maka indikator kinerja yang 

dipergunakan adalah : tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi 

angkatan kerja.  

Cara untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka adalah dengan 

menghitung persentase melalui perbandingan antara jumlah pengangguran 

terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan untuk menghitung tingkat partisipasi 

angkatan kerja adalah dengan menghitung persentase melalui perbandingan antara 

jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk di suatu wilayah.  
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Hal yang ingin ditunjukkan dari pengukuran tingkat pengangguran terbuka 

adalah untuk mengetahui angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai 

pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat 

pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas 

mencari pekerjaan atau malas bekerja. Sedangkan pengukuran atas tingkat partisipasi 

angkatan kerja adalah untuk memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif 

secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari.  

Total penduduk usia kerja di Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 

mencapai 818.165 orang, terbagi menjadi jumlah angkatan kerja sebanyak 539.370 

orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 278.795 Orang. Tingkat Penganggur 

Terbuka (TPT) Kabupaten Lumajang sebesar 2,81% atau sebanyak 15.181 Orang, 

sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lumajang adalah 

65,92% atau total angkatan kerja sebesar  539.370 Orang. Jika dibandingkan dengan 

TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 3,92%, maka TPT Kab. Lumajang masih jauh dibawah 

TPT Jawa Timur, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Lumajang 

juga masih dibawah TPAK Provinsi Jawa Timur yang besarannya adalah 69,45%. 

Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) Nasional mengalami penurunan sebesar 

0,06% dibanding tahun yang lalu sebesar 5,34% menjadi 5,28% atau mencapai 7,05 juta 

Orang  pada tahun 2019, maka Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) Kabupaten 

Lumajang masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan TPT Nasional. 

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lumajang 

masih termasuk kategori sedikit dibawah TPAK Nasional yang besarannya 66,11%. Untuk 

jelasnya dapat dilihat  pada tabel 8.36. Perbandingan Realisasi Kinerja Antar Daerah & 

Nasional Atas Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.  

 

Tabel 8.36. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Antar Daerah & Nasional  

Atas Tingkat Pengangguran Terbuka dan  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 

No Uraian Yang Dijadikan 

Perbandingan 

Hasil Perbandingan Keterangan 

1. Urutan Tingkat 

Pengangguran Terbuka 

(TPT) Kabupaten 

a. Urutan 17 dibawah 

TPT Jawa Timur 

b. Dari sisi Prosentase 

termasuk urutan ke 

Semakin kecil 

jumlah 

penganggur 
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Lumajang di Jawa Timur 

tahun 2019 

8 terkecil se-Jawa 

Timur,  

c. tetapi dari jumlah 

angka absolut 

temasuk urutan ke 

22 dari 38 Kab./ 

Kota se-Jawa Timur 

mengindikasikan 

kondisi yang baik 

2.  Urutan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) 

Kabupaten Lumajang di 

Jawa Timur tahun 2019 

TPAK Kab. Lumajang 

pada posisi urutan 32 

(atau 7 terbawah) dari 

38 Kab./Kota di Jawa 

Timur 

TPAK 65,92% 

dibawah TPAK 

Propinsi 69,45% 

mengindikasikan 

tingkat pertisipasi 

angkatan kerja 

yang relatif kecil 

3. Rata-Rata Tingkat 

Pengangguran Terbuka 

di Jawa Timur tahun 2019 

TPT Propinsi Jawa Timur 

sebesar 3,92%, TPT Kab. 

Lumajang 2,81% 

Lebih kecil 

dibanding TPT 

Jawa Timur 

4. Rata-Rata Tingkat 

Partisipasi Angkatan 

Kerja di Jawa Timur tahun 

2019 

TPAK Provinsi Jawa 

Timur 69,45%, TPAK Kab. 

Lumajang 65,92% 

Lebih kecil 

dibanding TPAK 

Jawa Timur 

5. Rata-Rata Tingkat 

Pengangguran Terbuka 

Tingkat Nasional tahun 

2019 

TPT Nasional sebesar 

5,28%, TPT Kab. 

Lumajang 2,81% 

Lebih kecil 

dibanding TPT 

Nasional 

6.  Rata-Rata Tingkat 

Partisipasi Angkatan 

Kerja Tingkat Nasional 

tahun 2019 

TPAK Nasional 66,11%, 

TPAK Kab. Lumajang 

65,92% 

Lebih kecil 

dibanding TPAK 

Nasional 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya pengangguran terbuka di 

Kabupaten Lumajang, antara lain : 

1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Lumajang; 

2. Masih terjadinya mismatch antara lulusan pendidikan dengan pasar kerja yang 

ada; 

3. Masih rendahnya lapangan pekerjaan baik sector formal maupun non formal dan 

pertumbuhan ekonomi yang relative lamban dan atau kecil; 

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lumajang, antara lain : 

1. Jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit baik dari sisi jumlah maupun dari sisi jenis 

pekerjaan yang terbatas mengakibatkan lowongan pekerjaan terbatas; 
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2. Penduduk Usia Kerja atau usia produktif lebih memilih sebagai bukan angkatan 

kerja/menjadi ibu rumah tangga dari pada bekerja dan mendapatkan 

penghasilan (“Menikah muda”). 

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada 

RPJMD tahun berkenaan dan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka dapat dilihat 

pada tabel 8.37. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19.  

 

Tabel 8.37. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

RPJMD 

tahun 

2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

penyerapan dan 

partisipasi 

angkatan kerja 

Tingkat 

pengangguran 

terbuka 

2,12  2,81  

Tingkat partisipasi 

angkatan kerja 

69,1  65,92 

 

Rata-rata capaian kinerja atas 2 indikator kinerja diatas dapat dilihat pada 

tabel 8.38. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19. 

Tabel 8.38. 

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19 

No Indikator Kinerja Sasaran Strategis Capaian Kinerja 

1. Tingkat pengangguran terbuka 75,44% 

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja 95,40% 

Rata-Rata Capaian Kinerja 85,42% 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat 

pengangguran terbuka dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten 

Lumajang, sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pencari kerja dan tenaga kerja, serta 

membentuk kelompok-kelompok wira usaha baru, melalui program Peningkatan 

kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 

2. Melaksanakan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal  AKL (salah 

satunya JMF dan JMF Mini), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar 
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Negara (AKAD) melalui penempatan TKI/PMI ke Luar negeri, melalui program 

Peningkatan kesempatan kerja; 

3. Melaksanakan kegiatan padat karya guna penyerapan tenaga kerja penganggur 

dan setengah penganggur dipedesaan guna menambah penghasilan bagi 

masyarakat, melalui program pembinaan lingkungan sosial; 

4. Pembinaan Perusahaan agar kondisi hubungan industrial kondusif (Tidak terjadi 

perselisihan sehingga terjadi PHK yang berdampak terhadap peningkatan jumlah 

penganggur), dilaksanakan melalui program Perlindungan dan pengembangan 

lembaga ketenagakerjaan serta program pengembangan ketenagakerjaan. 

 

21. MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya 

saing tenaga kerja". 

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk 

menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan 

kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan 

mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat 

tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam 

kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, tahun tersebut. 

Adapun tata cara pengukurannya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.  

Pada tahun 2019 realisasi persentase desa cepat berkembang adalah 33 

desa atau sebesar 16,70% dari 205 desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang. 

33 Desa dimaksud tampak dalam tabel 3.40. Desa Cepat Berkembang di Kabupaten 

Lumajang.  
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Tabel 8.39. 

Desa Cepat Berkembang di Kabupaten Lumajang 

No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai 

1. Tempursari 1. Tegalrejo 471 

2. Bulurejo 488 

3. Tempursari 486 

2. Pronojiwo 4. Sidomulyo 466 

5. Pronojiwo 499 

3. Candipuro 6. Candipuro 460 

7. Sumberrejo 465 

8. Sumberwuluh 475 

9. Sumbermujur 459 

10. Penanggal 491 

4. Pasirian 11. Condro 462 

12. Pasirian 508 

5. Tempeh 13. Tempeh Tengah 514 

14. Tempeh Lor 469 

15. Pulo 510 

6. Kunir 16. Sukosari 452 

7. Yosowilangun 17. Yosowilangun Lor 495 

8. Rowokangkung 18. Nogosari 510 

19. Kedungrejo 492 

20. Sidorejo 481 

21. Rowokangkung 469 

 

9. Tekung 22. Tukum 484 

10. Senduro 23. Senduro 465 

24. Kandangtepus 464 

11. Gucialit 25. Wonokerto 488 

12. Padang 26. Bodang 462 

13. Sukodono 27. Dawuhan Lor 489 

28. Kutorenon 488 

29. Sumberejo 476 

14. Kedungjajang 30. Wonorejo 502 

15. Jatiroto 31. Jatiroto 491 

16. Klakah 32. Klakah 470 

17. Sumbersuko 33. Labruk Kidul 485 

Sumber : Data DPMD Kab. Lumajang 

Berdasarkan tabel 8.39. diatas diketahui bahwa perkembangan desa di 

wilayah Kabupaten Lumajang masih belum merata. Status desa cepat berkembang di 
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wilayah Kabupaten Lumajang masih mencapai 16,67%. Bahkan desa-desa di wilayah 

Kecamatan Lumajang, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Randuagung dan 

Kecamatan Ranuyoso tidak ada ditetapkan sebagai desa cepat berkembang.  

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang 

untuk mempercepat perkembangan desa adalah menggelorakan Bursa Inovasi Desa. 

Selain itu, dengan adanya inovasi desa diharapkan pelayanan kepada masyarakat 

desa juga semakin baik.  

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada 

RPJMD tahun berkenaan dan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka dapat dilihat 

pada tabel 8.40. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 21. 

 

Tabel 8.40. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 21 

N

o 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

keberdayaan 

masyarakat 

perdesaan 

Persentase 

desa cepat 

berkembang 

20% - 16,70  

 

Berdasarkan tabel 8.40. diatas, tampak bahwa untuk tahun 2018 tidak 

dilakukan pengukuran atas persentase desa cepat berkembang. Pengukuran atas 

indikator tersebut baru dilakukan di tahun 2019. Hal ini dikarenakan indikator kinerja 

persentase desa cepat berkembang baru dipergunakan pada RPJMD 2018 - 2023.  

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan 

masyarakat perdesaan di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Peningkatan kapasitas LKDesa (Lembaga Kemasyarakatan Desa) sebagai 

penggerak pemberdayaan masyarakat melalui Optimalisasi KPM (Kader 

Pemberdayaan Masyarakat) yang tergabung dalam Posyand, PKK dan KPMD.  

2. Peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Desa melalui percepatan pembentukan 

BUMDesa 

3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan 

Bimtek, Diklat maupun rapat-rapat koordinasi dengan aparat pemerintah desa 
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22. MENINGKATNYA KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN SOSIAL 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "Pemenuhan kebutuhan 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya 

saing tenaga kerja". 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, 

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, 

atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat 

terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai 

dan wajar (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012).  

Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih ada saat ini menunjukkan 

bahwa masih terdapat warganegara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan 

dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Oleh 

karena itu, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur bahwa hak atas 

kebutuhan dasar tersebut terpenuhi adalah Persentase PMKS yang memperoleh 

bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.  

Salah satu terobosan kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Lumajang 

agar pemberian bantuan tepat sasaran dilakukanlah labelisasi miskin pada penerima 

manfaat pada program PKH.  

 

Di Kabupaten Lumajang, jenis-jenis PMKS yang ada tampak dalam tabel 

8.41. Jenis PMKS yang ada di Kabupaten Lumajang.  

Tabel 8.41. 

Jenis PMKS yang ada di Kabupaten Lumajang 

No Jenis PMKS Jumlah 

1. Anak Balita Terlantar 13 

2. Anak Terlantar - 

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum 6 

4. Anak Jalanan 45 

5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)  

 a. Tubuh 107 

 b. Netra 19 

 c. Cacat Wicara 32 

 d. Mental (Retardasi Fisik dan Mental) 54 
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 e. Cacat ganda 99 

6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan 50 

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 3 

8. Lanjut Usia Terlantar 17 

9. Penyandang Disabilitas  

 a. Tubuh 1.322 

 b. Netra 959 

 c. Cacat Wicara 162 

 d. Mental (Retardasi Fisik dan Mental) 733 

 e. Cacat ganda 839 

10. Tuna Susila 18 

11. Gelandangan 135 

12. Pengemis 2 

13. Pemulung 2.553 

14. Kelompok Minoritas - 

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan - 

16. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 2 

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA - 

18. Korban Trafficking - 

19. Korban Tindak Kekerasan 1 

20. Pekerja Migran Bermasalah - 

21. Korban Bencana Alam 5.548 

22. Korban Bencana Sosial 9.290 

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 1 

24. Fakir Miskin 440.195 

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis - 

26. Komunitas Adat Terpencil - 

JUMLAH 462.205 

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lumajang (diolah) 

Berdasarkan tabel 8.41. diatas tampak bahwa jenis PMKS terbesar adalah 

fakir miskin (95,24%). Adapun untuk bantuan sosial bagi PMKS di tahun 2019 diberikan 

kepada jenis PMKS yang tampak pada tabel 8.42. Bantuan Sosial Yang Diberikan 

kepada PMKS  

Tabel 8.42. 

Bantuan Sosial Yang Diberikan kepada PMKS 

No Jenis PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Jumlah PMKS yang 

memperoleh 

Bantuan Sosial 

1. Anak Balita Terlantar 13 

2. Anak Berhadapan dengan Hukum 6 

3. Anak Jalanan 45 

4. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 203 

5. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan 50 
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6. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 3 

7. Lanjut Usia Terlantar 17 

8. Penyandang Disabilitas 4.015 

9. Tuna Susila 18 

10. Gelandangan 135 

11. Pengemis 2 

12. Pemulung 2.533 

13. Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) 2 

14. Korban Tindak Kekerasan 1 

15. Korban Bencana Alam 5.548 

16. Korban Bencana Sosial 9.290 

17. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 1 

18. Fakir Miskin 91.902 

JUMLAH 113.804 

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lumajang (diolah) 

Capaian kinerja atas indikator kinerja persentase PMKS yang memperoleh 

bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebesar 746,15%. Angka 

tersebut didapat dari perhitungan realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja 

pada tahun berkenaan. Untuk jelasnya tampak pada tabel 8.43. Pengukuran Capaian 

Kinerja Sasaran Strategis 22.  

Tabel 8.43. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22 

N

o 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target 

RPJMD 

tahun 

2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

kualitas dan 

jangkauan 

pelayanan 

sosial 

Persentase 

PMKS yang 

memperoleh 

bantuan sosial 

untuk 

pemenuhan 

kebutuhan 

dasar 

3,38% - 25,22%  

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan 

jangkauan pelayanan sosial di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Memberdayakan unit kerja pada Dinas Sosial yang telah ada ;  

2. Mengoptimalkan keberadaan shelter sosial ;  

3. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan ; 
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4. Melakukan labelisasi keluarga miskin KPM-PKH agar program tersebut tepat 

sasaran.  

 

23. MENINGKATNYA PROFESIONAL ASN 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya pertama dalam mencapai misi 

ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "reformasi birokrasi yang 

efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik, benar dan bersih (good and clean governance)" dan untuk juga mencapai 

tujuan : "meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan". 

Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah ASN (Aparatur Sipil Negara), maka 

untuk mengukur sampai sejauhmana reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang telah 

berjalan, salah satunya adalah mengukur indeks profesionalitas ASN.  

 

Tata cara pengukuran indeks profesionalitas ASN ini telah diatur dalam 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman 

Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, 

dimana disebutkan dalam pasal 1 angka 12 bahwa pengukuran indeks profesionalitas 

adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat 

profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian 

dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.  

Pada tahun 2019, pengukuran atas atas indeks profesionalitas ASN dilakukan 

terhadap 7.333 orang PNS. Rincian jumlah PNS per golongan tampak pada tabel 8.44. 

Rincian Jumlah PNS per Golongan di Kabupaten Lumajang.  
 

Tabel 8.44. 

Rincian Jumlah PNS per Golongan di Kabupaten Lumajang 

No PNS Golongan Jumlah 

1. Golongan I 442 

2. Golongan II 1.312 

3. Golongan III 3.250 

4. Golongan IV 2.329 

JUMLAH 7.333 

Sumber : Data BKD Kab. Lumajang 
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Pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagaimana Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 adalah melalui dimensi kualifikasi, 

kompetensi, kinerja dan disiplin. Adapun setiap dimensi tersebut diberikan bobot 

perhitungan, sebagai berikut : 

1. Kualifikasi sebesar 25% 

2. Kompetensi sebesar 40% 

3. Kinerja sebesar 30% 

4. Disiplin sebesar 5% 

Hasil pengukuran realisasi kinerja di tahun 2019 atas indikator indeks 

profesionalitas ASN dibandingkan dengan target RPJMD tahun berkenaan dan realisasi 

kinerja di tahun 2018 tampak dalam tabel 8.45. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 

Strategis 23.  

Tabel 8.45. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 23 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

RPJMD 

tahun 

2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

profesionalitas 

ASN 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

78,50% - 74,53%  

 

Berdasarkan tabel 8.45. diatas tampak bahwa : 

1. capaian kinerja atas indikator kinerja indeks profesionalitas ASN di tahun 2019 

adalah 94,94% ;  

2. di tahun 2018 belum dilakukan pengukuran kinerja atas indikator kinerja indeks 

profesionalitas ASN dikarenakan pedoman teknis atas pengukuran tersebut belum 

diterbitkan, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran.  

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas 

ASN di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Memberikan peluang kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang untuk mengikuti tugas belajar sebanyak 3 orang, dan ijin belajar 

sebanyak 20 orang, serta pengajuan surat keterangan memiliki ijazah sebanyak 19 

orang ; 

2. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan minat ASN yang 

jenjang pendidikannya dibawah SMA agar mengikuti Kejar Paket C.  
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3. Pengiriman ASN pada Diklat, Workshop atau Bimtek yang diselenggarakan oleh 

pihak ketiga, misalnya : 

a. Pelatihan Pengadaan barang dan jasa dilaksnakan mulai tanggal 18 s/d 22 

Pebruari 2019 Gelombang pertama dan tanggal 25 s/d 1 Maret 2019 untuk 

gelombang kedua jumlah peserta sebanyak 240 orang,  

b. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola kepegawaian di lingkungan Pemkab 

Luamajang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 Pebruari 2019 untuik 

gelombang pertama tanggal 29 April s/d 2 mei untuk gelombang kedua jumlah 

peserta sebanyak 105 orang 

c. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemkab 

Lumajang pada tanggal 29 juli s/d 3 Agustus 2019 gelombang pertama tanggal 

5 s/d 10 Agustus 2019 gelombang kedua dan tanggal 12 s/d 17 agustus 2019 

untuk gelombang ketiga jumlah peserta sebanyak  96 orang 

d. Pendidikan dan Pelatihan analis kebutuhan diklat ( AKD ) di lingkungan Pemkab 

Lumajang dilaksankan  mulai tanggal 28 Oktober s/d 4 Nopember 2019 jumlah  

peserta sebanyak 42 orang 

e. Pendidikan dan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal ( APN ) di lingkungan 

Pemkab Lumajang dilaksanakan mulai tanggal 11 s/d 20 Nopember 2019 jumlah 

peserta sebanyak 30 Orang. 

f. Melaksanakan Diklat Kepemimpinan IV Angkatan II tahun 2019 dilaksanakan 

mulai tanggal 11 Maret s/d 24 April 2019 jumlah peserta sebanyak 40 orang 

dengan keterangan Lulus semua 

4. Pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dengan penerbitan Peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 38 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.  

5. Pemberian sanksi bagi 67 PNS dengan rincian : penerima Hukuman Disiplin Ringan 

sebanyak 21 orang, yang menerima Hukuman Disiplin Sedang sebanyak 12 Orang 

dan Yang menerima Hukuman Disiplin Berat sebanyak 34 Orang. 

 

24. MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "reformasi birokrasi yang 

efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang 
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baik, benar dan bersih (good and clean governance)" dan untuk juga mencapai 

tujuan : "meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan". 

Pada tahun 2019 realisasi indeks kepuasan masyarakat adalah 81,87. 

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada Permenpan dan RB nomor 

14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan  

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Capaian indeks kepuasan 

masyarakat tersebut didukung komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam 

mematuhi ketentuan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan. Dari hasil penilaian 

Ombudsman Republik Indonesia, tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang 

mendapat nilai 90,02 yang merupakan kepatuhan tinggi (zona hijau), dimana pada 

tahun sebelumnya Kab. Lumajang masuk dalam zona kuning.   

Adapun OPD pengampu terkait kepuasan masyarakata ada 

26 OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah (10 Bagian), Sekretariat DPRD, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 21 Kecamatan dengan 

rincian nilai IKM dan responden tampak dalam tabel 8.46. Nilai IKM dan Jumlah 

Responden SKM. 

Tabel 8.46. 

Nilai IKM dan Jumlah Responden SKM 

No Nama OPD Nilai 

IKM 

Jumlah 

Responden 

1. Bagian Administrasi Pemerintahan 81,59 100 

2. Bagian Hukum 85,00  

3. Bagian Administrasi Kesra 85,15 80 

4. Bagian Organisasi 82,65 36 

5. Bagian Umum 83,80 400 

6. Bagian Administrasi ESDA 85,66 56 

7. Bagian Administrasi Pembangunan 79,75 70 

8. Bagian Keuangan dan Kepegawaian 96,32 10 

9. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa 62,87 70 

10.  Bagian Humas dan Protokol 80,66 100 

11. Sekretariat DPRD 72,26 50 

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 79,75 100 

13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 77,95 201 

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

86,13 354 

15. Kecamatan Tempursari 83,82 100 

16. Kecamatan Pronojiwo 85,00 291 

17. Kecamatan Candipuro 84,40 100 
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18. Kecamatan Pasirian 86,73 368 

19. Kecamatan Tempeh 83,01 100 

20. Kecamatan Sumbersuko 85,10 380 

21. Kecamatan Lumajang 86,32 361 

22. Kecamatan Tekung 80,00 305 

23. Kecamatan Kunir 80,60 100 

24. Kecamatan Rowokangkung 84,61 162 

25. Kecamatan Yosowilangun 83,25 100 

26. Kecamatan Sukodono 79,45 100 

27. Kecamatan Jatiroto 87,45 150 

28. Kecamatan Randuagung 80,64 100 

29. Kecamatan Padang 83,00 213 

30. Kecamatan Gucialit 81,88 379 

31. Kecamatan Pasrujambe 84,00 150 

32. Kecamatan Senduro 73,00 361 

33. Kecamatan Kedungjajang 75,00 320 

34. Kecamatan Klakah 78,57 115 

35. Kecamatan Ranuyoso 79,95 217 

  81,87 6.099 

Sumber :Setda, Setwan, Dispendukcapil, Disarpus, DPMPTSP dan 21 Kecamatan 

(diolah) 

Berdasarkan tabel 8.46. diatas, maka dapat diketahui bahwasanya rata-

rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mencapai target tahun 2019 

yang ditentukan dalam RPJMD 2018 - 2023 tersebut. Adapun capaian kinerja atas 

indikator kinerja nilai IKM hanya 95,20%. Untuk jelasnya lihat tabel 8.47. Pengukuran 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24. 

Tabel 8.47. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 

tahun 

2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

kepuasan 

masyarakat 

Indeks 

kepuasan 

masyarakat 

86 - 81,87  

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan 

masyarakat di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 
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1. Optimalisasi layanan informasi penanaman modal dan perizinan secara elektronik 

melalui sarana yang ada ;  

2. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah terkait dengan perubahan 

regulasi penanaman modal dan perizinan ; 

3. Meningkatkan Kompetensi petugas layanan penanaman modal dan perizinan 

dalam penguatan kelembagaan ; 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran mengurus dokumen 

adminduk (administrasi kependudukan) ; 

5. Meningkatkan kapasitas aparatur tentang pelayanan adminduk ; 

6. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang alur pelayanan adminduk 

; 

7. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan 

pengajuan permohonan bantuan dan fasilitasi ; 

8. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat 

DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang secara 

bertahap ; 

9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa terkait persyaratan 

dan kelengkapan yang harus dipenuhi sebelum berkas pengajuan pelayanan KK, 

KTP, Surat Pindah, Dll diserahkan ke petugas pelayanan kecamatan ; 

10. Memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat untuk meneliti dan 

melengkapi administrasi berkas pengajuan pelayanan pada saat proses 

pelayanan berlangsung 

 

25. MENINGKATNYA PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

(SPBE) 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "reformasi birokrasi yang 

efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik, benar dan bersih (good and clean governance)" dan untuk juga mencapai 

tujuan : "meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan". 

Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses 

globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada 
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sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program 

pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik 

yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.  

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi 

pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui 

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu 

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan 

kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan 

pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, 

meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan 

tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan 

jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat 

penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui 

penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.  

Akselerasi penerapan SPBE di tingkat daerah telah diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana 

diharapkan pada akhir tahun 2025 pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan 

SPBE, baik di dalam dan antar instansi pusat dan pemerintah daerah, dan 

keterhubungan SPBE antara instansi pusat dan pemerintah daerah.  

Salah satu upaya untuk mengukur hal tersebut telah dilakukan evaluasi atas 

penerapan SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2018, dimana indeks SPBE 

Kabupaten Lumajang di tahun 2019 yang diterbitkan oleh spbe.go.id/moneval 

diketahui mengalami peningkatan sebesar 30,65% jika dibandingkan indeks SPBE tahun 

2018. Untuk jelasnya lihat tabel 8.48. Perbandingan Indeks SPBE. 

Tabel 8.48. 

Perbandingan Indeks SPBE 

No Uraian Yang Dijadikan Perbandingan Tahun  

2018 2019 

 Indeks SPBE 1,99 2,60 

Sumber : Data Diskominfo Kab. Lumajang 

Namun demikian, untuk indikator kinerja yang dipergunakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mengukur kinerja penerapan SPBE adalah 

persentase penerapan SPBE oleh PD, dimana realisasi kinerja dengan target kinerja 
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dalam RPJMD pada tahun berkenaan dan realisasi kinerja tahun sebelumnya tampak 

dalam tabel 8.49. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 25.  

Tabel 8.49. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 25 

No Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

penerapan sistem 

pemerintahan 

berbasis elektronik 

(SPBE) 

Persentase 

penerapan 

SPBE oleh PD 

70% - 52%  

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Lumajang, sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kepedulian (awareness) dan komitmen di tingkat pimpinan untuk 

mengembangkan Lumajang Smart City sebagai bagian dari upaya reformasi 

birokrasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.  

2. Mewujudkan kebijakan dan pengembangan konsep e-Government dan smart city 

di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang yang lebih terarah, terukur, 

berkesinambungan dan selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra-PD) dan RPJMD 2018-2023 dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden 

Nomor 95 tahun 2018.  

3. Membangun proses bisnis, aplikasi, infrastruktur sistem informasi dan komunikasi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang komprehensif dan terintegrasi 

untuk peningkatan kualitas layanan publik.  

4. Mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan penyediaan 

sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.  

26. MENINGKATNYA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "reformasi birokrasi yang 

efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang 
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baik, benar dan bersih (good and clean governance)" dan untuk juga mencapai 

tujuan : "meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan". 

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD (Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran 

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 

empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan 

pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.  

Pada tahun 2019, realisasi opini BPK terhadap LKPD masih belum dapat 

disajikan, karena opini BPK terhadap LKPD biasanya terbit pada bulan Mei tahun 

anggaran berikutnya.   

Meskipun demikian, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang atas 

indikator kinerja opini BPK terhadap LKPD tahun 2018 yang diterima di tahun 2019 

adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dan, hal ini memotivasi Pemerintah 

Kabupaten Lumajang untuk dapat mempertahankannya untuk LKPD tahun 2019.  

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja di tahun 2019 atas indikator kinerja 

opini BPK terhadap LKPD dibandingkan dengan target RPJMD tahun berkenaan dan 

realisasi kinerja di tahun 2018 tampak dalam tabel 8.50. Pengukuran Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 26.  

Tabel 8.50. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 26 

N

o 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 

tahun 

2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah 

Opini BPK 

terhadap 

LKPD 

WTP WTP - Belum ada rilis 

resmi dari BPK 

 

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, maka di tahun 2018 

Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di 

Jawa Timur yang memperoleh  opini  WTP  dari  BPK.  

Adapun di Jawa Timur masih terdapat 3 Kabupaten / Kota yang tidak memperoleh 

opini WTP dari BPK, yakni Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).  
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Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan daerah di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan Sistem Informasi Penyusunan APBD yang belum optimal ; 

2. Mengoptimalkan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dalam 

rangka penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah 

yang belum optimal ; 

3. Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah ; 

4. Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dana Transfer tepat waktu. 

 

27. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS 

DARI KKN 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "reformasi birokrasi yang 

efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik, benar dan bersih (good and clean governance)" dan untuk juga mencapai 

tujuan : "meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan". 

Salah satu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan 

memastikan bahwa unit kerja telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju 

WBK/WBBM. Predikat tersebut dapat diberikan jika instansi pemerintah telah memiliki 

komitmen yang kuat dalam membangun zona integritas dengan memperhatikan 

beberapa syarat yang ditetapkan, yaitu : 1) Dianggap sebagai unit yang 

penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya 

yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi 

yang cukup tinggi di unit tersebut.  

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas 

dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi 

terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM 

oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan 

unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja 

berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian 

mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI 

melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit 
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kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi 

syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah 

penetapan.    

Pada tahun 2019, terdapat 6 OPD / unit kerja yang diusulkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada Kementerian Pendayagunaan Apaatur 

Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yaitu Inspektorat, Satpol PP (Satuan 

Polisi Pamong Praja), Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), 

DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Kecamatan 

Lumajang dan Kecamatan Pasirian. Dari 6 OPD / unit kerja tersebut yang masuk tahap 

wawancara dengan evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 23-24 Oktober 2019 ada 2 OPD, yaitu 

Dispendukcapil dan Kecamatan Pasirian. Dari 2 OPD tersebut yang masuk tahap ke-3, 

berupa visitasi oleh evaluator pada tanggal 30 Oktober 2019 hanya Dispendukcapil. 

Namun, pasca visitasi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat 

ditetapkan sebagai unit kerja yang berpredikat WBK.  

 

 

Meskipun demikian, pengukuran kinerja atas indikator kinerja jumlah OPD 

yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM menunjukkan 

bahwa capaian kinerjanya adalah 200%. Hal ini tampak pada tabel 3. ... Pengukuran 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 27, dimana jumlah OPD yang layak ditetapkan 

sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM ada 2 OPD / unit kerja, sedangkan target 

yang hendak diwujudkan hanya 1 OPD / unit kerja. Lebih jelasnya lihat tabel tabel 8.51. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 27.  

 

Tabel 8.51. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 27 

N

o 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target RPJMD 

tahun 2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

yang bersih dan 

bebas dari KKN 

Jumlah OPD 

yang 

diusulkan 

untuk 

ditetapkan 

sebagai WBK 

/ WBBM ke 

1 - 2  
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Kementerian 

PAN dan RB 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN di Kabupaten 

Lumajang, sebagai berikut : 

1. Penyusunan peraturan khusus terkait sistem untuk zona integritas ; 

2. Sosialisasi terkait unsur, desain dan penilaian zona integritas kepada OPD.  

 

28. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "reformasi birokrasi yang 

efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik, benar dan bersih (good and clean governance)" dan untuk juga mencapai 

tujuan : "meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan". 

Konsistensi dalam perencanaan merupakan indikator dalam menilai kinerja 

pemerintah daerah. Hal ini karena konsistensi merupakan sesuatu yang berpengaruh 

terhadap capaian atas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kepala Daerah dalam 

periode kepemimpinannya. Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal pokok yang masih 

menjadi permasalahan utama di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu : 

1. konsistensi isi/muatan dalam satu dokumen dan konsistensi antar dokumen 

perencanaan dan penganggaran ;  

2. penetapan indikator kinerja output dan outcome secara tepat dan konsisten ;  

3. menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.  

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mampu menjaga 

konsistensi program yang tertuang RPJMD dengan program yang tertuang di RKPD, 

dimana jumlah program yang tertuang di RPJMD ada 156 program, sedangkan di 

RKPD tertuang 251 program.  

Perbandingan jumlah program antar dokumen perencanaan dan 

penganggaran tampak dalam tabel 8.52. Perbandingan Jumlah Program.  
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Tabel 8.52. 

Perbandingan Jumlah Program 

Perbandingan Jumlah Program tahun 2019 

RPJMD RKPD KUA-PPAS APBD 

156 251 148 129 

 

Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa jumlah program di 

RKPD lebih banyak jika dibandingkan program pada RPJMD. Hal ini karena adanya 

progra-program yang bersifat rutin yang masuk di RKPD, sedangkan program-program 

yang dituangkan dalam RPJMD hanya program yang bersifat teknis.  

Adapun perbandingan kerangka pendanaan tahun 2019 antara yang 

tertuang di RPJMD dengan yang tertuang di RKPD tampak pada tabel 8.53. 

Perbandingan Kerangka Pendanaan Anggaran Belanja.  
 

Tabel 8.53. 

Perbandingan Kerangka Pendanaan Anggaran Belanja 

Kerangka Pendanaan Anggaran Belanja tahun 2019 

RPJMD RKPD KUA-PPAS APBD 

2.241.125.533.384 1.194.551.476.510 955.275.168.400 971.312.336.616 

 

Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa anggaran belanja 

APBD lebih besar daripada yang tertuang di KUA-PPAS karena adanya kebijakan-

kebijakan dan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.  

Hasil pengukuran realisasi kinerja di tahun 2019 atas indikator kinerja 

Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dibandingkan 

dengan target RPJMD tahun berkenaan dan realisasi kinerja di tahun 2018 tampak 

dalam tabel 8.54. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 28.  

Tabel 8.54. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 28 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

RPJMD 

tahun 

2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan 

pembangunan 

Persentase 

penjabaran 

konsistensi program 

RPJMD ke dalam 

RKPD 

100% - 100%  

 

Sumber : Data Bappeda Kab. Lumajang 

 

Sumber : Data Bappeda Kab. Lumajang 
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Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

perencanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Pengintegrasian antara e-planning dengan e-budgeting 

2. Koordinasi antar bidang dengan kegiatan desk program dan kegiatan.  

 

29. MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai misi 

ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu "reformasi birokrasi yang 

efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik, benar dan bersih (good and clean governance)" dan untuk juga mencapai 

tujuan : "meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan". 

Pada tahun 2019, jumlah pelanggaran masyarakat atas Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Lumajang sebanyak 76 kasus, sedangkan jumlah pelanggaran 

masyarakat atas Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Lumajang sebanyak 118 kasus. 

Dari 194 kasus tersebut, 95,88% (186 kasus) telah tertangani. Adapun 4,12% (8 kasus) 

yang tidak tertangani adalah kasus ijin usaha dimana kasusnya masih dalam proses 

penyelesaian. Untuk data jenis kasus pelanggaran atas Perda maupun Perkada 

tampak dalam tabel 8.55. Jumlah dan Jenis Kasus Pelanggaran Atas Perda dan/atau 

Perkada.  

Tabel 8.55. 

Jumlah dan Jenis Kasus Pelanggaran Atas Perda dan/atau Perkada 

No Jenis Kasus Jumlah 

Kasus 

Termasuk Pelanggaran Atas 

Perda Perkada 

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) 14 V  

2. Kenakalan Remaja / 

Pelajar / Anak Jalanan 

31 V  

3. Prostitusi / Pelacuran 4 V  

4. Surat Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

27 V  

5. Penyelenggaraan 

Reklame 

118  V 

JUMLAH 194   

 

Meskipun masih terdapat 4,12% kasus pelanggaran atas Perda / Perkada 

yang belum tertangani, namun jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 
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2018-2023 atas indikator kinerja persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah) / 

Perkada (Peraturan       Kepala        Daerah),  setidaknya telah melampaui target kinerja, 

sehingga capaian kinerjanya sebesar 136,97%. Untuk pengukuran capaian kinerja 

sasaran strategis 29 tampak dalam tabel 8.56. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 

Strategis 29.  

Tabel 8.56. 

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 29 

N

o 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target 

RPJMD 

tahun 

2019 

Realisasi 

 

Ket.  

2018 2019 

 Meningkatnya 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum 

Persentase 

penegakan Perda 

(Peraturan Daerah) / 

Perkada (Peraturan 

Kepala Daerah) 

70% - 95,88

% 

 

 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketentraman 

dan ketertiban umum di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) anggota Satpol PP atas pengetahuan 

mengenai Perda maupun Perkada ;  

2. Peningkatan sarana dan prasaran pendukung dalam rangka menjaga 

ketentraman dan ketertiban umum.  

 

30. MENINGKATNYA NILAI SAKIP 

 

Sasaran strategis ini merupakan upaya berikutnya dalam mencapai  misi  

ketiga  sebagaimana  tertuang  dalam  RPJMD  2018-2023,   yaitu   "reformasi   birokrasi   

yang   efektif,   profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)" dan untuk 

juga mencapai tujuan : "meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan". 

Pada tahun 2019, hasil evaluasi AKIP (akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah) Pemerintah Kabupaten Lumajang memperoleh nilai 65,74 atau predikat 

"B". Nilai tersebut jika dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3 poin, 
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yaitu dari 62,74 menjadi 65,74. Untuk jelasnya lihat tabel 8.57 perbandingan perolehan 

nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2018 dengan tahun 2019. 

 

Tabel 8.57  Hasil Evaluasi AKIP 

No Komponen Yang 

Dinilai 

2018 2019 Ket. 

(Turun / Naik) Bobot Nilai Bobot Nilai 

1. Perencanaan 

Kinerja 

30 20,85 30 22,21 Naik 

2. Pengukuran 

Kinerja 

25 15,60 25 15,57 Turun 

3. Pelaporan Kinerja 15 10,54 15 10,39 Turun 

4. Evaluasi Internal 10 5,94 10 5,66 Naik 

5. Capaian Kinerja 20 11,81 20 11,91 Naik 

Nilai Hasil Evaluasi 100 62,74 100 65,74 Naik (secara 

nilai, bukan 

secara predikat) 

Tingkat  Akuntabilitas 

Kinerja 

 B  B 

Sumber : Surat Gubernur Jawa Timur no : 700/743/031.2/2020 tgl 15 Januari 2020 

Pemerintah  Kabupaten  Lumajang  merupakan  salah  satu dari 17 

Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang memperoleh predikat "B" atas hasil 

evaluasi AKIP-nya. Pencapaian atas hasil evaluasi AKIP tersebut masih tertinggal 

dari 21 Kabupaten / Kota lainnya di Jawa Timur, dimana 16 Kabupaten / Kota 

memperoleh predikat "BB" dan 5 Kabupaten / Kota memperoleh predikat "A". 

Adapun capaian kinerja atas indikator kinerja nilai SAKIP telah sesuai 

target kinerja yang ada di RPJMD 2018-2023, sehingga persentase  capaiannya  

adalah  100%.  Untuk  pengukuran  capaian kinerja sasaran strategis 30 tampak 

dalam Tabel 8.58 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 30. 

Tabel 8.58 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 30 
 

No Sasaran Indikator Target Realisasi 

Strategis Kinerja RPJMD 

  tahun 2018 2019 

  2019 

Meningkatnya 

nilai SAKIP 

Nilai SAKIP B B B 

Sumber : Bagian Organisasi Setda Tahun 2019 
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Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP di 

Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1. Melakukan rapat koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang secara periodik ;  

2. Melakukan konsultasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur dan 

Kementerian PAN dan RB ;  

Berdasarkan analisa capaian kinerja hasil pengukuran IKU (Indikator Kinerja Utama) 

pada Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023, yang 

merupakan capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah 

tampak dalam tabel 8.59. Ringkasan Capaian Kinerja Per Misi  sebagai berikut : 

 
Tabel 8.59. 

Ringkasan Capaian Kinerja Per Misi 

 

No Misi Rata-Rata 

Capaian Kinerja 

pada Indikator 

Kinerja Utama  

Keterangan 

1. Mewujudkan 

perekonomian 

daerah 

berkelanjutan yang 

berbasis pada 

pertanian, usaha 

mikro dan pariwisata 

114,32% Perhitungan rata-rata capaian 

kinerja adalah dari 8 indikator 

kinerja, karena terdapat 1 

indikator kinerja belum dapat 

disampaikan karena belum ada 

rilis resmi dari instansi yang 

berwenang, yaitu indikator kinerja 

Nilai PDRB 

2. Pemenuhan 

kebutuhan dasar 

untuk mewujudkan 

masyarakat yang 

lebih sejahtera dan 

mandiri 

162,56% Perhitungan rata-rata capaian 

kinerja adalah dari 10 indikator 

kinerja, karena terdapat 4 

indikator kinerja belum dapat 

disampaikan karena belum ada 

rilis resmi dari instansi yang 

berwenang, yaitu indikator kinerja 

Indeks Pendidikan, Indeks 

Kesehatan, IPG, dan Angka LPP 

 

3. Reformasi birokrasi 

yang efektif, 

113,93% Perhitungan rata-rata capaian 

kinerja adalah dari seluruh 8 
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profesional, 

akuntabel dan 

transparan untuk 

mewujudkan 

pemerintahan yang 

baik, benar dan  

bersih (good and 

clean governance) 

indikator kinerja yang telah dapat 

diukur dan disampaikan capaian 

kinerja.  

Rata-Rata Capaian Kinerja 

seluruh Misi 

130,27% Dari 31 indikator kinerja terdapat 4 

indikator kinerja yang belum 

dapat diketahui capaiannya 

karena belum ada rilis resmi dari 

instansi yang berwenang 

 

Berdasarkan tabel 8.59. diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Pemerintah 

Kabupaten Lumajang secara keseluruhan di tahun 2019 dapat dinyatakan sangat berhasil 

karena rata-rata capaian kinerja diatas 100%.
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BAB IX 

P E N U T U P

 
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2018 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah 

wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 

disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 

Lumajang Tahun 2019 mencakup urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan, 

dan tugas umum pemerintahan. Dari Penyelenggaraan urusan tersebut, dapat 

dilihat dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan 

masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam 

pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2019 menjadi masukan bagi 

penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. 

Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan 

terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan 

sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang 

baik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang 

disampaikan oleh Kabupaten Lumajang kepada Menteri dalam Negeri secara 

akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019. 

Perkembangan Pendapatan Tahun 2019 dapat dilihat dari perbandingan antar 

target dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, dimana pada anggaran tahun 

2019, Pendapatan Kabupaten Lumajang ditargetkan sebesar 

Rp.2.252.087.022.337,60,00 terealisasi sebesar Rp.2.185.590.043.457,50 atau 97,09%. 

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lumajang menargetkan pendapatan dari 

pendapatan asli daerah sebesar Rp.316.538.321.171,60 terealisasi sebesar 

Rp.295.363.602.538,58 atau 93,31%, dana perimbangan sebesar Rp.1.465.258.069.503 

terealisasi sebesar Rp.1.409.112.910.571,00 atau 96,17%, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah sebesar Rp.470.290.631.663,00 terealisasi sebesar 

Rp.482.113.530.347,92 atau 102,81%. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang 

Tahun 2019, perkembangan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019, jika 

dilihat dari target belanja  daerah sebesar Rp.2.380.611.699.919,93 terealisasi sebesar 
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Rp.2.229.225.876.402,01 atau 93,64%. Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak 

langsung dan belanja langsung, pada tahun 2019 belanja tidak langsung dengan 

target sebesar Rp.1.382.304.843.502,87 teralisasi sebesar Rp.1.333.973.046.613,50 atau 

96,50%, belanja langsung teranggarkan Rp. 998.306.856.417,06 teralisasi 

Rp.895.252.829.788,51 atau 89,68%. Dari keseluruhan belanja ini apabila 

dibandingkan dengan realisasi pendapatan terjadi defisit 42.635.832.944,51. 

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdir dari 

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, untuk pembiayaan 

penerimaan yang dimasukkan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos 

sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana 

cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dengan menargetkanan 

penerimaan pembiayan daerah sebesar Rp.142.024.677.582,33 terealisasi 

Rp.130.847.409.582,33 atau 101,81%, sedangkan menargetkan pengeluaran 

pembiayaan daerah sebesar Rp.13.500.000.000,00 terealisasi Rp.10.700.500.000,00 

atau 79,26%. 

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 

tahun anggaran 2019 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih 

atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran 

Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang 

Tahun 2019, hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya 

komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat 

dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa 

mendatang. Disamping berbagai keberhasilan yang dicapai, tentu saja masih 

terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. 

Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Lumajang tahun 2019, diiringi harapan 

semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala 

upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Lumajang. Semoga Allah 

SWT meridhoi kita semua.  

 


